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Menimbang :

Mengingat

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

GUBERNUR smWESS TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 2§ TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWES] TENGAH,

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Undang-Undang Nomer 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daecrah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemcrintah Dacrah |Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomoar 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182,
Tambahan Lambaran Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur scbagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Dacrah  yang memimpin
pelaksanaan urursan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom,

4. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Gubernur
Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah,

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalag dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20
[dua puluh] tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan rah
pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang
selanjutnya disingkat REJMD adalah rencana pembangunan
daerah  yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan  daerah  yang merupakan  dokumen
perencanasn pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.
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7. Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang sclanjutnya
discbut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun, sebagai penjabaran RRIMD.

8. Rencans Kerja Pemerintah Daerah  yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satmu] tahun yang merupakan penjabaran dari
RPIMD.

9, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana
pembangunan tahunan Perangkat Dacrah yang merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Dacrah untuk periode 1
{samu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.

10, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3
(1] Rencana Sirategss Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

(2] Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan
urusan pemenntahan wajib dan/agau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri
Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahwun 2025-2029.

¥
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BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sisternatika

Pasal 4
(1) Sistematika Rencana strategis Perangkal Daerah Tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
a. Babl PENDAHULUAN
Memuat @
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistemartika Penulisan,
b. Babll GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah paling sedikit memuat :
a) Tugas Fungsi dan Struktiur Perangkat
Daecrah;
b) Sumber Daya Perangkat Dacrah;
¢} Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
{termasuk capaian SPM scsuai denga
tupoksinya); dan
d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya
Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya
adalah Perangkat Dacrah).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Dacrah paling sedikit memuat :
a) Permasalahan pelayanan Perangicat
Daerah; dan
b} Isu strategis,
c. Bablll TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBILJAKAN
Memuat :
1. Tujuan Rensitra Perangkat Daerah Provinsi
Tahun 2025-202%;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provins:
Tahun 2025-2029;
3. Strategis Perangkat Dacrah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-202%; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai  tujuan dan  sasaran  Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025.2029.
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d. BabIV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Memuat -

1. Uralan Program;

2. Uraian Kegiatan;

3. Uraian  Subkegiatan  beserta  kinerja,
indikator, target, dan pagu indikatif;

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka
mendukung program prioritas pembangunan
daerah;

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
melalui  Indikator Kinerja Utama (KU
Perangkat Daerah; dan

6. Target Kinerja penyclenggaraan uarusan
pemenintahan  daerah Tahun 2025-2029
melalul Indikator Kinerja Kunci (IKK).

e. BabV PENUTUP
Memuat diantaranwya Kesimpulan pentingnya
substansial, kaidah pelaksanaan, dan
pelaksansan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan dan  pelaksanaan
pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
|12) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Dacrah Tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian wang tidak terpisahkan dani
Peraturan Gubemur ini.

Bagian Kedusa
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan
dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

a. persiapan Penyusunan;

b. peayusunan Rancangan;

c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi
publile

perumusan rancangan akhir,

fasilitasi rancangan akhir; dan

penctapan

o
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan,
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Sepeeover 2028

Vi
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini sebagali
upaya untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah
sesuai dengan amanah Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).

Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Tengah tahun 2025 - 2029, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap rancangan strategi
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.
Renstra ini telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen
Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas
Kesehatan selama Tahun 2025 - 2029. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan
berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang
terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Sedangkan secara subtansi mengacu juga kepada kebijakan pusat, provinsi, khususnya
dalam penetapan indikator sasaran. Program - program pembangunan kesehatan yang akan
diselenggarakan juga mendukung 3 (tiga) Prioritas Kesehatan Nasional yang terdiri dari (1)
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, (2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan (3)
Stunting (4) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).  Selain
memunculkan indikator spesifik lokal tetap mempertimbangkan indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

vii
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Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan tujuan untuk
mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tengah, yang disusun dengan menyesuaikan program, kegiatan dan indikator - indikator
sasaran pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga nantinya dapat
menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan di Provinsi
Sulawesi Tengah. Selain itu, dokumen ini juga dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja
Dinas Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi - tingginya dan
ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra PD
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029. Akhirnya hanya kepada Allah
SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan
kesehatan paripurna melalui Peningkatan Usia Harapan Hidup Masyarakat Sulawesi Tengah

mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Amin YRA.

Palu, 24 September 2025

Pit_Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah
5N

IR G4
“WAYAN APRIANI, SKM.. M.Epid.

Pembina Tkt. |
NIP. 19700417 199312 2 001

viii
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang
tertuang dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang - Undang Nomor 23
tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pembangunan kesehatan merupakan bagian
integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi - tingginya.

Secara filosofi, kondisi sehat sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia,
baik tindakan penentu kebijakan publik dari setiap level pemerintahan maupun tindakan
perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari - harinya. Tidak ada perilaku atau
tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh masyarakat
mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota
masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi.

Selanjutnya dalam mencapai komitmen tujuan SDGS yang menekanankan pada
seluruh pemangku kepetingan untuk menjadi hidup sehat. WHO menetapkan 3 (tiga)
prioritas interkoneksi strategis yakni mencapai Universal Health Coverage, pengelolaan
kedaruratan kesehatan dan mempromosikan penduduk yang lebih sehat.

Beberapa hal terkait Komitmen Indonesia sebagai bagian dari WHO tetap
dilanjutkan dan menjadi perhatian serius terutama dalam pelaksanaan ketentuan
International Health Ragulation (IHR) tahun 2005 yang menuntut kemampuan deteksi
dini, pencegahan dan respon cepat terhadap munculnya penyakit/kejadian yang
berpotensi menyebabkan kedaruratan kehatan masyarakat yang meresahkan dunia/Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah
Daerah untuk benar - benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh
setiap Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip
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kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan
ketetapan sasaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif dan preventif
sehingga diharapkan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus
ditanggung JKN. Dalam melakukan penguatan promotif -preventif (paradigma sehat)
dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Sehat (P1S - PK) yang
bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan
kesehatan komprehensif yang terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/
promotif dan pencegahan/ preventif serta pelayanan pengobatan/ kuratif dan rehabilitasi/
rahabilitatif.

Sasaran pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2025-2029 adalah meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit, dan perbaikan gizi, serta mendorong kemandirian perbekalan
kesehatan. Berikut beberapa poin penting terkait sasaran pembangunan kesehatan dalam
RPJMN 2025-2029:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan : Fokus pada peningkatan akses,
pemerataan, dan mutu layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan primer,
kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi.

2. Pengendalian penyakit : Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular melalui
promosi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang efektif.

3. Perbaikan gizi masyarakat : Fokus pada perbaikan gizi pada semua siklus hidup,
mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, hingga lanjut usia, dengan intervensi gizi yang
tepat.

4. Kemandirian perbekalan kesehatan : Meningkatkan kemandirian dalam penyediaan
obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan, termasuk melalui pengembangan industri
farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

5. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup : Melalui
penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan
gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup
sehat.

6. Peningkatan cakupan dan kualitas program kesehatan : Meliputi program
kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi,




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit menular.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran
pembangunan kesehatan antara lain: angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka
harapan hidup, prevalensi stunting, dan cakupan imunisasi.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional
sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan
yang harus diperkuat oleh kepeimimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu
menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang
terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah tahun 2025 - 2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan
arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan
pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusuanan Rencana
Strategis ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas -
bawah (top - down) dan atas bawah - atas (bottom - up).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2025 - 2029
didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 - 2029. Renstra tersebut
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka
mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah “BERANI WUJUDKAN SULAWESI
TENGAH MAJU DAN BERKELANJUTAN?, dengan Misi ke - 1 yaitu “Mewujudkan
Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan
Penyediaan Lapangan Kerja.”

Lebih lanjut Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan
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sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian
Kesehatan 2025 -2029.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan
melalui suatu tahapan proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana
tugas di Dinas Kesehatan, UPT dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku
kepentingan lainnya melalui sistem asistensi, fasilitasi, dan koordinasi yang mendalam
dan berulang-ulang hingga tersusunnya Renstra PD Dinas Kesehatan. Asistensi dilakukan
dengan melibatkan pihak institusi pendidikan dalam hal ini adalah pendampingan
penyusunan Renstra oleh tim ahli dari Universitas Tadulako Palu. Kegiatan penyusunan
Renstra ini juga difasilitasi penuh oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah selaku
koordinator dalam penyusunan dokumen penyusunan perencanaan pembangunan di
tingkat Provinsi. Koordinasi dilakukan dengan Lintas Program dan UPT beserta Bappeda
untuk membahas rancangan Renstra Dinas Kesehatan. Disamping itu, koordinasi juga
dilakukan dengan melibatkan lintas sektor untuk mendapatkan masukan terkait
pelaksanaan pembangunan kesehatan lima tahun kedepan. Renstra ini merupakan
komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator -
indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan
Masyarakat Sulawesi Tengah. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh
upaya yang dilakukan oleh masing - masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat
koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya.

Renstra ini juga menjadi acuan untuk pengembangan Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah dan UPT untuk lima (5) tahun kedepan. Untuk itu Renstra merupakan
pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan

monitoring serta evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT-nya.
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1.2 LANDASAN HUKUM

1.

10.

11.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005 — 2025;

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor
88 TAhun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah tahun 2025 - 2029.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
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(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 nomor 182,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud

1.4

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dimaksudkan agar seluruh

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah dan

UPT- nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga

tujuan pembangunan kesehatan Sulawesi Tengah dapat terlaksana dengan sebaik-

baiknya.
1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

adalah:

a.

Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan
daerah dibidang kesehatan.

Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan
UPTnya.

Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan
kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTnya.

Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif

untuk mencapai tujuan dan sasaran.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Strategi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2029 sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN

Bab | memuat;




BAB |1

BAB |11

BAB IV

1.
2.
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Latar belakang;

Dasar hukum penyusunan;

3. Maksud dan tujuan;

4. Sistematika penulisan.
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS

Bab Il memuat:

1.

2.

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

b. Sumber daya Perangkat Daerah;

c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai
dengan tupoksinya; dan

d. Kelompok sasaran layanan.

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;

b. Isu strategis.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab Il memuat:

1.
2.
3.

Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun
2025-2029;

Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD
Tahun 2025-2029.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab IV memuat:

1.

Uraian Program;

2. Uraian Kegiatan;
3.
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif;

pembangunan daerah;
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5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah

pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
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BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH
Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka Gubernur
Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah,
Renstra sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian guna sinkronisasi terhadap program
kegiatan bagi BLUD. Selanjutnya untuk mendukung optimalisasi pelayanan maka
dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai
unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK - BLUD) dengan status bertahap yaitu: a) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan; b) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan; c) Unit
Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu; d) Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Undata; dan €) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum
Daerah Madani.
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai

fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian,
Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;

2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan
dan Sumber Daya Manusia;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian,
Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;




4)

5)
6)
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pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi,

program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana Kkerja, pengelolaan
keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan,
aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum;

pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan
keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan
Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian

Keuangan dan Aset meliputi :

1)

melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub

Bagian Keuangan dan Aset;

10



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
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menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan
aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;

melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan
aset;

melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan
keuangan dan aset;

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran
gaji pegawai;

melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak Daerah;
melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan
dan Aset serta Dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum,

kehumasan, hukum, organisasi, pengaduaan masyarakat dan surat menyurat. Uraian

tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

1)

2)

3)
4)

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum,
kehumasan, hukum, organisasi, pengaduaan masyarakat dan Korpri;

melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan

umum;

11
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5) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS,
TASPEN, Kartu Suami/lsteri, dan SKP;

6) melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan, dan hukum;

7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan
Standar Pelayanan Minimum;

9) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;

10) melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta
mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

11) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat,
penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

12) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub
Bidang Kepegawaian dan Umum;

13) melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum serta Dinas; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan.

. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap
penyelenggaraan fungsi kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya,

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;

2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;

3) pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;

4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang

Kesehatan Masyarakat;
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5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan

pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.

a) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan

promosi dan pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat;

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan
promosi dan pemberdayaan masyarakat;

menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
promosi dan pemberdayaan masyarakat;

melaksanakan kegiatan teknis seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;

melaksanakan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat.

b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan

olahraga dan kesehatan haji. Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga meliputi :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
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mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;

menghimpun peraturan perundang-undangan dan meyiapkan pedoman,
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
melaksanakan kebijakan pada kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;

melakukan bimbingan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan Kkerja,
kesehatan olahraga dan kesehatan haji;

melaksanakan kegiatan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Kesehatan Olahraga;

melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta

pelaporan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

mempunyai fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

3) pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
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5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan

pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Uraian tugas Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular;

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular;

pembinaan dan bimbingan teknis Pencegahan Pengendalian Penyakit
Menular;

melakukan pemantauan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular.

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan

Jiwa dan Napza

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan

Jiwa dan Napza mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi

terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular, kesehatan jiwa dan napza. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza meliputi :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
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mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan
kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular,
Kesehatan Jiwa dan Napza;

melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.

g. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap

penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan

jaminan kesehatan serta kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;

3) pembinaan/bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;

4) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan kesehatan

primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan

transfusi darah;
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5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan

pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan

kesehatan primer. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer;

melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan
kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan unit kerja terkait;
melakukan pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan primer;

melakukan pemantauan dan pembinaan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
primer;

melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer;

melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada Daerah
perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Provinsi;

melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta
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monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan

kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu serta

penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;

melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan
kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu, jaminan
kesehatan dan pembiayaan kesehatan dengan unit kerja terkait;
melaksanakan pembinaan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
memfasilitasi mutu layanan kesehatan rujukan;

melaksanakan sistem informasi kesehatan rujukan;
mengelola/menyelenggarakan ~ bimbingan,  pengendalian  jaminan
pemeliharaan kesehatan skala Provinsi;

melaksanakan pembimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan
kesehatan Nasional (tugas pembantuan);

melakukan pembinaan tehnis pelaksanaan jaminan pemeliharaan
kesehatan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di
Kabupaten/Kota;

mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;

10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

11) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan.

h. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi kefarmasian, alat

kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
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perumusan kebijakan teknis bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
pembinaan/bimbingan teknis di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia
kesehatan;
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan
pelaksanaan tugas Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
a) Seksi Kefarmasian
Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. Uraian tugas Seksi

Kefarmasian meliputi :

1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kefarmasian;

2) melakukan analisis koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat
publik, reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock
obat Provinsi, reagensia dan vaksin lainnya skala Provinsi;

3) melakukan monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, dan pelaporan
kebutuhan obat publik, reagenisa dan vaksin skala Provinsi;

4) melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan;

5) memfasilitasi pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan,
Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, Industri Obat
Tardisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional,
Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;

6) melaksanakan sistem informasi kefarmasian;
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7)
8)
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melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah

tangga. Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

mengelola administrasi dan menyusun program Kkerja Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan Seksi Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan unit kerja terkait;
melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

Urusan yang menjadi kewenangan UPT. Laboratorium Kesehatan yakni

menyelenggarakan laborarotium kesehatan.
1) Sub Bagian Tata Usaha

2) Seksi Pengujian

3) Seksi Pelayanan dan Mutu

. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Urusan yang menjadi kewenangan UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

yakni menyelenggarakan pendidikan pelatihan kesehatan.
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Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Penyelenggaraan Kediklatan

Seksi Pengendalian Mutu

. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan

tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan

keselamatan terpadu. UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu mempunyai fungsi:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan keselamatan
terpadu;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan keselamatan
terpadu;
penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan keselamatan terpadu;
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan keselamatan
terpadu;
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada
Dinas di bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu;
pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dan penyusuaian standar
operasional prosedur pada UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
a) Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi
penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum
serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha
sebagaimana dimaksud meliputi :
1) melaksanakan pengumpulan bahan dan data, menyusun program kerja
Sub Bagian Tata Usaha;
2) menghimpun peraturan perundang - undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
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melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka
penyusunan rencana kegiatan Dinas;

melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;

melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan
mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu,
menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
anggaran dan pengelolaan keuangan, tata operasional pelatihan kesehatan
dan pengendalian mutu pelatihan kesehatan;

melaksanakan analisa terhadap penyelenggaraan tata operasional dan mutu
pelayanan keselamatan terpadu;

melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan
pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan
perlengkapan kantor;

melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di
lingkungan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di
lingkungan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Keselamatan
Terpadu;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pusat

Pelayanan Keselamatan Terpadu.

b) Seksi Penanganan Krisis Kesehatan

Seksi Penanganan Krisis Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan

bahan rencana perumusan kebijakan, kerjasama, fasilitasi, evaluasi serta

laporan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Keselamatan Terpadu. Uraian

tugas Seksi Penanganan Krisis Kesehatan sebagaimana maksud di atas meliputi

kegiatan pelayanan kegawatdaruratan medis sehari - hari, pelayanan pada
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situasi khusus, dan pelayanan kesehatan pada saat bencana :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Seksi Penanganan Krisis Kesehatan;

menghimpun peraturan perundang - undangan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Krisis Kesehatan;
melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan
penyelenggaran kegiatan pelayanan keselamatan;

melaksanakan analisa terhadap penyelenggaran kegiatan Penanganan
Krisis Kesehatan;

melaksanakan kegiatan teknis operasional Fasilitasi Penanganan Krisis
Kesehatan pada dinas sesuai dengan tugas bidang pelayanan keselamatan
terpadu;

melaksanakan kerjasama teknis penanganan Krisis kesehatan;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penanganan
krisis kesehatan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Krisis Kesehatan.

c) Seksi Kewaspadaan

Seksi Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan meliputi upaya

pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan. Uraian tugas Seksi Kewaspadaan

sebagaimana dimaksud meliputi :

1)

2)

3)

4)

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program Kkerja
Seksi kewaspadaan yaitu pencegahan, dan mitigasi serta kesiapsiagaan;
menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan;
melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan;

melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pelayanan pelaksanaan
kegiatan kewaspadaan;
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5) melakukan intervensi pengendalian penyakit menular berpotensi KLB
pada saat bencana;
6) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
kewaspadaan;
7) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8) melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas Seksi kewaspadaan.
I. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata
Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah bertugas
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang
telah menjadi urusan Rumah Tangga Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 dengan tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :
a) Tugas Pokok
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah
mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan
berhasil  guna mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan  yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan
termasuk penanganan limbah Rumah Sakit dan melaksanakan upaya rujukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Fungsi
1) Pelayanan Medis
2) Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
3) Pelayanan Asuhan Keperawatan
4) Pelayanan Rujukan
5) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
6) Pengelolaan Administrasi dan Keuangan
7) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
m. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Madani
Rumah Sakit Daerah Madani merupakan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
yang berbentuk Badan unsur penunjang pemerintah Daerah. Rumah Sakit Umum
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Daerah Madani dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Rumah Sakit Daerah Madani
merupakan Rumah Sakit rujukan Provinsi.

Sesuai Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah,
dengan uraian sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Rumah Sakit Daerah Madani mempunyai tugas melaksanakan upaya

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya
peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b) Fungsi
1) Pelayanan medis
2) Pelayanan penunjang medis dan non medis
3) Pelayanan asuhan keperawatan
4) Pelayanan rujukan
5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
7) Pengelolaan administrasi dan keuangan

n. Kelompok Jabatan Fungsional
a) Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya,
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim
kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
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sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang
jabatan fungsional.
b) Tata Kerja

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan
masing-masing Perangkat Daerah disusun standar prosedur kerja atau manual dan
standar pelayanan minimal yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai standar prosedur kerja dan standar pelayanan
minimal.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan Asas Umum
Penyelenggaraan Negara. Asas Umum Penyelenggaraan Negara tersebut meliputi:
1) asas kepastian hukum;

2) asas tertib penyelenggaraan negara;
3) asas kepentingan umum;

4) asas keterbukaan;

5) asas proporsionalitas;

6) asas profesionalitas; dan

7) asas akuntabilitas.

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada
gambar 2.1., bagan struktur organisasi RSUD Undata Palu tersaji pada gambar 2.2 dan

bagan struktur organisasi RSUD Madani Palu tersaji pada gambar 2.3 berikut ini:
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Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
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Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi RSUD Undata Palu
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Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi RSUD Madani Palu
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2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

a. SDM Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Sumber daya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah dan UPT berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan

serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Tabel 2. 1 SDM Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

JUMLAH (Org)
No. BAGIAN BIDANG/UPT KETERANGAN
L P L+P
1 2 3 4 5 6
1 KEPALA DINAS
2 SEKRETARIS 1 1 Epidemiologi ,S2
3 SUBBAGIAN
a. Kepala Subbagian Keuangan 1 1 Kesmas S1
b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
¢. Kelompok Jabatan Fungsional 1 1 S1
d. Staf 30 35 65 -S2 =10o0rg
- S1/D4 =25 org
-D3=50rg
-Dl1=1org
-SLTA=24o0rg
-SLTP =0org
-SD=0org
4. BIDANG
a. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 1 1 Kesmas, S2
1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 1 1 ooy S2
2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan 1 1 .., S2
3. Kelompok Jabatan Fungsional 1 1 Kesmas, S2
4. Staf 10 29 39 -S2 =5org
-S1 =22org
-D3 =3org
-D1=3org
-SLTA=6o0rg
b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
1. Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan 1 1 Kesehatan, S1
Masyarakat
2. Kepala Seksi Kesling, Kesker dan Olahraga 1 1 Teknik, S1
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Staf 19 35 54 -S2=160rg
- S1/D4 =32 org
-D3=3org
-SLTA =3 org
C. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 1 1 cesS2
1. Kepala Seksi Farmasi, Kosalkes dan Mamin 1 1 Apoteker, S1
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JUMLAH (Org)
No. BAGIAN BIDANG/UPT KETERANGAN
L P L+P

2. Kepala Seksi Alkes, dan perbekalan 1 1 s S2

3. Kelompok Jabatan Fungsional 1 1 Kesehatan, S2

4. Staf 12 29 41 -S2 =9org
-S1/D4 =25o0rg
-D3 =6org
-SLTA=1org

d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian 1 1 Dokter, S2

Penyakit

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian 1 1 Dokter, S1

Penyakit

2. Kepala Seksi Pengamatan Pencegahan dan 1 1 Kesmas, S1

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

3. Kelompok Jabatan Fungsional 1 1 Dokter, S2

4. Staf 19 39 58 -S2 =12org
- S1/D4 =40 org
-D3 =4org
-SLTA=2org

Total 95 179 274

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

b. SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2. 2 SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

JUMLAH (Org)
No. BAGIAN BIDANG/UPT KETERANGAN
Laki-Laki | Perempuan L+P
1 2 3 4 5 6
1 KEPALA 1 Dokter S1
2 SUBBAGIAN
a. Kepala Subbagian Tata Usaha 1 1 S2 Epidemiologi
b. Kepala Seksi Pelayanan Dan Mutu 1 1 D4 Analis
c. Kepala Seksi Pengujian 1 1 S2 Manajemen
d. Staf 11 27 38 -S2=40rg
- S1/D4 =19 org
-D3=13org
-Dl=1org
-SLTA=1org
Total 11 27 38

Sumber : UPTD Laboratoriun Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

46




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

c. SDM UPTD Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2025
Tabel 2. 3 SDM UPTD Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
JUMLAH (Org)
No. BAGIAN BIDANG/UPT KETERANGAN
L P L+P
1 2 3 4 5 6
1 KEPALA 0 1 1 S2 Administrasi Publik
2 SUBBAGIAN
a. Kepala Subbagian Tata Usaha 0 Sarjana Pertanian
b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu 0 S2 Administrasi Publik
c. Kepala Seksi Penyelenggaraan 0 S2 Administrasi Publik
d. Staf 2 12 14 -S2=14org
2 22 24 - S1/D4 =17 org
3 7 10 -D3=6o0rg
17 9 26 -SLTA=9org
0 0 0 -SLTP =0o0rg
Total 24 54 78

Sumber: UPTD Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

d. SDM UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2025
Tabel 2. 4 SDM UPTD P2KT Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
JUMLAH (Org)
No. BAGIAN BIDANG/UPT KETERANGAN
L P L+P
1 2 3 5 6
1 | KEPALA 1 1 S2 Kesehatan
2 | SUBBAGIAN
a. Kepala Subbagian Tata Usaha 1 1 S2 Kesehatan
b. Kepala Seksi Kewaspadaan 1 S1 Kesehatan
c. Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan 1 S2 Kesehatan
d. Staf 18 20 38 -S2 =1lorang
- S1/D4 =18 orang
- D3 = 14 orang
-SLTA =5 orang
Total 19 23 42

Sumber: UPTD P2KT Provinsi Sulawesi Tengah,, 2025
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e. SDM UPT RSUD Undata Palu
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor strategis dalam keberhasilan
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah sakit. Kualitas, kuantitas, distribusi

dan kompetensi tenaga kesehatan serta tenaga penunjang sangat menentukan

tercapainya visi, misi dan tujuan strategis rumah sakit.

/ kontrak dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Keadaan ketenagaan di UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025 terdiri dari 1041 orang PNS dan ASN (PPPK), dan 308 orang pegawai non PNS

Tabel 2.5 SDM UPT RSUD Undata

NO

JENIS PEGAWAI

KEADAAN TENAGA

PNS dan P3K

Non PNS (Honorer)

P

L+P

L P

L+P

4

5

6 7

8

Tenaga Kesehatan

Tenaga Medis

Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (K)

Dokter Spesialis Anastesi (K)

Dokter Spesialis Penyakit Dalam (K)

Dokter Spesialis Jantung Intervensi (K)

Dokter Spesialis Bedah Digestif (K)

Dokter Spesialis Paru

Dokter Spesialis Radiologi

Dokter Spesialis Ongkologi Radiasi

Dokter Spesialis Patologi Klinik

Dokter Spesialis Neurologi

Dokter Spesialis Bedah Mulut

Dokter Spesialis Bedah Syaraf

Dokter Spesialis Bedah Anak

Dokter Spesialis Bedah Vaskuler

Dokter Spesialis Mata

Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Dokter Spesialis Konservasi Gigi Anak

Dokter Spesialis Anastesi

Dokter Spesialis Anak

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan

Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik

RN B W -

Dokter Spesialis Bedah

Dokter Spesialis THT

Dokter Spesialis Orthopedi

Nl R Wl RN BN

Dokter Spesialis Gizi Klinik

Dokter Spesialis Kulit & Kelamin

Rl NN w0 WO Ol N O] O]l wloOo| Ol Ol N POl k| ol ©

o|lo|o|lo|lr|o|r|o|lo| o]~~~ o]~ olo] -] —
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NO JENIS PEGAWAI KEADAAN TENAGA
PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8
Dokter Spesialis Onkologi 1 1 0
Dokter Spesialis Periodontik 1 1 0
Dokter Spesialis Patologi Anatomi 0 0
Spesialis Mikrobiologi 1 1 0
S1 Dokter Umum 13 35 48 2 1 3
S1 Dokter Gigi 10 10 0
Jumlah 35 67 102 12 7 19
2 | Tenaga Keperawatan
S2 Keperawatan 4 6 10 0
S1 Keperawatan + Ners 36 128 164 7 22 29
S1 Keperawatan 4 40 44 1 4
D3 Keperawatan 61 159 220 9 10 19
D4 Keperawatan 1 6 7 0
DIV Keperawatan anestesi 2 2 0
D3 penata Anastesi 1 1 2 0
DIV Terapis Gigi 2 2 0
D3 Perawat Gigi 1 3 4 0
SPK 2 2 0
Jumlah 112 474 652 36 45 81
3 | Tenaga Farmasi
Apoteker 4 20 24 1 1
S1 Farmasi 4 10 14 6 6
S2 Farmasi 3 4 7 0
D3 Farmasi 5 23 28 2 2
SMF 0 0
Jumlah 16 57 73 0 9 9
4 | Tenaga Radiologi
D4 Teknik Radiologi 1 4 3 1 4
D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi 1 2 2
D3 Radiologi 6 1 2 3
S2 Fisikawan 1 0
Fisikawan medik 1 3 0
D3 Kesehatan 0 8
Jumlah 10 5 15 17
5 | Tenaga Laboratorium
S1 Kimia 1 1 1 1
D3 Teknisi transfusi darah 3 5 8 0
DIV Analisi Kesehatan 0 2 2
D3 Analis Keseahatan 4 9 2 2
D4 Pranata labkes ahli 2 0
S1 Pranata labkes ahli 3 8 0
DIV Lab Medis 0 1 1
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NO JENIS PEGAWAI KEADAAN TENAGA
PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8
D3 Lab 4
D3 Pranata labkes terampil 1 2 0
DIV Anestesiologi 0 1 1
Jumlah 12 19 31 0 11 11
6 | Tenaga Gizi
S1 Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga 16 16 0
S2 Gizi 1 0
D3 Gizi (Nutrisionis) 2
Jumlah 24 25 2
7 | Tenaga IPSRS
D4 Teknik Elektromedik 4 2 6 0
D3 Kardiovakuler 0 1 1
D3 Teknik Elektromedik 1 3 1
Jumlah 3 9 1 2
8 | Kesehatan Masyarakat
S1 ilmu kesehatan masyarakat 6 17 23 0
S2 Kesehatan masyarakat 5 10
S1 Kesehatan Masyarakat 43 50 4 7 11
Jumlah 18 65 83 4
9 | Kesehatan Lingkungan
Spph 3 0
S1 Sanitarian 4 5 0
D3 Sanitarian 4 10 14 0
D3 Kesehatan Lingkungan 0 4
Jumlah 6 17 23 4
10 | Tenaga Rekam Medis
D3 Administrasi Rekam Medis 2 2 0
D3 Manajemen Informasi Kesehatan dan Rekam 0
Medis
D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 1
Jumlah 1 2 3 0 2
11 | Fisioterapi
S1 Fisioterapi 2 2 0
D4 Fisioterapi 1 4 0
D3 ORTOTIK PROSTETIK 1 0
D3 Terapis wicara 2 2 0
D3 OKUPASI TERAPIS 1 1 0
S2 PSIKOLOGIS 2 4 0
D3 Fisioterapi 8 10 0
Jumlah 16 24 0 0 0
12 | Epidemilogi
S2 Epidemilogi 2 2 0
- S1 Epidemilogi 2 16 18 0
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NO JENIS PEGAWAI KEADAAN TENAGA
PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
L P L+P L P L+P
1 2 4 5 6 8
Jumlah 18 20 0 0
13 | Bidan
S2 Kebidanan 3 3 0
S1 Kebidanan 4 4 3 3
D4 Kebidanan 67 67 0
- D3 Kebidanan 75 75 4 4
Jumlah 0 149 149 0 7 7
JUMLAH TENAGA KESEHATAN 227 916 1209 66 99 154
B. | Tenaga Non Kesehatan
MPH 1 2 3 0
M.Si 3 3 0
M.Kes 1 3 0
S2 Administrasi Publik 10 11 0
S2 Administrasi Negara 0 0
S2 Manajemen Administrasi RS 0 0
S2 Magister Manajemen 1 2 3 0
S2 Magister Ekonomi 0 0
S2 Komputer 0 0
S1 Administrasi Kesehatan 3 3 0
S1 Administrasi publik 2 2 1 1
S1 Administrasi 1 4 5 0
S1 llmu Administrasi Negara 7 7 0
S1 llmu Komunikasi 0 1
S1 Psikologi 2 2 4 2
S1 Sarjana Ekonomi 6 16 22 4
S1 Sosial 3 3 6 3
S1 Sarjana Komputer 8 10 18 1 2
S1 Sistem Informasi 0 0
S1 Akuntansi 1 2 3 2 2
S1 Hukum 1 1 1 1
S1 Sarjana Sains Informasi 2 2 0
S1 Peternakan 0 1 1
S1 Mipa 0 1
S1 Pendidikan 0 1
S1 Manajemen 2 3 5 0
D4 Akuntansi manajemen Pemerintahan 0 0
D3 Keperawatan 0 0
D3 Analis Kesehatan 0 0
D3 Keuangan dan Perbankan 0 1
D3 Teknik Informatika 0 1
D3 Teknik Komputer 0 0
D3 Teknik Listrik 0 0
D3 Manajemen Informatika 2 2 0
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NO JENIS PEGAWAI

KEADAAN TENAGA

PNS dan P3K

Non PNS (Honorer)

L

P

L

o

L

P

L+P

1 2

3

4

6

7

oo

D3 Manajemen Rumah Sakit

D3 Keuangan

D3 Manajemen

D3 Komputerisasi Akuntansi

D3 Akuntansi

D1 Manajemen

D1 Keuangan

D3 Komputer

D3 Perhotelan

OoO| O] o] O] O] O] | O| O] 00| +

O| O] O] O] O] O] o] ©o| ©

SMA/SMU/SMEA/SMK

42

50

(e}
N

85

48

133

SMKK

STM

SGO

SD

SMP

N w| O] o] ©

o] o] o] o] ©

JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN

Sumber : UPT RSUD Undata, 2025

f. SDM UPT RSUD Madani Palu

75

126

201

92

62

154

Keadaan ketenagaan di RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah per 31
Agustus 2025 terdiri dari 637 orang PNS dan ASN (PPPK), dan 101 orang pegawai
non PNS / kontrak dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 6 SDM UPT RSUD Madani

KEADAAN TENAGA
NO JENIS PEGAWAI PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
P L+P L P L+P
1 2 4 5 6 7 8
A. | Tenaga Kesehatan
1 | Tenaga Medis
S2 Dokter Spesialis ortopedi 0 1 0 0 0
S2 Dokter Spesialis Radiologi 0 0 0 1 1
(MOU) | (MOU)
S2 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 0 0 0
S2 Dokter Spesialis Anastesi 0 0 0 0
S2 Dokter Spesialis Anak 1 0 1 1
(MOU) | (MOU)
S2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 3 0 0 0
S2 Dokter Spesialis Kandungan dan 0 1 1 0 1
Kebidanan (MOU) (MOU)
S2 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0
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KEADAAN TENAGA
NO JENIS PEGAWAI PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8
S2 Dokter Spesialis Bedah 1 0 1 1 0 1
(MOU) (MOU)
S2 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 0 3 3 0 0 0
S2 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 0 0 0 1 0 1
(MOU) (MOU)
S2 Dokter Spesialis Saraf 0 0
S2 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh 0 0
Darah
S2 Dokter Spesialis THT 0 0 0 0 1 1
(MOU) | (MOU)
S2 Dokter Spesialis Mata 0 1 1 0 0 0
S2 Dokter Spesialis Prostodonsi 0 0 0 1 0 1
(MOU)
S1 Dokter Umum 6 25 31 1 1 2
(MOU)
S1 Dokter Gigi 0 7 7 0 0 0
Jumlah 12 43 55 0 1 3
2 | Tenaga Keperawatan
S2 Keperawatan 2 0 2 0 0 0
S1 Keperawatan + Ners 19 38 57 3 9 12
S1 Keperawatan 5 8 13 0 1 1
D3 Keperawatan 99 147 246 3 9 12
DIV Perawat Gigi 1 0 1 0 0 0
D3 Perawat Gigi 0 1 1 0 0 0
SPK 0 0 0 0 0 0
Jumlah 124 194 320 6 19 25
3 | Tenaga Farmasi
Apoteker 5 13 15 0 0 0
S1 Farmasi 0 6 6 0 1 0
D3 Farmasi 3 5 8 0 0 0
SMF 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 24 29 0 1 0
4 | Tenaga Radiologi
D4 Teknik Radiologi 0 0 0 1 0 1
D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi 0 0 0 0 0 0
D3 Radiologi 2 3 5 0 0 0
D3 Kesehatan 0 0 0 0 0 0
Jumlah 2 3 5 1 0 1
5 | Tenaga Laboratorium
S1 Kimia 0 0 0 0 0 0
DIV Analis Kesehatan 0 3 3
D3 Analis Keseahatan 2 14 16 0 0 0
D3 Teknologi transfusi Darah 1 0 1 0 0 0
D3 Analis Medis 1 0 1 0 2 2
Jumlah 4 17 21 0 2 2
6 | Tenaga Gizi
S1 Gizi Masyarakat dan Sumber Daya 2 5 7 0 1 1
Keluarga
D3 Gizi (Nutrisionis) 1 8 9 0 1 1
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KEADAAN TENAGA
NO JENIS PEGAWAI PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah 3 13 16 0 2 2
7 | Tenaga IPSRS
D4 Teknik Elektromedik 0 1 1 0 0 0
D3 Teknik Elektromedik 0 1 1 0 0 0
Jumlah 0 2 2 0 0 0
8 | Kesehatan Masyarakat
S1 Kesehatan Masyarakat 14 21 0 7
Jumlah 14 21 0 7
9 | Kesehatan Lingkungan
D3 Sanitasi
D3 Kesehatan Lingkungan 15 2 4
Jumlah 15 2 4
10 | Tenaga Rekam Medis
D3 Administrasi Rekam Medis
D3 Manajemen Informasi Kesehatan dan
Rekam Medis
D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2 3 0 0 0
Jumlah 2 3 0 0 0
11 | Fisioterapi
S2 Fisioterapi 0 1 1 0 0 0
D3 Fisioterapi 0 3 3 0 0 0
Jumlah 0 4 4 0 0 0
12 | Epidemilogi
S1 Epidemilogi 3 3 6 0 0 0
Jumlah 3 3 6 0 0 0
13 | Bidan
S2 Kebidanan 0 1 1 0 0 0
DIV Kebidanan 0 19 19 0 1 1
D3 Kebidanan 0 18 18 0 10 10
Jumlah 0 37 37 0 11 11
JUMLAH TENAGA KESEHATAN 173 362 534 9 45 55
B. | Tenaga Non Kesehatan
S2 Administrasi Publik 0 1 1 0 1 1
S2 Administrasi Negara
S2 Manajemen Administrasi RS
S2 Magister Manajemen 2 0 2 0 0 0
S2 Magister Ekonomi
S2 Kesehatan Masyarakat 2 2 4 0 0 0
S2 Psikologi 0 3 3 0 0 0
S2 Gizi 0 2 2 0 0 0
S1 psikologi 1 2 3 0 0 0
S1 limu Administrasi Publik 1 1 2 0 0 0
S1 limu Administrasi Niaga
S1 llmu Sosial 1 1 2 0 0 0
S1 limu Komunikasi 1 0 0 0 0 0

54




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

KEADAAN TENAGA
NO JENIS PEGAWAI PNS dan P3K Non PNS (Honorer)
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8

S1 Sarjana Ekonomi 5 6 11 1 0 1
S1 Sarjana Komputer 9 5 14 2 1 3
S1 Hukum 0 1 1 1 1 2
S1 Sistem Informasi
S1 Sarjana Agama
S1 Teknik 0 1 1 0 1 1
S1 pendidikan 1 0 1 0 0 0
D1 kebidanan 0 1
D4 Akuntansi manajemen Pemerintahan
D3 Kardiovaskuler 0 0 0 0 1 1
D3 Okupasi Terapi 1 0 1
D3 terapi Wicara 0 1 1
D3 Refraksi Optisi 1 0 1

D3 Keperawatan

D3 Analis Kesehatan

D3 Keuangan dan Perbankan
D3 Teknik Informatika

D3 Teknik Komputer

D3 Teknik Listrik

D3 Manajemen Informatika 0 0 0 0 1 1
D3 Manajemen Rumah Sakit
D3 Manajemen

D3 Administrasi 0 1 1 0 0 0
D3 Komputerisasi Akuntansi
D3 Akuntansi

D3 Perhotelan

SMEA/SMK

SMA/SMU 24 21 45 17 19 36
SMKK
STM
SGO
SMP 1 1 2 0 0 0
SD 4 0 4 0 0 0
JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN 54 50 103 21 25 46

Sumber : Kepegawaian UPT RSUD Madani, 2025

2.1.2.2 Gambaran Sarana dan Prasarana
1. Rumah Sakit
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan yang
setinggi - tingginya baik fisik, mental dan sosial melalui upaya promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
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Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
(RPJPK) 2005-2025, tahapan keempat 2020-2024, pembangunan Kkesehatan
diharapkan dapat memantapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
yang berkualitas, yang akan ditunjukkan dengan tercapainya target berbagai
indikator.

Kementerian Kesehatan berupaya untuk melakukan transformasi sistem
kesehatan yang memprioritaskan program promotif dan preventif di seluruh lini
kehidupan masyarakat. Transformasi kesehatan berfokus pada 6 bidang diantaranya
transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem
ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM
kesehatan dan transformasi teknologi Kesehatan.

Adapun transformasi layanan rujukan yakni dengan meningkatkan kualitas
dan pemerataan pelayanan kesehatan, yang dipenuhi melalui program peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, penguatan akses dan
optimalisasi sistem rujukan diarahkan untuk penataan sistem rujukan pelayanan
kesehatan melalui regionalisasi sistem rujukan berbasis kompetensi. Selain itu, agar
sistem rujukan pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu
ditunjang dengan sistem informasi teknologi yang mampu menghubungkan
komunikasi dan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan
bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung
penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit
mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Saat ini rumah sakit
dituntut memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, cepat, mudah, terjangkau
dan terukur sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu
penataan administrasi penyelenggaraan pelayanan publik di rumah sakit yang lebih
baik, efektif dan efisien oleh para penyelenggara kebijakan pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan data pada website RS online tahun 2024 tentang kondisi rumah
sakit di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang
sangat pesat pada perkembangan rumah sakit umum dibandingkan rumah sakit
khusus. Saat ini tercatat 40 rumah sakit yang teregistrasi, terdiri dari rumah sakit
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umum dan rumah sakit khusus. Adapun berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi 30

milik Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota), TNI / POLRI serta Kementerian

lainnya dan 10 rumah sakit milik swasta. Tren perkembangan rumah sakit

berdasarkan kepemilikan di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 . 7 Perkembangan Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2022 —2024

Pengelola/Kepemilikan

Jumlah /Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

- Pemerintah Daerah
a. RS Umum 25 25 26 27 27
b. RS Khusus - - - - -
- TNI/POLRI 3 3 3 3 3
- Swasta (umum dan Khusus) 11 11 10 10 10
JUMLAH 39 39 39 40 40

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng, 2025

Untuk menunjang kegiatan pelayanan,

rumah sakit terus berupaya

meningkatkan kompetensi dan memenuhi persyaratan dasar sebagaimana ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang

perumahsakitan. Berdasarkan klasifikasinya, rumah sakit kelas B sebanyak 4 RS,

kelas C sebanyak 23 RS, kelas D sebanyak 8 RS dan kelas D Pratama sebanyak 5

RS. Adapun perkembangan rumah sakit sesuai klasifikasinya sebagaimana tabel 2.7

berikut ini :

Tabel 2 . 8 Perkembangan Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2022 —2024

Klasifikasi Rumah Sakit

Jumlah /Tahun

2020 2021 2022 2023 2024
a. RSKelasB 4 4 4 4 4
b. RSKelasC 24 23 23 23 23
c. RSKelasD 5 7 7 8 8
d. RS Kelas D Pratama 6 5 5 5 5
JUMLAH 39 39 39 40 40

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng, 2025

2. Puskesmas

Puskesmas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah ujung

tombak pelayanan kesehatan yang berperan penting pada pelayanan kesehatan serta

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
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Saat ini implementasi pelayanan puskesmas sangat beragam, sesuai kebijakan
dan komitmen pemerintah daerah. Diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan
mutu pelayanan di Puskesmas sebagai gatekeeper, terlebih dalam mendukung
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Pusat Kesehatan Masyarakat dibuat sebagai salah satu upaya standarisasi pelayanan
puskesmas di seluruh Indonesia. Permenkes tersebut mengatur penyelenggaraan
Puskesmas meliputi tujuan, fungsi, dan kewenangan, Puskesmas, persyaratan
mendirikan, perizinan, registrasi, tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan mutu
pelayanan kesehatan, pengorganisasian puskesmas, peralatan kesehatan, SDM,
upaya kesehatan, akreditasi, jejaring pelayanan kesehatan, sistem rujukan, sistem
informasi, serta pendanaan dan pengawasan.

Pelayanan Kesehatan yang termasuk pelayanan kesehatan primer merupakan
salah satu pilar transformasi kesehatan yang di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan
kesehatan, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
sangat istimewa, menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya
Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya. Standar pelayanan minimal di
Puskesmas diperlukan, agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
Pemerataan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya selama ini
relative telah memadai. Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total
Puskesmas Operasional dan sudah teregistrasi sebanyak 219 Puskesmas.

Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi Puskesmas
Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap. Puskesmas Rawat Inap adalah
Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan
rawat inap sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tahun 2023
Puskesmas Rawat Inap berjumlah 114 Puskesmas, dengan ketersediaan tempat tidur
berjumlah 1.148 unit. Untuk jumlah Puskesmas rawat inap pada tahun 2024
berjumlah 117 Puskesmas dengan ketersediaan jumlah tempat tidur 1.261 unit.

Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan
pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. Puskesmas Non Rawat

Inap pada tahun 2023 berjumlah 104 Puskesmas, Namun pada tahun 2024 jumlah
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Puskesmas Non Rawat Inap menjadi 102 dikarenakan adanya 2 Puskesmas yang naik
status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Tabel 2 . 9 Puskesmas dan Jaringannya

No Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Puskesmas
1 2 3

1 Puskesmas rawat inap 117

2. Puskesmas non rawat inap 102

3. Puskesmas keliling 219

4 Puskesmas pembantu 698

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng, 2025

3. Tanah
Data mengenai tanah yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
secara keseluruhan adalah 4 Bidang dengan luas 41.350 m2. Luas tersebut terdiri dari
Dinas Induk seluas 21.700 m2, UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan seluas
17.894 m?, UPT. Laboratorium Kesehatan seluas 1.758 m2. UPT RSUD Undata
seluas 53.125 M2 dan RSU Madani seluas 92.010 m?.
4. Kendaraan
Kendaraan Dinas dan UPT di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
keadaan Tahun 2025 berjumlah 93 unit terdiri dari kendaraan roda empat
(mobil) sebanyak 44 unit, kendaraan roda tiga (triseda) sebanyak 4 unit, kendaraan
roda dua sejumlah 45 unit.
Rumah Sakit Umum Daerah Undata mempunyai kendaraan roda empat
(mobil) sebanyak 154 unit yang terdiri dari kendaraan roda 4 Operasional (Mini bus)
49 unit, 5 Unit Ambulance, 3 Unit Mobil Jenazah dan kendaraan roda dua sejumlah
97 unit.
Rumah Sakit Umum Daerah Madani mempunyai kendaraan roda empat
(mobil) sebanyak 41 unit yang terdiri dari kendaraan roda 4 Operasional (Mini bus)
18 unit, 4 Unit Ambulance, 1 Unit Mobil Jenazah, dan kendaraan roda dua (sepeda
motor) sejumlah 16 unit. Dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:
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Tabel 2 . 10 Daftar Kendaraan Pada Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No Dinas/UPT Kendaraan Roda-4 Jumlah Kendaraan Roda-3 Jumlah Kendaraan Roda-2 Jumlah
Jeep | Station Micro Bus Mini Bus Truck + Pick Mobil Mobil Kendaraan Hibah Triseda Alat Sepeda | Scooter | Sepeda | Hibah
Wagon (Penumpang 15 14 org Attachment Up Ambulance Jenazah Bermotor Angkutan Motor Listrik
s/d 29 Org) ke Khusus Lain- Darat
bawah lain Bermotor
Lainnya
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 | DINAS 1 16 1 1 2 3 2 26 1 1 39 4 2 45
KESEHATAN
2 | UPT. P2KT 3 3 0 0
3 | UPT.PELKES 3 4 2 9 1 1 0
4 | UPT. LABKES 2 4 6 2 2 0
JUMLAH 1 21 8 3 1 2 3 0 3 2 44 2 2 4 39 4 0 2 45
5 | RSUD. 49 5 3 57 0 93 4 97
UNDATA
6 | RSUD. 18 4 1 23 2 2 16 16
MADANI

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025
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2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, capaian kinerja Dinas
Kesehatan tahun 2020-2024 berdasarkan pada sasaran/target renstra Dinas Kesehatan,
Target SPM dan target indikator lainnya. Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2 . 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan
1 Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak
113.
Usia Harapan Hidup 68,01 68.02 68.8 69 69.1 68,69 68.83 68.93 69.17 78.08 100.99 | 101.19 100 100 00
o o 169.
Angka Kematian bayi per 8.05 8.04 6.29 5.34 4.41 8.00 8.00 5.87 7.5 7.46 99.37 99.50 93 140 16
1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kelangsungan Hidup
Bavi n/a 992.71 993.71 994.66 995.59 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ayi
Cakupan Pertolongan 96.1
Persalinan oleh tenaga yang 100 83.13 83.92 84.72 85.52 82.34 n/a 76.4 88.61 82.19 82.34 n/a 91 105 l.
memiliki kompetensi
Angka Kematian Balit: 171.
neia Bemalian Balia per wa 7.26 6.29 534 441 na na 8 78 7.57 110.19 | na 127 146
1000 Kelahiran Hidup 66
Angka Kematian Neonatal 150.
) . n/a 5.7 53 49 45 n/a n/a 5.9 5.9 6.77 103.51 n/a 111 120
per 1000 Kelahiran Hidup 44
Angka Kematian Ibu 100.
R . 70 128.94 109.68 90.79 7227 n/a n/a 126.13 90.79 7227 97.82 n/a 115 100
per100.000 Kelahiran Hidup 00
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cakupan Komplikasi
. . . n/a 72.71 78.09 83.51 88.98 n/a n/a 81.27 87.25 2.01 111.77 n/a 104 104 2.26
Kebidanan yang ditangani
: . 94.4
Cakupan Kunjungan Bayi n/a 84.06 85.14 86.22 87.31 n/a n/a 100 107.8 82.42 118.96 n/a 117 125 0
Cakupan Kunjungan Ibu 90.8
. n/a 81.82 83.52 85.24 86.96 n/a n/a 79.04 85.34 78.99 96.60 n/a 95 100
Hamil K4 3
. 92.6
Cakupan Pelayanan Nifas n/a 80.42 82.2 83.99 85.79 n/a n/a 78.5 86.25 79.5 97.61 n/a 95 103 4
Cakupan Neonatus dengan
o . . n/a 53.95 53.95 61.59 69.26 n/a n/a 37.69 373 6.53 69.86 n/a 70 61 9.43
Komplikasi Yang Ditangani
Cakupan Pelayanan Anak 118.
. n/a 68 72.51 77.06 81.66 n/a n/a 70.93 80.36 96.43 104.31 n/a 98 104
Balita 09
Persentase Persalinan di 96.4
Fasilitas Pelayanan n/a 80 81 82 83 n/a n/a 82.08 86.67 80.02 102.60 n/a 101 106 1'
Kesehatan
Persentase Kunjungan 105.
. n/a 75 76 77 78 n/a n/a 71.75 89.2 82.42 95.67 n/a 94 116
Neonatal Lengkap 0-28 Hari 67
Persentase Puskesmas
Melaksanakan Kelas Ibu 91.7
. n/a 100 100 100 100 n/a n/a 76.96 72 91.78 76.96 n/a 77 72
Balita di 50 % 8
desa/kelurahan
Persentase Puskesmas 748
melaksanakan pendekatan n/a 100 100 100 100 n/a n/a 77.42 66 74.89 77.42 n/a 77 66 9’
MTBS
Persentase Puskesmas 94.6
n/a 100 100 100 100 n/a n/a 76.96 90 94.6 76.96 n/a 77 90
Melaksanakan SDIDTK 0
Persentase Puskesmas
Memberikan Pelayanan 100
Kesehatan Reproduksi n/a 100 100 100 100 n/a n/a 98.16 98.16 100 98.16 n/a 98 98 00‘
Calon Pengantin (Kespro
Catin)
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Puskesmas Mampu dan 100,
Memberikan Pelayanan KB n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 100.00 n/a 100 100 00
pasca persalinan
Pengelolaan
2 Pelayanan
Kesehatan Usia
Produktif
Jumlah Kab/Kota yang
melaksanakan Deteksi Dini 2 4 6 8
Faktor Risiko Penyakit n/a Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Tidak Menular 2 80% a a a a
populasi usia 2 15 thn
Pengelolaan
3 Pelayanan
Kesehatan Usia
Lanjut
Persentase Puskesmas
Membina Posyandu Lansia wa 100 100 100 100 na na 100 90 100 na na 100 9o | '
di 50% Desa diwilayah 00
Kerjanya
Persentase Puskesmas 95.0
Menyelenggarakan n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 95 95 n/a n/a 100 95 0
Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Puskesmas 712
menyelenggarakan n/a 100 100 100 100 n/a n/a 6 n/a 71.25 n/a n/a 6 n/a 5
Pelayanan Jangka Panjang
Pengelolaan
A Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat
Prevalensi Stunting pada 55.4 56.6
. n/a 30 26 22 18 n/a n/a 12.9 122 10.2 n/a n/a 49.62
Balita 5 7
Prevalensi Balita Gizi 233 20.8
n/a 4 35 3 2.5 n/a n/a 0.8 0.7 0.52 n/a n/a 22.86
Buruk 3 0
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cakupan Balita Gizi Buruk 840 418
yang Mendapatkan n/a 100 100 100 100 n/a n/a 94 84 81.8 n/a n/a 94.00 0 0
Perawatan
Cakupan Pemberian
Makanan Pendamping ASI 113. 104.
A n/a 80 80 81 82 n/a n/a 88.9 92 86 n/a n/a 111.13
pada Anak Usia 6-24 Bulan 58 88
keluarga miskin
Prevalensi Balita Gizi 54.6 30.8
n/a 15 14 13 12 n/a n/a 5 7.1 3.7 n/a n/a 3571
Kurang 2 3
Persentase Ibu Hamil yang
97.7 99.6
mendapatkan Tablet n/a 80 82 83 84 n/a n/a 79 81.1 83.7 n/a n/a 96.34 1 4
Tambah Darah (TTD)
Persentase Ibu Hamil
Kurang Energi Kronik 112. 98.1
n/a 87 80 81 82 n/a n/a 96.2 91 80.5 n/a n/a 120.25
(KEK) mendapatkan 35 7
Makanan Tambahan
Persentase Bayi Baru Lahir 108, 114,
Kurang dari 6 Bulan n/a 45 45 50 55 n/a n/a 54 54 63.1 n/a n/a 120.00 00 7
Mendapatkan ASI Eksklusif
Persentase Remaja Putri 121. 123.
Mendapat Tablet Tambah n/a 50 50 52 54 n/a n/a 46.5 63.4 66.9 n/a n/a 93.00 » %9
Darah (TTD)
Persentase Bayi Baru Lahir 135, 130,
Mendapat Inisiasi Menyusu n/a 45 50 66 70 n/a n/a 91.9 89.5 91.1 n/a n/a 183.80 61 14
Dini (IMD)
Pengelolaan
5 Pelayanan
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Jumlah Kab/kota yang n/a 1 10 10 11 n/a n/a 11 8 7 n/a n/a 110 80 63.6
melaksanakan kesehatan Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kota 4
kerja a a a a a a
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Presentasi Puskesmas 69.8
Melaksanakan Aktifitas n/a 0 50 70 90 n/a n/a 53 45.87 62.84 n/a n/a 106 66
Fisik 2
Pengelolaan
Pelayanan
6 n/a n/a
Kesehatan
Lingkungan
Kabupaten/kota yang
menyelenggarakan adaptasi 100.
o n/a 0 3 15 30 n/a n/a 30.76 46.15 30 n/a n/a 1025 308
perubahan iklim dan 00
kebencanaan lingkungan
Presentase Fasyankes yang 167 1.0
melaksanakan pengelolaan n/a Fasyanke 40 50 60 n/a n/a 153 19.5 6.6 n/a n/a 38 39 0
limbah medis sesuai standar s
Presentase RS yang
melaksanakan wa 0 40 50 60 na na 412 54.8 10 na na 103 1o | 16
penyelenggaraan kesehatan 7
lingkungan
Presentase Tempat 120.
Pengolahan Pangan yang n/a 70.14 50 66 70 n/a n/a 80.35 81.55 84.68 n/a n/a 161 124 07
Laik Higiene sanitasi
KK dengan akses jamban 124.
n/a 78.22 65 66 75 n/a n/a 85.81 81.55 93.12 n/a n/a 132 124
sehat 16
Presentase Tempat Fasilitas 100.
Umum yang dilakukan n/a 33.01 60 70 75 n/a n/a 53.87 66.62 75.35 n/a n/a 90 95 p
pengawasan sesuai standar
Jumlah Kab/Kota yang n/a 1 7 9 13 n/a n/a 4 5 7 n/a n/a 57 56 53.8
menerapkan kebijakan Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kota 5
Tatanan Kawasan Sehat a a a a a a
Cakupan Pengawasan 93.4
. o n/a 93.89 66 70 75 n/a n/a 54.76 70.16 70.08 n/a n/a 83 100
Kualitas Air Minum 4
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengelolaan
7 | Pelayanan Promosi
Kesehatan
Rasio Posyandu Per Satuan n/a 14.12 14.04 13.97 13.89 n/a n/a 1.26 1.26 12.89 n/a n/a 0.09 0.09 0.92
Balita
. . 128.
Cakupan Desa Siaga Aktif n/a 60 65 70 75 n/a n/a 94.6 95.09 96.34 n/a n/a 146 136 45
Pengelolaan
8 | Pelayanan
Kesehatan Haji
Ditetapkannya Status
Istitaah Kesehatan setiap 99.1
Jemaah Haji Sulteng n/a 294 2056 2079 2073 n/a n/a 903 2111 2055 n/a n/a 44 102 3
sebagai persyaratan wajib
dalam melakukan pelunasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1 | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Peningkatan Upaya
Advokasi
Kesehatan,
Pemberdayaan,
i Penggalangan
Kemitraan, Peran
Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi
Persentase Kabupaten/Kota 125.
dengan minimal 80% n/a 15 35 80 80 n/a n/a 69.23 100 100 n/a n/a 198 125 00
Posyandu Aktif.
Jumlah Kab/Kota yang n/a 3 4 5 13 n/a n/a n/a n/a 7 n/a n/a n/a n/a 53.8
menerapkan Peraturan Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kota 5
a a a
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Daerah Kawasan Tanpa
Rokok.
Jumlah Kab/Kota Yang n/a 25 50 PKM 75 PKM 40 n/a n/a n/a n/a 91 PKM n/a n/a n/a n/a 227.
Melaksanakan Layanan PKM 50
Upaya Berhenti Merokok
2 | Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
Penyelenggaraan
. Promosi Kesehatan
dan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Presentase Kabupaten/Kota 100
yang menerapkan Kebijakan n/a 23 35 100 100 n/a n/a 85 100 100 n/a n/a 243 100 00‘
GERMAS
3 | Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
Bimbingan Teknis
1 | dan Supervisi
UKBM
Persentase Kab/Kota 123
melaksanakan pembinaan n/a 15 45 69 69 n/a n/a 34 100 85 n/a n/a 76 145 | 9‘
Posyandu aktif

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Pengelolaan
Pelayanan

1 Kesehatan

1 Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan
Tradisional Lainnya
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Urusan Bidang
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/kegiatan
(Output)

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya
(SPM)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -

Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

2024

2

11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan

tradisional

80 60 65 70 80

80 27 54 93 63

100

45

83.08

132.
86

78.7

Persentase UTD yang
melaksanakan pelayanan
transfusi darah sesuai

standar

n/a n/a 15.38 36 50

n/a

n/a

120

125

100

Pengelolaan
2 | Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat

miskin

30 100 100 100 100

30 100 100 100 100

100

100

100

100

100

Pembinaan
Pelaksanaan Upaya
Pelayanan
Kesehatan

Persentase Puskesmas
dengan Pelayanan
Kesehatan Gigi dan Mulut
yang optimal

n/a n/a 84 70.78 68.2

n/a

n/a

105

94

85

Jumlah PKM di DTPK yang
melaksanakan Kesehatan
Berbasis Telemedisin

n/a 0 30 50 50

n/a n/a 3.26 3.26 3.26

n/a

n/a

10.87

6.52

6.52

Presentase Jumlah
Kab./Kota yang
melaksanakan Pembinaan
dan Bimtek terhadap klinik
di Wilayah Kerjanya

n/a 0 70 90 90

n/a

n/a

114.29

111
11

111
11

Jumlah FKTP yang masuk
kedalam kategori terpencil
dan sangat terpencil
berdasarkan PMK 90

n/a

n/a

256.00

357.
14

284.
44
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah PKM yang
melakukan Pelayanan
Kesehatan Bergerak (PKB)
A K n/a 25 50 75 85 n/a n/a 64.81 3.26 32 n/a n/a 129.62 4.35 3.76
di Daerah Terpencil dan
Sangat Terpencil sesuai
standar
Verifikasi dan
Penilaian Kelayakan
4 | Puskesmas untuk
Registrasi
Puskesmas
Rasio
Puskesmas.Poliklinik,Pustu n/a 0.34 0.34 0.34 0.34 n/a n/a 0.88 0.87 0.87 n/a n/a 2.59 2.56 2.56
Per Satuan Penduduk
96.8 95.8
Cakupan Puskesmas n/a 122.86 125.71 128.57 131.43 n/a n/a 124.57 124.57 126 n/a n/a 99.09 9 7
Cakupan Puskesmas 145. 109.
n/a 15.04 20.47 259 31.32 n/a n/a 3225 37.73 344 n/a n/a 157.55
Pembantu 68 83
Presentase Puskesmas yang 100. 101.
terakreditasi 90 98 98 99 99 96.6 92.13 91.28 99.53 100 107.33 94.01 93.14 4 o1
Persentase Puskesmas yang
telah melaksanakan PIS-PK 94.7 76.6
R . n/a 41 70 82 100 n/a n/a 51.16 77.67 76.61 n/a n/a 73.09
dengan 100% intervensi 2 1
keluarga
Persentase FKTP dengan
rasio rujukan Non n/a 50 60 70 80 n/a n/a 68 65.58 60 wa wa 11333 9?)'6 72'0
Spesialistik < 2 %
Pengelolaan
5 | Rujukan dan Rujuk
Balik
Persentase Kabupaten/Kota
dengan kesiapan akses n/a 15 25 40 60 n/a n/a 15 38 92 n/a n/a 60 95 153
layanan rujukan

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan Mutu
1 | Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
Persent: h sakit 105.
ersentase rumal saiit yang 80 70 80 85 90 77.5 79.5 79.84 85 95 9687 | 11357 | 9980 100
terakreditasi 56
Rasio Rumah Sakit per
n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 n/a n/a 0.013 0.013 0.013 n/a n/a 1.3 1.3 1.3
satuan Penduduk
Cakupan Pelayanan Gawat
Darurat Level I yang harus
L n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100
diberikan Sarana Kesehatan
(RS)

BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Distribusi Alat
Kesehatan, Obat,
Vaksin, Makanan
dan Minuman Serta
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Pengadaan Obat,
Vaksin, Makanan
2 | dan Minuman serta
Fasilitas Kesehatan

Lainnya
Persentase Fasyankes yang 53.0 101.
melaksanakan Pelayanan 70 75 60 65 70 70.05 22.00 49.5 3445 71.17 100.07 29.33 82.50 0 67
Kefarmasian sesuai standar
Persentase Kab/Kota 117. 111.
dengan Ketersediaan Obat n/a n/a 80 85 90 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 125.00 65 "
Essensial
Persentase Puskesmas 104. 943
dengan Ketersediaan Obat 96 100 85 90 95 98.47 88.1 84.56 94.25 89.6 102.57 88.01 99.48 ” N

dan Vaksin Essensial
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Ketersediaan 102. 99.0
K n/a n/a 85 90 95 n/a n/a 91.79 924 94.1 n/a n/a 107.99
Obat dan Vaksin 67 5
Persentase FKTP yang
memenuhi Sarana,Prasarana 105. 98.7
K 70 80 80 85 90 54.18 74.16 84.6 89.3 88.9 77.04 92.7 105.75
dan Alat Kesehatan sesuai 06 8
standar
Persentase Rumah Sakit
milik Pemerintah Daerah 105. 08.7
yang memenuhi 80 80 80 85 90 51.85 74.16 84.6 89.3 88.9 64.81 92.7 105.75 06 8
Sarana,Prasarana dan Alat
Kesehatan sesuai standar
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1 | Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
Pengendalian dan
Pengawasan Serta
Tindak Lanjut
1 | Penerbitan
Pengakuan PBF
Cabang dan Cabang
PAK
Persentase IF
Provinsi/Kab/Kota yang 156, 151,
menerapkan Sistem n/a 60 62 64 66 n/a n/a 71.42 100 100 n/a n/a 115.19 25 5
Informasi Logistik Obat dan
BMHP
Persentase Unit Layanan 102. 87.1
n/a 70 75 80 85 n/a n/a 78 81.73 74.08 n/a n/a 104.00
yang menerapkan SIPNAP 16 5
Persentase Pedagang Besar
Farmasi (PBF) Cabang yang 111. 105.
memenuhi ketentuan n/a 80 85 90 95 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 117.65 " 2%
perizinan berusaha
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Usaha Kecil
Obat Tradisional (UKOT) 88.5 70.8
. n/a 20 30 40 50 n/a n/a 20 354 354 n/a n/a 66.67
memenuhi ketentuan 0 0
perizinan berusaha
Persentase PAK Cabang 103 105
yang memenuhi ketentuan n/a 80 85 90 95 n/a 93.5 93.5 93.5 100 n/a 116.9 110.00 89' 26'
perizinan berusaha
Persentase PAK Cab: 10.8 214
ersentase aoang na 60 65 70 90 na 9.09 9.09 7.6 193 na 152 13.98
yang menerapkan CDAKB 6 4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Pemenuhan
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

Persentase Puskesmas yang

memiliki SDMK sesuai 50.00 55 40 45 65 28.61 293 387 38.7 3445 57.22 53.27 96.75 86 53
standar

Distribusi dan
Pemerataan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

Rasio Dokter per Satuan
Penduduk

Rasio tenaga medis per

n/a 3.89 417 4.44 471 n/a n/a n/a 5.75 6.16 n/a n/a n/a 1.3 1.3
satuan penduduk

Persentase RSUD yang
memiliki 4 dokter spesialis 46.4
L n/a 50 53 55 58 n/a n/a n/a n/a 26.92 n/a n/a n/a n/a
dasar dan 3 dokter spesialis 1

penunjang

Persentase Puskesmas tanpa 80.0
n/a 9 8 6 4 n/a n/a n/a n/a 32 n/a n/a n/a n/a
dokter 0

2 | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumb

Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan
Kompetensi dan
1 | Kualifikasi Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Jumlah Jabatan Fungsional
Kesehatan yang mengikuti n/a 294 500 1000 1500 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ujian Kompetensi
Jumlah SDMK yang 214,
ditingkatkan kompetensi 5308 3898 600 900 1200 3921 2638 n/a n/a 2578 73.86 67.67 n/a n/a 83
melalui pelatihan
Jumlah SDMK yang 84.0
ditingkatkan kompetensi n/a 45 100 150 200 n/a n/a 937 121 168 n/a n/a 937 81 0
melalui pendidikan lanjutan
Pembinaan dan
5 Pengawasan
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Jumlah SDMK yang 103.
memiliki STR Aktif 10000 13500 17000 17500 18000 16207 19286 17404 18057 n/a 162.07 | 142.85 102.38 18 n/a
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan
Pelayanan
i Kesehatan bagi
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
Penanganan Krisis
Kesehatan akibat bencana n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi Orang yg
terdampak dan berisiko 100.00 100 100 100 100 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100
pada situasi Kejadian Luar
Biasa (KLB)
Persentase Kab/Kota yang
merespon peringatan dini
. n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
KLB (alert System) minimal
80%
Pengelolaan
Pelayanan
2 | Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Cakupan Penemuan Kasus 51:02: 51:02: 74.4
75.00 75 90 90 90 38.40 38.40 52 67 86 57.78 95.6
TBC (Treatment Coverage) 00 00 4
Angka Keberhasilan 044
Pengobatan TBC (Success n/a n/a 90 90 90 n/a n/a 88 85 81 n/a n/a 97.78 4 90.0
Rate)
Cakupan Tetapi Pencegahan wa 38 48 58 68 na na 3 43 113 na na 625 741 | 166
TBC (TPT) Kontak Serumah
Persentase Orang dengan
HIV (ODHIV) baru 92.5 101.
. 39 39 85 90 90 81.77 81.77 84 833 91 209.66 | 209.66 98.82
ditemukan mendapatkan 6 1
pengobatan ART
Persentase Ibu Hamil yang 699
Melakukan Deteksi  dini n/a 54.76 95 100 100 n/a n/a 6.64 69.94 75.53 n/a n/a 6.99 4 75.5
Hepatitis B (DDHB)
Cakupan Penemuan 56.82857 66.1
. . n/a 3221 70 75 75 n/a n/a 39.78 49.6 54.46 n/a n/a 72.6
Pneumonia Balita 143 3
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Kab/Kota yang
80% Puskesmasnya 60.8 137.
n/a 58 66 73 80 n/a n/a 49.5 44.4 110 n/a n/a 75
melaksanakan tatalaksana 2 5
Diare sesuai standar
Jumlah Kab/Kota yang
memiliki >20% 71.4 100.
L n/a 3 5 7 8 n/a n/a 5 5 8 n/a n/a 100
puskesmasnya yang menjadi 3 0
rujukan rabies center
Jumlah Kabupaten Kota 538
yang Mencapai Positifity 13 13 13 13 13 13 6 13 7 11 6 46.15 100 5' 84.6
Rate Malaria <5 %
Penurunan angka kematian
n/a <1% <1% <1% <1% n/a n/a 0.72 0.5 0.41
dengue
40,31/10 17,82/10 66.37/10 58.44/10
Menurunnya angka 49/100.0 49/100.0 10/100.0 10/100.0 10/100.0 78,56/100
R 0.000 0.000 0.000 0.000
kesakitan dengue 00 pddk 00 pddk 00 pddk 00 pddk 00 pddk .000 pddk
pddk pddk pddk pddk
Prevalensi Rate
. . 90.00 0.8 <1% <1% <1% 90.92 0.22 1.4 0.94 0.47
Schistosomisis
Jumlah Kabupaten/Kota 57.01 60.06 9 9 9 77.08 9 1 1 9 14.98 11.11 11.11 100 149
endemis filariasis berhasil Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot 8
menurunkan angka a a a a a a a a
mikrofilaria < 1%
Prevalensi Rate Penyakit <0,75
<1% 100 100 100 0.61 0.34 0.99 0.99 1.09
Kusta <1/10.000 penduduk %
Proporsi Kusta pada Anak
<5% n/a <5% <5% <5% <5% n/a n/a 12 6.83 6.21
o
Tercapaianya Eradikasi n/a 4 4 6 6 n/a n/a n/a n/a 2
Frambusia Kab/Kota Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kota

a

a

a

a
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cakupan penyandang
diabetes melitus yang n/a 100 100 100 100 n/a n/a 9.15 74.96 45.99 n/a n/a 9 75 46
dilayani sesuai standar
Cakupan penyandang s
Hipertensi yang dilayani 100 20553 100 100 100 100 35310 6.59 54.24 344 100 171.79 26.33 4' 3.44

sesuai standar

Jumlah puskesmas yang
melaksanakan pelayanan n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a n/a 153 n/a n/a n/a n/a 153
terpadu (Pandu) PTM.

Pengelolaan
Pelayanan
3 Kesehatan Orang
dengan Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)
Setiap ODGJ Pasung yang 100 100 100 100 100 100 73 112 105 143 100 73 112 105 143
mendapatkan layanan ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ ODGJ oD oD
kesehatan GJ GJ
Pengelolaan
Pelayanan
4 | Kesehatan Orang
dengan Kecanduan
NAPZA
Jumlah Puskesmas yang n/a n/a 3 PKM 5 PKM 7 PKM n/a n/a n/a 5 PKM 7 PKM n/a n/a n/a 100 100
memiliki Institusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL)
Pengelolaan
5 | Surveilans
Kesehatan
Cakupan Desa/Kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Investigasi Lanjutan
Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan
6 Pemberian Obat
Massal oleh
Kabupaten/Kota
Cakupan Desa/Kelurahan 780 66.5
Universal Child 87.00 87 84.68 85.15 85.63 82.80 n/a 77 66.48 57.01 95.17 n/a 90.93 7 8
Immunization (UCI)
Persentase Anak usia 1 w/a
tahun yang diimunisasi n/a 91.26 93.07 93.07 n/a n/a 92.8 83.3 80.07 n/a n/a 3 90 86
campak
Non Polio AFP rate per na e 60 60 60 na na 3.99 56 65 na na 7 93 | 108
100.000 penduduk
Persentase bayi usia 0 - 11 wa
bulan yang mendapatkan n/a 94.1 94.6 94.6 n/a n/a 90.9 83.91 80.05 n/a n/a 97 89 85
imunisasi dasar lengkap
Persentase anak usia 18 - 24
bulan yang mendapatkan 65.2 36.2
. RO 93.5 94 85.6 90.3 90.3 82.80 373 72.3 58.93 32.7 88.55 39.68 84.46
imunisasi lanjutan campak 6 1
rubela
Persentase kab/kota yang 58.7 45.5
mencapai 80% IDL pada 100 100 87.9 91.6 91.6 93.00 15.00 76.92 53.85 41.7 93 15 87.51 9 N
anak usia 0 - 11 bulan
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan
Dokumen Tersusunnya dokumen
1 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Perencanaan perencanaan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Tersusunnya laoran kinerja
2 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Penyusunan OPD
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji . B
1 . Terpenuhinya Gaji n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 3 100 100 100
dan Tunjangan ASN
Penyediaan .
- . Terpenuhinya program
Administrasi X
2 penunjang Perangkat n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Pelaksanaan Tugas
Daerah
ASN
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Terlaksananya
3 . R . . . n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Pengujian/Verifikas pengujian/verifikasi
i Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
4 Tersusunnya Laporan n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKP
Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tersedianya Bahan
5 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Tanggapan Tanggapan
Pemeriksaan
3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan
Perencanaan Tersusunnya Perencanaan 100.
1 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 100
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang 00
Milik Daerah SKPD
Penatausahaan .
. Tercatatnya Barang Milik 100.
2 | Barang Milik n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 100
Daerah 00
Daerah pada SKPD

4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Tersedianya Pakaian dan
1 . . . n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 100
Atribut Atributnya Pegawai
Kelengkapannya
Pendataan dan
Pengolahan Tersusunnya Data
2 . . i n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 100
Administrasi Keegawaian
Kepegawaian
Bimbingan Teknis
Implementasi .
Tersedianya peraturan
3 | Peraturan n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Perundang-undangan
Perundang-
Undangan
5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan
Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan
1 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Perlengkapan Perlengkapan Kantor
Kantor
6 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan
Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan
1 X R n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Operasional atau Operasional atau Lapangan
Lapangan
Pengadaan Gedung
2 | Kantor atau Tersedianya Gedung Kantor n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Bangunan Lainnya
P daan S
engadaan Sarana Tersedianya Sarana dan
dan Prasarana
Prasarana Pendukung
3 | Pendukung Gedung n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Gedung Kantor atau
Kantor atau .
R Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya

7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyediaan Jasa R
L Tersedianya Jasa
Komunikasi, L
1 . Komunikasi, Sumber Daya n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Sumber Daya Air A L
L. Air dan Listrik
dan Listrik

Penyediaan Jasa .
Tersedianya Jasa Pelayanan
2 | Pelayanan Umum n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Kant Umum Kantor
antor

8 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, .
. Tersedianya Jasa
Biaya . .

. . Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak

1 L. Pemeliharaan, Pajak dan n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
dan Perizinan . X
. Perizinan Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas A
X Operasional atau Lapangan
Operasional atau

Lapangan
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung Tersedianya Jasa
2 R n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Kantor dan Pemeliharaan

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana Tersedianya Jasa
Pendukung Gedung Pemeliharaan
Kantor atau
Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Koordinasi dan

Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi
Penerapan SPM dan Sinkronisasi Penerapan
1 . K n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Bidang Kesehatan SPM Bidang Kesehatan
Lintas Lintas Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Urusan Bidang Indikator Kinerja Target
Pemerintahan Daerah dan Program Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
Program/Kegiatan/Sub (Outcomes)/kegiatan NSPK IKK Lainnya
Kegiatan (Output) (SPM)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem
K Terlaksanana Pengelolaan
1 Informasi X K n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 100 100
Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan
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Tabel 2 . 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
Rp %
2 3 4 5

DINAS KESEHATAN 123,625,999,727 115,614,480,758 93.52
BIDANG SEKRETARIAT 15,820,081,786 14,389,103,053 90.95
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 4,223,459,000 4,117,661,295 97.49
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4,223,459,000 4,117,661,295 97.49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,463,463,686 7,330,194,358 98.21
1 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,055,823,001 6,923,659,400 98.13
2 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 407,640,685 406,534,958 99.73
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -

1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya -

Program Administrasi Kepegawaian Umum dan Humas 175,318,400 174,288,400 99.41
1 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum 105,160,000 104,130,000 99.02
2 | Kegiatan Pengembangan Kapasitas Admnistrasi Hukum dan Humas Kesehatan 70,158,400 70,158,400 100.00
Program Pengelolaan Keuangan dan Asset 638,135,200 623,135,200 97.65
1 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset 638,135,200 623,135,200 97.65
Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan 2,888,308,500 1,712,958,400 59.31
1 | Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian 2,888,308,500 1,712,958,400 59.31
Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan Riset Operasional Kesehatan 431,397,000 430,865,400 99.88
1 | Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi 140,900,000 140,368,400 99.62
2 | Kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 290,497,000 290,497,000 100.00
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No. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
Rp %
B | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 7,322,719,200 6,958,077,050 95.02
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,844,426,000 1,817,983,500 98.57
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga 739,055,200 731,972,700 99.04
2 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 1,105,370,800 1,086,010,800 98.25
2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1,965,998,500 1,960,929,500 99.74
1 | Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi 1,857,904,300 1,853,035,300 99.74
2 | Kegiatan Pemberdayaam Masyarakat/ UKBM 108,094,200 107,894,200 99.81
3 Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 1,122,136,800 873,967,300 77.88
1 | Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1,122,136,800 873,967,300 77.88
4 Program Upaya Kesehatan Lingkungan 2,390,157,900 2,305,196,750 96.45
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Kesling, Pengendalian Penc. Lingk. Dan Pengem. 2,390,157,900 2,305,196,750 96.45
Wilayah Sehat

C BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT 54,970,011,284 50,112,642,753 91.16
1 Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 4,062,314,102 3,717,546,963 91.51
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi 729,773,000 723,730,000 99.17
2 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3,332,541,102 2,993,816,963 89.84
2 Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan Riset Operasional Kesehatan 49,787,890,782 45,285,386,425 90.96
3. | Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 49,787,890,782 45,285,386,425 90.96
3 Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1,119,806,400 1,109,709,365 99.10
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 798,023,500 795,256,000 99.65
2 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 321,782,900 314,453,365 97.72
D BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 43,023,991,757 41,992,733,368 97.60
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No. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
Rp %
1 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan 190,823,600 190,823,600 100.00
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit 190,823,600 190,823,600 100.00
2 Program Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan 186,286,000 179,563,100 96.39
1 | Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan 83,256,000 79,007,700 94.90
2 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat pada Situasi Tertentu 103,030,000 100,555,400 97.60
3 Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 42,215,382,157 41,193,320,768 97.58
1 | Kegiatan Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan 42,215,382,157 41,193,320,768 97.58
3 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer 103,900,000 103,900,000 100.00
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer 103,900,000 103,900,000 100.00
5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tranfusi Darah 327,600,000 325,125,900 99.24
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 162,910,000 161,836,400 99.34
2 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah 164,690,000 163,289,500 99.15
E BIDANG KEFARMASIAN, ALKES DAN SDM KESEHATAN 2,489,195,700 2,161,924,534 86.85
1 Program Upaya Penyediaan SDM Kesehatan 162,575,200 161,475,082 99.32
1 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 15,188,400 15,188,400 100.00
2 | Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 22,799,800 21,699,800 95.18
3 | Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi SDM Kesehatan 124,587,000 124,586,882 100.00
2 Program Upaya Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 2,326,620,500 2,000,449,452 85.98
1 | Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan dan Distribusi Obat 2,279,581,000 1,953,412,952 85.69
2 | Kegiatan Peningkatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 47,039,500 47,036,500 99.99
Il | UPT LABORATORIUM KESEHATAN 5,251,478,071 5,132,359,777 97.73
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No. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
Rp %

1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 216,010,061 210,044,249 97.24
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 216,010,061 210,044,249 97.24
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,198,004,100 4,100,636,978 97.68
1 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,981,073,000 3,887,899,469 97.66
2 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 216,931,100 212,737,509 98.07
3 Program Upaya Kesehatan Perorangan 837,463,910 821,678,550 98.12
1 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium 837,463,910 821,678,550 98.12
111 | UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN 10,087,975,470 9,442,717,880 93.60
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 845,763,700 842,762,600 99.65
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 845,763,700 842,762,600 99.65
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,609,182,170 7,971,011,480 92.59
1 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,830,557,620 7,196,560,480 91.90
2 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 778,624,550 774,451,000 99.46
3 Program Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan 633,029,600 628,943,800 99.35
1 | Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 633,029,600 628,943,800 99.35
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DINKES 138,965,453,268 130,189,558,415 93.68
IV | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA 66.11

188,208,211,534 124,420,452,720
1 | Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik, ATK dan Cetakan Rumah Sakit 1,028,500,000 959,203,257 93.26
2 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian 60,000,000 59,037,000 98.40
3 Kegiatan Pertemuan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 250,600,000 237,572,522 94.80
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REALISASI
No. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Rp %

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 7,368,053,518 7,054,809,370 95.75
5 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Monev Program Kegiatan dan Keuangan Rumah Sakit 92,500,000 86,482,790 93.49
6 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 9,131,546,355 9,066,165,751 99.28
7 Kegiatan Pengadaan Alkes Rumah Sakit 51,235,515,070 50,575,216,298 98.71
8 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1,776,030,245 1,760,799,445 99.14
9 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Rumah Sakit 250,000,000 240,744,951 96.30
10 | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 116,965,466,346 54,351,996,336 46.47
11 | Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit 50,000,000 28,425,000 56.85
JUMLAH BELANJA LANGSUNG UNDATA 188,208,211,534 124,420,452,720 66.11
\Y UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI 72.38

51,941,510,228 37,592,962,643
1 Kegiatan Pelayanan BLUD 34,886,054,637 23,670,169,610 67.85
2 Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD 17,055,455,591 13,922,793,033 81.63
JUMLAH BELANJA LANGSUNG MADANI 51,941,510,228 37,592,962,643 72.38
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 77.07

379,115,175,030 292,202,973,778
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 93.73

128,690,862,033 120,621,135,772
TOTAL ANGGARAN 507,806,037,063 412,824,109,550 81.30
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Tabel 2 . 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

Pagu Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
DINAS KESEHATAN 243,470,655,467 236,066,971,430 237,918,248,726 235,825,845,098 232,751,732,085 219,816,377,155 99.94 96.71 95.60 93.12
238,066,371,753 243,852,353,587
SEKRETARIAT 154,461,605,021 177,437,460,301 132,430,735,610 144,382,405,826 145,001,765,532 162,132,683,052 92.81 95.45 93.88 91.37
142,695,577,633 151,270,122,421
PROGRAM PENUNJANG URUSAN .
e . B . 152,351,706,137 176,522,460,773 131,732,349,010 143,298,103,751 142,895,535,568 161,242,967,642 92.32 95.42 93.79 91.34
PEMERINTAHAN DAERAH 142,695,577,633 150,177,731,021
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 1,520,668,400 1,163,442,000 1,036,468,550 1,172,418,500 1,520,200,050 1,154,049,000 | 7452 99.80 | 99.97 99.19
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,390,766,900 1,174,820,000 T U T e e e i : : :
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 1,320,668,400 1,043,442,000 942,425,550 774,043,500 1,320,200,050 1,034,075,000 72.68 100.00 99.96 99.10
Perangkat Daerah 1,296,723,075 774,045,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 200,000,000 120,000,000 94,043,000 398,375,000 200,000,000 119,974,000 100.00 99.40 100.00 99.98
L. 94,043,825 400,775,000
Kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
2 142,152,690,194 168,655,768,101 126,019,899,440 131,702,932,252 132,855,754,742 153,437,022,321 92.34 95.27 93.46 90.98
Daerah 136,468,072,251 138,247,798,800
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 137,463,665,194 163,172,564,401 123,384,845,945 127,427,174,507 128,200,877,452 147,973,817,675 92.20 95.17 93.26 90.69
133,828,508,756 133,899,678,950
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
2 3,945,280,000 4,986,804,800 2,372,800,000 3,772,202,250 3,912,329,500 4,967,362,130 99.81 99.32 99.16 99.61
Tugas ASN 2,377,200,000 3,798,120,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
3 . . . 372,075,550 287,827,750 262,253,495 258,876,495 371,266,600 287,671,366 99.96 94.14 99.78 99.95
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 262,363,495 274,999,850
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 . 0 149,999,800 111,795,500 169,428,000 149,939,640 111,795,500 0 96.82 99.96 100.00
Keuangan Akhir Tahun SKP 175,000,000 -
Pengelolaandan Penyiapan Bahan
5 . 0 221,669,650 96,775,650 75,251,000 221,341,550 96,375,650 0 75.25 99.85 99.59
Tanggapan Pemeriksaan 100,000,000 -
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
3 600,543,100 265,744,800 232,576,250 419,133,150 599,999,750 265,120,680 95.95 86.06 99.91 99.77
pada Perangkat Daerah 242,386,250 486,999,600
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
1 . 0 156,023,500 76,544,800 112,386,300 155,852,120 76,544,800 0.00 74.92 99.89 100.00
Barang Milik Daerah SKPD 150,000,000 -
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Pagu Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
2 444,519,600 189,200,000 232,576,250 306,746,850 444,147,630 188,575,880 95.95 91.02 99.92 99.67
SKPD 242,386,250 336,999,600
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
1,638,313,300 624,146,000 479,787,385 1,051,973,400 1,635,304,782 622,172,974 99.13 99.74 99.82 99.68
Perangkat Daerah 484,004,000 1,054,757,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1 764,081,300 222,330,000 251,644,000 502,313,500 761,183,832 220,700,000 99.76 99.47 99.62 99.27
Kelengkapannya 252,250,000 504,990,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2 . 287,137,000 121,461,000 228,143,385 249,882,900 287,136,290 121,182,918 98.44 99.96 100.00 99.77
Kepegawaian 231,754,000 249,990,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
3 0 587,095,000 280,355,000 299,777,000 586,984,660 280,290,056 0.00 100.00 99.98 99.98
Perundang-Undangan 299,777,000 -
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
1,328,287,884 1,086,490,995 1,854,354,205 1,353,890,699 1,310,344,916 1,084,436,200 98.96 94.85 98.65 99.81
Daerah 1,873,926,342 1,427,331,043
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1 1,328,287,884 1,086,490,995 1,854,354,205 1,353,890,699 1,310,344,916 1,084,436,200 98.96 94.85 98.65 99.81
Kantor 1,873,926,342 1,427,331,043
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
. . 1,065,801,016 1,395,968,312 1,238,063,900 5,419,249,714 1,057,759,978 1,383,289,500 97.81 99.10 99.25 99.09
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,265,763,900 5,468,313,541
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1 0 899,390,499 1,941,130,000 0 894,700,000 0 99.92 0 99.48
atau Lapangan 1,942,750,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
2 . 0 0 197,900,000 2,629,356,146 0 0 99.45 99.42 0 0
Lainnya 199,000,000 2,644,825,864
Pengadaan Sarana dan Prasarana
3 | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1,065,801,016 496,577,813 1,040,163,900 848,763,568 1,057,759,978 488,589,500 97.51 96.37 99.25 98.39
. 1,066,763,900 880,737,677
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2,275,649,892 1,969,756,850 1,084,186,680 2,272,294,263 1,948,458,824 0 96.80 99.85 98.92
Pemerintahan Daerah 1,119,992,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 . L 1,016,939,892 794,656,850 843,786,680 1,014,118,496 777,491,746 0 96.19 99.72 97.84
Air dan Listrik 877,192,000
2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 242,800,000 1,258,710,000 1,175,100,000 240,400,000 1,258,175,767 1,170,967,078 0 99.01 99.96 99.65
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
. . 1,769,752,351 1,361,143,715 871,199,280 1,094,319,356 1,643,877,087 1,348,418,143 89.75 91.37 92.89 99.07
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 970,657,990 1,197,719,037
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Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 K K 618,600,000 441,000,000 478,168,080 388,811,364 594,250,757 431,601,905 92.36 86.71 96.06 97.87
Kendaraan Dinas Operasional atau 517,700,000 448,400,000
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
2 . 570,000,000 639,920,236 348,800,000 643,797,992 568,610,099 636,732,725 88.30 99.24 99.76 99.50
dan Bangunan Lainnya 395,000,000 648,719,037
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
3 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 581,152,351 280,223,479 44,231,200 61,710,000 481,016,231 280,083,513 76.32 61.34 82.77 99.95
. 57,957,990 100,600,000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2,109,898,884 914,999,528 698,386,600 1,084,302,075 2,106,229,964 889,715,410 99.76 99.26 99.83 97.24
700,040,665 1,092,391,400
MASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
1 | Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 1,709,899,650 200,000,000 698,386,600 585,367,275 1,707,327,650 199,935,000 99.76 99.60 99.85 99.97
mouic TR E Rujuian, an’ 700,040,665 587,723,300 PR o o R R o
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan
1 SPM Bidang Kesehatan Lintas 1,509,900,000 200,000,000 549,753,675 337,667,900 1,507,328,000 199,935,000 99.94 99.98 99.83 99.97
550,107,740 337,723,925
Kabupaten/Kota
2 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan 199,999,650 0 148,632,925 247,699,375 199,999,650 0 99.13 99.08 100.00 #DIV/0!
149,932,925 249,999,375
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi
2 . . 0 399,999,234 714,999,528 498,934,800 398,902,314 689,780,410 0 98.86 99.73 96.47
Kesehatan Secara Terintegrasi 504,668,100 -
1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0 424.674.850 199,999,734 0 0 421,291,550 199,799,054 0 0 99.20 99.90 0
2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 79.993.250 199,999,500 714,999,528 77,643,250 199,103,260 689,780,410 0 97.06 99.55 96.47
2 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 12,021,956,147 3,282,656,555 11,770,546,025 10,973,074,250 11,168,095,584 3,199,327,826 0 97.07 92.90 97.46
12,417,818,281 11,304,337,650
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 7,427,328,407 2,362,610,000 8,585,180,686 7,260,521,984 6,762,485,883 2,313,856,195 93.34 95.94 91.05 97.94

MASYARAKAT

9,197,924,306

7,567,729,300
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Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
1 | Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 7,427,328,407 2,362,610,000 8,585,180,686 7,260,521,984 6,762,485,883 2,313,856,195 93.34 95.94 91.05 97.94
. . L. 9,197,924,306 7,567,729,300
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
1 1,087,218,125 395,671,700 1,819,287,150 1,841,230,150 944,343,300 387,483,350 83.06 97.68 86.86 97.93
Anak 2,190,358,298 1,885,049,575
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia
2 . 1,021,901,195 239,999,800 268,744,200 1,113,121,600 944,903,700 236,902,500 99.26 99.29 9247 98.71
Produktif 270,759,225 1,121,048,750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia
3 ) 697,431,396 159,999,850 297,024,800 347,101,850 693,695,401 158,274,900 98.28 99.17 99.46 98.92
Lanjut 302,221,000 350,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
4 2,409,985,091 686,939,150 4,730,969,161 2,268,240,355 1,991,010,322 682,330,325 95.34 91.40 82.62 99.33
Masyarakat 4,962,174,308 2,481,732,650
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja
5 225,199,450 160,000,000 174,681,500 199,608,975 221,459,450 159,110,000 99.82 99.81 98.34 99.44
dan Olahraga 174,999,500 199,979,975
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
6 K 585,980,000 240,000,000 694,809,875 722,320,970 572,183,515 224,122,000 99.62 96.31 97.65 93.38
Lingkungan 697,489,875 749,988,000
7 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1,130,204,150 359,999,800 149,734,000 618,967,584 1,125,685,195 346,303,200 99.83 98.25 99.60 96.20
149,992,100 629,999,850
8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 269,409,000 119,999,700 449,930,000 149,930,500 269,205,000 119,329,920 100.00 100.00 99.92 99.44
449,930,000 149,930,500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT . cee cape e . oc
i 4,594,627,740 920,046,555 3,185,365,339 3,712,552,266 4,405,609,701 885,471,631 98.93 99.36 95.89 96.24
BIDANG KESEHATAN 3,219,893,975 3,736,608,350
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
1 1,682,111,850 384,878,300 2,537,799,396 1,668,533,499 1,547,030,650 368,737,956 99.27 98.97 91.97 95.81
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 2,556,344,000 1,685,980,500
Daerah Provinsi
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,
1 . 1,682,111,850 384,878,300 2,537,799,396 1,668,533,499 1,547,030,650 368,737,956 99.27 98.97 91.97 95.81
Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor 2,556,344,000 1,685,980,500
Tingkat Daerah Provinsi
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan
2 1,243,100,100 160,000,205 377,072,143 1,360,340,852 1,220,374,671 152,330,005 97.06 99.69 98.17 95.21
Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 388,499,975 1,364,553,025
Tingkat Daerah Provinsi
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Pagu Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
1 . - . 1,243,100,100 160,000,205 377,072,143 1,360,340,852 1,220,374,671 152,330,005 97.06 99.69 98.17 95.21
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 388,499,975 1,364,553,025
Kegiatan Peng gan dan Pelak
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
3 . 1,669,415,790 375,168,050 270,493,800 683,677,915 1,638,204,380 364,403,670 98.34 99.65 98.13 97.13
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 275,050,000 686,074,825
Provinsi
1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 1,669,415,790 375,168,050 270,493,800 683,677,915 1,638,204,380 364,403,670 98.34 99.65 98.13 97.13
275,050,000 686,074,825
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 49,084,737,405 44,724,119,002 40,701,287,318 47,276,923,267 48,887,690,369 44,314,222,266 98.49 99.91 99.60 99.08

41,326,777,964 47,321,824,504

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 49,084,737,405 44,724,119,002 40,701,287,318 47,276,923,267 48,887,690,369 44,314,222,266 98.49 99.91 99.60 99.08
41,326,777,964 47,321,824,504

MASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
1 tuk UKP Rujuk: KM KM 48,884 44,514,119,452 40,010,634,869 4 42 48,691,414,54 44,105,263,59 .4 9.91 99. 99.
Untuk U ujukan, U dan U 40,629.783.964 46,921,049.704 8,884,737,555 ,514,119,45 0,010,634,86 6,880,537,6: 8,691,414,540 ,105,263,596 98.48 9 9.60 9.08
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 | Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri 290,044,600 190,632,900 225,785,265 348,514,155 290,044,600 190,574,400 99.98 99.86 100.00 99.97
L i 225,838,550 348,998,775
dan Tradisional Lainnya
2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 371,430,205 0 59,560,000 301,272,000 365,885,205 0 99.73 98.86 98.51 #DIV/0!
59,720,000 304,755,300
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
3 45,553,088,350 41,519,336,400 39,545,286,679 43,783,181,927 45,378,393,815 41,116,783,411 98.68 99.93 99.62 99.03
Masyarakat 40,073,867,689 43,814,773,279
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan
4 2,269,613,900 2,344,228,750 20,943,725 1,916,071,330 2,262,682,551 2,341,670,650 19.69 99.86 99.69 99.89
Kesehatan 106,393,725 1,918,762,550
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan
5 . R 200,560,800 300,580,350 159,059,200 295,905,600 195,686,104 297,730,620 97.01 99.58 97.57 99.05
Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 163,964,000 297,140,750
6 | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik 0 236.619.050 199,999,700 159,341,052 235,592,630 198,722,265 158,504,515 0 99.57 99.36 99.48
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
2 | Bdan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 199,999,850 209,999,550 690,652,449 396,385,625 196,275,829 208,958,670 99.09 98.90 98.14 99.50
b I Provinsi 696,994,000 400,774,800
aerah Provinsi
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Pagu Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1 199,999,850 209,999,550 690,652,449 396,385,625 196,275,829 208,958,670 99.09 98.90 98.14 99.50
Kesehatan 696,994,000 400,774,800
BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT
! 19,012,198,110 5,321,520,950 39,096,060,448 22,771,889,726 18,925,661,627 5,075,550,733 155.53 98.36 99.54 95.38
KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN 25,137,899,136 23,152,251,877
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN . 7,577,140,000 3,660,562,000 350,448,759 7,688,741,220 7,517,819,744 3,437,834,931 98.89 96.03 99.22 93.92
. 354,394,111 8,006,928,149
MASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan,
Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk
1 . . 7,577,140,000 3,660,562,000 350,448,759 7,688,741,220 7,517,819,744 3,437,834,931 98.89 96.03 99.22 93.92
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan 354,394,111 8,006,928,149
Tingkat Daerah Provinsi
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
1 | Makanan dan Minuman Serta Fasilitas 578,873,000 450,009,650 184,931,850 388,099,541 570,350,600 442,209,650 99.03 98.02 98.53 98.27
. 186,735,000 395,944,000
Kesehatan Lainnya
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan
2 . . . 6,998,267,000 3,210,552,350 165,516,909 7,300,641,679 6,947,469,144 2,995,625,281 98.72 95.92 99.27 93.31
Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 167,659,111 7,610,984,149
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
. . . 1,850,057,700 954,909,850 258,662,300 2,494,789,063 1,836,633,391 943,817,702 97.99 99.39 99.27 98.84
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 263,980,000 2,510,021,625
Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang
1 | Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang 1,650,057,700 954,909,850 228,662,300 2,346,990,233 1,641,405,391 943,817,702 97.73 99.45 99.48 98.84
233,980,000 2,360,021,625
Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
1 | Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang 1,300,057,700 954,909,850 34,330,000 2,201,699,925 1,297,745,330 943,817,702 100.00 99.62 99.82 98.84
34,330,000 2,210,021,625
dan Cabang Pak
Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan
2 | Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 350,000,000 0 194,332,300 145,290,308 343,660,061 0 97.34 96.86 98.19 #DIV/0!
. . 199,650,000 150,000,000
Berbasis Elektronik
Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat
2 .. 200,000,000 0 30,000,000 147,798,830 195,228,000 0 100.00 98.53 97.61 #DIV/0!
Tradisional (UKOT) 30,000,000 150,000,000
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Pagu Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
1 | Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat 200,000,000 0 30,000,000 147,798,830 195,228,000 0 100.00 98.53 97.61 #DIV/0!
. 30,000,000 150,000,000
Tradisional
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
i : 9,585,000,410 706,049,100 38,486,949,389 12,588,359,443 9,571,208,492 693,898,100 156.96 99.63 99.86 98.28
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 24,519,525,025 12,635,302,103

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber

1 | Daya M ia Kesehat: tuk UKM 9,1 2| 426,049 440,564 12,048,252,21 9,1 2 41 157. 9. 99.91 98.2.
U;l(y;lp an.USI:a esehatan untuk U dan 24,339,266,200 12,085.417,723 ,185,000,200 6,049,500 38,307,440,56 ,048,252,213 ,176,806,38: 8,706,850 57.39 99.69 9.9 8.28
rovinsi

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya

1 . 8,904,999,900 306,049,700 38,207,603,989 11,798,767,563 8,901,808,882 302,311,300 157.63 99.69 99.96 98.78
Manusia Kesehatan 24,239,266,025 11,835,417,673
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya

2 . 280,000,300 119,999,800 99,836,575 249,484,650 274,997,500 116,395,550 99.84 99.79 98.21 97.00
Manusia Kesehatan 100,000,175 250,000,050

Kegiatan Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi Teknis Sumb

2 . ] 400,000,210 279,999,600 179,508,825 540,107,230 394,402,110 275,191,250 99.58 98.22 98.60 98.28

Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 180,258,825 549,884,380

Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

1 X 200,000,150 159,999,700 80,348,800 440,073,700 194,445,530 159,971,300 99.08 97.83 97.22 99.98
Sumber Daya Manusia Kesehatan 81,098,800 449,849,850
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya

2 . 200,000,060 119,999,900 99,160,025 100,033,530 199,956,580 115,219,950 100.00 100.00 99.98 96.02
Manusia Kesehatan 99,160,025 100,034,530

BIDANG PENGENDALIAN DAN

PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN 8,890,158,784 5,301,214,622 13,919,619,325 10,421,552,029 8,768,518,973 5,094,593,278 84.42 96.46 98.63 96.10
IMUNISASI 16,488,298,739 10,803,817,135

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN . 8.,890,158,784 5,301,214,622 13,919,619,325 10,421,552,029 8,768,518,973 5,094,593,278 84.42 96.46 98.63 96.10
MASYARAKAT 16,488,298,739 10,803,817,135

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan

1 | Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 8,890,158,784 5,301,214,622 13,919,619,325 10,421,552,029 8,768,518,973 5,094,593,278 84.42 96.46 98.63 96.10
. . L. 16,488,298,739 10,803,817,135
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi

1 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 579,999,950 1,504,875,000 8,895,963,425 1,527,871,800 558,499,950 1,337,494,114 80.81 97.03 96.29 88.88
Biasa (KLB) 11,007,823,364 1,574,600,000
iasa
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Pagu Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit
2 . 6,110,400,566 2,818,638,972 2,795,701,550 5,175,211,100 6,053,253,151 2,792,985,430 98.37 99.34 99.06 99.09
Menular dan Tidak Menular 2,842,162,125 5,209,332,385
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
3 . 198,902,018 241,383,650 118,867,125 349,544,975 197,124,200 241,383,650 88.53 99.89 99.11 100.00
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 134,267,125 349,914,900
P lolaan Pel Kesehatan O
4 | "eneclonian Teriyanan Besehatan Liang 200,519,800 219,130,500 825,352,400 196,181,700 219,130,500 [ 0.00 9710 | 97.84 100.00
dengan Kecanduan NAPZA 33,100,000 849,969,925 -
5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1,119,988,950 317,325,000 1,883,814,525 648,659,250 1,091,854,950 314,315,524 83.95 99.79 97.49 99.05
2,244,037,725 650,000,000
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca
6|1 isasi dan Pemberian Obat Massal oleh 680,347,500 199,861,500 225,272,700 1,894,912,504 671,605,022 189,284,060 99.28 87.32 98.71 94.71
munisasi dan remboerian al assal olel 226,908,400 2,]69’999’925 0
Kabupaten/Kota
UPT LABORATORIUM KESEHATAN 4,439,134,892 3,678,600,000 3,269,108,340 3,303,407,525 4,368,391,208 3,655,451,413 98.66 98.40 98.41 99.37
3,313,495,925 3,357,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN . - o - - . .
o . 3,422,195,000 2,434,760,250 1,287,326,615 3,105,793,715 3,399,045,767 2,419,910,008 97.66 98.32 99.32 99.39
PEMERINTAHAN DAERAH 1,318,225,000 3,158,725,000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
1 452,340,000 42,600,000 410,660,000 451,300,000 42,600,000 0 98.36 99.77 100.00
Daerah - 417,500,000 -
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
1 0 452,340,000 42,600,000 410,660,000 451,300,000 42,600,000 0 98.36 99.77 100.00
Tugas ASN 417,500,000 -
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
2 44,584,100 48,339,750 407,625,212 645,744,710 44,466,436 48,339,693 96.59 99.98 99.74 100.00
Daerah 422,000,000 645,906,138
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1 44,584,100 48,339,750 407,625,212 645,744,710 44,466,436 48,339,693 96.59 99.98 99.74 100.00
Kantor 422,000,000 645,906,138
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
3 . . 2,529,925,000 1,908,418,400 277,660,500 185,108,958 2,513,788,686 1,903,174,510 99.52 99.57 99.36 99.73
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 279,000,000 185,900,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 2,529,925,000 1,908,418,400 277,660,500 185,108,958 2,513,788,686 1,903,174,510 99.52 99.57 99.36 99.73
. 279,000,000 185,900,000
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 280,562,650 316,582,100 250,515,701 279,621,402 314,965,913 0 97.77 99.66 99.49
Pemerintahan Daerah - 256,218,862 -
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 . . 0 280,562,650 316,582,100 250,515,701 279,621,402 314,965,913 0 97.77 99.66 99.49
Air dan Listrik 256,218,862 -
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 . . 114,783,250 118,820,000 602,040,903 1,613,764,346 109,869,243 110,829,892 97.54 97.61 95.72 93.28
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 617,225,000 1,653,200,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 K . 0 51,783,250 52,320,000 58,060,556 47,756,204 49,388,150 0 99.93 9222 94.40
Kendaraan Dinas Operasional atau 58,100,000 -
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
2 X 27,000,000 15,000,000 211,300,500 1,459,959,370 26,994,000 13,717,283 97.73 98.31 99.98 91.45
dan Bangunan Lainnya 216,200,000 1,485,100,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
3 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 36,000,000 51,500,000 390,740,403 95,744,420 35,119,039 47,724,459 97.44 87.04 97.55 92.67
R 401,025,000 110,000,000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1,016,939,892 1,243,839,750 1,981,781,725 197,613,810 969,345,441 1,235,541,405 99.32 99.67 95.32 99.33
i 1,995,270,925 198,275,000
MASYARAKAT
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
1 | B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 1,016,939,892 1,243,839,750 1,981,781,725 197,613,810 969,345,441 1,235,541,405 99.32 99.67 95.32 99.33
. 1,995,270,925 198,275,000
Daerah Provinsi
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1 1,016,939,892 1,243,839,750 1,981,781,725 197,613,810 969,345,441 1,235,541,405 99.32 99.67 95.32 99.33
Kesehatan 1,995,270,925 198,275,000
UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN
2,049,607,827 2,511,084,939 1,673,864,075 3,503,454,860 2,037,349,137 2,495,965,310 98.46 99.14 99.40 99.40
KESEHATAN 1,699,998,954 3,533,814,012
PROGRAM PENUNJANG URUSAN o ono . - . c e oo - -
] 1,678,828,277 1,820,980,124 1,231,090,375 2,501,095,056 1,670,418,887 1,805,860,495 98.71 98.92 99.50 99.17
PEMERINTAHAN DAERAH 1,247,226,379 2,528,392,018
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
1 787,940,000 155,555,000 576,540,000 787,160,000 153,895,000 0 100.00 99.90 98.93
Daerah - 576,540,000 -
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
1 0 787,940,000 155,555,000 576,540,000 787,160,000 153,895,000 0 100.00 99.90 98.93
Tugas ASN 576,540,000 -
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
2 335,279,965 648,618,536 616,071,375 505,688,000 335,270,050 646,020,250 97.92 99.97 100.00 99.60
Daerah 629,171,129 505,834,771
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1 335,279,965 648,618,536 616,071,375 505,688,000 335,270,050 646,020,250 97.92 99.97 100.00 99.60
Kantor 629,171,129 505,834,771
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
3 . . 25,000,000 413,567,300 448,680,750 915,479,500 24,790,000 413,563,800 99.97 99.68 99.16 100.00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 448,795,250 918,384,000
) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 0 0 0 0 313,900,000 0 0 0 100.00 0 0
atau Lapangan 313,900,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 25,000,000 413,567,300 448,680,750 601,579,500 24,790,000 413,563,800 99.97 99.52 99.16 100.00
. 448,795,250 604,484,000
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 . 231,453,312 278,559,288 207,488,400 227,419,512 268,227,150 0 90.55 98.26 96.29
Pemerintahan Daerah - 229,149,262 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 . . 0 231,453,312 278,559,288 207,488,400 227,419,512 268,227,150 0 90.55 98.26 96.29
Air dan Listrik 229,149,262 -
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 . . 299,155,000 324,680,000 166,338,250 295,899,156 295,779,325 324,154,295 98.27 99.13 98.87 99.84
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169,260,000 298,483,985
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 K . 0 38,000,000 91,000,000 58,369,156 34,885,537 90,516,295 0.00 96.48 91.80 99.47
Kendaraan Dinas Operasional atau 60,500,000 -
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
2 . 20,000,000 33,600,000 166,338,250 19,985,000 19,998,788 33,600,000 98.27 99.93 99.99 100.00
dan Bangunan Lainnya 169,260,000 20,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
3 | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 217.983.985 241,155,000 200,080,000 217,545,000 240,895,000 200,038,000 #DIV/0! 99.80 99.89 99.98
Bangunan Lainnya T
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 0 50.759.150 0 0 0 50,652,000 0 0 0 99.79 0 0
MASYARAKAT T
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan,
I Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk 0 0 0 0 50,652,000 0 0 0 9979 0 0

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi

50,759,150
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya
1 K . L 0 0 0 0 50,652,000 0 0 0 99.79 0 0
(Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 50,759,150
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS . _ _ _ R
o i o _ . _ 370,779,550 690,104,815 442,773,700 951,707,804 366,930,250 690,104,815 97.79 99.69 98.96 100.00
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 452,772,575 954,662,844
Kegiatan Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumb
1 . . 370,779,550 690,104,815 442,773,700 951,707,804 366,930,250 690,104,815 97.79 99.69 98.96 100.00
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 452,772,575 954,662,844
Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
1 . 370,779,550 690,104,815 442,773,700 951,707,804 366,930,250 690,104,815 97.79 99.69 98.96 100.00
Sumber Daya Manusia Kesehatan 452,772,575 954,662,844
UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
1,702,103,384 836,551,749 26,378,735,220 2,901,248,647 1,700,478,251 828,907,183 100.01 99.44 99.90 99.09
TERPADU 26,374,798,779 2,917,484,155
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
. . 762,305,734 220,593,899 237,650,814 1,765,368,747 761,594,451 217,589,132 63.18 99.92 99.91 98.64
PEMERINTAHAN DAERAH 376,119,910 1,766,694,480
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
1 0 531,960,000 33,160,000 0 515,760,000 531,960,000 30,600,000 0 100.00 100.00 92.28
Daerah 515,760,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
1 0 531,960,000 33,160,000 0 515,760,000 531,960,000 30,600,000 0 100.00 100.00 92.28
Tugas ASN 515,760,000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
2 148,957,700 70,122,000 100,140,664 735,910,146 148,732,710 69,821,750 42.05 99.94 99.85 99.57
Daerah 238,134,760 736,320,230
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1 100,149,610 148,957,700 70,122,000 100,140,664 735,910,146 148,732,710 69,821,750 99.99 99.94 99.85 99.57
Kantor 736,320,230
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
3 . . 21,388,034 24,804,399 137,510,150 379,899,201 20,968,000 24,804,399 99.66 99.76 98.04 100.00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 137,985,150 380,814,250
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
1 . 0 0 0 199,084,951 0 0 0 99.54 0 0
Lainnya - 200,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 | Pendukuung Gedung Kantor atau Bangunan 21,388,034 24,804,399 137,510,150 180,814,250 20,968,000 24,804,399 99.66 100.00 98.04 100.00
K 137,985,150 180,814,250
Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 . . 0 133,800,000 60,000,000 88,950,000 0 133,799,400 59,933,741 88,950,000 0 100.00 99.89 100.00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 K K 0 60,000,000 53,950,000 0 133,799,400 59,933,741 53,950,000 0 100.00 99.89 100.00
Kendaraan Dinas Operasional atau 133,800,000
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 0 0 0 35,000,000 0 0 0 35,000,000 0 0 0 100.00
Bangunan Lainnya
Kegiatan P diaan Jasa P j U
5 | ‘esiatan Tenyediaan Jasa Fenunjang Lrusan 0 0 0 3,557,500 0 0 0 3,412,083 0 0 0 95.94
Pemerintahan Daerah
P diaan Jasa K ikasi, Sumber D
g | eryecian fasq homuniast, Sumber Haya 0 0 0 3,557,500 0 0 0 3412,983 0 0 0 95.94
Air dan Listrik
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 25,998,678,869 1,150,789,675 939,797,650 615,957,850 26,141,084,406 1,135,879,900 938,883,800 611,318,051 100.55 98.70 99.90 99.25
MASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
1 | Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 939,797,650 615,957,850 26,141,084,406 1,135,879,900 938,883,800 611,318,051 100.55 98.70 99.90 99.25
. ) o 25,998,678,869 1,150,789,675
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan 177,462,850 139,538,950 25,218,066,544 409,752,000 177,247,410 139,380,304 100.60 98.91 99.88 99.89
. . 25,066,599,894 414,260,900
Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
2 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 512,602,000 379,569,250 462,886,087 364,504,095 512,267,030 377,013,394 98.40 99.03 99.93 99.33
470,399,900 368,067,850
(SPGDT)
Upaya Pengurangan Risiko Krisis
3 216,422,800 96,849,650 360,202,050 295,438,155 216,186,680 94,924,353 99.59 99.14 99.89 98.01
Kesehatan 361,679,350 297,999,925
Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan
4 33,310,000 0 99,929,725 66,185,650 33,182,680 0 99.93 93.93 99.62 0
Alat Kesehatan Pasca Bencana 99,999,725 70,461,000
JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN 251,661,501,570 243,093,208,118 269,239,956,361 245,533,956,130 240,857,950,681 226,796,701,061 99.92 96.80 95.71 93.30
269,454,665,411 253,660,651,754
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RTDATIA 138,058,629,423 189,328,372,596 235,358,248,494 245,181,337,295 133,515,593,166 163,363,178,045 226,589,544,416 219,906,813,456 96.71 86.29 96.27 89.69
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Pagu Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

No. Uraian
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 | APBD 100,677,123,301 45,578,945,177 22,795,039,143 93,215,854,423 43,281,683,317 0 87.07 92.59 94.96
26,180,200,837
2 | BLUD 134,681,125,193 199,602,392,118 140,568,138,902 133,373,689,993 176,625,130,139 0 86.16 99.03 88.49
163,148,171,759
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADART 125,291,824,696 219,412,690,795 172,443,207,274 130,581,110,270 103,365,419,311 99,292,281,989 104,575,072,510 76,771,446,899 82.50 45.25 60.64 58.79
1 | APBD 12,164,642,986 16,500,800,000 4,665,477,003 11,883,469,824 15,739,896,143 0 95.53 97.69 95.39
4,884,000,000
2 | BLUD 160,278,564,288 114,080,310,270 94,626,804,986 92,691,602,686 61,031,550,756 0 44.11 57.83 53.50
214,528,690,795
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN 532,805,119,530 662,401,715,145 659,462,957,338 618,855,655,683 506,120,968,838 508,189,416,164 572,022,567,607 523,474,961,416 94.99 76.72 86.74 84.59
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Tabel 2 . 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
1 2 B 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I Dinas Kesehatan 123,625,999,727 255,460,701,093 243,852,353,587 243,470,655,467 236,066,971,430 115,663,491,758 243,338,158,368 235,825,845,098 232,751,732,085 219,816,377,155 93.56 95.25 96.71 95.60 93.12 24.73 19,85
UPT

1L Laboratorium 5,251,478,071 3,850,629,000 3,357,000,000 4,402,000,000 3,678,600,000 5,132,359,777 3,811,322,164 3,303,407,525 4,368,391,208 3,655,451,413 97.73 98.98 98.40 99.24 99.37 -6.2 -8.03
Kesehatan
UPT Balai
Pendidikan

1I1. Pelatih. 10,087,975,470 1,699,998,954 3,533.814,012 2,049,607,827 2,511,084,939 9,442,717,880 1,673,864,075 3,503,454,860 2,037,349,137 2,495,965,310 93.60 98.46 99.14 99.40 99.40 1.3 -27.85

elatihan

Kesehatan

Iv. UPT P2KT 0 27,118,713,629 2,917,484,155 1,702,103,384 836,551,749 0 26,378,735,220 2,901,248,647 1,700,478,251 828,907,183 0.00 97.27 99.44 99.90 99.09 -47.8 -53.6
UPT Rumah

V. Sakit Umum 188,208,211,534 138,058,629,423 189,328,372,596 235,358,248,494 245,181,337,295 167,759,878,370 133,468,409,061 163,363,178,045 226,589,544.,416 219,906,813,456 89.14 96.68 86.29 96.27 89.69 9.75 7.54
Undata
UPT Rumah

VI Sakit Umum 51,941,510,228 125,291,824,696 219,412,690,795 172,443,207,274 130,581,110,270 37,592,962,643 103,365,419,311 99,292,281,989 104,575,072,510 76,771,446,899 72.38 82.50 45.25 60.64 58.79 42.63 19.1
Madani
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2.1.3.1 Gambaran Umum Capaian Indikator
Pencapaian Target Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025 yang tertuang dalam tabel di atas, dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator utama yang mencerminkan
derajat kesehatan penduduk dan menjadi komponen penting dalam perhitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UHH menunjukkan estimasi rata-rata usia
yang dapat dicapai seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola kematian tetap konstan
sepanjang hidupnya. Kenaikan UHH mencerminkan perbaikan kualitas hidup,
layanan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Peningkatan UHH memerlukan pendekatan lintas sektor, tidak hanya dari
bidang kesehatan, tetapi juga melalui pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi,
peningkatan pendidikan, dan pelestarian lingkungan. UHH dihitung melalui
pendekatan statistik berdasarkan hasil survei atau sensus oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), bukan dari pencatatan rutin layanan kesehatan, sehingga hasilnya

mencerminkan estimasi demografi yang representatif.
Grafik 2 . 1 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi

umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode
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2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,53 tahun atau rata-rata tumbuh
sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sulawesi Tengah adalah 70,31
tahun dan pada tahun 2024 mencapai 70,84 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,18
tahun (0,25 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata
pertumbuhan 2020—2023 (0,17 persen per tahun).
. Persentase 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Sulawesi Tengah
Capaian SPM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren
positif. Pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan pelayanan dasar seperti
kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pengendalian penyakit. Dukungan
kebijakan daerah, tenaga kesehatan, dan sinergi lintas sektor turut mendorong
peningkatan ini. Meski ada tantangan geografis dan sumber daya, komitmen daerah
tetap kuat untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

1. Standar Pelayanan Minimal untuk Ibu Hamil
Grafik 2 . 2 Capaian Pelayanan SPM Ibu Hamil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Pada tahun 2020, capaian SPM ibu hamil berada pada angka 80,1%.
Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 79,3%, dan
penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian hanya 63,7%.
Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup besar dalam
penyelenggaraan layanan kesehatan ibu hamil pada tahun tersebut. Meski

demikian, upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya
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membuahkan hasil positif. Pada tahun 2023 capaian SPM meningkat cukup
signifikan menjadi 81,6%, melampaui capaian awal di tahun 2020. Tren
peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian 85,0%, yang
merupakan capaian tertinggi selama periode lima tahun terakhir.

Secara umum, grafik ini memperlihatkan bahwa meskipun sempat
mengalami penurunan drastis di tahun 2022, Provinsi Sulawesi Tengah mampu
melakukan pemulihan dan peningkatan kinerja layanan kesehatan ibu hamil,
sehingga pada tahun 2024 capaian SPM kembali naik melebihi target awal.

. Standar Pelayanan Minimal untuk Ibu Bersalin
Grafik 2 . 3 Capaian Pelayanan SPM Ibu Hamil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk ibu bersalin di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode
2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian SPM ibu bersalin berada pada angka
82,4%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 83,0%. Namun,
di tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dengan capaian hanya 66,7%,
menunjukkan adanya hambatan yang cukup besar dalam pelayanan kesehatan ibu
bersalin pada periode tersebut. Meskipun sempat turun, capaian kembali
meningkat tajam di tahun 2023 dengan angka 86,0%, yang bahkan lebih tinggi
dibanding capaian awal tahun 2020. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024,
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di mana capaian meningkat lagi menjadi 87,3%, sehingga menandai pencapaian
tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa meskipun terdapat
tantangan serius di tahun 2022, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil melakukan
pemulihan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin, hingga
mampu melampaui capaian awal dan menunjukkan tren positif di tahun-tahun
berikutnya.

3. Standar Pelayanan Minimal untuk Ibu Bersalin
Grafik 2 . 4 Capaian SPM Bayi Baru Lahir Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas menggambarkan capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) untuk bayi baru lahir di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020
hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian SPM bayi baru lahir tercatat sebesar
82,3%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 70,3%, dan kembali
menurun pada tahun 2022 hingga mencapai titik terendah yaitu 68,8%.
Penurunan ini menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan layanan
kesehatan bagi bayi baru lahir pada periode tersebut. Meski sempat mengalami
penurunan, capaian kembali meningkat tajam di tahun 2023, mencapai 86,0%,
dan terus naik pada tahun 2024 menjadi 88,8%, yang merupakan capaian tertinggi

dalam lima tahun terakhir.
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Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan pola fluktuatif, dengan
penurunan di tahun 2021-2022, namun mampu pulih dan melampaui capaian
awal pada tahun 2023-2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan
dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga
pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun
2020.

. Standar Pelayanan Minimal untuk Ibu Bersalin
Grafik 2 . 5 Capaian SPM Balita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik menunjukkan perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020 hingga 2024.
Pada tahun 2020, capaian SPM balita tercatat sebesar 63,6%. Capaian ini relatif
stagnan pada tahun 2021 yaitu 63,8%, hanya mengalami kenaikan tipis. Namun
pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 62,9%, yang menandakan
adanya hambatan dalam pencapaian target pelayanan balita di tahun tersebut.
Memasuki tahun 2023, capaian SPM balita menunjukkan peningkatan signifikan
mencapai 78,5%, dan tren positif ini berlanjut di tahun 2024 dengan angka 86,5%,
yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Secara umum, grafik memperlihatkan bahwa meskipun sempat stagnan
dan menurun pada awal periode (2020-2022), capaian SPM balita di Provinsi
Sulawesi Tengah berhasil mengalami pemulihan yang cukup besar di tahun 2023
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dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya dan efektivitas
program pelayanan kesehatan balita sehingga dapat mendorong pencapaian yang
jauh lebih baik.

. Standar Pelayanan Minimal untuk Usia Pendidikan Dasar (Anak Sekolah)
Grafik 2 . 6 Capaian SPM Anak Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas memperlihatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk Usia Pendidikan Dasar (Anak Sekolah) di Provinsi Sulawesi Tengah
selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian SPM anak sekolah
berada pada angka 55,05%. Namun, capaian ini mengalami penurunan tajam di
tahun 2021 menjadi hanya 10,0%, yang merupakan titik terendah dalam periode
lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan anak sekolah pada tahun tersebut.

Setelah penurunan drastis, capaian kembali meningkat pada tahun 2022
dengan angka 45,7%, meskipun belum mencapai capaian awal. Perbaikan
signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana capaian melonjak menjadi 81,9%,
dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 82,4%, yang
sekaligus merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan pola fluktuasi tajam: penurunan
sangat signifikan di 2021, pemulihan bertahap di 2022, hingga peningkatan pesat
di 2023-2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat tantangan besar,
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upaya peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah di Provinsi Sulawesi
Tengah pada akhirnya mampu memberikan hasil yang sangat baik.

6. Standar Pelayanan Minimal untuk Usia Produktif
Grafik 2 . 7 Capaian SPM Usia Produktif Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada kelompok Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah
sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian SPM usia produktif
masih sangat rendah, yakni hanya 0,9%. Namun, capaian ini mengalami
peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 30,4%, dan kembali naik di
tahun 2022 hingga mencapai 46,2%. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023
dengan capaian 63,7%, dan akhirnya pada tahun 2024 berhasil mencapai angka
71,3%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan tren peningkatan yang
konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun, meskipun capaian awal pada 2020
sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang semakin kuat dalam
pemenuhan layanan kesehatan bagi kelompok usia produktif di Provinsi Sulawesi
Tengah, hingga mampu menghasilkan capaian yang cukup tinggi pada tahun
2024,
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7. Standar Pelayanan Minimal untuk Usia Lanjut
Grafik 2 . 8 Capaian SPM Usia Lanjut Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas menggambarkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terhadap kelompok usia lanjut di Provinsi Sulawesi Tengah pada
periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian SPM usia lanjut
tercatat sebesar 44,6%. Angka ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke
tahun. Pada 2021, capaian meningkat menjadi 51,1%, kemudian naik lagi pada
2022 hingga mencapai 58,5%. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2023
dengan capaian sebesar 73,9%, dan tren positif tersebut berlanjut hingga tahun
2024 dengan pencapaian tertinggi, yaitu 82,7%.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan adanya tren peningkatan
yang konsisten dan cukup tajam, khususnya mulai tahun 2022 ke 2023. Hal ini
menunjukkan bahwa intervensi pelayanan kesehatan terhadap kelompok usia
lanjut di Provinsi Sulawesi Tengah semakin membaik, sehingga mampu

menghasilkan capaian yang tinggi pada akhir periode 2024.
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8. Standar Pelayanan Minimal untuk Hipertensi
Grafik 2 . 9 Capaian SPM Hipertensi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk hipertensi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode
lima tahun, dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian SPM hipertensi
masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 2,3%. Namun, mulai tahun 2021, terjadi
peningkatan signifikan menjadi 21,0%, yang menunjukkan adanya perbaikan
awal dalam pelayanan hipertensi di daerah tersebut. Tren positif ini terus
berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, capaian meningkat menjadi
41,5%, lalu melonjak lebih tinggi pada tahun 2023 mencapai 61,0%. Hingga
akhirnya, pada tahun 2024, capaian SPM hipertensi mencapai 69,2%.

Terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam capaian pelayanan
hipertensi di Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir, mencerminkan upaya
nyata dari sektor kesehatan dalam memperluas jangkauan pelayanan deteksi dan
penanganan hipertensi kepada masyarakat.
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9. Standar Pelayanan Minimal untuk Diabetes Mellitus
Grafik 2 . 10 Capaian SPM Diabetes Mellitus Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik di atas menggambarkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk Diabetes Mellitus (DM) di Provinsi Sulawesi Tengah
selama periode lima tahun, dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, yaitu
tahun 2020, capaian SPM untuk DM masih 0,0%, yang menunjukkan bahwa
pelayanan untuk deteksi dan penanganan diabetes belum berjalan secara optimal
dan belum tercatat dengan baik.

Namun, mulai tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan, dengan capaian
mencapai 35,0%, yang menjadi titik awal kemajuan pelayanan diabetes di
provinsi ini. Tren peningkatan berlanjut di tahun 2022, di mana capaian naik
menjadi 46,0%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari target
pelayanan telah tercapai. Peningkatan yang lebih pesat terjadi pada tahun 2023,
dengan capaian mencapai 71,9%, menandakan lonjakan besar dalam pelayanan
terhadap penderita diabetes. Akhirnya, pada tahun 2024, capaian SPM Diabetes
Mellitus mencapai 86,2%, mendekati target maksimal pelayanan sebesar 100%.

Dalam rentang lima tahun, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan
kemajuan luar biasa dalam pelayanan minimal untuk penyakit Diabetes Mellitus.
Dari nol persen pada tahun 2020, capaian naik tajam menjadi 86,2% pada tahun
2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan sistematis dan peningkatan akses
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pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal deteksi dini dan penanganan penderita
diabetes.

10. Standar Pelayanan Minimal untuk Hipertensi
Grafik 2 . 11 Capaian SPM ODGJ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik ini menunjukkan perkembangan Capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)di Provinsi
Sulawesi Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 202, capaian
SPM terhadap ODGJ masih berada pada angka yang cukup rendah, yaitu 15,7%,
menandakan bahwa pelayanan kesehatan jiwa saat itu masih sangat terbatas atau
belum menjangkau sebagian besar penderita. Namun, pada tahun 2021, terjadi
lonjakan signifikan dengan capaian meningkat tajam menjadi 89,9%. Ini
menunjukkan adanya percepatan besar dalam pelayanan kesehatan jiwa, baik dari
sisi kebijakan, implementasi program, maupun pendataan.

Setelah lonjakan tersebut, pada tahun 2022, capaian mengalami
penurunan menjadi 75,7%, diikuti dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023
menjadi 77,5%, dan kembali naik ke 78,2% pada tahun 2024.

Peningkatan besar terjadi pada tahun 2021, yang kemungkinan dipicu oleh
intervensi program atau penguatan layanan kesehatan jiwa secara masif. Setelah
itu, capaian cenderung fluktuatif namun stabil pada kisaran 75-78% hingga 2024.

Meskipun tidak mempertahankan puncak capaian 2021, Provinsi Sulawesi
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Tengah tetap menunjukkan kinerja yang baik dalam pelayanan kesehatan jiwa,
dengan capaian SPM ODGJ mendekati 80% di akhir periode. Grafik ini
mencerminkan bahwa setelah peningkatan drastis di awal, ada tantangan dalam
menjaga konsistensi capaian pelayanan. Perlu evaluasi terhadap faktor-faktor
yang menyebabkan penurunan setelah 2021 agar strategi ke depan bisa lebih
efektif dan berkelanjutan.

11. Standar Pelayanan Minimal untuk Orang Terduga TBC
Grafik 2 . 12 Capaian SPM Orang Terduga TBC Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik ini menggambarkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terhadap Orang Terduga Tuberkulosis (OTBC) di Provinsi
Sulawesi Tengah selama periode lima tahun, yaitu dari 2020 hingga 2024. Pada
tahun 2020, capaian pelayanan terhadap OTBC berada di angka 81,4%, yang
merupakan angka cukup tinggi dan menunjukkan bahwa pelayanan untuk deteksi
dini TB sudah berjalan baik saat itu. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan
tajam menjadi hanya 36,0%. Penurunan ini mencerminkan adanya gangguan
signifikan dalam sistem pelayanan, hal ini akibat pandemi COVID-19 yang
berdampak pada pelacakan dan pemeriksaan kasus TB di berbagai wilayah. Mulai
tahun 2022, capaian kembali mengalami peningkatan, yaitu menjadi 45,0%, lalu
melonjak ke 69,9% pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 84,0% pada tahun
2024. Capaian di tahun 2024 ini bahkan melampaui capaian awal tahun 2020,
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menandakan adanya pemulihan dan peningkatan yang signifikan dalam sistem
pelayanan kesehatan TB.

Provinsi  Sulawesi Tengah berhasil memulihkan dan bahkan
meningkatkan layanan terhadap kasus terduga TB setelah masa krisis dan
mencerminkan resiliensi sistem kesehatan dalam menghadapi krisis dan mampu
kembali ke jalur pelayanan optimal.

12. Standar Pelayanan Minimal untuk HIV
Grafik 2 . 13 Capaian SPM HIV Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Human Immunodeficiency
Virus (HIV) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
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Sumber : Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Grafik ini menunjukkan perkembangan capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terhadap kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) di
Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2020
hingga 2024.

Tahun 2020 Capaian SPM masih berada di angka 0%, yang
mengindikasikan bahwa pelayanan HIV belum berjalan sesuai standar dan belum
tercatat pada tahun tersebut. Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan hingga
51,5%. Ini menunjukkan dimulainya implementasi pelayanan HIV yang lebih
terstruktur dan terukur. Tahun 2022, capaian terus meningkat meski tidak tajam,
mencapai 56,5%. Kenaikan ini menunjukkan adanya kelanjutan dan stabilisasi
program layanan HIV. Tahun 2023, lonjakan signifikan terjadi kembali, dengan

capaian mencapai 84,4%, menunjukkan keberhasilan besar dalam memperluas
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cakupan layanan, seperti deteksi dini, konseling, dan pengobatan HIV. Tahun
2024, peningkatan berlanjut menjadi 87,3%, menandakan bahwa layanan HIV
telah mendekati target nasional dan hampir menjangkau seluruh sasaran yang
diharapkan.

Grafik ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pemerintah daerah, tenaga
kesehatan, dan berbagai pihak terkait dalam menangani HIV telah menunjukkan
hasil yang signifikan dan membanggakan. Data ini sangat penting untuk bahan
evaluasi, perencanaan program lanjutan dan pelaporan keberhasilan

pembangunan sektor kesehatan.

KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 13
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah, UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, UPT
Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Undata
Palu, Rumah Sakit Madani Palu dan unit layanan lain di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah layanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah antara lain: a) perumusan kebijakan di bidang kesehatan; b) pelaksanaan
kebijakan di bidang kesehatan; c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan; dan d) pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Dari
kondisi yang ada, maka hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan
data kesenjangan antara Kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
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Tabel 2 . 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan Keluarga dan Gizi

Angka Kematian Ibu (AKI) masih
tinggi

Kunjungan pemeriksaan kehamilan
terstandar masih kurang

Kondisi geografis
Sosial budaya
Sarana prasarana puskesmas tidak memadai dan tidak terstandar

Angka Kematian Bayi (AKB)
masih tinggi

Rendahnya persalinan di fasilitas
kesehatan

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tidak berjalan maksimal

Rujukan maternal Neonatal belum dilaksanakan secara baik
Pemanfaatan Buku KIA belum maksimal, pemberdayaan kader yang masih rendah

Angka Kematian Neonatal (AKN)
masih tinggi

Pelayanan bayi baru lahir (0- 28 hari)
belum mencapai target

Sarana prasarana belum menunjang pelayanan bayi baru lahir

Kondisi geografis, peran serta keluarga dalam pelayanan kesehatan ibu yang rendah

Balita yang dipantau pertumbuhan dan
perkembangan masih rendah

Kompetensi SDM tidak terstandar (belum dilatih pelatihan kelas ibu)

Masih kurangnya promosi oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran keluarga yang mempunyai balita tentang pelayanan kesehatan balita.

Pelaksanaan kajian kematian ibu dan bayi
baru lahir belum sesuai target

Belum semua kab/kota membentuk tim pengkaji AMP

Tim pengkaji AMP yang ada tidak efektif (kurang koordinasi)

Keterbatasan anggaran di Kab/Kota

Belum maksimalnya pelaksanaan kelas
ibu (ibu hamil dan ibu balita) di setiap
desa/kelurahan

Belum semua Puskesmas melayani balita
sakit dengan pendekatan MTBS

Kompetensi SDM tidak terstandar (belum dilatih pelatihan kelas ibu)

Keterbatasan pembiyaan dalam melakukan pelatihan
Terbatasnya SDM terlatih terkait MTBS
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Belum semua Puskesmas melaksanakan Terbatasnya SDM terlatih pelatihan Stimulasi Deteksi Interfensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
skrining perkembangan pada balita
Kurangnya promosi tenaga kesehatan kepada masyarakat terkait pentingnya pemantauan tumbuh kembang
Belum semua Puskesmas memberikan Terbatasnya SDM terlatih pelayanan kesehatan remaja
pelayanan kesehatan pada remaja
Petugas yang sudah terlatih memiliki beban kerja ganda di puskesmas (sebagai pengelola program lain)
b. | Gizi

Masih tingginya Angka Prevalensi
Stunting dan Wasting pada Balita

Pola Asuh, Pola Makan dan Sanitasi yang
mempengaruhi terjadinya stunting pada
balita di kab/kota

Pola asuh balita yang salah, banyak balita yang diasuh oleh nenek atau asisten rumah tangga bagi ibu yang bekerja

Masih banyak ibu yang suka makanan yang instant dibanding buat sendiri

Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
yang masih ditemukan di kab/kota

Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pola makan yang seimbang

Masih banyak terdapat pantangan makanan bagi ibu hamil di daerah terpencil
Belum maksimalnya petugas gizi dalam melakukan Pelacakan dan intervensi WUS KEK usia 15 - 49 tahun

Ibu Hamil Anemia yang masih ada di
kab/kota

Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Kurangnya pendampingan tenaga kesehatan terhadap ibu hamil sehingga TTD hanya sekedar diberikan namun ibu
hamil tidak mengkonsumsinya.

Masih rendahnya capaian pemberian
tablet tambah darah

Perhitungan kebutuhan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ada

Rendah capaian Bayi Usia Kurang dari 6
Bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif

Masih besarnya pengaruh keluarga untuk ibu menyusui muda dengan anak pertama yang tidak punya pengalaman.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang cara memerah ASI
Belum berfungsinya pojok ASI dan konselor ASI di Fasilitas Kesehatan padahal sudah dilatih.

Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan
Tambahan di kabupaten masih belum
mencapai target

Pemberian PMT yang tidak tepat sasaran dan tidak tercatat

Masih banyak Pemberian PMT yang tidak sesuai dengan Juknis.

Masih rendah capaian remaja Putri
Mendapat Tamblet Tambah Darah

Adanya pandemi COVID-19 sehingga anak sekolah melakukan pembelajaran dari rumah (daring) sehingga
petugas kesehatan susah untuk menjangkau rematri untuk pemberian TTD.
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
- Masih rendah capaian Bayi Baru Lahir - Nyeri pada ibu bersalin pasca persalinan
Mendapat Inisiani Menyusui Dini (IMD
P 4 ( ) - Bayi prematur dan jenis persalinan melalui operasi section caesarea sehingga bayi tidak mendapatkan IMD
c. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Masih kurangnya Posyandu Aktif - Masih banyak posyandu yang berada - masih kurang
pada strata Pratama dan Madya, belum
naik ke strata purnama dan mandiri
Kurang aktifnya UKBM di Desa - Alokasi dana dalam mendukung sektor - Sebagian besar pemerintah desa belum mengetahui kegiatan UKBM
kesehatan melalui ADD
- Kemitraan dengan perusahaan belum - Kurangnya advokasi kepada perusahaan perusahaan tentang bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan untuk
dilakukan dengan maksimal sektor kesehatan.
Belum optimalnya Organisasi - Masih kurangnya pemahaman organisasi - Kurang Intensitas pendekatan dalam rangka advokasi kepada organisasi kemasyarakat
Kemasyarakatan dalam kemasyarakatan memanfaatkan sumber
memanfaatkan sumber dayanya dayanya untuk kesehatan
untuk mendukung kesehatan
d Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

Rendahnya Cakupan Pengawasan
Kualitas Air Minum

Belum semua Puskesmas memiliki
Sanitarian KIT

Belum semua Sanitarian Puskesmas menguasai operasional Sanitarian Kit

Masih kurangnya Jumlah KK yang
mengakses Jamban Sehat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengakses jamban sehat.

Pemicuan STBM belum maksimal dilaksanakan oleh Sanitarian Puskesmas

Masih rendahnya capaian Jumlah
Kab/Kota yang menerapkan
Kebijakan Tatanan Kawasan Sehat

Belum sepenuhnya Kabupaten

memahami tujuan penyelenggaraan KKS.

Advokasi yang masih kurang

Belum semua Fasyankes memiliki
penampungan sementara limbah medis

Kurangnya anggarangan dalam membuat TPS

Pengelolaan Limbah Medis di
Fasyankes belum optimal

Masih kurang tersedianya Pengelolaan limbah akhir

Pemiliki TPM, DAMIU dan Kantin belum mengikuti pelatihan Hygiene Sanitasi atau kursus penjamah makanan
Tidak adanya anggaran dana untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Hygiene Sanitasi.
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Rendahnya persentase tempat Masih banyak TPM, DAMIU dan Kantin
pengelolaan pangan (TPP) yang belum memiliki sertifikat laik sehat.
memenuhi standar
Rendahnya capaian pengawasan Kurangnya tenaga Sanitarian di Beban kerja Kesling di Puskesmas tidak sebanding dengan jumlah tenaga Sanitarian
tempat dan fasiliras umum (TFU) Puskesmas
yang dilakukan sesuai standar
Masih adanya Puskesmas yang tidak memiliki tenaga Sanitarian
e Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Sumber Daya Pelaksana Kesehatan Kerja Kurangnya dukungan pemerintah daerah.
Ezski?;tgr Olahraga belum masih terbatas Sumber Daya Pelaksana belum terlatih
Kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan diantara lintas program dan lintas sektor terkait.
Belum maksimalnya pelaksanaan pengukuran kebugaran terhadap ASN, Jamaah Haji dan anak sekolah
f Kesehatan Haji
Rendahnya pengetahuan terhadap Masih adanya kekeliruan tim pemeriksa Kurangnya Pemahaman tentang Istitaah kesehatan haji oleh Tim pemeriksa kesehatan haji (Permenkes No 15
penetapan Status Isthitoah kabupaten/ kota dalam menentukan tahun 2016 dan Permenkes no 62 tahun 2016)
Kesehatan Calon Jemaah Haji kategori pilihan status istitaah kesehatan
sesuai kuota setiap tahun jemaah haji
Tingginya status kesehatan resiko tinggi Kurangnya pembinaan kesehatan jemaah haji di Kabupaten/Kota
pada jemaah haji Sulteng setiap tahunnya
g Surveilans dan Imunisasi

Belum terpenuhinya kuantitas dan
kualitas petugas surveilens dan
Imunisasi

SKDR (verifikasi alert tidak maksimal)

Masih terjadinya KLB

Keterbatasan sumber daya baik manusia, sarana, prasarana dan pembiayaan.

Sumber daya Manusia yang belum merata.
Rendahnya pemahaman petugas kesehatan dan non kesehatan akan kegiatan surveilans
Surveilans rutin yang tidak aktif

Keterbatasan Logistik Imunisasi

Kekosongan vaksin IPV selama tahun 2020.
Kekosongan vaksin BCG selama 3 bulan.
Kurangnya Koordinasi Lintas Program

Kurangnya SDMK yang belum terlatih

Belum semua petugas imunisasi puskesmas mengikuti OJT / pelatihan.
Sering terjadi mutasi SDMK
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
h Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular
Langsung Belum Maksimal

Lemahnya regulasi Penanggulangan TBC
di Tingkat Prov dan Kab/Kota

Belum tersedianya RAD Penanggulangan TBC di Prov dan Kab/kota

Belum semua kab/kota memiliki Tim Percepatan TBC
Belum semua kab/kota memiliki KOPI TBC

Angka Penemuan Kasus TBC (Treatment
Coverage) belum mencapai target

Masih terdapatnya kasus TBC under reporting di layanan swasta DPM/klinik.

Kegiatan penemuan aktif (investigasi kontak, skrining ditempat berisiko) belum dilakukan optimal disemua
dilayanan puskesmas

Masih terdapatnya layanan yang belum melaporkan kasus TBC (delay reporting)

Jejaring internal fasyankes belum terkoordinasi baik antara petugas TBC dan program/unit lain disebagian besar
fasyankes.
Kelengkapan penginputan dalam SITB untuk semua variable termasuk penginputan Investigasi Kontak

Capaian Keberhasilan Pengobatan Pasien
TBC tidak mencapai target

Follow up kemajuan pengobatan pasien sebagian besar tidak dilakukan pemeriksaan mikroskopis karena
keterbatasana mikroskop dan SDM

tingginya angka lost to follow up di RS, sebagian besar pasien tidak mau dirujuk balik ke FKTP kesulitan
pemantauan pasien.

Masa pengobatan yang lama, efek samping obat juga penyebab pasien menghentikan pengobatan

Masih rendahnya keterlibatan kader sebagai PMO pada pasien TBC,

Cakupan pemberian terapi pencegahan
TBC (TPT) masih rendah

Meningkatnya sasaran kontak serumah yang mendapatkan TPT

Pengetahuan petugas kesehatan yang masih rendah tentang ILTB (Infeksi Laten Tuberkulosis)

Penolakan masyarakat untuk memberikan TPT. Persepsi di masyarakat bahwa orang sehat tidak perlu minum obat.

ODHA on ARV masih rendah

Orang Beresiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar belum optimal

Belum semua kabupaten menyiapkan fasilitas PDP dan belum semua kabupaten memiliki jejaring dengan
komunitas pendamping dan penjangkauan ODHIV.
Kurang maksimal edukasi dan konseling petugas layanan terkait pengobatan pada ODHIV.

Populasi kunci (LSL, PSP, dan Waria) cenderung berpindah- pindah

Prevalensi Kusta pada anak masih tinggi

Belum optimalnya penemuan kasus kusta dilakukan oleh petugas
Kurangnya Anggaran pembiayaan terkait kegiatan rutin dalam pengendalian penyakit kusta
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No.

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

2

4

Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular
Bersumber Binatang Belum

Maksimal

Kurangnya SDM dalam Penatalaksanaan kasus Kusta

Penemuan Kasus Baru Kusta Pada Anak
Masih Tinggi

Belum Optimalnya Penemuan Kasus Kusta Secara Aktif yang dilakukan oleh petugas kusta di puskesmas

Masih adanya sumber penularan kusta yang belum ditemukan, sehingga transmisi penularan masih berjalan terus
Belum semua puskesmas memiliki komitmen dalam mempercepat tercapainya eliminasi kusta

Kurangnya sumber daya dalam penanggulangan program kusta, baik pengetahuan petugas maupun pengalokasi
anggaran

Cakupan ibu hamil yang melakukan
deteksi dini hepatitis B (DDHB) masih
rendah

cakupan pemantauan bayi usia 9-12
bulan dsri ibu hamil reaktif di tes HbsAg
belum dilaksanakan secara optimal

ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ANC di fasilitas kesehatan non puskesmas (RS, Klinik, praktek
bidan/swasta) datanya belum tercover oleh program dan sebagian besar tidak diskrining hepatitis B keseluruhan
untuk dilakukan DDHB

Orang tua engan membawa anaknya kepuskesmas umtuk periksa HbsAg dikarenakan mereka mengangap
anaknya tidak sakit, tidak tega anaknya diambil darahnya, DLL.

RDT anti HBS tidak tersedia di semua Faskes

Cakupan Pneumonia Balita belum
mencapai target

Masih rendahnya Layanan Rehidrasi Oral
Aktif (LROA) pada Penanggulangan
Penyakit Diare

Tingginya Kasus Penularan Malaria
Setempat (Indegeneous) Pada Daerah
Eliminasi Malaria

Rotasi petugas tinggi dan tidak ada dana untuk peningkatan kapasitas petugas

Puskesmas tidak melaksanakan tatalaksana standar
Adanya kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi

Terbatasnya atau tidak tersedia tempat LROA di Puskesmas

Surveilans Migrasi Tidak Terlaksana dengan baik

Pemeriksaan Malaria masih
Mengandalakan RDT Malaria dan Hasil
Pemeriksaan klinis

Pemetaan Daerah Reseptif Malaria Tidak
Berjalan Dengan Baik

Tatalaksana Kasus Malaria Belum
Berjalan Dengan Baik

Rendahnya Jumlah Petugas Analis/Mikroskopis Malaria di semua jenjang layanan

Pengendalian vektor belum dilaksanakan secara maksimal

Masih ada beberapa Kabupaten yang cakupan pengobatan standarnya masih rendah.
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No.

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

2

3

4

Masih rendahnya realisasi Kabupaten
Kota yang melaksanakan pengendalian
Dengue

Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian dengue melalui gerakan PSN 3M Plus

Masyarakat masih menganggap fogging merupakan solusai utama dalam pengendalian penyakit dengue

Prevalensi Schistosomiasis masih
berflutuasi

Upaya Penanggulangan Schistosomiasis melalui Rood Map yang telah disepakati belum maksimal

Belum maksimalnya sinergitas dalam penanggulangan keong

Masih tingginya kasus gigitan hewan
penular Rabies dan masih adanya kasus
Rabies

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit rabies sehingga bila ada kasus GHPR enggan
ke Fasyankes

Kurangnya peran lintas sektor dalam hal Penanggulangan Rabies yang belum menjadi prioritas di sektor kesehatan
hewan yang merupakan sektor hulu

Capaian Pengendalian vektor terpadu
masih rendah

Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor yang Belum Maksimal

Pemantauan kesehatan lingkungan kurang maksimal
Pendanaan dan peralatan terbatas dalam pengendalian vektor
Pelaksanaan dan pengendalian vektor oleh masyarakat masih rendah

Masih ada 5 kabupaten endemis yang
belum mencapai tahap eliminasi Filariasis

TAS (Transmission Assessment Survey) dari 5 kabupaten yang belum mencapai eliminasi belum tuntas dan belum
mencapai target yang diharapkan.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza

Masih tingginya angka Kesakitan
PTM di Sulawesi Tengah

Belum terselenggara dengan maksimal
kegiatan pencegahan dan pengendalian
Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
(PTM) di masyarakat

Keterbatasan sumber daya baik manusia, sarana, prasarana dan pembiayaan
Integrasi UKBM belum berjalan dengan maksimal

Integrasi Lintas Program dan Lintas seksor belum berjalan dengan maksimal.

Terdapat Posbindu PTM di beberapa Kab/Kota tidak aktif lagi

Kurangnya advokasi kepada pemimpin daerah Kab/Kota ataupun kepala OPD tentang Kawasan Tanpa Rokok
Belum dilaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan

Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota kesepakatan antar lintas sektor untuk penerapan kawasan tanpa
rokok belum terjalin dengan baik.
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

2 3 4

- Masih ada beberapan Kabupaten yang belum mempunyai Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) KTR sehingga
untuk penerapan Aturannya belum maksimal untuk dilakukan

Kawasan Tanpa Rokok yang ada - Penerapan Perda/Perbup KTR oleh satgas | - Disiplin tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok yang belum tegas, berupa sanksi sehingga angka perokok di segala
Kabupaten/kota yang belum di 7 tatanan Kawasan Tanpa Rokok usia semakin meningkat
berjalan dengan baik belum maksimal

- Masih Banyak Anak-anak <18 tahun yang | - Kurangnya edukasi serta penerapan aturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

telah menghisap rokok
- Kurang sosialisasi Untuk berhenti merokok serta dampak rokok di tempat-tempat belajar bagi anak usia <18 tahun.

Masih banyaknya ODGJ yang - Masih sering ditemukan ODGJ terlantar - Belum semua puskesmas mempunyai tenaga kesehatan yang terlatih dalam penatalaksanaan gangguan jiwa
dipasung dan berkeliaran dijalanan yang tidak
mendapatkan layanan

- Belum maksimalnya kerja sama antar lintas sektor terkait dalam pelayanan ODGJ Pasung di kabupaten/kota

- Kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa.

- Ketersediaan obat ODGJ yang belum maksimal
- Masih kurangnya tenaga ahli masalah kesehatan jiwa di kabupaten/kota baik itu psikolog maupun psikiater

Pelayanan Kesehatan Primer

Belum Optimalnya mutu pelayanan | - Belum semua FKTP memenuhi standar - Belum semua Puskesmas terakreditasi.
kesehatan di FKTP
- Belum semua Puskesmas memiliki Izin Operasional

Belum optimalnya pelaksanaan Masih rendahnya capaian index keluarga | - Belum real time aplikasi keluarga sehat terutama pada penghitungan IKS dan capaian indikator PIS PK
program indonesia sehat dengan sehat (IKS)
pendekatan kelauarga

- Masih ada Puskesmas yang belum menyelesaikan kunjungan keluarga dan intervensi awal

- Belum semua Puskesmas melaksanakan intervensi lanjut

- Masih adanya daerah yang belum dikunjungi oleh petugas Puskesmas karena akses lokasi yang berada daerah
terpencil dan medannya sulit untuk dilalui terutama daerah pegunungan dan kepulauan

- Adanya perpindahan petugas ke tempat lain sehingga pelaksanaan kegiatan PIS PK terhambat.

- Masih kurangnya tingkat pemahaman petugas Puskesmas dalam pengisian kusioner Prokesga

- Belum maksimalnya anggaran yang diberikan untuk kegiatan verifikasi tingkat Provinsi, Kabupaten di keluarga
wilayah kerja puskesmas sehingga pelaksanaan belum optimal

123




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4

Belum ada Advokasi berupa Kesepakatan atau MOU terkait bantuan yang akan diberikan oleh Lintas Sektor dan
Lintas Program terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bergerak
Masih kurangnya sosialisasi pada PEMDA untuk dukungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bergerak
di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
Belum tersedianya anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten untuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Bergerak secara Optimal minimal 4 kali dalam setahun di lokasi yang sama dan membutuhkan pelayanan
kesehatan bergerak.

Masih ada Puskesmas yang Anggaran yang tersedia untuk Pelayanan

mempunyai kawasan terpencil dan Kesehatan Bergerak (PKB) untuk

sangat terpencil yang belum puskesmas yang memiliki kawasan

mendapat Pelayanan Kesehatan terpencil dan sangat terpencil hanya

Bergerak (PKB) tersedia di menu Dekon.

Belum optimalnya pelayanan gigi Minimnya ketersediaan SDM, sarana Distribusi tenaga dokter gigi yang belum merata di Kab/Kota

dan mulut di Puskesmas prasarana dan alat kesehatan penunjang

program gigi dan mulut
Belum adanya advokasi ke pemerintah daerah tentang pemenuhan dan penempatan dokter gigi, sarana prasarana
dan alat pelayanan kesehatan gigi dan mulut di FKTP
Pelaksanaan program UKGS (usaha kesehatan gigi sekolah) minimal 1 kali dalam setahun belum dilaksanakan
pada anak sekolah kelas 1 s.d 9 diwilayah kerja Puskesmas.
k Pelayanan Kesehatan Rujukan

Akses dan mutu pelayanan
kesehatan rujukan belum optimal

Kondisi infrastruktur dan geografis,
menimbulkan hambatan transportasi dan
memperpanjang waktu tempuh pasien
menuju fasilitas rujukan.

Sebaran wilah yang terdiri dari daerah terpencil dan kepulauan menyebabkan keterbatasan akses transportasi.

Perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan belum sepenuhnya memperhatikan kesenjangan wilayah
terpencil
Anggaran pembangunan infrastruktur kesehatan masih terbatas dan belum teralokasi secara prioritas.

Ssistem rujukan belum terintegrasi secara
optimal. Meskipun telah tersedia aplikasi
Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE),
implementasinya di lapangan masih
belum maksimal

Regulasi turunan di tingkat kabupaten/kota yang memperkuat tata kelola sistem rujukan masih lemah atau belum
tersedia.
Infrastruktur teknologi informasi (jaringan internet, perangkat, dan SDM IT) belum merata.

Distribusi tenaga kesehatan (terutama spesialis) tidak merata antar kabupaten/kota.
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Keterbatasan sumber daya baik tenaga Rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan tidak berbasis analisis kebutuhan riil.
kesehatan, sarana-prasarana, maupun Sarana prasarana dan fasilitas penunjang rumah sakit tidak memadai karena keterbatasan investasi.
fasilitas penunjang.
Anggaran kesehatan (APBD, BLUD, maupun Dana Alokasi Khusus) masih minim untuk penguatan rujukan.
Mutu Pelayanan Rumah Sakit belum Komitmen manajemen rumah sakit dalam pemenuhan standar akreditasi belum konsisten.
optimal
Pemahaman tenaga kesehatan terhadap standar akreditasi (SNARS, mutu klinis) masih terbatas.
Sistem insentif dan penghargaan mutu belum berjalan dengan baik.
Supervisi dan pembinaan belum intensif dilakukan oleh Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Angka kematian maternal di RS - Belum optimalnya kualitas pelayanan Deteksi dini risiko kehamilan masih rendah di tingkat primer (puskesmas/bidan).
masih tinggi maternal, keterlambatan rujukan,
keterbatasan SDM dan sarana prasarana, Rujukan pasien terlambat akibat lemahnya koordinasi antar fasilitas kesehatan.
selita lemahnya sistem tata kelola dan Fasilitas PONEK di RS belum sepenuhnya siap (tenaga, sarpras, SOP).
faktor geografis. Kapasitas SDM dalam menangani kegawatdaruratan maternal belum merata, pelatihan PONEK/PONED masih
terbatas.
Ruang operasi, ICU maternal, dan fasilitas transfusi darah di beberapa RS masih terbatas.
Sistem transportasi rujukan maternal belum memadai, terutama di daerah terpencil.
Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan maternal di RS belum berjalan optimal.
Masyarakat sering terlambat mencari pertolongan karena rendahnya pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan.
Faktor geografis Sulawesi Tengah (kepulauan, pegunungan, akses transportasi sulit) menyebabkan keterlambatan
sampai ke RS.
I Pelayanan Kesehatan Tradisional
Penerapan pelaksanaan pelayanan - Belum semua fasilitas kesehatan Masih minimnya komitmen manajemen fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar
kesehatan tradisional belum optimal melaksanakan pelayanan kesehatan
tradisional
Kurangnya dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program kesehatan tradisional
Masih kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional
Masih tingginya Mobilitas pengelola program pelayanan kesehatan Tradisional
m. | Pelayanan Transfusi Darah
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Penerapan pelaksanaan standar Belum semua UTD melaksanakan Masih minimnya komitmen manajemen pelaksanaan program pelayanan transfusi darah
pelayanan transfusi darah belum pelayanan transfusi darah sesuai standar
optimal
Masih kurangnya tenaga tekhnis transfusi darah maupun nakes terlatih pelayanan transfusi darah
Kurangnya dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program pelayanan Transfusi Darah
n. Kefarmasian
Pelayanan Kefarmasian belum - Kurangnya tenaga Kefarmasian di Pemda belum memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di Fasyankes
sesuai standar Fasyankes
- Pelayanan Kefarmasian yang belum Kekurangan SDM di Fasyankes
terdokumentasi
Ketersediaan Obat di Kab/Kota - Kurangnya dukungan anggaran Advokasi Pemda terhadap dukungan anggaran pengadaan obat belum maksimal
belum sesuai dengan kebutuhan pengadaan obat di Kab/Kota (Hanya
mengandalkan DAK)
- Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan Tersedianya obat - obatan di Fasyankes yang tidak sesuai FORNAS
dalam penerapan FORNAS di Fasyankes
Penerapan SIPNAP belum - Ketidakdisiplinan Unit Layanan dalam Kurangnya kesadaran unit layanan dalam melakukan pelaporan melalui aplikasi SIPNAP
maksimal membuat dan melaporkan Mutasi
Narkotika dan Psikotropika melalui
aplikasi SIPNAP
Usaha Jamu Gendong (UJG) dan - Masih terdapat pelaku UJG dan UJR yang Kurangnya pemahaman pelaku UJG dan UJR dalam penerapan Cara Membuat Jamu Yang Baik
Usaha Jamu Racikan (UJR) belum belum menerapkan Cara Membuat Jamu
sesuai standar yang baik
Perbekalan Kesehatan Rumah - Pemahaman SDM untuk PIRT dalam Kurangnya Sosialisasi kepada SDM untuk PIRT
Tangga (PIRT) belum memenuhi memenuhi penilaian belum sesuai standar
penilaian sesuai Standar
o. | Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Masih minimnya fasilitas pelayanan
kesehatan yang memenuhi standar
sarana prasarana dan alat kesehatan

Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di
Fasyankes belum sesuai standar

Perencanaan usulan Sarana Prasaran dan Alat Kesehatan (SPA) oleh Fasyankes belum berdasrkan kebutuhan
pemenuhan standar

Minimnya dukungan pembiayaan pemenuhan oleh pemerintah daerah
Anggaran yang disediakan oleh pemerintah Pusat (DAK) terbatas

Belum optimalnya pengawasan
Penyalur Alat Kesehatan (PAK),
alat kesehatan dan PKRT

Minimnya kapasitas pengujian alat
kesehatan dan PKRT

Terbatasnya sarana pengujian alkes dan PKRT
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Minimnya dukungan pembiayaan pengawasan alat kesehatan dan PKRT
- Minimnya Pemahama Petugas Terkait Kurangnya tenaga SDM dalam melakukan Penilaian dan Pengawasan PAK
Penilaian dan Pengawasan PAK
Kurangnya Pembiayaan untuk melakukan Penilaian dan Pengawasa PAK
p. | Sumber Daya Manusia Kesehatan

Minimnya Rumah Sakit dan
Puskesmas yang memiliki SDMK
sesuai standar

Masih kurangnya ketersediaan tenaga

sesuai standar SDMK bekerja tidak sesuai

dengan kompetensinya

Perekrutan/pengangkatan tenaga kesehatan yang masih sangat terbatas

Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
Fasilitas kesehatan belum mempunyai perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang adekuat
Pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan terbatas

Pelatihan teknis dan manajerial dibidang kesehatan yang mengikuti perkembangan pembangunan kesehatan
terbatas

a. Upaya Kesehatan Laboratorium
Kurangnya Jumlah cakupan - Keberadaan Laboratorium Kesehatan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan berkala laboratorium kesehatan untuk diagnosis
pemeriksaan pelayanan sebagai sarana kesehatan vital dalam penegakan awal penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
laboratorium Klinik dan Kesehatan menentukan derajat kesehatan perorangan
Masyarakat (sampel) dan lingkungan belum berjalan optimal
Belum optimalnya sinergitas lintas program sektor kesehatan dan lintas sektoral terkait upaya ekspose LABKES
sebagai bagian integral pelayanan kesehatan secara komprehensif untuk penentuan kualitas kesehatan masyarakat
dan lingkungan
Belum optimalnya dukungan ketersediaan logistik penunjang pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
Masih kurangnya cakupan - Kendali pemantapan mutu pemeriksaan Pemenuhan standar mutu pemeriksaan dan pelayanan laboratorium kesehatan dengan teknologi terkini dan
Pemantapan Mutu Eksternal dan pelayanan Laboratorium sebagai berkesinambungan baik sarana prasarana dan peralatan tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran
Pengujian Laboratorium Kesehatan jaminan kepercayan dan kepuasan
(%) pelanggan belum maksimal
Kesiapan personil untuk memahami updating metode dan teknik pemeriksaan dan pelayanan laboratorium
kesehatan secara berkala dan bekesinambungan belum terpenuhi secara optimal
3 Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Manajemen sistem kebencanaan belum
maksimal

SDM terkait siste pengelolaan informasi tidak berjalan dengan maksimal
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Tidak tersedianya Peta Respon
Tidak adanya rencana Kontigensi
Belum adanya Disaster plan Puskesmas, Dinkes dan Rumah sakit
Belum maksimalnya Pelayanan Belum maksimalnya Sistem Belum semua Kabupaten membentuk Public Safety Center 119 (PSC 119)
Kesehatan Bagi Penduduk Penanggulangan Gawat darurat Terpadu
Terdampak Krisis Kesehatan Sehari - hari dan Sistem Penanggulangan
Akibat Bencana dan/atau Gawat darurat Terpadu saat Bencana
Berpotensi Bencana
Sarana, prasarana dan alat kesehatan PSC 119 belum memadai
Sistem rujukan belum terintegrasi dengan baik
4 Rumah Sakit Umum Daerah Undata

Belum tercapainya target SPM
Rumah Sakit.

Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang
belum sesuai dengan standar Rumah
Sakit Kelas B Pendidikan dan Rujukan
Regional.

Sarana, prasasana dan alat kesehatan belum terpenuhi.

Belum tersedianya ambulan dan kondisi ambulan jenazah sudah tidak layak.

Sarana, prasasana dan alat kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok belum terpenuhi.
Sarana, prasasana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional belum terpenuhi.
Mutu pelayanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan.

Anggaran BLUD belum mampu
memenuhi Seluruh kebutuhan logistik.

Kebutuhan obat dan BHP belum terpenuhi

Kapasitas dan kompetensi SDM belum
memenuhi standar.

Kualitas pelayanan pendidikan dan Pelatihan belum optimal

Biaya operasional rumah sakit belum
dapat dicover oleh pendapatan BLUD

Tarif biaya pelayanan kesehatan belum Kompetitif dengan rumah sakit swasta.

Sebagian besar pasien BPJS.

Keuangan rumah sakit BLUD dituntut untuk mandiri.
Semakin berkurangnya subsidi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan
masyarakat belum seluruhnya menyentuh
program HWW.

Cakupan promosi dan pemberdayaan masyarakat masih rendah.

Sarana dan prasarana pendukung
pelayanan yang belum optimal

Masih kurangnya kendaraan pendukung operasional.
Masih kurangnya ketersediaan alat-alat kantor.
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Akar Masalah

No. Masalah Pokok Masalah
1 2 3 4
Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja | -  Kualitas perencanaan belum optimal
rumah sakit belum optimal - Kualitas monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal.
5 Rumah Sakit Daerah Madani

Belum maksimalnya pelayanan
kesehatan rumah sakit

Belum terpenuhinya semua usulan usulan
dari unit unit pelayanan

Belum maksimal sarana dan prasarana rumah sakit
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2.2.2 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses
perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada
gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat
diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam jangka
panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar,
jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Penentuan
Isu - Isu Strategis berdasarkan hasil review dari permasalahan pelayanan perangkat
daerah, maka dapat didentifikasi isu-isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:
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Potensi Isu Strategis
Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD PD
Yang Isu KLHS Yang Relevan
No. Menjadi Permasalahan PD dengan PD
Kewenangan Global Nasional Regional
PD
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Dinas Menurut Badan Pusat Berdasarkan rilis Berita Resmi | 1. Pertumbuhan hidup 1. Kenaikan bertahap harapan |1. Lonjakan harapan hidup di Meningkatnya
Kesehatan Statistik (BPS) Sulawesi Statistik BPS Sulteng (15 panjang dan hidup nasional wilayah Angka
Tengah, angka harapan hidup | November 2024), pada dimensi melambatnya Data BPS menyebut angka Menurut BPS Sulawesi Harapan
saat lahir pada tahun 2024 umur panjang dan hidup sehat, peningkatan harapan hidup di Indonesia Tengah, bayi yang lahir pada Hidup

adalah 70,84 tahun,
meningkat sebesar 0,18 tahun
dibanding tahun sebelumnya
(70.66 tahun di 2023). Hal ini
menjadi salah satu dimensi
pembentuk Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM), yang mencapai 72,24
pada tahun 2024 dan berada
pada kategori tinggi serta
menempatkan Sulawesi
Tengah diurutan ke-6 di
kawasan Sulampapua.

bayi yang lahir pada tahun

2024 memiliki harapan hidup

hingga sekitar 70,84 tahun,

meningkat sekitar 0,18 tahun
dari tahun sebelumnya yaitu

tahun 2023 sebesarr 70,66

tahun. Dengan demikian, angka

harapan hidup di Sulawesi

Tengah menunjukkan tren

positif meskipun masih

tergolong sedang. Adapun isu

KLHS yang Relevan adalah :

1. Peningkatan Layanan
Kesehatan dan Akses
Masih terdapat disparitas
dalam akses layanan
kesehatan-baik kualitas
maupun distribusinya
terutama antara wilayah
perkotaan dan daerah
terpencil atau pesisir.

2. Gizi dan Konflik Gizi
Masih ada potensi tantangan
gizi buruk khususnya pada
ibu dan balita.

3. Lingkungan Hidup
Pendukung

Sejak abad ke-20, harapan
hidup global meningkat
drastis, namun kini
cenderung melambat
karena capaiannya
mendekati batas biologis,
khususnya di negara maju
(contoh: AS, Inggris)

2. Stagnasi atau penurunan

di beberapa negara maju
Negara seperti AS dan
Inggris mengalami stagnasi
atau bahkan penurunan
dalam harapan hidup
karena obesitas, polusi,
ketimpangan social dan
tekaanan psikososial.

Meskipun secara umum
harapan hidup meningkat,
beberapa negara maju justru
mengalami stagnasi atau
penurunan, hal ini
menunjukkan bahwa kualitas
hidup dan kebijakan public
sama pentingnya dengan
teknologi kesehatan.

N

pada 2024 mencapai 74,15

tahun, naik dari 73,93 tahun di

2023. Sementara data UN
meperkirakan 72,67 tahun
pada 2025.

. Peningkatan jangka
panjang sejak decade 1960-
an
Sejak 1960 (39-41 tahun),
harapan hidup Indonesia
meningkat sekitar 24 tahun
hingga mencapai 71 tahun
pada pertengahan 2010-an.

Faktor penghambat :

Penyakit menular dan tidak
menular ganda (double burden),
akses kesehatan terbatas di area
terpencil, ketidakseimbangan
imunisasi dan ketidakpercayaan
terhadap system kesehatan.

Pencapaian 74+ tahun
menunjukkan kemajuan, tapi
masih perlu focus pada wilayah
terpencil dan mengatasi

2024 diproyeksikan memiliki
harapan hidup 70,84 tahun,

naik dari 70,66 tahun di 2023.

2. Pencapaian Kota palu luar
biasa
Kota Palu mencatat harapan

hidup 73,71 tahun pada 2023,

mendekati angka nasional,
sekaligus menyokong IPM
tinggi sebesar 83,71.

3. Kesenjangan antar daerah

Perbedaan antara wilayah kota

(seperti Palu) dan daerah
lainnya mengindikasikan

ketimpangan akses kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur
sanitasi.

Pertumbuhan harapan hidup
positif, namun data
mengungkap adanya
ketimpangan kota-desa. focus
ke daerah seperti Palu penting,
tetapi soal penguatan system

kesehaatan daerah dan investasi

social tetap mendesak.
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Faktor lingkungan seperti
kualitas air, sanitasi, polusi,
penataan ruang dan risiko
bencana alam (misalnya
gempa bumi, banjir) turut
mempengaruhi tingkat
kesehatan masyarakat dan
berharap hidup.

4. Kesenjangan Wilayah

Angka harapan hidup yang
meningkat baik, tetapi
disparitas wilayah (urban vs
rural, dataran tinggi vs
pesisir) teta menjadi isu
strategis dalam KLHS.

panyakit kronis serta akses
pelayanan.

AKI merupakan indikator
kesejahteraan perempuan,
indikator kesejahteraan suatu
bangsa sekaligus
menggambarkan hasil capaian
pembangunan suatu negara.
Informasi tentang kematian
ibu akan sangat banyak
membantu mengembangkan
rencana untuk meningkatkan
kesehatan ibu, terutama
pelayanan kehamilan dan
persalinan yang aman,
rencana promosi jumlah
persalinan yang ditolong oleh
tenaga kesehatan, manajemen
sistem rujukan atasi
komplikasi kehamilan dan
kelahiran, dan nifas untuk
mengurangi angka kematian
ibu dan meningkatkan
kesehatan reproduksi.
Indonesia masih memiliki
beban masalah utama di
bidang Kesehatan yaitu
tingginya Angka Kematian

Angka Kematian 1bu (AKI) di
Provinsi Sulawesi Tengah
mengalami peningkatan pada
tahun 2021 dari 130/100.000
KH pada tahun 2020 menjadi
207/100.000 KH, cenderung
menurun pada tahun 2022-
2023, akan tetapi mengalami
peningkatan kembali pada tahun
2024 dengan AKI sebesar
119,9/100.000 KH dengan
jumlah kematian Ibu sebanyak
66 kasus.

AKI tidak saja dipengaruhi oleh
banyaknya kasus kematian Ibu
tapi juga dipengaruhi oleh
banyaknya anak yang lahir
dengan kondisi memiliki tanda-
tanda kehidupan atau
banyaknya perkiraan jumlah
bayi lahir hidup.

Jumlah kematian ibu tahun
2020-2024 berfluktuasi dengan
jumlah kematian Ibu terbanyak
pada tahun 2021 dengan 109
kasus, adapun jumlah kematian

1. Penurunan tajam
bantuan kesehatan akibat
krisis/pandemic
Pemotongan bantuan dapat
menyebabkan “efek seperti
pandemic” dan peningkatan
kematian ibu.

2. Perubahan iklim: panas
ekstrem, polusi udara
Panas ekstrem dan polusi
memicu risiko pre-
eklampsia, lahir premature
dan gangguan janin.

3. Ketidaksetaraan sistemik
Ketimpangan structural
memperparah dampak,
terutama di komunitas
rentan.

1. Tiga tingkat determinan
(proksi, intermediate,
kontekstual) seperti
pendidikan rendah, gizi
buruk, ANC kurang
Literatur menunjukkan
perdarahan, sepsis,
preeklampsia sebagai
penyebab utama; determinan
antara termasuk nutrisi
buruk, usia ekstrem, ANC
<4x, keterlambatan
menccarri layanan;
determinan kontekstual: ibu
bekerja, pendidikan rendah.

2. Akses ke layanan, kualitas
layanan, kemudahan
rujukan mempengaruhi
risiko kematian ibu.

Akses ke layanan, kualitas
layanan, kemudahan rujukan
mempengaruhi risiko
kematian ibu.

3. Infrastruktur layanan
kesehatan dan pembiayaan

Jumlah kematian ibu
berdasarkan Kab/Kota di
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab
dengan jumlah kematian
terbanyak yaitu Kab. Banggai,
Parigi Moutong dan Sigi
masing-masing dengan 9 kasus
dan disusul dengan Kab.
Morowali dan Donggala masing
masing 7 (tujuh) kasus.
Sedangkan Kab dengan jumlah
kematian terendah yaitu Kab.
Poso dan Banggai laut masing
masing 1(satu) kasus.

Masih adanya kasus kematian
ibu khususnya di 3 (tiga) Kab.
yang menjadi penyumbang
kematian terbanyak di akibatkan
masih adanya kasus kematian
yang diakibatkan oleh sebab
tiga terlambat yaitu terlambat
dalam mengambil keputusan,
terlambat mencapai fasilitas
pelayanan kesehatan, dan
terlambat untuk mendapatkan
penanganan.

Masih
tingginya
Angka
Kematian Ibu
(AKI)
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Ibu yang masih jauh dari
target global SDGs. Hasil
Long Form Survey Penduduk
(SP LF) tahun 2020
menunjukan AKI di Indonesia
189 /100.000 KH dan untuk
Provinsi Sulawesi Tengah
sebesar 264 / 100.000 KH.
Angka ini menunjukkan
bahwa AKI di Provinsi
Sulawesi Tengah masih lebih
tinggi dibandingkan AKI
Nasional.

dengan besaran terendah
terdapat pada tahun 2023
dengan 60 kasus, dan kemudian
kembali mengalami
peningkatan di tahun 2024 yaitu
sebanyak 66 kasus.

Tingginya kematian ibu terjadi
di tahun 2021, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain: (1) rendahnya
cakupan pelayanan antenatal
care (ANC), (2) hambatan
rujukan ibu hamil dengan
komplikasi, (3) adanya
kekhawatiran ibu hamil untuk
berkunjung ke fasilitas
pelayanan kesehatan sehingga
mengakibatkan keterlambatan
dalam pengambilan keputusan
untuk melakukan rujukan baik
pada masa persalinan dan nifas,
(4) Beberapa faktor juga
diakibatkan oleh adanya
pandemi COVID-19 yang
menjadi hambatan pemanfaatan
fasilitas pelayanan kesehatan.

Biaya kesehatan public vs
swasta mempengaruhi hasil-
pengeluaran pemerintah lebih
efektif

4. Factor gizi dan demografis

Penyebab kematian ibu yaitu
perdarahan dengan persentase
sebesar 27,28% disusul dengan
gangguan hipertensi dalam
kehamilan dengan persentase
sebesar 21,21% dan infeksi
dengan persentase sebesar
12,12% dan penyebab lain-lain
35%.

Jumlah kematian ibu
berdasarkan kelompok umur
tahun 2024 terbanyak pada usia
reproduksi, dimana usia < 20
tahun sebanyak 8,83 %, usia
antara 20 — 33 tahun sebanyak
64,7% dan usia lebih dari 33
tahun sebanyak 26,47%.
Faktor yang mempengaruhi
tingginya kematian ibu adalah
kehamilan, persalinan dan nifas
yang mengalami komplikasi dan
terlambat mendapatkan
pertolongan, sistem pelayanan
kesehatan primer / dasar (PKM
PONED) yang belum optimal
serta akses ke pelayanan
kesehatan sulit. Selain itu
kematian ibu juga belum
terlepas dari faktor 4 terlalu
yaitu kehamilan yang terlalu
muda (usia <20 tahun), usia
yang terlalu tua ( usia >35
tahun), jarak kehamilan yang
terlalu dekat (kurang dari 2
tahun), serta kehamilan yang
terlalu banyak (lebih dari 3
anak).

1. Prevalensi Stunting masih
tingg di atas rata-rata
nasional

1.Dampak Perubahan Iklim
terhadap Ketahanan PAngan
dan Gizi

1. Ketahanan Pangan dan
gizi tidak merata
e Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mencatat

1. Prevalensi stunting masih
tinggi secara nasional
o Berdasarkan data SSGI
2023, prevalensi stunting

1. Prevalensi stunting masih
di atass rata-rata nasional
Beberapa Kab/Kota di
Sulawesi Tengah memiliki

Masih
tingginya
Prevalensi
Stunting
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Pada tahun 2024,
prevalensi stunting di
Sulteng 26,1% masih di
atas rata-rata nasional yang
berada di 19,8%

. Target ambisius
turunkan Stunting ke
11%

Pemerintah provinsi
menargetkan penurunan ke
11%, di bawah target
nasional sebesar 14%. Hal
ini membutuhkan sinergi
kuat antar OPD dan
pemangku kepentingan
untuk mewujudan target
tersebut.

. Keterbatasan Koordinasi
dan Konvergensi
Program

Banyak OPD yang terlibat,
namu perlu sinergi yang
lebih kuat.

. Keterbatasan Digitalisasi
dan Integrasi Data

Dinas P2KB menginisiasi
digitalisasi melalui
dashboard stunting dengan
integrasi data
kependudukan. Namun,
implementasi teknis dan
pemanfaatannya masih
menjadi tantangan untuk
efektivitas intervensi.

. Kapasitas SDM Desa dan
Kader Posyandu masih
perlu ditingkatkan
Dibutuhkan peningkatan
kualitas kader dan
awareness desa.

2.Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Ketahanan pangan

3.Ketersediaan dan Akses
terhadap air bersih dan sanitasi

4.Pengelolaan Sampah dan
Pencemaran Lingkungan

5.Sanitasi dan Kebersihan
Lingkungan untuk mencegah
penyakit

6.Partisipasi masyarakat dan
penguatan kapasitas local

7.Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan yang
Mendukung Kesehatan Ibu dan
Anak

8.Pendidikan Lingkungan Hidup
dan Gizi

KLHS terkait stunting di
Sulawesi Tengah pada tahun
2025 akan berfokus pada
bagaimana kebijakan
pembangunan yang
berkelanjutan dapat
mempengaruhi fakto-faktor
lingkungan yang mendukung
peningkatann gizi anak. ini
meliputi aspek ketahanan
pangan, akses terhadap air
bersih dan sanitasi, pengelolaan
sumber daya alam serta peran
pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan
stunting. kajian ini akan
memberikan rekomendasi
penting bagi perangkat daerah
dalam merancang kebijakan
yang lebih efektif untuk
menanggulangi stunting di masa
depan.

bahwa hamper 1 dari 4
anak balita di dunia
mengalami stunting.

o Ketidaksetaraan akses
terhadap makanan
bergizi, kemiskinan
ekstrem dan perubahan
iklim menjadi factor
global yang berkontribusi

. Perubahan iklim dan

krisi pangan

¢ Perubahan pola cuaca
mempengaruhi
produktivitas pertanian
dan ketersediaan pangan.

e ini berdampak langsung
terhadap asupan gizi
anak-anak, terutama di
negara berkembang.

. Pandemi dan konflik

global

e Pandemi Covid-19 dan
konflik menyebabkan
disrupsi rantai pasok
pangan di dunia,
mempengaruhi
ketersediaan dan harga
pangan bergizi

nasional masih berada di
sekitar 21-22%, jauh dari
target RPJMN 2020-2024
yaitu 14% pada 2024.

o Ketimpangan antarwilayah
masih tinggi; beberapa
provinsi bahkan di atas
30%.

. Masalah multisector dan

koordinasi lintas instansi
Penanganan stuntuing
melibatkan banyak sector
(kesehatan, pendidikan,
sanitasi, pangan), namun
masih ditemukan koordinasi
yang lemah di tingkat pusat
dan daerah.

. Akses pelayanan dasar

yang belum merata

Air bersih, sanitasi,layanan
kesehatan ibu dan anak
belum sepenuhnya tersedia di
daerah 3T (tertinggal,
terdepan, terluar).

. Tantangan perilaku dan

budaya

Praktik pemberian makan
bayi dan anak yang tidak
sesuai, serta rendahnya
kesadaran gizi keluarga,
memperparah kondisi.

angka stunting di atass 25%.
Data terakhir menunjukkan
beberapa daerah seperti Sigi
dan Parigi Moutong termasuk
yang masih merah.

. Keterbetasan infrastruktur

dan SDM kesehatan

¢ Banyak wilayah pedesaan
dan terpencil mengalami
keterbatasan tenaga medis,
gizi dan penyuluh.

e Pelayanan posyandu belum
optimal dandata gizi belum
terintegrasi.

. Perubahan Iklim dan

Bencana Alam

Daerah seperti Palu dan
Donggala masih dalam
pemulihan pasca bencana
gempa dan tsunami 2018. Hal
ini berdampak pada kondisi
ekonomi dan akses kesehatan
masyarakat.

. Ketergantungan pada

pangan local tanpa
fortifikasi

Konsumsi pangan local
tinggi, namun kurang
beragam dan tidak
difortifikasi, menyebabkan
kuran gizi mikro (zat besi,
zink, vit A, dsb)
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6. Masih tingginya angka
penikahan dini
Factor pernikahan di bawah
umur (15-19 tahun) masih
tinggi dapat berkontribusi
terhadap risiko stunting dan
menjadi hambatan social
yang perlu di atasi bersama
perangkat daerah.

Sulawesi Tengah mendapat
estimasi insiden sebanyak
10.084 tahun 2024
berdasarkan perhitungan
beban TBC Tingkat nasional.
Capaian indikator utama
program TBC Provinsi
Sulawesi Tengah tahun 2024
seperti indikator penemuan
dan pengobatan pada TBC
Sensitif Obat (SO) maupun
TBC Resistan Obat (RO)
belum mencapai target
nasional Data per 20 Maret
2025 menunjukkan bahwa
capaian cakupan penemuan
kasus TBC sebesar 87 % dari
target 90%, persentase pasien
TBC SO memulai pengobatan
sebesar 93% dari target 100%,
persentase pasien TBC RO
memulai pengobatan sebesar
79% dari target 94%, serta
angka keberhasilan
pengobatan pasien TBC SO
sebesar 84% dari target 90%
dan angka keberhasilan
pengobatan pasien TBC RO
sebesar 49% dari target 80%.
Capaian indeks kasus yang
telah dilakukan Investigasi
Kontak (IK) sebesar 48% dari

Meskipun kajian lingkungan
hidup strategis
(KLHSAMDAL) secara
spesifik terkait TBC belum
ditemukan di sumber-sumber
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah, terdapat beberapa
aspek lingkungan penting yang
sebaiknya masuk dalam
kerangka kajian sebagai
lingkungan hidup startegis:
a. Lingkungan Fisik Perumahan
dan Sanitasi
Studi di Indonesia
menunjukkan hubungan kuat
antara kondisi fisik rumah
(ventilasi buruk, kepadatan
hunian, sanitasi yang buruk)
dengan risiko penularan dan
kejadian TBC. Di wilayah
seperti Palu atau daerah
rawan bencana alam, kondisi
ini semakin rentan.
b. Akses Air Bersih dan
Sanitasi Baseline
Meskipun belum langsung
berhubungan dengan TBC,
temuan di Kabupaten
Banggai Kepulauan
menunjukkan kualitas air
yang buruk (tingginya
kontaminan mikrobiologis)

Menurut Global
Tuberculosis Report 2024,
terdapat sekitar 10,8 juta
kasus TBC di seluruh dunia
pada tahun 2023 dengan 1
juta kematian.

Menurut WHO dan studi

internasional :

a. Cakupan Pengobatan
Global (TB termasuk yang
sensitive obat):

Diperkirakan cakupan
pengobatan global pada
tahun 2022 adalah sekitar
75% dengan tingkat
keberhasilan pengobatan
sekitar 88%.

b. Kasus TBC Resiten Obat

(MDR/RR-TB):

e Dari perkiraan 400.000
kasus (MDR/RR-TB)
pada 2023, hanya sekitar

44% yang menerima
pengobatan.

dari pasien yang dirawat,

hanya 68% yang berhasil

sembuh.

c. Penemuan dan Perawatan:
Pada tahun 2023, sebanyak
8,2 juta orang mengakses
pelayanan TB (angka

Hingga Maret 2025,
Kementerian Kesehatan
melaporkan telah mendeteksi
889 ribu kasus TBC, yatu 81%
dari target pendeteksian 1,09
juta kasus untuk tahun 2024.
Untuk TBC sensitive obat
(TBSO), cakupan pengobatan
mencapai 84%, sedangkan
untuk TBC resisten obat
(TBRO/MDR-TB) hanya
sekitar 58%.

Target nasional adalah
mencapai > 90 % untuk
cakupan pengobatan dan > 90%
keberhasilan pengobatan
(treatment success rate)

Penjabaran ini menunjukkan
bahwa Indonesia masih belum
mencapai cakupan pengobatan
sesuai standar terutama untuk
TBSO 84% masih di bawah
target >90% dan secara
siginifikan rendah untuk TBRO
58% hal ini menunjukkan
masih di bawah target nasional
>80%.

Selain itu, masih ada tantangan
dalam system pelaporan dan
deteksi menunjukkan sekitar
16% kasus tidak terlaporkan

Data Provinsi Sulawesi
Tengah per 2024
menunjukkan:

 Cakupan pengobatan
(treatment coverage): 87%
dari target 90%

« Keberhasilan pengobatan
(success rate): 87% dari
target 90%.

+ Pemberian Terapi
Pencegahan TB (TPT) hanya
14% jauh di bawah target
68%.

Sebagai respons, Pemerintah
Provinsi membentuk Tim
Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis (TP2TBC) dan
Koalisi Organisasi Profesi
Penanggulangan TBC (2024-
2026) untuk memperkuat
koordinasi lintas sector, deteksi
kasus, pengobatan, edukasi serta
pemantauan dan evaluasi
program.

Penderita TBC
100%
mendapat
pengobatan
sesuai standar
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target 90%, serta pemberian
Terapi Pencegahan
Tuberkulosis (TPT) pada
kontak serumah sebesar 13%
dari target 58%.

dapat menjadikan indicator
lingkungan fisik yang
mempengaruhi kesehatan
masyarakat secara
keseluruhan, termassuk
imunitas terhadap TBC.

¢. Pemulihan Pasca Bencana
dan Tata Ruang

Sulawesi Tengah, khususnya

Palu dan sekitarnya, rentan
terhadap gempa dan
likuifaksi. Pemulihan
lingkungan dan penataan
kembali permukiman yang

inklusif kesehatan (ventilasi,

ruang terbuka, sanitasi
memadai) sangat penting
bagi pencehgahan TBC.
Adapun RTRW Sulawesi
Tengah (2023-2042)
mencakup arah penataan
ruang, konservasi ruang
terbukadan mitigasi risiko
bencana, yang dapat
mendukung strategi
pencegahan lingkungan
terhadap penyakit menular.

tertinggi sepanjang
pengamatan global) namun
masih ada sekitar 2,7 juta
orang dengan TB yang
belum terdiagnosis atau
tidak dilaporkan. (WHO’s
Global TB Report -
StopTB Partnership, 2024)

Jadi, meskipun perbaikan
terjadi, angka 100%
pengobatan standar secara
global belum tercapai.

dan 14% tidak terdiagnosis
pada tahun 2023.

Situasi dan Angka Prevalensi
Per 2024-2025)

Prevalensi di bawah 1% secara
keseluruhan:

Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah melaporkan
bahwa prevalensi penyakit
schistosomiasis telah turun di
bawah ambang 1%, sekitar
0,4 % secara umum. Bahkan,
beberapa desa di Lembah
Bada mencapai 0% kasus
positif.

Isu KLHS Strategis Relevansi
dengan Penanganan
Schistosomiasis sebagai
berikut:

Ketahanan ekosistem & jasa
ekosistem:

Pengendalian keong perantara
(Oncomelania hupensis) lewat
modifikasi lingkungan,
pemasangan plastik hitam,
moluskisida, dan pengelolaan
air irigasi perlu
mempertimbangkan dampak
terhadap ekosistem lokal,

Pengembangan lahan basah
dan keterkaitan ekologis
Lahan basah adalah habitat
utama bagi keong perantara.
Faktor seperti suhu,
kelembapan, pencahayaan,
kekeruhan air, kadar oksigen
terlarut (DO), logam berat,
dan mineral seperti kalsium
memengaruhi kelangsungan
hidup keong serta potensi
penularan schistosomiasis.
Pengaruh pembangunan
irigasi dan bendungan

WASH (air, sanitasi, dan
kebersihan)

Akses terhadap air bersih dan
sanitasi yang memadai telah

terbukti membantu menurunkan

infeksi schistosomiasis—

pendekatan ini menjadi strategi

penting dalam intervensi
nasional (Wikipedia).

Kontribusi hewan domestik
sebagai reservoir zoonotik
Studi di Sulawesi Tengah
(Lindu Subdistrict)

Faktor lingkungan spesifik
habitat keong

Studi tahun 2024
mengidentifikasi faktor-faktor
abiotic seperti nutrien (fosfor
dan nitrogen), salinitas air, dan
predator alami sebagai penentu
keberadaan keong Oncomelania
hupensis lindoensis di berbagai
tipe habitat (seepage, parit,
kolam). Salinitas khususnya
berkorelasi positif dengan
densitas keong di habitat parit
(p<0,05).

Prevalensi
Schistosomiasis
tidak tercapai
0% karena
sumber
penularan dan
vektor belum 0
%.
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Survei tinja tahun 2024:

> Total 17.120 sampel
dianalisis, dengan 81 orang
positif (£0,47%).

b Di Napu & Besoa (Kab.
Poso): 70 orang positif dari

¢ Di 6 desa di Puskesmas
Lengkeka: tidak ditemukan
kasus positif (0%).

¢ Di 5 desa di Lindu (Kab.
Sigi): 11 kasus positif dari
82,24% target (+0.39%).

Perkembangan tren historis:
b Prevalensi menurun drastis
hingga sekitar 0,1% pada
2019 setelah intervensi
massal (MDA) obat
praziquantel.

Terjadi kenaikan pada 2021—
2022 hingga 1,45%, terkait
shift perhatian akibat
pandemi COVID-19.

Pada 2023, angka turun
kembali menjadi 0,96%, dan
kemudian sekitar 0,4% per
2025.

80,75% target tinja (x0,56%).

keanekaragaman hayati, dan
layanan lingkungan.

Efisiensi pemanfaatan sumber
daya alam:

Metode fisik atau kimia untuk
membasmi keong harus
seimbang antara efektifitas
pengendalian dengan hemat
sumber daya dan minim
dampak ekologis.

Daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup:
Intervensi seperti modifikasi
habitat keong harus disesuaikan
dengan batas daya dukung
lahan, air, dan lingkungan
sekitar—terutama lahan
pertanian, perkebunan dan
saluran air masyarakat.

Risiko kesehatan dan
keselamatan manusia:
Kegiatan semprot moluskisida
atau manipulasi lingkungan
memiliki risiko terhadap
kesehatan warga (misal paparan
bahan kimia pencemar air) serta
keselamatan ekosistem jaringan
pertanian dan perikanan lokal.
Kerentanan sosial &
partisipasi masyarakat:
Tingkat partisipasi masyarakat,
terutama akses terhadap
pengobatan massal atau
keterlibatan budaya (tokoh
adat/agama), sangat
memengaruhi efektifitas
eliminasi penyakit. KLHS harus
mengidentifikasi kelompok
rentan dan memformulasikan
strategi inklusif.

Penanganan lintas sektor:

Konstruksi besar seperti
bendungan dan sistem irigasi
seringkali meningkatkan
kejadian schistosomiasis
karena menciptakan kondisi
ideal bagi populasi keong,
terutama dengan menurunnya
predator alami seperti udang
prawn.

Siklus kemiskinan—penyakit
dan vegetasi akuatik

Studi dari Senegal
menunjukkan bahwa
penghilangan vegetasi air
yang menjadi habitat keong,
sekaligus penggunaannya
sebagai kompos, dapat
menurunkan prevalensi
schistosomiasis dan
meningkatkan produktivitas
pertanian dan pendapatan
masyarakat.

menunjukkan bahwa sapi,
kerbau, dan kuda merupakan
sumber utama kontaminasi telur
Schistosoma ke lingkungan—
dengan sapi gorong-gorong dan
kerbau paling dominan. Tingkat
infeksi hewan di wilayah
tersebut cukup tinggi: sapi

(61.5 %), kerbau (42.3 %), kuda
(25 %), babi (35.6 %), anjing
(12.5 %). Praktik pemeliharaan
hewan (misalnya babi dilepas)
juga meningkatkan risiko
infeksi.

Perubahan pola spasial pusat
penularan (hotspots)

Analisis spasial menemukan
bahwa jumlah “hot spots” (area
dengan kasus tinggi dan
densitas keong tinggi)
meningkat antara 2017 hingga
2021, sementara “cold spots”
menurun signifikannya
(penurunan 53.91 % menjadi

0 %), menunjukkan pergeseran
areal risiko, termasuk di lahan
terdekat permukiman, kebun
kakao, sawah, dan lahan
terbengkalai.

Modifikasi lingkungan lokal
Strategi pengendalian keong
seperti penggunaan metode
mekanis dan kimia, serta
transformasi habitat menjadi
sawah atau kolam ikan, terbukti
efektif jika diterapkan tepat dan
intensif.
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Karena schistosomiasis
memerlukan intervensi di sektor
kesehatan, pertanian,
lingkungan, dan peternakan,
KLHS harus memastikan
integrasi antarsektor dalam
program penanganan di level
daerah.

Alternatif & rekomendasi
perbaikan program:

KLHS mendorong formulasi
opsi intervensi alternatif (karena
bersifat evaluatif dan iteratif),
misalnya membandingkan
efektivitas metode fisik, kimia,
dan sosial-budaya dalam
pengendalian keong, serta
memilih kombinasi yang paling
berkelanjutan.

Data Kepesertaan Aktif
[Terganggu oleh Status
Nonaktif & Penunggakan

o Hingga Desember 2023, total
peserta aktif sebanyak
2.560.005 jiwa (81,96 %) dari
keseluruhan “terlindungi”
sebanyak 3.144.209 jiwa.
Namun, terjadi penunggakan
iuran oleh sekitar 165.880
jiwa (5 %), serta sebanyak
418.324 jiwa (13 %) peserta
yang berstatus
nonaktif/mutase.

o Hingga Juni 2024, tercatat
1,6 juta peserta aktif

(79,90 %), sementara sekitar
124.289 peserta (6,7 %)
menunggak iuran -
penunggak terbesar terdapat
di Kota Palu (36.962
peserta). Terdapat sekitar

Kesetaraan Akses &
Pembangunan Inklusif
KLHS mendukung prinsip
pembangunan inklusif yang
memastikan tidak ada kelompok
masyarakat yang tertinggal.
Program JKN harus diperkuat
supaya mencapai seluruh
lapisan masyarakat, khususnya
kelompok marginal (PBPU,
lansia, masyarakat kurang
beruntung).

Tata Kelola Data &
Koordinasi Antar-Sektor
KLHS menekankan penataan
integratif antar pemangku
kepentingan dan sektor—yang
penting untuk sinkronisasi data
peserta JKN, validasi PBI, serta
reaktivasi peserta nonaktif. Ini
sejalan dengan peran KLHS
dalam memastikan reformasi

Dampak Perubahan Iklim
dan Risiko Asuransi
Kesehatan

Perubahan iklim sebagai
risiko kesehatan yang
signifikan

Ekstremnya peristiwa cuaca
seperti gelombang panas,
kebakaran hutan, banjir dapat
meningkatkan kasus penyakit
pernapasan, kardiovaskular,
dan kesehatan mental. Hal ini
dapat berdampak pada
asuransi kesehatan, yang
mungkin menarik kembali
layanan di wilayah berisiko
tinggi, membatasi akses
masyarakat terhadap jaminan
kesehatan.

Fasilitas kesehatan yang
tahan iklim (climate-
resilient health facilities)

Tantangan Lingkungan dan
Ketahanan Sistem JKN
Perubahan iklim dan ketahanan
sistem kesehatan

Indonesia menghadapi risiko
perubahan iklim berupa banjir,
kekeringan, dan kerentanan
wilayah pesisir. Perencanaan
kesehatan nasional kini mulai
mengintegrasikan adaptasi iklim
melalui RPJMN 2025-2029 dan
RAN-API, menyasar mitigasi
dampak iklim terhadap layanan
kesehatan—strategi relevan
untuk menjaga keaktifan peserta
JKN di wilayah terdampak.
Pencemaran udara, sanitasi,
dan dampaknya pada
permintaan layanan

Polusi udara (misalnya kabut
asap dan emisi industri) dan
Krisis sanitasi meningkatkan

Lingkungan Lokal dan Akses
JKN

Infrastruktur kesehatan di
daerah rawan iklim
Infrastruktur kesehatan di
Sulawesi Tengah terutama di
daerah terpencil atau rentan
bencana perlu adaptasi agar
tetap fungsional selama
bencana, seperti banjir atau
badai, agar layanan JKN tidak
terganggu.

Mobilisasi penduduk daerah
tertentu

Meski bukan isu lingkungan
langsung, mobilitas tinggi
penduduk, misalnya pekerja
migran dari daerah endemis
dapat memperparah dinamika
cakupan aktif JKN, mirip
tantangan pada program
eliminasi malaria di Sulteng.

Cakupan
Kepesertaan
Aktif dalam
Jaminan
Kesehatan
Nasional 100%

138




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

15.841 warga (= 0,76 %)
yang belum terakomodasi
dalam program JKN.

o Per Agustus 2024 Total
penduduk Sulteng: 3.154.499
jiwa. Peserta aktif JKN:
2.610.026 jiwa, atau 82,74 %,
sehingga Provinsi berhasil
meraih Penghargaan UHC
(Universal Health Coverage)
kategori utama.

o Per Mei—Juni 2025, Jumlah
peserta aktif meningkat
menjadi 2.718.298 jiwa, atau
84,43 % dari total penduduk.
Namun, masih terdapat
173.841 peserta menunggak
iuran.

Terjadi peningkatan
bertahap dalam persentase
peserta aktif JKN di Sulawesi
[Tengah, dari bawah 80 % pada
pertengahan 2024 hingga
Imendekati 85 % pada
pertengahan 2025.

Meskipun cakupan peserta
aktif mendekati 85 %,
Sulawesi Tengah masih perlu
Imendekati target ideal > 90 %
untuk akses layanan kesehatan
Lniversal sepenuhnya.

Tantangan utama yang masih

perlu difokuskan:

e Penanganan tunggakan iuran
sebanyak 173.841 peserta.

o Aktivasi kembali peserta
nonaktif, terutama dari
segmen mandiri atau PBPU.

data dan program bersifat
partisipatif dan lintas sector.
Pembangunan Berbasis Bukti
dan Alternatif Strategis
KLHS menganalisis berbagai
alternatif kebijakan—fungsi
penting untuk merancang
strategi meningkatkan keaktifan
peserta JKN, menilai skenario
seperti cost-sharing, edukasi
peserta, atau digitalisasi layanan
sehat secara lingkungan dan
social.

Ketahanan Sistem terhadap
Tekanan Lingkungan dan
Sosial

Sulteng menghadapi tantangan
demografis, geografi, dan
layanan infrastruktur kesehatan.
KLHS menyediakan kerangka
untuk mempertimbangkan
faktor-faktor ini dalam rencana
memperluas cakupan JKN
secara berkelanjutan dan
tangguh.

Partisipasi Publik dan
Transparansi

Dengan KLHS, proses
perencanaan dan implementasi
mencakup pendekatan
partisipatif—mencakup
masyarakat, pemangku
kebijakan, dan BPJS agar
program JKN terbentuk dengan
akuntabel dan responsif
kebutuhan local.

WHO mendorong
pengembangan fasilitas
kesehatan ramah lingkungan
dan tahan terhadap perubahan
iklim melalui integrasi energi
terbarukan, pengelolaan
limbah, dan infrastruktur
adaptif dan krusial agar akses
layanan tetap tersedia secara
berkelanjutan.

beban penyakit, khususnya
infeksi pernapasan dapat
meningkatkan tekanan terhadap
sistem JKN serta potensi
tunggakan iuran karena
meningkatnya biaya perawatan.
Sistem monitoring seperti
integrasi data kualitas udara ke
aplikasi SATUSEHAT juga
telah diperkenalkan dan mulai
diterapkan.

Implikasi untuk Perangkat

Daerah

¢ Rencanakan infrastruktur
kesehatan yang tahan iklim.
Memastikan puskesmas dan
fasilitas layanan tetap
operasional saat bencana dan
perubahan iklim.

e Tingkatkan monitoring
lingkungan dan integrasi
data
Integrasikan data kualitas
udara dan bencana ke dalam
sistem pemantauan kesehatan
(misalnya SATUSEHAT),
untuk antisipasi kenaikan
kasus dan potensi pressure
biaya JKN.

e Cek ulang cakupan di
daerah rawan
Fokus pada daerah dengan
lingkungan terdampak—baik
fisik maupun mobilitas
tinggi—untuk mencegah
penurunan keaktifan peserta.

¢ Bangun strategi adaptif di
JKN
Pertimbangkan skema
dukungan khusus (misalnya
co-payment darurat, paket
mobile enrollment) saat
terjadi bencana.
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BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan
organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian,
penentuan tujuan Renstra PD fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan
kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik,
rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sebagai upaya dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis,
tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus upaya mendukung untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi. Visi Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029 yakni “Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah
Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029” dengan
Misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan
dasar dan penyediaan lapangan kerja.

2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

3. Mewjudkan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan
berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.

4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta kemanan
daerah yang tanggung berlandaskan nilai religious dan kearifan local.

Keterkaitan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Misi Provinsi
Sulawesi Tengah adalah yang mengacu pada Misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Masyarakat
sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan
lapangan kerja.”
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Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun
sebagai bentuk review terhadap sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu
“Mewujudkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang sehat dan cerdas.”
Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
adalah “Meningkatnya kualitas derajat Kesehatan Masyarakat.” Berikut konsep
Renstra PD dapat dilihat pada gambar beikut :

Gambar 3 1 Konsep Renstra PD

SASARAN ARAHKEBUAKAN [ |suSTRATEGIS
T NSPK RPJMD | Q Masalah
d Lingkungan dinamis
o G, [ J Potens:
f S Operasioral
Memperhat& an v
-1 Rangkaian kerja
TUJUAN . ARAH vang merupakan
Rshcapt KEBUAKAN operasionalisasi
NSPX
Cascoding
Serasifeelaras
SASARAN imis STRATEG! Mempertimbangkan
< Tahapan
Cascodng O Fokus

{0 PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD

OUTCORME 22200y QUTPUIT - vsiisaicsisssiisssssisossvssasiniinsnsmeisiad
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Gambar 3 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam
pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama
Periode 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | Baseline TARGET TAHUNAN Ket.
RPJMD YANG 2024
RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12
NSPK : UU Kesehatan
No.17 tahun 2023,
Peraturan Gubernur
No.6 Tahun 2024
Mewujudkan kualitas Meningkatnya Usia Harapan Tahun 70.84 7164 | 71.96 | 72.27 | 72.59 | 72.96 | 73.22
manusia Provinsi kualitas derajat Hidup
Sulawesi Tengah yang kesehatan
sehat masyarakat
Menurunnya Angka Kematian Ibu Angka 264 176 161 146 131 116 101
angka kematian | (per 100.000
ibu kelahiran hidup)
Menurunnya Prevalensi Stunting % 26.1 249 | 225 | 212 | 198 | 185 | 179
prevalensi (Pendek dan Sangat
stunting Pendek) pada balita
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3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM

MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029
Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025 — 2029 merupakan

manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Prioritas
pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah
yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat
menjadi daya ungkit RPJIMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan.
Strategi prioritas pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan terdiri
dari 3 strategi utama pembangunan nasional (Trisula RPJIMN 2025-2029) yaitu penurunan
kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan. Khusus untuk kesehatan ada pada Strategi Peningkatan Indeks Modal
Manusia (IMM) yaitu :
1. Pencegahan stunting terutama pada 1000 HPK;
2. Pencegahan dan deteksi dini penyakit serta pembudayaan hidup sehat;

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

3.2.1 Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan daerah menempati posisi strategis sebagai penghubung
antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dengan strategi serta program kerja
daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-
langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,
penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi
lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi Dinas Kesehatan
disusun dengan menyelaraskannya dengan strategi pencapaian sasaran pembangunan
jangka menengah daerah. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas
pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah.
Pentahapan pembangunan Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 3 . 2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

STRATEGI

Tahap | (2026)

Tahap |1 (2027)

Tahap 111 (2028)

Tahap 1V (2029)

Tahap V (2030)

Tujuan: Mewujudkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah yang berdaya saing

Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Promosikan perilaku
hidup sehat dan
lingkungan sehat

Pelatihan tenaga medis
dan penguatan sistem
informasi kesehatan

Implementasi layanan
kesehatan digital
(telemedisin) di daerah
minim SDM

Implementasi layanan
kesehatan digital (telemedisin)
di daerah minim SDM,;
Penguatan layanan kesehatan
primer,rujukan dan lansia

Replikasi sistem
layanan digital ke
seluruh
kabupaten/kota

Pemetaan wilayah
prioritas AKI dan
Stunting, penguatan
posyandu, distribusi

Peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan dalam
layanan PONED dan

Pemenuhan sarpras PONED
dan PONEK; Perluasan
cakupan laynaan dan
kunjungan rumah

Perluasan cakupan laynaan
dan kunjungan rumah

Integrasi layanan
kesehatan ibu-
anak dalam sistem
layanan dasar

suplemen gizi cakupan PMT; desa
Pemenuhan sarpras
PONED dan PONEK
Penyusunan pedoman Penguatan deteksi dini | Perluasan deteksi dini dan Perluasan deteksi dini dan Integrasi
skrining PTM dan dan layanan layanan penanganan PTM layanan penanganan PTM di pengendalian
edukasi gaya hidup penanganan PTM di di Puskesmas;Skrining Puskesmas;Skrining PTM PTM ke dalam

yang sehat, Puskesmas; Skrining PTM dasar di posyandu, dasar di posyandu, sekolah dan | layanan primer
penyediaan alat PTM dasar di sekolah dan tempat tempat kerja;Skrining PTM dan pendidikan
diagnostik posyandu, sekolah dan | kerja;Skrining PTM dasar dasar di posyandu, sekolah dan | masyarakat
tempat kerja; di posyandu, sekolah dan tempat kerja
pengembangan sistem | tempat kerja
rujukkan PTM
Analisis situasi Kasus Memperluas skrining Memperluas skrining TBC Memperluas skrining TBC Memperkuat

TBC, Pembuatan
Rencana Aksi Daerah
TBC, Melaksanakan
intensifikasi skrining
TBC (program CKG
/1LP) dan penemuan
aktif TBC melalui
Investigasi Kontak

TBC (program CKG
/ILP) dan penemuan
aktif TBC melalui
Investigasi Kontak,
perluasan fasyankes
klinik pemerintah dan
swasta dalam tata
laksana TBC.

(program CKG /ILP) dan
peningkatan penemuan aktif
TBC melalui Investigasi
Kontak terintegrasi TPT,
Memastikan kualitas
layanan TB Resisten Obat
melalui audit Klinis,
perluasan fasyankes klinik
pemerintah dan swasta
dalam tata laksana TBC,
memeprkuat jejaring
layanan TBC di Fasyankes
baik internal maupun
eksterbal, memperkuat
surveilans TBC di SITB
melalui validasi data
fasyankes pelaksanaan
labkes provinsi menjadi lab
kultur

(program CKG /ILP) dan
peningkatan penemuan aktif
TBC melalui Investigasi
Kontak terintegrasi TPT,
Audit klinis TB Resisten Obat
secara rutin , Perluasan
Pemberian Terapi Pencegahan
Tuberkulosis pada kontak
serumah pasien bakteriologis
dan klinis, perluasan fasyankes
klinik pemerintah dan swasta
dalam tata laksana TBC,
memperkuat jejaring layanan
TBC di Fasyankes baik
internal maupun eksterbal,
memperkuat surveilans TBC
di SITB melalui validasi data
fasyankes

jejaring layanan
TBC di Fasyankes
baik internal
maupun eksterbal,
memperkuat
surveilans TBC di
SITB melalui
validasi data
fasyankes
pengembangan
labkes provinsi
menjadi lab kultur
dan uji kepekaan

Pemetaan area risiko
schistomiasis

Peningkatan promosi
kesehatan dan
perubahan perilaku
masyarakat;Penguatan
surveilans
schistosomiasis;
Pengobatan massal di
desa endemis

Peningkatan promosi
kesehatan dan perubahan
perilaku
masyarakat;Penguatan
surveilans schistosomiasis;
Pengobatan massal di desa
endemis

Peningkatan promosi
kesehatan dan perubahan
perilaku
masyarakat;Penguatan
surveilans schistosomiasis;
Pengobatan massal di desa
endemis

Penguatan kerja
sama lintas sektor
(KLHK, BKSDA,
pertanian,
pendidikan,
pemerintah desa)

Peningkatan
sosialisasi dan edukasi
manfaat JKN kepada
masyarakat

Penguatan pembiayaan
JKN bagi penduduk
miskin dan rentan
melalui APBD
(Jamkesda)

Optimalisasi integrasi
pendataan DTKS dengan
BPJS kesehatan

Optimalisasi integrasi
pendataan DTKS dengan BPJS
kesehatan

Penguatan
kolaborasi dengan
BPJS Kesehatan
dan Dinsos untuk
validasi data

Penyediaan dan
peningkatan
sarana,prasarana,fasilit
as kesehatan, dan
sumber daya
kesehatan

Penyediaan dan
peningkatan
sarana,prasarana,fasilit
as kesehatan, dan
sumber daya kesehatan

Penyediaan dan
peningkatan
sarana,prasarana,fasilitas
kesehatan, dan sumber daya
kesehatan

Penyediaan dan peningkatan
sarana,prasarana,fasilitas
kesehatan, dan sumber daya
kesehatan

Penyediaan dan
peningkatan
sarana,prasarana, f
asilitas kesehatan,
dan sumber daya
kesehatan
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Tabel 3 . 3 Penahapan Renstra RSUD Undata Tahun 2025-2029

Tahap/ Tabun | Tahap 1/Tabun 2028 | Tahap I/ Tabun 2026 | Tahap I/ Takon 2027 | Tahap IV, Tahun 2038 | Tahap V/Tabun 1019
Tahap Penguatan Tahap Ekspansi . Tahap Pematangan &
Folus Utama | Tahap Konsolidasi Dazar Lavanan & Tata Layanan Unggulan & T;hnp h:teEIRa;' ;& Pencapaian Target
Kelols SDM engntan et Renstra
Pembukaan lzyanan Mem n
(Optimalisa=i BOR ungzulan tambahan BOR =71% dan Ineditas Par
Pemenuhan SPM & INM 68%. {urology, bedah mmima] SPM/INM 100%. (285 Wﬂl
sebagal standar mutu mvasif). -
layanan Panzembangan lzyanan :
’ Implementasipenuh | Perhyasan telemedicine di | BOR >72% dan IKM
unggulan pertama :
(atmng okolg). | L di;ﬁ medis | kabupatenkot jejring. =85%.
.’I l'l > n""
Implemenfastawal SIMRS | Infegrast SIMRS dengan | 17y 1 elomedicine | Diversiflasipendapatan | Cv 2100 % 420
{pendaftaran online, anfrean | layanan klmik, farmasi tark fota BETS -14% pendapatan non-BPJS
disit]). dan laboratorim ar kabupaten'ko non-BETS 14%. =15%
Prioritas Panerapan Pemh Pemngkatan formasi | Simulast HDSP eksternal | Telemedieme & SIMRS
Pembangunan sistem keuangan e- ASN/PPPE untuk bersama terntegrasi pemih (smart
Tahunan BLUD kurangi tenaga kontrak. | BPBD/Dinkes/TNI Paln. hospital).
Implemetas: Awal sistem Perencanazn
kenangzzn e-BLUD pembangunzn sarana
dan prasarana rumah TRM pasien ~63% Penambahan subspesiahs | HDSP ditetapkan sebagal
sakit sesuai standar PEERZSM | basemaikebutuban | standarprovinsi
TEN-ERIS secara
berkelanmutan
= -
P&u}mumn & u m.:ba Panerapan Cost Minima] 5 penehtian Peningkatan penelifian 7% tmga kﬁlahata.u
internal Hospital Diraster v ot s berbasis nels inis & publikasi dmal tersertifikasi &
Plan (HDSP). AcConimg sytem S peRyanaL PUbEEL subspesialis lengkap.
. - Pembangunan Sarana Ekspan=1 program RSUD berfimgsi sshazar
Bekrutmen tenaga kesehatan PEL@ & E;hdﬁ:m dan parasaran rumszh pengabdian masyarkat pusat pendidikan,
prioritas = m " | sakit Sesuai satndar JEN- di sehuruh penelitian, & pengabdian
A KRIS berkelajutan kabupaten’kota. masyarskat.
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Tabel 3. 4 Penahapan Renstra RSUD Madani Tahun 2025-2029

@ @ (&) (&) ®
1. Pemenuhan 1. Pemenuhan 1. Pemenuhan sarana | 1. Pemenuhan sarana | 1. Pemenuhan sarana
sarana prasarana, sarana prasarana, | prasarana, alat prasarana, alat prasarana, alat
alat kesehatan & alat kesehatan & |  kesehatan & SDM kesehatan & SDM kesehatan & SDM
SDM SDM 2. Penyediaan alat 2. Penyediaan alat 2. Penyediaan alat
2. Penyediaanalat | 2. Penyediaan alat kesehatan layanan kesehatan layanan kesehatan layanan
kesehatan layanan kesehatan priorifas /unggulan prioritas funggulan prioritas
prioritas layanan prionifas | 3. Pengadaan alat 3. Pengadaan alat funggulan
/unggulan /unggulan kesehatan dan kesehatan dan 3. Pengadaan alat
3. Pengadaan alat 3. Pengadaan alat penunjang medik penunjang medik kesehatan dan
kesehatan dan kesehatan dan 4. Pemeliharaan 4 Pemeliharaan penunjang medik
penunjang medik penunjang medik | sarana fasilitas sarana fasilitas 4. Pemeltharaan
4. Pemeliharaan 4. Pemeliharaan kesehatan kesehatan sarana fasilitas
sarana fasilitas sarana fasilitas | 5. Peningkatan 5. Peningkatan kesehatan
kesehatan kesehatan kualitas SDM medis |  kualitas SDM medss | 5. Peningkatan
dan non medis dan non medis kualitas SDM
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3.2.2 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025 — 2029
Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi
dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD
Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 untuk masing-masing disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 . 5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

No. | OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN KET.
NSPK RPIJMD RENSTRA PD
-1 -2 -3 -4 -5
1 Undang-Undang No.17 Peningkatan layanan Implementasi program
Tahun 2023 tentang kesehatan ibu dan anak kesehatan ibu dan anak
Kesehatan yang terpadu berbasis keluarga berbasis keluarga seperti
mengatur berbagai Kelas Ibu Hamil, Kelas
aspek terkait kesehatan Balita, dan konseling gizi
termasuk upaya keluarga.
kesehatan, fasilitas
2 pelayanan kesehatan, Pembudayaan perilaku hidup | Penguatan pelaksanaan
sumber daya manusia sehat melalui Gerakan Germas secara terpadu lintas
kesehatan, perbekalan Masyarakat Hidup Sehat sektor di tingkat
kesehatan dan lainnya (Germas) desa/kelurahan, kecamatan,
dan kabupaten/kota
3 Penguatan deteksi dini Optimalisasi program
penyakit tidak menular dan Posbindu PTM berbasis
integrasi layanan kesehatan masyarakat dengan integrasi
digital (telemedis) data dan pelaporan ke dinas
kesehatan daerah.
4 Eliminasi penyakit endemik Penguatan diagnosis dini dan
Schistosomiasis di Kabupaten | pengobatan massal berkala di
Sigi dan Kabupaten Poso daerah endemis sesuai standar
Kementerian Kesehatan
5 Peningkatan pelayanan Peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan dan gizi bagi usia kesehatan dalam pelayanan
sekolah, usia produktif, dan usia sekolah, produktif dan
lansia; lansia
6 Pemenuhan sarana, prasarana | Penguatan sistem manajemen
dan alat kesehatan sesuai dan pemeliharaan fasilitas
standar serta peningkatan kesehatan
kualitas pelayanan di
puskesmas dan rumah sakit
daerah
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No. | OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN KET.
NSPK RPJIJMD RENSTRA PD

-1 -2 -3 -4 -5

7 Peningkatan jumlah tenaga Pemetaan kebutuhan tenaga
kesehatan di fasilitas layanan | kesehatan berdasarkan standar
kesehatan primer pelayanan minimal (SPM)

dan standar akreditasi

8 Pembangunan dan penguatan | Pembangunan fasilitas
pusat kesehatan di daerah kesehatan yag memadai
terpencil dengan standar pelayanan

minimal
Tabel 3. 6 Rumusan Arah Kebijakan Renstra BLUD RSUD Undata
Tujuan S"“‘;i‘;::;“ﬁ“' Strategi Arah Kebijalan
1. Optimalizzsi palayanesn kesshatan | 1. Pemennhan elemen standar
mapoksn segnsi standar nasional akyeditasi momah sakit.
B 2. Pengembangan layanan unggulan | 2. Peningkatan fesilites, sarana
1. Mleninglatizan berbasis teknologi tingsi dan prasarans kryanan mjukan
Muotn dan Alkses Indeks Fepuasan
Pelayanan Masyarakat =85%.
Kesehatan Rajalan ¥ = 2. Pemenuhan standar RS

rujukan regional TEI.

4. Peningkatan inovasi

3. Peninglkatan kualitas pelayanan
pasien melahii inovasi

1. Penerapan tata kelola BLUD yang
transparan dan skuntabel

1. hoplementas]i sistem
Eensnzan e-BLUD termtegrasi

2. Drigitalizasi sistemn kenansan dan
layanan publik.

2. Optimalisasi SIMES dan
layaman telemedicine
2. Memperkmat Tata

Eelola, Efisiemsi A kreditssi . 3. Efisiensi biaya melslni lisis 3.P'Eumgkatmtr?.nspa:ansl
Eeunangan, dam . Tiprna berbasis cost accounting. I:n_a'l.l_angan melahi dashboard
Disitalizasi B I berkelanjotan. digits
Saldt . .
; 4 Penguatan Hospital Drisaster
4'5“5& ]ua.r! EP_TSI tan Plan ok kesiapsiagasn
bencans.
5. Pembansunan Sarams dan
parasaran Tomah  saki Sesnsi
standar TEM-ERIS berkelanjutan
1. Peningkatan kapasites STBL . -
melsha pendidikan dan pelatibzn : Hhm;{ﬂﬂ"f‘“?ﬂ SDM
berkelanjtan esshatan njang.
2 Ferjasama dengan
nniversitaslembaza rset umuk
3. Memperkuat i 2. Pemenuhan kebothan tenags pendidikan & penelitian
SDM Keseh Persantase Kompetansi subspesialis sesusi prioTitas
sehatan, SDM Eesehatan yang
Pendidikan, dan B : - ; layanan 3. Pemenuhan formasi
Penelitian erserifikasi ASH/PPPE di bidanz kesehatan.

3. Pengembangan BS sebagai pusat
pendidikan klinik dan riset. .
4. Pengmatan program promotif
dam preventif melaboi kegiatan
pengabdian masyarakat.

4. Peningkatan peran .5 dalam
promosi kesehatan dan
penzabdisn masyarakst
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Tabel 3.7 Rumusan Arah Kebijakan Renstra UPT RSUD Madani

sumber daya manusia
kesehatan, perbekalan

M ) 3) @ ©)
1 | Undang-Undang No.17 | Peningkatan layanan kesehatan ibu | Penguatan layanan kesehatan ibu
Tahun 2023  tentang | dananak terpadu berbasiskelvarga | dan anak yang terinfegrasi dan
Kesehatan yang berkelanjutan melalui peninglatan
mengatur berbagal aspek kapasitas SDM, sarana prasarana,
terkait kesehatan serfa sistem  pelayanan berbasis
termasuk upaya kelnarga
kesehatan, fasilitas
pelayanan  kesehatan,

kesehatan dan lainnya

2 Penguatan deteksi dini penyakit | Penguatan sistem deteksi dini dan
tidak menular dan infegrasi manajemen penyakit tidak menular
layanan kesehatan digital melalwi layanan yang terintegrasi
(telemedis) dengan teknologi digital dan

pendekatan  telemedis  berbasis
kebutohan masyarakat

3 Pemenvhan sarana, prasarana dan | Peningkatan mutv layanan rumah
alat kesehatan sesuai standar serta | sakit melalni pemenvhan sarana,
peningkatan kualitas pelayanan di | prasarana, dan alat kesehatan sesvai
puskesmas dan rumah sakit standar serta penguatan fata kelola
daerah pelayanan yang berorientasi pada

keselamatan pasien dan akreditasi
rumah sakit.

4 Peningkatan jumlah tenaga Penguatan peran ESUD  dalam
kesehatan di fasilitas layanan mendulung peninghkatan jumlah dan
kesehatan primer kapasitas tenaga kesehatan melalui

kolaborasi  jejaring  layanan,
pendampingan,  dan  fransfer
pengetahuan  kepada  fasilitas

layanan kesehatan primer.
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BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap
tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan
dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari
suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu
program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan
sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan
sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun
impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Berikut Kerangka perumusan

program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD tersaji dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4 . 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

A

SASARAN

RPINMD

KEGIATAN &
SUBKEGIATAN
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Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah selama 5 tahun ke depan dalam kurun waktu 2025-2029 disusun menurut urusan
pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar
dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1
berikut:
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Tabel 4 . 1 Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

MHSPK DAN SASARAN

PROGRAM | KEGIATAM [/

KETERANGAN
RP_MD YANG RELEVAN TUIUAN SASARAN OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
{07} 52 a3 [ {0a) {07 108)
A.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- MENINGKATHYA, Mewudian kusiias manusls Lisla Harapan Hidup [3hun)
KILMALITAS DERALAT Provins| Suiawes! Tengah yang (Tahun)
KESEHATAN MASYARSKAT | senat dan cemas
Meningkatnya kuaiitas geraiat Angka Kematian | (per
Kesenatan Masyarskat 100000 KH) Jper 100U000 KH}
Frevalens Stunting [Pendek
dan Sangat Pendel) Fada
Eallia (%]
Meningiatya Kuslias Taa Indeks Reformas! Biokrasl | 1.02.01 - PROGRAM
Kelola Pemenntzhan pada Peranghat Daeran (Indeks) | PENUMNLANG URLISAN
Perangkat Daerah PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINS
meningkatmya kualtas Jurizh Dats Swatstk Sektoral | 1.02.01.1.01 - Perencanaan,
SN S, Dieran yang Telah Penganggaran, dan Evaluas
evaluasl & peEporan Knara | Dikurmoulican dan Dipeiksa Kinena Perangiat Dasrah
Unigkup Perangkat Daeran
(D)
Jurnizh Dokumen Hasll 1.02.01.1.01 - Perercanaan,
Pefiye Walkdats Penganggaran, dan Evaluas
Perdukung Stastk Ssiora | Kinerla Peranokat Dasrsh
Diaaran [Dokumen)
Jurnizh Dokumen 1.02.01.1.01 - Perencanaan,
Perencar@an Perangkat Penganggaran, dan Evaluas
Cigeran [Dokumen) Kinera Perangiat Dasrsh

Jurizh Laporan Evalussl

1.02J01.1.01 - Pesereanaan,

KInefia Perangkat Dasman Penganggaran, dan Evaluas
| (Laporan Kinerla Pesanglat Daesah
Jurniah DokuEmsn 1.02.01.1.01.000M -

Jurizh Laporan Evalucesl

1.02.101.1.01.0007 - Evaluas]

Perryed VWalkdata
Pendukung Stasstk Ssidora

Ciaeran [Diokumsn)

Klnefia Perangkat Dasman Kinefja Perangiat Dasrsh

| (L aporan

Jumiah Data Saatisik Sekiorl | 1.02.01.1.01.000 -

Ciaeran yang Telah Pelaksanaan Pengumpulan
Dikurmpulian dan Dipenksa Cata Sististk Sekioral Casrah
Lingkup Perangkat Ciasrsh

iData)

Jumiah Dokumen Hasll 1.02.01.1.01.0010 -

Penyelenggaraan Véaldata
Pendukung StEistE Sektoral

Dacrahy
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM i KEGLATAMN §

KETERANGAN
RP_MD YANG RELEVAN TUJUAN ouTPUT INDHKATOR SUBKEGIATAN
o1 o o= (oa) v
meningkaya KUalEs Jumiah Dokumen Bahan 1.02.01.1.02 - Adminissas!
adminisiasi Tanggapan Pemenksaan dan | Keusngan Perangiat Daerah
das=rah dalami Tindak Lanjut Pemeriksaan

pemeriksaaEn

panyeiesalan tndak lan|ut hasll] (Dokurmen))
[TLHP]

Jurmiah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujan’vanmkas Keuangan
SHPD [Dokumen)

1.02.101.1.02 - Aaministras]
Keuangan Perangkat Dasrah

1.02.01.1.02 - Agminisiras!
KEiangan Perangiat Dasrah

Jumiah Orang yang Mensnima

1.02.101.1.02 - Aaminisiras]

3|l dan Tunjangan ASH Keiangan Perangiat Daerah
Crang’ Bulan)
Jumiah Crang yang Menenma | 102001, 1.02 0001 -
3|l dan Tunjangan ASH Penyedaan 3l dan
Cwang’ Bulan) Tunjangan ASH
Jumiah Dokurmen 102 0. 1.0 000G -
Fenatasahaan oaEn Felaksanasn FenaEusanaan
Pengujaniverfkas Keuangan| dan
SHED [Dokumen)
Pengulan’viertiics! Keuangan
SKPD

Jumiah Laporan Keuangan
SEhir Tanun SEPD oan
Laporan Hasll Koondinas
i LSpoiEn
Akhir Tahun SHPD
| (Laporan

1.02.01.1.02 0005 - Koordinas!
oan Pamyusunan Laporan
Kewuangan Sehir Tanun SEPD

Jurmiah Dokumen Bahan
Tanggaoan Pemenksaan dan
Tindak Lanjut Pemerksaan
{DoleLamEn |

1.02 0. 1.0 0006 -
Pengeiolaan dan Panylapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Tmeningksirya kualatas
atakeiola barang millk dasran
nada perangkat taersh

Jurmiah Laporan
Penatausahaan Barang Mk
Daeran pada SKPD [L3poran)

1.02.01.1.03 - Asaminisiras]
Barang Milk Daerah pada

Perangkat Daeran

Jumiah Laporan Rekonslias
dan Penyusuran Laporan
Earang Milk Dasrah pada
SHPD (Laporan)

1.02.01.1.03 - Asaminisiras]
Barang Milk Daerah pada

Perangkat Dasran

Jumiah Rencana ¥abuuhan
Earang Milk Dassah S¥P0D
(DokLrme )

1.02.101.1.03 - Aaminisiras]
Barang Milk Daerah pada

Perangkat Dasran

Jumiah Rencana Kabuinan
Earang Milk Dassrah SHPD
([ DoleLam=n

1.02.101.1.03.0001 -
Penyusunan Paensncanaan
Keputunan Earang Milk
Daerah SHIPDH
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HSPH DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUIUAN

INDHKATOR

PROGRAM I KEGIATAN [/
SUBKEGIATAN

)

106)

o7

Jumiah Laporan Rekonsllas

1.02.101.1.03.0005 -

dan Penylsuran Laporan Feekonsllias] dan Pemyusunan
Earang Milk Dasrsh pada Laporan Sarang MIlk Dasran
SKPD [Laporan) pada SHPD

Jumiah Laporan 1.02.101.1.03.0006 -

Penatasahaan Barang Mk
O3eran pada SKPD [ Laporan )

Penatausahaan Sarang Mk
Dacrah pada

SKPD

meningkairya profscionalsme
dasrah

Jumiah Dokumen Monitoring,

1.02.101.1.05 - Agminisiras]

ASH perangkat Evaluasl, dan Penliaan KInera Kepegawalan Perangiat
Pegawal (Dokumen | Caerahi
Jurriah Dokwmen Pendataan | 1.02.01.1.05 - Agminisras]
dan Pengolanan Adminisirasl | Kepegawalan Perangia
| Kepagawaian (Dokumen) Daersh
Jumiah Orang yang Menglkutl | 1.02.01.1.05 - Aaminisras]
Bimbingan Teknis Kepegawaan Perangia
Impiementas] Peraturan Caerah
Pernundang-Lindangan (Orandg)
Jumiah Dokumen Pendataan | 1.02.01.1.05.0003 - Perdataan
dan Pengolanan Adminisiras] | dan Pengolahan Adminisiras)
Kepagawalan [Dokumen
Kepegawalan
Jurmiah Dokumen Monitoring, | 1.02.01. 1.05.0005 - MonBonng
Evalussl, dan Panlialan KInery Evaiasl, dan Penllaian Klners|
Pegawal (Dokumen )
Pegawal
Jumiah Orang yang Menglku | 1.02.01.1.05.0011 - Eimbingan
Elmbingan Teknis Tekris Implementas] Peraturan
Impiementas] Peraturan
Penndang-Lindangan (Orand)| Pemmdand-Lindangan
meningkainya Jumiah Dokumen Cukungan | 1.02.01.1.05 - Aaminisras]

SPEE perangkat dasrn

Lrmurn Perangkat Dasrah

1.02.01.1.05 - Aominisias]
Lmurm Perangkat Daerah

1.02101.1.05 - Adminicias]
Lrmurn Perangkat Dasrah

1.02.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Kioordinas dan

Konsultas] SHP0

1.02.101.1.05.0010 -
pada SEPD
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HNSPH DAN SASARAN

PROGRAM / KEGLATAN 1

KETERAMNGAN
RP.JMD YANG RELEVAN N LAear LR SUBKEGIATAN
o) = s [aay {or)
Jumiah Dokumen Dukungan | | 1.02.01.1.06.0011 - Dukungan
Pelaksanzan Sksiem Pelaksanaan Sistem
Femanntanan Eertasis Pemeniniahan Sernass
Blextmonik pada SEPD El=sktonik pada SKPD
P okLImE)
meningkatrya 1.0Z.01.1.06 - Adminissasl

oelaksanaan
pembanguran 2ona Integrias

Umum Perangkat Deerah

1.02.01.1.05 - AominisTas]
Umum Perangkat Deerah

meningkairya
E=arsinan Intemal

1.02.01.1.06 - Adminisiras!
Umum Perangkat Daerah

1.02.01.1.05 - AominisTas]
Umum Perangkat Deerah

meningkainya @t kelola
pengadaan barangjasa
perangkat dasrah

Jumiah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kanbor atany

Bargunan Lainmya yang
Disediakan (Linit)

1.02.01.1.07 -
Earang Mk Daerah
Penuriang

Urusan Pemeanntah Dasrsh

Jumiah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kanbor atany

Bargunan Lainmya yang
Disediakan (Lnit)

1.02.01.1.07.0010 -
Sarana dan Prasarana Gad
Kantor atau Bangunan Lal

meningkainya kuaitss
pelayanan punilk perangiat
daerah

Jumizh Laporan Peryedaan
Jasa Pelayaran Umam Kanior

yang Disadiakan [Laporan)

1.02.01.1.08 - Peryediaan
Jasa Penunjang Unssan

Pemesiniahan Dassah

Jumizh Laporan Peryedaan
Jasa Pelayaran Umam Kanior
yang Disediaian (Lapoani

1.02.01.1.03.0004 -
Penyedaan Jasa Pelayanan
Limim Kanior

meningkainya pemaiinaraan
marang milk dasrah

Jumiah Sedung Kammion dan

Eangunan Lainnya yang
Dip=iharaCir=habiiias |Unit)

1.02.01.1.09 - Pemaliharaan
Barang MK Dasrah
Penurjang Urnsan
Pemeiiniahan Dassah

Jumizh Kendarssn Perorangar
Cinas atau Kendaraan Dinss
Jabatan yang Dipethara dan

[ ] Falak L
Jumiah Peralaan osn Mesn
Lainnya yang Dipsiinara [Unit)

1.02.01.1.09 - Pemaliharaan
Barang MK Dasrah
Penurjang Urnsan
Pemsernishan Dasrsh

1.02.01.1.09 - Pemadharaan

Jumizh Kendarssn Perorangar
Cinas atau Kendaraan Dinss
Jabatan yang Dipethara dan
Dibayarkan Pajakya [LUnit)

aau Kandarasn Dinas Jaoatan)

Jumiah Peralatan dan Mesn
Lainnya yang Dipsiihara (Linkt)

1.02.01.1.03 0006 -
Pemsllharaan Peralatan dan
Miesin Lalnmya

Jumiah Sedung Kammion dan

Eangunan Lainnya yang
DipsiiharaDirehabilltas) | Unit)

1.02.01.1.03.0009 -
PemslihaaanRahabilias)

Gagung Kantor dan Bangunan
Lalnnys
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGLATAN |
OUTCOME KETERAMGAN
RPIMD YANG RELEVAN TUJUAN ouTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
o1 [hi] (o s () o]
Meringiamya KISInas Perseniase cakupan Amenaial| 10202 - PROGRAM
Pelayanan Kesanalan Care sesual standar () PENMEMUHAN LIPANYA
Keluamga KESEHATAN PERCOFLAMGAN
O LIPS, KESEHATARM
MRS TARARAT
Persentase Ibu Hamil yang 1.02 02 - PROGRA8
mendapat Suplemen gizl (%) | PEMEMUHAN URAYA,
KESEHATAN PERCOFLAMGAN
O LIPS, KESEHATARM
WSS AT
meningkairya calupan kuslias Jumiah Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 - Peryadiaan
ANC ian staus gizl 1D Pergelolaan Pelayaran Layaran Kesehatan uniuk UKH
Fesehatan Glz Masyvarskat Fujukan, UKM dan UEM
(ChokLmEn) Fafukan Tingkat Ciaeran
Prowins!
Jurmiah Dokumen Hasll 1.0 021 02 - Peryediaan
n Pelayaran Layaran Kesehatan unbuk LKA
Eesahaian | &5n Ansk Fujukan, UKM dan UER
(DhokumeEn) Fafukan Tingkat Ciaeran
Prowins!
Jurmiah Dokumen Hasll 1.0 02 1.02 - Peryediaan
n Pelayaran Layaran Kesshatan untuk LkH
Kesehiatan Lisla Lanjpt Rujukan, UkM dan s
(Dokumen) Ffukan Tingkat Daeran
Prowins!
Jurmiah Dokumen Hasll 1.0 02 1.02 - Peryediaan
n Pelayaran Layaran Kesshatan untuk LkKH
Fesahiaian Ll Produkdd? Rujukan, UkM dan s
(CrokLmET) Fufukan Tingkat Daeran
Provwins!
Jurmizh Dokumen Al 102021 D2 000 -
n Pel Pengeiolaan Pelayanan
Eesahiatan by S3n Ansk Kesshatan by dan Anak
TDokLImEn
Jurmizh Dokumen Hasll 1.0 02102 0004 -
n Pelayanan Pengeiolaan Pelayanan
Fesahiaian Ll Produkdd? Kesshatan Usla Produkt’
PookLImEn)
Jurmiah Dokurmesn Hasll 10202 1.02 0005 -
Pergelolaan Pelayanan Pengeinlaan Palayanan
Kesehiatan Lisla Lanjpt Kesehatan Usla Lanjut
POokLImEn )
Jurmiah Dokumen Hasll 1.0 .1 .02 0005 -
Pengelolaan Pelayaran Pengeiolaan Pelayanan
{CHolLImE )
MiEnINgEETIYA pEManaman, Persentase penducull dengan | 1.02.02 - PROGRAM
perilaian dan perggunanaan Iherzsl kesehatan (%) PEMEMUHAN LIBAYA
Irfornas| kessnatan daiam KESEHATAN PERORLANNGAN
mengambll kepuiLsan erkalt O LIPS, KESEHATAM
pelayanan kesehatan MAS ARAHAT
pendegahan penyakit dan
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NSPH DAN SASARAN

PROGRAM / KEGLATAMN /

KETERAMNGAMN
RPJMD YANG RELEVAM TUJILAMN DUTCOME DUTPUT INDHKATOR SUBKEGIATAN
oT) R o o= L) (L)
Meningkatrya otz | Jurmizh Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 - Pesmyadiaan
mensrapkan gerakan Pengeiolaan Pelayanan Layaran Kesshatan untuk LKH
masyarakat hidup sehat Promcel Kesehatan [Dokumen | Rujukan, UKM dan LM
IGERMAT) Fufukan Tingkat Daeran
Prowins!
Jurmiah Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 0009 -
Pengeiolaan Pelayaran Pengelciaan Pelayanan
Promosl Kesshatan (Dokumsn | Promosl Kessnalan
Meningkatya jumiah Kabota Persentass Kaikola Senat | 1.02.02 - PROGRAM
yang menyelenggarakan dan %) PEMEMUHAN LIPATA,
mencapal EErEn Kakoa HESEHATAN PERCRANGAN
sehat secara beskalaniutan Dusid LIPS, KESEHATAM

IS ARARAT

Meningkairya kabupaten ot
dengan Tasyankas yang
memenuhl Eyarst kesehatan
Ingkurgan

1.0 02 1.02 - Pesmyedlaan
Layaran Kesshatan untuk LEH
Fujukan, UEM dan UM
Faujukan Tingkat Caeran
Prosins!

1.02.02. 1.0 000E -

n Pelayanan Pengelciaan Pelayanan
KEsehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan
(DokumeEn )
=raksananya pemblinaan Jumiah Dokumsn Hasll 1.02.02.1.02 - Pemy=adiaan
program kesenatan kerja dan n Pel Layaran Kesshatan uniuk LA
aanraga Kesehiatian Kera tan Olahragsl Fujukan, Uk dan LEM
(DokLrmen ) Fujukan Tingkat Daeran
Prowins!

1.02.02. 1,02 0007 -

L= Pengeiniaan Palayanan
Kesehatan Keqa gen Olahragal Kesehatan Kerja dan Cdahraga|
(DokumeEn )
[emaah hEl yang memenuhl | Jumiah Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 - Penyadliaan
rti=na Istinaah Kesehatian n Pel Kesshatan uniuk | H

Kesehatan Hajl (Dokumen)

Layaran
Fufukar, UKM dan LM
Fufukan Tingkat Daeran
Proins!

Jumiah Dokumen Hasll
n Ped

Pengeiolaa _m ;
Kesetiatan Hall ( Cokumeani

MeEningiETya cakupan Deteks
Cinl, pengendailan panyakt
merular dan peryakit tdak
merular

C3kupan Dieteksl Dinl penyaki
mEnuiar %)

1.02.02.1.02.0012 -
Pengeioiaan Pelayanan
Kesehatan Haijl

1.02102 - PROGRAM
PEMEMUHAN LUPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
D UIPAYDA KESEHATAM

MASTARACAT
Cakupan Deteks! Dinl penyakll| 1.02.02 - PROGRAM
HdEk menular (Ta) PEMEMUHAN LUPAYA

KESEHATAN PERORANGAN
O LIRAYA KESEHATAM
WSS ARARAT

Presentas! bayl usia 0-11 bula|
F"E'IHE'..E’I ImiLrisas!
lengkap (%)

1.02.102 - PROGRAM
PEMEMUHAN LUIPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
D UIPAYDA KESEHATAM
IS ARARAT
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN |
TUY OUTPUT DIKATOR KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN - — SUBKEGIATAN
o) o= (o5 {ag) {07]
Persentase Kab'Kola yang 1.02.02 - PROGR2SM
ST slsgtam PENMEMUHAN LIPAYA,
survellars (%) KESEHATAN PERCORSNGAN
Ot LIPANYS KESEHATAMN
AS T ARARAT
Meningkatnya penemuan Jurniah Dokumen Haell 1.02.02.1.02 - Pemyadiaan
k=sus penyakit menular dan Pelayaran Kesshatan uniul LkH
fciak mentiar Kesehatan Crang dengan Fjukan, UKM dan LM
Masalan Kasehatan Jwa Fujukzn Tingkat Ciaeran
POIDMED) [Diodoumen | Prosins]
Jumiah Dokumsn Hasll 1.02.102.1.02 - Peryadiaan
Pengekiaan P Lsyaran Kesehatan untuk LKA
Kesehatan Pemyakit Menuiar | Rujukan, UKM dan LR
ddan Tidak Menular {Dokurnen) | Fujukan Tingkat Daeran
Prowins]
Jurniah Dokurmesn Hssll 1.02.102.1.02 - Pesmyadiaan
SunssElars Kesahatan unbuk LIKH
HKegehiaan (Dokuman) Fjfukan, KM dan Lk
FajLkzn TingKat Ciaeran
Prosins]
Jumiah Pemyalanmuna NaFEs | 1.02.02.1.02 - Pemyediaan
yang Mendapakan Rahabiltas| Layaran Kesshatan uniuk LKA
L — Ffukan, UKM dan LM
Fufukan Tingkat Ciaeran
Prossins]
Jumiah Dokumsn Hasll 10202 1020011 -
Pergeiolaan Pal Pengeiciaan Pelayanan
dan Tdak Menular {Coioumen) | &an Tak Merular
Jumiah Dokumen Hasll 10202 1. 020013 -
Pelayaran Pengeioiaan Pelayanan
Kesehatan Crang dengan Kesehatan Crang dengan
Kiasaian ¥asahaian wa Wasalah Eesanatan Jina
POIDED) (DU ) [T
Jumiah Penyalahguna MAPEZA | 1.02.02.1.02.0014 -
yarg Mendapakan Rehablitasl| Pengeiolaan Palayanan
hiedis (Crarg) Kesehatan Crang dengan
Kecanduan MAPZA
Jumiah Dokumen Hasll 10202 1. 020017 -
Eesehaian (DoKLmEn) k. esehatan
meningkairys proporsl warnits | Jurmiah Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 - Pery=disan
usia subur (WUS) yang I utan Kejadan | Laysran Kesshatan unhuk UKH
mendapatkan Imunisas] TT2 Ikutan Pasca Imunisas! dan Faujukan, UKM dan LM
engkan Pemberian Cibat Massal oleh | Fujukan Tingkat Daeran
Eabupaten®ota (Dokumen) Provsinsl
Jumiah Dokumen Hasll 1.02002.1.02 0021 - Irvesiigas]
Investigas! Lanjutan Kejadan | Lanjutan Keiadian lkutan
Permipenan Onat Massal oleh | Massal olsh Kabunaten s
Eabupateri®ota (Dokumssn|

159




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NSPH DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN |
KETERANGAN
RFJMD YANG RELEVAN R e L L SUBKEGLIATAN
a1} o= o o (a {ox]
meingkainya Enggapan sstem] Jumiah Dokuamen Haell 1.02.02.1.02 - Pertyadiaan

Layaran kKesshatan unbuk LKA
Fujukar, UKM dan Lk
Fujukan Tingkat Daerah
Prowins!

1.02.02.1.02 - Pernyadiaan

Diclstribuslcan (Pakat) Fujukan Tingkat Dasran
Prowins!

Jumiah Pengducul yang 1.02.02.1.02 - Peryediaan

MendapaEn Layanan Kesshatan unhuk LKA

Kesehatan Kords! Rujukan, UKM dan Uik

Kejadan Luar Sasa Provinsl | Fujukan Tingkat Daeran

yang Mendapatkan Pelayanan | Provins!

Kesehatan Sesual Standar

"Carg

Jurmiah Penguduk yang 1.02.02.1.02 0002 -

yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehalan Sesual Standar
(oG

Pengeiclaan Pelayanan
Kesehatan bag Penduduk
pada Kondlsl Kejadan Luar
Blasa {KLE}

Jumiah Dokumsn Hasll

Koordinas! dan Sinkronisss
SPM Bidang

Kesehatan Linkss

| Kabupaten ot (Dokumen

1.02.02.1.02 01S - Kooedinas!
dan Snkronisasl Pensrapan
SPM Eldang ¥esahatan Lintas
Kabupaten®odia

Jurmiah Paks

Spesimen
Peryalit Potensial KLE ke Lab{ Pengamblian dsn Pengiiman

RupsarnMasional yang
Dicsiribuslian (Pakat

Meningiamya akses dan
kstersadiaan |ayanan dasar

Persentass PUEKSETES yang
terakredias! panpuma (%)

1.02.02.1.02 0025 -

Spesimen Peryalit Polensial
KLB ke |3 RuukaniMasional

1.02.02 - PRCGEAM
PEMEMUHAN LIPAYA,
KESEHATAN PEROSANGAN
Do LIPANYA, KESEHATAM
MASTARAAT

Samgarak, Gugus Pulau,
Telemadicine , dil)

Keschatan Berbasly Pelayanan Telemedicne umuk
Rian

Jumiah Faslilias Pal
Kesehatan (Fasyarkes) yang
Migayanl Konsuitas! Jarak
Jauh Antar Fasyankas Melalul

1.02.02.1.01 - Penyediaan
Faslitas Pelayanan, Sarara,
Prasarara dan A& Kesanatan
unhuk LIPS Rujukan, UKM dan
Lk Rujukan Tingkat Daerah
Provins!

Bearbasis Telemadicine, di
yarg DiakuiEn

Perembandgan (Layanan)

1,02.02.1.01 - Pernyediaan
Faslitas Pelayanan, Sarara,
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HNSPK DAN SASARAN

PROGRAM i KEGIATAMN /

KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN ol SAUELCE LAELT s SUBKEGIATAN
[ =) ] = 10] )
Jumiah Peayanan Kesehatan | 1.02.32.1.01.0006 -
Ol OTF (Pelayanan Pengembangan Fendakatan

Kesehatan Bargerak, GugLs
Pulaw, Pelayanan Kesshatan
EBerbasls Telemeadicne, dl)
yang Diakuk=n

| )
Jumiah Fasiitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes) yang
Msiayanl Konsutas! Jarak
Jauh Antar Fasyankes Melalul
Pelayaran Telemedsine untuk

meningkainya pelaksanaan IL5

Tedemedicine, dil)

1.02 02 1.01.0020 -
Penyedaan Telemeadicne d
Faslitas P=ayanan Kesshaan

1.02.02.1.02 - Pesmyadiaan
Layaran kKesehatan untuk LKA
Fujukan, UM dan Lk
Fujukan Tingkst Daerah
Prowins!

102102 1.02 0020 - Vertikas!
gan Penlaan Kelayakan
Fuskssmas uniuk Regisiras!
Puskssmas

=faksananya pembinaan
pelayanan kesehiatan lanya
=masuk kesenatan ghgl dan

1.02.102.1.02 - Peryadiaan
Layanan Kesshatan unhlk LKA
Rujukan, LKM dan UM

it (DokLImEn) Fujukan Tingkat Daeran
Prowins!
Jumiah Dokumen Hasll 1.02.102.1.02 3019 - Pemiinaan
Femoinaan FPelaksanaan Pelaksanaan lUpays Pelayanan
Upaya Pelayanan ¥esehatan | Kesshatan
(DokLmeEn)
=i pengeiolaaEn Jumiah Dokumen Hasll 1.02 102 1.02 - Pamyadlaan

mandn dan tradisional lainya

MeningiETya akses dan ML
pelayaran kesanatan njukan
yang tenintegras! secua
Elandar

1.02 02 1.02 0010 -
Pengeiolaan Pelayanan
Kesshatan Tradsonal,
Akupuniur, Asuhan Mandir dan
Tradisonal Lainmya

Persentzse Rumah Sakit yang | 1.02.02 - PROGRAM
men PEMENUHAN LIPSYA
olalam rEngka akreditas! (%) | KESEHATAN PEROFANGSM
Dl LIPS, KESEHATAN
MAS YARAAT
Pengeinlaan Jamiran Jurmiah Dokumen Haell 1.02.102.1.02 - Pernyadiaan
{Emmjﬁ.ﬁ.ﬂ Pemisinaan Pelaksanaan LETTE"I Eesshatan uniuk LA

Rujukan, LKM dan LM
RL{ukan Tingkst Daaran
Prowins!
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN /
TUY SASARAN OUTCOME OUTPUT DIKATOR KETERANGAMN
RPJMD YANG RELEVAN L — SUBKEGIATAN
(@) o= a3 (o= o5 [l {07) {08
Jumiah Dokumsn Hasll 1.02102.1.02 - Pemyadiaan
Jaminan Layaran Kesshatan unbulk LA
Eesehatan Masyarakat Fujukan, UKM dan LUsM
(Drokumen) Fufukan Tingkat Ciaeran
Provsins!
Jusrmizh Dokumen Hasll 1.02.102.1.02 - Peryadiaan
Pengelolaan Ruulan fan | Layanan Kesshatan untuk LEH
Fujuk Sailk d Faslitas Fujukan, UKM dan UeM
Pelayaran Kesehaan Fujukan Tingkat Ciaeran
{DokLmen' Provsins!
Jurmizh Dokumen Hasll 1.02.02.1.020016 -
Pengeioiaan Jaminan Pengeioiaan Jaminan
{Dokumen '
Jumiah Dokumsn Hasll 1.02 02 10200159 - Pemibinaan
Pembinaan Peiaksanaan Peiaksanaan LUpaya Pelayarar]
Lipaya Pelayanan Kasshatan | Kesehatan
{DokLmeEn '
Jusrmizh Dokumen Hasll 102021 02 0024 -
Fajukan &n Pengeiolaan Rujukan dan
Fujuk B3k d Faslitas Fuuk BEallc
Felayanan Kesehatan
{Dokumen'i
temednya naTan sait yang | | Jumiah Fasiiias Kesen@ian | | 1.02.02.1.04 - Penertian [@n
pelayanan indikahor Masional kUil (INM) | Fasiitas Peiayanan Kesshatan
Pelayaran Kesehatan (Uni) | Tingkat Daerah Provins
Jumiah Fasiias Kesehatan 10202 1. 040003 -

yang Diiakuian Penguiran | Peningkatan Mutu Pelayanan
Indikaior Masional Mutu (INM) | Fasiitas Kasahatan
Pedayanan Kesehatan (Link)

Meningiamya ketersedaan Persentase Puskesimas 1.02102 - PROGRA
Iogstlk Tarmas! fan alat dengan Kelersediaan Cohat PEMEMUHAMN LIPAYA
ksEehatan yang rasioanal oen Eserslal dan Vaksn IFL (%) | KESEHATAN PERORANGAN
seEIal Fandar dalam upaya Dt LIRAYA, KESEHATAM
kasehatan masyarakal secara MASTYARARAT
promot! prevent
tefaksananya Irealas! tarmasd | Jumiah dokumen dsiribus 1.02.102.1.01 - Pemyadiaan
E=Dupatenkota yang Ha Mesehatan, Ooat, Banan | Fasiitas P=layanan, Sarsna,
menerpkan tEakslia obat Habis Pakal, Sanan Meds Prasarana dan Mat Kesshatan
sesual standar Habis Faical, Vaksin, Makanan | unbuk P Rujukan, UKM dan
ke Faslitas Kesehatan Uk Rujukan Tingkat Caeran
(CokLmEn Proins!
Jumizh Cbat, Bahan Haos | 1.02.02.1.01 - Peryediaan

Pakal, Eahan Meds Habis Faslitas Peigyanan, Sarara,
Pakal, Vaksin, Makanan dan | Prasarana dan A&t Kesahalan

Minuman d Fasiias Nk LS Fojukan, UM dan
Kesehatan yang disediakzn | UKM Rujukan Tingkat Dasmh
(Pakat) Provins!
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PROGRAM | KEGIATAN /

OUTCOME KETERANGAN
RP_MD YANG RELEVAN e e e SUBKEGIATAN
o) L] (o oS () L]
Jurniah Fuman sakt yarg 1.02.02.1.01 - Pertyadiaan
ﬂ“m &aand, Fasllitas :EE}W. Sararda,
SO agar sesUEl Sandar jenis| untuk UKD Fujukan, UKM dan
pedayanan numah sakit Lk Rujukan Tingkat Dasrahn
bertasarkan ksias numah s3ki| Prowins]
yang memenuhi r@Esio tempat
HOLF t=rmacsp [Urnian
penduciuk minimal 121000
dan'atau dalam rangks
peningkaian kapasizs.
Jurmiah dokumen dsirious | 10202 1.01 0025 - Disnbus]
A Kesahatan, Ooat, BEanan | Alst Kessnatan, Ooat, Bahan
Habks Paical, Sanan Mads Habi= Paka, Eahan Meds
Habds Paicsl, Waksin, Makanan | Habis Pakal, Waksin, Mekanan
k= Fasiias Kesshatan dan Mirnuman ke Faslitss
TDokLmEn | Kesehatan
Jurniah SurEn sakt yarg 1.0222.1.01.0025 -
ol sarara, Pengembangan FRumah Sakit
SO agar ses1al siandar jenls
peiayanan numah sakit
bz arkan kelas mumah saki
yang memenuhl rEsio bempat
Hour temacap jurnian
penducuk minimal 121000
dan'atau dalam rangka
| peringkatan kapssias
Jumiah b, Bahan Hags | | 1.02.02.1.01.0027 -
FPakal, Eahian Meds Habds Cinat, Eahan Habls Pakal,
Fakal, Waksin, Makanan dan Bahan Meds Habis Pakal,,
Kesehaian yang disedakan d Faslitas Kaecanalan
i Pakat)
Meningkatya cakupan Persentase balta dpantas | 1.02.02 - PROGRAM
pemantzuan tumbuh kembang pestumbuhan dan PEMEMUHAN LIPAYA,
talia perkembangan {Ta) KESEHATAN PERORANGAMN
LS LIPS, KESEHATAM
MESTARARAT
Persentzss bayl I3 kurang | | 1.02.02 - PROGRAM
dar £ bulan mendapatkan A5 | PEMENUHAN LIPAYA
ERshE ) EESEHSTAN PERORSAMGAN
DO LIRAYES, KESEHATARM
MASYARARAT

meningkainya EtEaksana
nalta Jid burnuk sssual siandar|

Jumiah Dokumen Hasll

1.02.02.1.02 - Peryediaan

Pengelslaan Pelayaran
Kesehatan Giz Masyarakat

Fengelolaan Pelayaran Layaran Kesshatan untul UKH

Kesehatan Gl Masvarakst FRLyukan, UKM dan Lk

{Dokumen) Fjukan Tingkat Daeran
Prowins!

Jurniah Dokumsn Hasll 102 02 1.0 000S -

(Dol LT
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MHSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

KETERANGAM
RPMD YAMG RELEVAN TUJUAN DUTCOME QUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
o1y o= o [ (o 7]

meningkatrya pelaksanaan | Jumish Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 - Penyadiaan

egiatan stimulas, deteks dan | Pengelolaan Pelayanan Layaran Kesshatan untuk LA

ri=nvers! dnl umbun Kesehatan Ibu an Anak Fujukar, UKM dan LM

E=mbang balta {ChokummEn ) Fujukan Tingkat Daeran

Proveinsl
Jurmizh Dokumen Hasll 1.02.02.1.02 000 -

Fengeiolaan Pelayaran
Kesehatan Ibu dan Anak
{DokLmesn '

Pengeiolaan Pelayanan
Kesehatan 1bu dan Anak

Misninghatnya prakisk hidup
sahat, rogkat

menguangl b

k=jadian peryakit dan mendpt

k3N IINgKUNgSn yang
ITﬂ'lﬂI.-J..IPg EesshaEian

Persantase anak umur 1 - 12
Ehun minum obat pencegahnan

kecacingan ol Kan¥os
mirimal setahun sekal I:F::

1.02 .02 - PROGR.AM
PEMEMUHAN LIPAYA
KESEHATAN PERORANGAM
Cad LIRAYA, KESEHATAMN
MASTARAAT

meningksimya anak yang
mendapikan obat

penyaki minkmal 2 kall setshun
sesua standar

1.02.02.1.02 - Peryadiaan

Pengelolaan Pal Layaran Kesshatan untuk LA

Kesehatan Menuiar | Fujukan, UKM dan LM

dan Tidak Menular {Dokumen) | Fujukan Tingkat Daeran
Prowins!

Jurmizh Dokumen Hasll 1.02.02.1.02.0011 -

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penyzkl Meruar
0an Tklak Merniar

1.02.03 - PROGRA
PEMIMGHATAN KAPASITAS
SUMSIER Dars, MAMLISLA,
KESEHATAN

1.02 .03 - PROGRAM
PEMIMNGHATAMN KAPASITAS
SUMBIER DA, MEMLISLA,
EESEHATAN

t=mpuhinya teraga kesshatan
dalam melayan masyarskat

Jurmiah Sumber Cava Manuesls)
Kesehatian yang Memenuh
Standar dl Faslitas Pelayanan
Kesehaan (Fasyarkes)
(o)

1.02.03.1.01 - Pesencanaan
Kebubunan Sumber Daya
Marusia Kesenatan umuk Le
tian UKP Provins!

Jumiah Sumber Caya Manusla|
Kesehatian yang Temdlssibues]
(Owarg)

1.02.03.1.01 - Pesencanaan
Ketubuhan Sumber Daya
Maruesla Kesanatan uruk LU
dan UKP Prowins!

Jumiah Sumber Caya Manuesla)
Kesehaian Memeruhl
Standar dl Faslitas Pelayanan
Kesehiaan (Fasyarkes)
(o)

1.02.03.1.01.0001 -
Pemenuhan Keouturan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Jumiah Sumber Daya Manusta|
Kesehatan yang TemisTibus!
Cwarg )

1.02.03.1.01.0002 - Distribaus]

dolouen rencara sam
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PROGRAM | KEGIATAMN §

KETERANGAM
RP_MD YANG RELEVAN R 0= Y L SUBKEGIATAN
o1 o= o o= (oI 0]
Jumiah Dokumssn Hasll 1.02.103.1.02 0002 - Pemibinaan

Mieri rgiaTTya ketersdlaan,
kstefangkalsan, mutu dan
penggunaan obat serta alat

1.02.104 - PRIOGR
SEDLAAMN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAM MAKANAN

kas2hatan yang rasional dan (Parsaniasa) MIMUMAN
BeEUal sandar
Persentase faslitas besehatan | 1.02.048 - PRIOGRAM
msaksarakan pelayanan SEDIAAM FARMASI, ALAT
kefarmaslan sesual KESEHATAN DA MAKANAN
[ RAMLIAAN
Persentase faslitas besehatan | 1.02.04 - PROGRAM
yang memsnuhl Sandar muty | SEDIAAN FARMAS], BLAT
aat kesehatan (%) KESEHATAN DA MAKANAN
RAMUIAN
ferpanuhinya ketentun Jumiah PSF Cabang dan 1.02.04.1.01 - Penerbitan
L dan Dag, Pengakuan Pedagang Besar
meningkarya fasiias Dikerdalkan dan Diawas Farmasl (PSF) Cabang dan
kesshatan tnghat periama dalam rangka Penertitan dan | Cabang Peryalur Alat
yang memeanubl Tindaklanpn Penerbitan Kesehatan [PAK)
sarara prasaraa aal Perizinan (Sarana)
Jumiah PSF Cabarg dan 1.02.04.1.01.0001 -
Pk, Pengendallan dan
Dikerdalkan dan Dlawas Pengawasan serta Tindak
dalarn rangka Penerbitan dan | Lanjut Penencitan Pengaluan
Tindaklanpn Penerbitan PBF Cabtang dan Cabang PRk
Pertzinan {Sarana)
Tercapalmya masyarakal yang Persentase Masyarakat Elgang 1.02.05 - PRIOGRAM
mandir, sadar kaschatan, Kesehatan yang Diberdayakan| PEMEERDAYAMN
berpariisipas! akiirdan mamilk (Parsaniasa) MASTARAEAT BIDANG
periaku hidup s2hat KESEHATAN
Persentase Kab'kKola yang 1.02.05 - PROGRAM
midakulaEn Empanye PEMEERDAYANN
kesshatan (Pambudayaan MASTARAEAT SIDANG
Hichin Setat) (%) KESEHATAN
meni yaan |Jumiah Dokumen Hasll 1.02.05.1.01 - Advokas,

Pembardayaan,
Peningkatan Peran Sena

1.02.05.1.01.0001 -
Peningkatan Upaya Advokas]
Kesehatan, Pemosdayaan

Penggalangan Kemimaarn,
Lintas Sekior Tingikat Derah
Prowins!

165




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN |
KETERANGAN
R IAAD AN RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTPUT INDIKATOR B KECIATAN
{o1) 2 103 05 (00) (07

meningkamya EtEnan vang
metaksanakan kegiatan PHES

Jurniah Cokumen Hasll
Promos] Kesehatan oan
Periiaku Hidup Bersih dan
Sohat (Dokumen)

1.02.05.1.02 - Peiaksanaan
Komirikss! Irformas! dan
Edukas! (KIE] Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat dalam angks
PrOMOt Praverti Tingkat
Cerah Prowing

Jumiah Dokumen Hasll
Promosl Kesehatan dan
Periaku Hidup Bergh dan
Sehat [Dokurmen )

1.02.05.1.02.0001 -
Penyelenggaraan Promos!
Eesehatan dan Parilaiu Houp
Berslh dan Sehat

meningkaimya kenerasian
nembinazn den pemberaysan
masyarakal melahl posyandu

kTt

Jurnizh Dokumen Hasll
Elmbingan Telnis dan
Supendzsl UKEM [Dokumes)

1.02.05.1.03 -

0En PEEksarEan U‘:Ejﬂ
Kesehatan Bersumber D
Masyarakat [u-aumr-g:at
Cerah Prowing

Jumniah Dokumen Hasll
Eimbingan Teknis &an
Supsndsl LUKEM [Dokumesn)

1.02.05.1.03.0001 - Blmbingan
Tekris dan Supenis! UKEM

A.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Undata Pro

vinsi Sulawesi Tengah

- MENINGEATMYA
ELALITAS DERAJST
KEZEHATAN MASYARARET

Mewaudican kusinas manusla
Provins| Sulawes] Tengah yang
sanat dan cenas

Usla Harapan Hidug: [tahur)
(Tahun)

Meningkainya kusilEs serajat
Kesenatan Masyarskat

Angka Kematlan by jper

103,000 KH) {per 100,000 KH]

Prevalens Shunting [Pendek
dan Sangat Pendek) Pada
Eallia (%]

MeringiTTya TaE Keloia
Manajemen Rumah Sakt

Milal Akrediasl FumaEn Saki
{Panpuma) [Mial)

1.02.01 - PROGRASM
PEMLUINJAMG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PRCAVIMG]

TErBUSINNYE OolLmen
DETENCANGEN, DENgANggEran,
dan evalss] knea perg.zr

1.02.01.1.01 - Pesencandan,

1.02.01.1.01 - Pesencanaan,

Klnera Perangkat Dasah Penganggaran, dan Evaluas
(L aporani Kinsa Persrokat Dassh
Jumiah Dokumen 1.02.01.9.01.0001 -

Penylesunan Dokumen
Perancanaan Perangkat
Ceaerah

Jumiah Laporan Evaliss]
Klnefia mnaem

(Lagorani

1.02.01.1.01.0007 - Evalss]
Kinerja Peranglat Dasrsh
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PROGRAM i KEGIATAMN §

KETERANGAN
RP.JMD YANG RELEVAN Tlelns LAl LR SUBKEGIATAN
o1 [ o5 [aay {0
Terssdanya [ayanan Jurmiah Dokurmesn Hasll 1.02.01.1.02 - Aadminisiras]
adminisTas! WM yang bertio, | Pervediaan Adminkstras Keuangan Perangiat Dasrah
fslen, dan mendukung Pelaksanaan Tugas A5
kedancaran pelaksanaan bugas | (Dokumen)
dan fungs perangkal daersh
mmm
Jurmiah Crang Menanma | 1.02.01.1.02 - Agminisiras]
Gajl dan Tunjangan ASM Keuangan Perangiat Dasrah
Owang’ Bulan)
Jurmiah Crang Menanma | 1.02.01.1.02.0001 -
Gajl dan Tunjangan ASM Penyedaan Gal dan
(O Bukan) Tunjangan ASH
Jurmiah Dokurmesn Hasll 10201 . 1. 02000 -
Pelaksanacn Tugas ASh Pelaksanaan Tugas
(Dokumen )
ASH
Terselenggaranya adminisras 1.02.01.1.03 - Aaminisras!

pengeiniaan barang millk
dasrah secara temb,
Surtabed, dan sesual

peraturan
DerunEEngHUndangan, meliput
MVEntansas, penaasEanaan,
pelapor@n, dan pemeiharaan
as=1 d IngiLngan perangiat
d3erah

Earang Milk Dasrah pada
Perangkat Oasran

1.02.01.1.03 - Aaministras]
Barang Mk Daerah pada

Perangkat Daseran

Tersei=nggaranya adminisras

Jumiah Paket Pakalan Diras
Eeserta Afribut Kalengkapan
Paket)

1.02.01.1.05 - Aaministas]
Kepegavaan Perangiat
DCaerah

Jumiah Paket Pakalan Diras
Eeserta Afribut Kalengkapan
Paket)

1.02.01.1.05.0002 -
Pakalan Dirgs BEeserta Anbun

Katengkapanya

Jumiah Dokumen Cukungan

.| Pelaksanaan Sistesn

Pemeannianan Bertasis
Elektronik pada SKFD
Dok |

1.02.01.1.05 - Aaministras]
Umum Perangkat Dasrah

Jurmiah Laporan
Pemyslenggaraan Rapat
Koordinas] dan Konsulias
SKPD (Laporan)

1.02.01.1.05 - Aaministras]
Umum Perangkat Dasrah

Jurmiah Paket Bahan Logistik
Kamior yarg Disediakan
iPaket)

1.02.01.1.05 - Aaministras]
Umum Perangkat Dasrah

167




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN |
KETERANGAN
RF_JMD YANG RELEVAN R -l — L SUBKEGIATAN
(o) = o= a [0

Jumiah Pakat Barang Cetakan
dan PeEnggancEaEn yang
Disedakan (Faket)

1.02M1.1.05 - Aominisras]
LUmum Pem@mngkat Daerah

Jumiah Pakst Kompanen
Instaias] LisTiPenerangan

Eangunan Kanior yang
Disedakan (Pakel)

1.02.01.1.05 - AgminisTas]
LUmum Pem@mngkat Daerah

Jurmiah Pakat Peraiatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Faket)

1.02.101.1.05 - Agminisras]
Urmumn Perangkst Daerah

Jumiah Pake? Peraiatan
Rumah
Diseddakan (Fakef)

1.02.101.1.05 - AgminisTas!
Limum Permngkat Daerah

Jumiah Paks? Komponen
Instialas] LT Penerangan

Eangunan Kantor yang
Diseclakan {Paket)

1.0201.1.05.0001 -

Penyedaan HKomponen
Insizlas

Listrik/Penerangan Sangunan
Kanbor

Jurnizh Paket Peraiatan dan
Hartor yang

Cisedakan (Paket]

Jumiah Pake? Peraiaian

Fumah Tangga yang
Disedakan [Fakel)]

1.02101.1.05.0002 -
Penyedaan Peralatan dan
Peflengianan Kamor

1.0201.1.05.0003 -
Penyedaan Peraliatan Rumah
Tangoa

Jurniah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disedakan
2akst)

1.02.101.1.05.0004 -

Penyedaan Sahan Logistk
Kanhor

1.02.01.1.05.0005 -
Penyedaan Sarang Cetakan
| dan Penonandasn

1.0201.1.05.0009 -

Penyelenogaraan Ragat
Koordinas dan

Konsultas] SKPD

1.02.01.1.05.0011 - Dukungan
Sistem

Tersadanya bararg milk
daerah beTupa peraiatan gan
DenengiEnan kanior guna
mendliLng peryelenggaraan
unsan pemenintahan dasrah
SEcaia el dan eflsien

1.0201.1.07 - Pengataan
Barang Mk Daerah
Fenurjang

Urusan Pemearintah Dassah

1.02.01.1.07 -
Barang Milk Ciaerah
Penurjang

Urusan Pemerintah Dasrah
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KETERAMGAM
RPIMD YANG RELEVAN TUJUAN OUTPUT INDHKATOR SUBKEGIATAN
o1 [yre] 5 (oa) (o7
Jumiah Unit Kerdaraan Dinas | 1.02.01.1.07 -
Operasional atau Lapangan | Barang Mik Daerah
yarg Disediakan (L) Penurjang
Urusan Pemeannian Dasrah
Jurniah Unit Kerdaraan 1.0201.1.07 -
Perorangan Dinas atau Barang Mk Dasrah
Kerdaraan Diras Jabatan Penurjang
yang Disadiakan [Unk)
Unusan Pemernniah Dasrsh
Jumiah Unit Peralaian dan 1.02.01.1.07 -
Kiesin Lairemya yang Barang Mik Dasrah
Disediakan {Linit) Penurjang
Linusan Pemernnian Daerah
Jumiah Unit Sarana dan 1.02M1.1.07 -
Eargunan Lainnya yang Penurjang

Deseclakan {Unit)

Urusan Pemenintah Dasrah

Jurniah Unit Kerdaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Diras Jabatan

yang Disaediaian [Linik)

1.02.01.1.07 0001 - Pengatacy

Jumiah 'Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yarg Disadiaican [Lini)
Jumizh Pakst Mebad yang
Cisedakan (Paket)

1.02.01.1.07 0002 -
Kendaraan Dinas Cperasional
Slau Lapangan

1.02.01.1.07 000 - Pengadaan
Mkt

Jumiah 'Unit Peralatan dan
Kiesin Lairemya yang
Cisedakan {Lnit)

1.02.01.1.07 0006 -
Peraiatan dan Mesin Lainmya

Disedakan {LUnit)

Jumiah Unit Gedung Kantor | 1.02.01.1.07.0008 - Pengadaan
atau Bangunan Lanmyayang | Getung Kantor atau Sangurdarn
Lalnnys

Jumiah Unit Sarana dan
Prasarana Gedursg Kanbor atay

Bangunan Lainmya yang
Disediakan (LUnit)

1.02.01.1.07.0010 - Pengacaa
Sarana dan Prasaara GE:ll.I"E

Kantor atau Bangunan Lainmyal

Tersedanya layanan [a=3
DENLNENG LnUESn
pemerimahan dasrah untuk

Jumiah Laporan Pemyedaan
Jasa Komuniicas!, Sumber
Ciaya Ar dan Lstik yang
Cisedakan {Laporan)

1.02 01.1.08 - Penyadiaan
Ja3=3 Penunjang Unsan

Pemernniahan Dasrsh

Jurmiah Laporan Peryedaan
Jasa Pelayaran Unmum Kanor
yang Disadlaian (Laporan)

1.02.01.1.08 - Permyadiaan
Ja=3 Penunjang Unsan

Pemennishan Dasrah

Jumiah Laporan Pemyedaan
Jasa Komuniicas!, SumDer

1.02.01.1.08.0002 -
Penyedaan Jasa Homunikas],
Sumber Daya Alr dan Listnk

Caya Ar dan Listrik yang
Disedlakan (Laporan]
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SUBKEGIATAN

]

[2a)

LA

Jumizh Laporan Penyediaan
Jasa Pelayar@n Umum Karior

yang Disadlakan (Laporan

Terpelinaranya barang millk
slap pakal guna menunjang
E=lancarsn operasiona

perangkat dasrah

daerah dalam kondisl balk dan

1.02.01.1.03.0004 -
Penyedaan Jasa Pelayanan
LI Ksnior

Jumiah Gaedung Kammior dan

Eangunan Lainnya yang
DipsSinaraDirehabiifias (Unit)

1.02.101.1.09 - Pemedinaraan
Barang Milk Daerah
Penurjang Unsan
Pemeninmiahan Daesah

1.02.01.1.08 - Pemnalharaan
Barang Mik Ciasrah
Penuriang Urusan
Pemesintzhan Dassh

1.02.01.1.08 - Pemnalharaan
Barang Mik Ciasrah
Penuriang Urusan
Pemedintshan Dassh

1.02.01.1.08 - Pemalinaraan
Barang Mk Daerah
Penurjang Unsan
Pemesiniahan Daesrsh

Jumiah Paraatan dan Mesn
Lalnmya yang Dip=iihara (Unit)

1.02.01.1.08 - Pemnalharaan
Barang Mik Ciasrah
Penuriang Urusan
Pemedintzhan Dassh

Jurmiah Sarana oan Prasarana
Zedung Kamor 313U Bargunar]
L

nhya yarng
DipsiiharaDirehabillias) {Unit)
Jumizh Kengaraan

Ciras atau Kendaraan Diras
Jabatan yang Dipeiinara dan
Ditayarkan Pajaknya (LN

1.02.101.1.09 - Pemeliharaan

Ooerasionsl Stau Lanangan

102001 1.0 3U000s -
Pemsilharaan Mebel

Jumiah Paraatan dan Mesn
Lalnmya yang Dip=iihara (Unit)

102101 1. 030006 -
Pemslharaan Peralatan dan
MiEsin Lalnmya

Jumiah Gaedung Kammior dan

Eangunan Lainnya yang
DipsiinaraDirehabilitas (Unit)

1.02.101 1.03.0009 -
PemsihamRanfahabilias

Cegung Kantor dan Sangunan

Jumizh Sarana osn PrasaraEna
Gedung Kamor 3tau Bangunar]
Lal

nrya yareg
Dips=ilharaDirehabilias {Linit)

1.02.11. 10900040 -
Pemsiiharaanfahabilias
Sarana dan Prasa@ra Sadundg

Kanbor atau Bangunan Lainmys]

170




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

HNSPK DAN SASARAN

PROGRAM I KEGLATAN 1

KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN el LTI E LRl LT SUBKEGIATAN
] (=] 04 =) 0] o7
Leningkatry ot dan Jurmizh SLUD yang 1.02.01.1.10 - Peningkatan
clLpan ped Menyediakan Pelayanan dan | Pelayanan SLUD

ayanan
kesehatanpundk pada urit
BLUD melaiul penguatan
sistem, sarara, S0, dan
manajlemsan pelayaran

1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan

& Penunjang Pelayanan
BLUID

Meringiamya kualtas
Pelayanan Kesshatan

Milal I.ndahilit:ep.nsan
al (pasi=n) | Indeks)

1.02.102 - PROGRAM
PEMEMUHAN UPAYA
KESEHATAN PEROSANGAN
Dl LIPAYA, KESEHATAM
MASTARARAT

Jumiah Aiat Kesetratanisat
Perunjang Meadlk Fasltas

1.02.102.1.01 - Pesyadiaan
Faslitas Pelayanan, Sarara,

LE}'El"I.lﬂ Fesshiaian arg Prasarara dan A& Kesshatan
Desediakan (LN LN P Fujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daersh
Provins!
Jumiah Alat Keseha@nidat | | 1.02.02.1.01 - Peryediaan
Permnjang Medik Fasiitas Faslitas Peiayanan, Sarara,

Layanan Kesehatan yarg
Tepairhaa Sesual Sandar
{unit)

Prasarara dan A& Kesshatan
untuk LR Rujukar, KK dan
UK Fujukan Tingkat Diaarah
Prondns!

Jurmiah Fasliias Kesehatan
Lainnya yang Dibangun | Linit)

1.02.02 1.01 - Pemyediaan
Faslitas P=ayanan, Sarana,
Prasarara dan A& Kesshatan
untuk UKD Fujukan, LIKM dan
LKA Rujukan Tingkat Daersh
Provinsl

Jumiah Fasiitas Kesehatan
Lairmya yang Cilakukan
Fehabiitas! dan Pemsiharaan
Sarana, Prasarana dan Al
Keseraan (Unit)

1.0202.1.01 - Pemyadiaan
Faslitas Peayanan, Sarard,
Prasarara dan M=t Kesshatan
Lnhuk LGP Rujukan, UKM dan
LK Rujukan Tingkat Daerah
Proveins!

Jumiah Cbat, Bahan Hatis
Pakal, Bahan Meds Habis
Pakal, Waksin, Makanan dan
Kinuman d Fasiias
Kesehatan yang disedakan
Paket)

1.02.02.1.01 - Pesyadiaan

Jumiah Sarana, Prasarana darn

1.02.02.1.01 - Pesyadiaan

Hat K=sshatan yang Dilakukan| Faslitas Pelayanan, Sarana,

Rehablitasl dan Pemsdilharaan
oleh Rumah Saki {Unij

Prasarara dan A& Kesshatan
uniuk LFP Fujukan, UKM dan
MM Rujukan Tingkat Daeman
Prodns!
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{o)y fu=) {2 s {93} (7]
Jumiah Faslitzs Keschatan | 1.02.02.1.01.0002 -
Lainrmya yang Dibangun {LUnit) Fasiitas
Kesehatan Lalnnys
Jurmiah Faslitas Kesehatan | 1.02002.1.01.0005 -

Rehabiltzs! @an Pamaelhaaan
Faslitas Kacshatan Lalinmya

Jumlah Sarana, Prasarana dar
A= Wssshatan yang Dilakukan
Rehabiitas) dan Pemaihaman
cich Rumah Saki {Unk)

1.02.02.1.01.0002 -
Rehabitzs! @an Pemaelhaman
Furnah S=kit

Jurmiah Alaf Kesshatandda | 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaa)
Peranjang Madik Fasiitas | Alat Kesehatsn/sls Penuniang
Layanan Kesshatan yarng Wedk Fasilias Layanan
Disediakan {Unit) Kesehatzn
Jumiah Alat Kesehatanidia | 1.02002.1.01.0017 -

Perpnjang Medik Fasitas:
Layanan Kesshatan yarg
Tempalrara Sesua Sandar
unit)

Pemeiharaan Al
Kesehatanisat Penunjang
Medk Fasiiias Layanan
Kesehatan

Jumiah Obae, Bahan Habis
Paka, Eahan Meds Habis
Pakal, Waksin, Makanan oan
AMinuman d Fasliias
Kesehatan yang disedalkan
(2akst)

1.02.02. 1010027 -
Oiat, Eahan Habls Pakal,
Bahan Meds Habis Pakal,,
Waksn, Makanan dan Mirum
d Faslitas Kasenatan

Tersedanya Sistam Infiomas!

Fesshatan umnk Perencanaan

dan Pengambilan Kepuhsan of
Tingkat Daerah

Jurmniah Dokumen Hasll
Pengeiolaan Sist=m Infemnas!
Kesehatan (Dokumean)

1.0202.1.03-

MeningiaTya pemenuhan
kahutnan

Eompetens] S0

Kesehatan Rumah Salit

1.02102.1.03.0002 -
Pengedolaan Sstem Informas!
Hesehatan

1.02103 - PROGRAM
PEMIMGKATAN KAPASITAS
SUMBIER Do MSHILISA,
KESEHATAN

Jurmizh Sumber Daya Maniela| 1.02.03.1.02 - Pengembangan

Mutu dan Peringicaan
Kompesans! Teknis Sumber
Daya Manisia Kesehatan

Tingkat Daerah Provins!
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RP_MD YANG RELEVAM TUIUAMN SASARAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR SUBKEGLATAN
e [ a3 [l w5 (o) (20
Jumiah Sumber Daya Manueslal 1.02.03.1.02.0001 -

Kesehaian Kompetersl dan
KLGificas! Meningkat {Orang)

Peningkatan Kompsaisns! dan
Kislfkas! Sumber Daya
Wariesla Kesehatsn

A.02.0,00.0.00.01.0002 - RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah

- MENIMNGEKATHYA
KUALITAS DERAJAT
EEZEHATAN MASYARARAT

Mewwuudkan kusiias manusla
Provins] Sulaaes! Tengah yardg
sanat dan cerdas

Usla Harapan Hidug (tahun)
(Tahun

Meningkatnya kusiltas derajat
Kmfﬂﬂipm

Angka Kematlan 1bu jper
1D0.000 KH) jper 100000 KH)

Prevalens Sounting [Pendek
dan Sangat Pencek) Pada
Ealiia (%]

keringkatya Taia Kelola
Manajemen Rumah Sakt

Mial Akreditasl RSUD (Ml
Arecias])

1.02101 - PROGRAM
PENLNUAMNG URLUSAN
PEMERINTAHAN DASRAH
PRCAARS

Hilal Soreditasl REUD Madanl
JPaErouma)

1.02101.1.02 - Aaminisras]
Kelangan Perangiat Dasrah

102 1. 020002 -
Penyedaan Administas]
Pelaksanaan Tugss

ASM

Hilal Soreditas] REUD Madanl
JPaErouma)

1.02.101.1.06 - Aaminisras]
Urmum Perangkst Dasrah

1.02.01.1.05 - Agministras]
Urmum Perangkst Dasrah

Jumnizh Paket Peraiatan dan
santor yang
Disedakan (Paket)

1.02.101.1.06 - Aaminisiras!
Urmum Perangkst Dasrah

Jumnizh Paket Peraiatan dan
Periengkapan Hantor yang
Disedskan (Paket)

1.02.01. 1. 05,0002 -
Penyedaan Peralatan dan
Pefengianan Kamor

1.0 101. 1050005 -
Penyedaan Barang C=takan
| dan Penooandasn

1.02101.1.05.0009 -

Penyelenggaraan Ranat
Koordinasl dan

Konsultas] SEPD

Hilal AMorediiasl REUD Madanl
{Pariouma)

Jumizh Unit Peralatan dan
Pbesin Lairemya yang
Cesedakan {Lnit)

1.0201.1.07 -
Barang Mik Daerah
Penurjang

Unusan Pemerintahn Dasrah
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RPJMO YANG RELEVAN TUIUAN OUTCOME OUTPUT INDHKATOR: SUBKEGIATAN
ey et o [ fogr LA

Jumiah Unit Peralatan dan

Miasin Lairmmya yang
Disediakan {Lirit)

1.02.01.1.07 0005 - Pengadaan
Peraiatan dan Mesin Lalnmya

HNial Moredias! REUD Madanl
{Paripuma)

Jurniah Laporan Feryedaan
Jasa Komuniikas!, Sumber
Ciaya Ar dan Listik yang
Cisediakarn (Laporan)

1.02.01.1.08 - Penyadiaan
Ja3sa Penunjang Lrussan

Pemernniahan Dasrsh

Jurniah Laporan F'Eﬂ'e-:laar'
Jasa Peralatan dan
Periengkapan Kamtor yang
Disedakan {Laparan)

1.02.01.1.03 - Peryadiaan
<asa Penunjang Urusan

Pemernniahan Daerah

Jumiah Laporan Penyediaan
Jasa Komuniicas!, Sumber

Daya Ar dan Listrik yang
| Césediakan (L aporan;

Disedakar |

1.02.01.1.08.0002 -
Penyedaan Jasa Komunikas],
Sumbssr DFya Ar dan Listnk

Jumiah Laporan Penyedaan
Jasa Peralatan dan
Periengkapan Kanbor yang
Disediakan || aporan)

1.02.01.1.08.0003 -
Penyedaan Jasa Peraiatan
o3n Peflengkapan Kanor

Terperunimya Pemsiinaraan | Jumiah Peralatan dan Mesn | 1.02.01.1.09 - Permneliharssn
Barang MIlk Daarah Lainmya yang Dipeiihara (Unit) Barang MIK Daerah
Panunjang 'Unesan Penunjang Lrusan
Pamerriahan Daerah Pemeriiahan Dasrah

Jumiah Peralatan dan Mesn | 1.02.01. 10900006 -

Lainmya yang Dipeiihara (Unit) Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainrya

Terperunimya atar Jurniah SELUD yang 1.02.01.1.10 - Penirgicatan
Pelayanan dan Penuniang Meanyediakan Pelayanan dan | Pelayanan SLUD
Palayanan BLUD

Permnjang Pelayanan (Link
Keria)

Jumiah BLUD yang
Menyedakan Pelayanan dan
Pernmnjang Pelayanan (Uni
Kerja)

1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan
gan Penunjang Peiayanan
BLUID

Meringiatmya kualtas
Pelayanan Kesahatan

Milal Inceks Kepuasan
Mazyarakal T
Pelayaran RIUD (Indels)

1.02.02 - PROGRAM
PEMEMUHAN LIPAYA
EESEHATAN PERDRANGAMN
Do) IR A, KESEHATAM
MASTARAKAT

Mial Indeks Kapuasan
Masyarakat Terhadap
Palayanan REUD Madan

Jurmiah Alat Keseraanisa
Permnjang Medik Faslitas

1.02.02.1.01 - Permyadiaan
Faslitas Peigyanan, Sarara,
Prasarara dan Aat ®esshatan
Lk IUEP Rujukan, UM dan
LM Fagjukan Tingkat Caeran
Prowins!

Jurmiah Alat Keseramanisiar
Permnjang Medik Faslitas

1.02.02.1.01 - Pernyadiaan

Nk UKP Rujukan, UKM dan
LM Rujukan Tingkat Daersh
Provins!
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RPJMD YANG RELEVAN Ll Ll —L il SUBKEGIATAN
o [ o= fos) o)
Jurniah Fasitas Kesshatan 1.02.02.1.01 - Peryadiaan
Lainrya yang Dibangun (Unit) | Fasiitas Peigyanan, Sarana,
Prasarana dan Mat Kesahatan
uniuk LR Rujuksn, UM dan
KM Rujukan Tingkat Daersn
Prowins!
Jumiah Faslitas Kesshatan 1.02.02.1.01 - Pemyediaan
Lainrya yang Cilakukan Faslitas Pedayvanan, Sarana,
FRehablitasl dan Pemsdiharaan | Prasaera dan Aat ¥esshalan
Zarana, Prasarana dan Alat uniuk P Rujukan, UK dan
Kesehatan (Unit) Uk Rujukan Tingkat Daeran
Prowins!
Jumiah Obat, Bahan Habis 1.02 .02.1.01 - Pemyadiaan
FPakal, Bahan Meds Habds Faslitas Peayanan, Sarara,
Falal, Waksin, Makanan dan | Prasasra dan Sat ¥esshatan
Miruman d Fasiias unbuk LR Rujukan, UM dan
Kesehatan yang disedakan | UK Rujukan Tingkat Daeran
(Pakst) Prowins!
Jumiah Faslitas Kesshatan 1.02.02.1.01.0002 -
Lainrya yang Dibangun (Unit) | Pembanguran Fasiitas
Kesehatan Lalnnya
Jumiah Faslitas Kesshatan 1.02.02.1.01.0005 -
Lairrya yang Dilakukan Rehiabiitas] ssn Pamalharsan
Rehablitasl dan Pemelharaan | Faslitas Kesanaisn Lainma
Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan (Unit)
Jumiah Alat Keseraanisat 1.02 .02.1.01.0010 - Pengadsan
Peramjang Madik Fasiitas Alat Kesenatan/als Penunang
Layanan Kesehiatan yang Medk Faslinas Layanan
Disedakan (Lnit) Kesehatan
Jurmizah Alat KessehaiandAlat 1.02.02.1.01.0047 -
Perunjang Medik Fasiias Pamseliharaan Ala
Layanan Kesehiatan yang Kesehatan/Alat Perunjang
Temelrara Sesud SEndar Medk Fasliias Layanan
fJnit) Kesehatan
Jurmiah Obat, Bahan Habis 10202 1.01.0027 -
Pakal, Bahan Meds Habis Coat, Eanan Habls Pakal,
Pakal, Waksin, Makanan dan | Bahan Meds Habis Pakal,,
Mruman d Fasiias Waksn, Makanan dan Mrum
Eesehiatan yang] disedakan d Faslitss Kasahatan
(Pakst)
Terperuninya Layanan 1.02.02.1.02 - Permyediaan
Hagsnatan untuk LED Kesshatan unbuk LA
Rujukan, UEM dan UM Rujukan, Uk dan LIk
Fujukan Tingkat Daerah FLiukan Tingkat Daeran
Proving Prowins!
1.02.02.1.02 - Peryediaan
Layaran kKesshatan unbulkl LsH
Foujukan, UKM dan Lk
FL{ukan Tingkst Daeran
Prowins!
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NSPH DAN SASARAN

PROGRAM I KEGIATAN /

KETERAANGAN
RPJMD YANG RELEVAN TULILAMN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDHFATOR SUBKEGIATAN
o1} o= a3 o= =y {9y o7
¥a Sistem Jumiah Dokumen Hasll 1.0202.1.03-
I-rr:r'rxl FEEenatan Secam | Pengeiolaan Sisem irfomasl | Penyelenggaraan Sisbem
Terimegras Kesehatan (Dokumean) Infonmas! Kesehatan Secara
Terntegrasl
Jurmniah Dokumsn Hasll 1.02 102 1.03 000 -
Pengeiolaan Sisiem infommasl | Pengeiciaan Sstemn Informas!
Kesehatan (Dokumen) Kesehatan
A.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
- MEMIMNGHATHYA, Mewujudkan kusiias manusia LUsla Harapan Hidup [tahun)
KUALITAS DERALAT Provins! Sulawes! Tengah yandg [Tanun)
KESEHATAN MASYARAKAT | sshal dan cemdas
Meningkatmya kuaEilias derajat Angka Kematlan Ibu jper
KiEsenatan Masyarakat 100000 KH) {per 100000 KH)
Prevalans Stunting (Paendek
dan Sangat Pendek) Pada
Ealita (%)
Merirngkatya Nilal indeks Filal Indeks Kepuasan 102 M - PROGRAM
KEpUasan masyaraka masyarakat terhadan PENUNLANG URLISAN
temnadap pelayanan peiayanan UPT P2KT (%) PEMERINTAHAN DAERAH
PRCOAVIMSI
Meningkairya kualias Jurmiah Dokumen Hasll 1.02101.1.02 - Adminisras!
administras] Penyedaan Adminisras KeuEngan Perangiat Daerah
das=rah dalam Pelaksanaan Tugas ASH

penysesalan Tindakianu
Hasl Pemerksaan (TLHP|

1.02.01.1.02.0002 -
Penyedaan Aoministras!
Pelaksanaan Tugas

A

seningkainya Kamatangan
SPEE Perangkat Daeman

Jumizh Paks! Peraatan dan
Perlangkapan Hantor yang
Disedakan (Paket)

1.02.01.1.05 - AaminisTas]
Umum Perangkat Daerah

Jumizh Paks! Peraatan dan
santor yang
Disedakan (Paket)

Meningkainya Fualtas
Palayanan Pubilk Perangkat
Digerah

1.02.101.1.05.0002 -
Penyedaan Peralatan dan
Pefi Eamor

Jumizah Laporan Penyedaan
Jasa Komunlicas!, Sumber
Daya Ar dan Listik yang
Cisediakan {Lapsoran )

1.02.01.1.08 - Penyediaan
J3za Penunjang Unsan

Pemeriniahan Dassah

Jumiah Laporan Pvam'e-:laar'
Jasa Komuniicas!, Sumiber

Caya Alr dan Listik yang
Cisedakan Lﬂ:l:l'ﬂ'l

1.02.101.1.08.0002 -
Penyedaan Jasa Komunikas!,
Sumbssr Daya A dan Lisink

Lenl Penelinaran
Sarang MIIK Caersh

Jurmiah Kendaraan Panorancar
Ciras aau Kendaraan Diras
Jabatan yang Dipethara dan
Dibayarkan Pajakmya | LUnit)

1.02.101.1.09 - Pemaliharaan
Barang Milk Dasrah
Penurjang Unsan
Pemarnmiahan Dasah

Jumiah Sarana fan Prasarana

Gedunyg Kanor 3tau Bangunar
Lal

rrya yang
DCipsiiharaCirshabilias | Unit)

1.02.01.1.09 - Pemelinaraan
Barang Mik Dasrah
Penurjang Unsan
Pemedintzhan Dasrsh

176



Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN

PROGRAM | KEGLIATAMN f

U SASARAN OUTCOME OUTPUT DIKATOR KETERAMGAN
RP_IMD YAMG RELEVAMN L - SUBKEGIATAN
o) [hr] 23] (o o= (0G) (L)
Jumiah Kendarasn Parorangan 1.02.01.1.00,0001 -
bayarkan Fajaknya (UNt) | Pemelinaraan dan Pajak
Kendaraan Pemrangan Diras
Jumiah Sarana oan Presarana | 1.02.01.19.09.0010 -
Lainnya yare Sarana dan Prasamsna Gedung
Dip=SlharsTirehabilias (LUnit) | Kanbor sisu Banounan Lainmye)
Meningiatya Pelayanan Persantase Pl 1.02.12 - PROGRAM
Kesshatan bagl penduiuk Kesehatian bagl Pendudul PEMEMUHAN LIPATA
irisls ksssSnatan T Erisls Eesehatan | KESEHATAN FPERCORANGAN
akinat bencana dan'atau Skl Sancana dandaiau DA LIRAYS, KESEHATAM
]
WeningKaTTya JUmET Jurriah Dokumen Hasll Upaya | 1.02.02. 1 02 - Peryediaan
Panducduk ¥ang Mendapatkan | Pengurangan Fisiko Kisis Layaran Kesshatan unbuk LIKH
Palayanan Hesehaan Kesahaan (Dokumen) Fuiukan, UKM dan UM

Fujukan Tingkat Dasran
Proins!

Standar {Orardg

102012 1. 02 - Pemyedlaan
Layaran Kesshatan unbuk LIKH
Fajukan, UKM dan LM
Fujukan Tingkat Daerah
Prowins!

Jumiah Public Safety Center
(PSC 119) Tersadia, Terkeiola
an Tenl dengan
Fumah Sakit daiam Satu

fUnit)

1.02.02.1.02 - Penyediaan
Layanan Kesshatan unbuk LA
Fujukan, UEM dan Lk

Jurnizh Penduduk yang

Fjukan Tingkat Daerah
SHEEm pE"Iﬂ.I'm 3w Provins!
DCanurat Terpadu {SPEDT)

1.02.02.1.02.0001 -

Jumiah Public Safedy Center
(PSC 119) Tersadia, Terkedola
dan Ted dengan
Rurmrsh Sakit daiam Satu

Sislam Led: SRk o
Danurat Terpadu (SPGDT)
(unit)

1.02 09 1.07 0025 -
Penyedaan dan
Sistem an Gawa
Carurat Tespadu (SPE0T)

Jumizh Dokumen Hasll Upaya
Pengurangan Rislko Krisis

1.02.02.1.02 0026 -
Penguangan Rislio Friss

Kesehiatan (Dokumen’

A1.02.0.00.0.00.041.0004 - UPT Laboratorivm Kesehatan

HKesehatan
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NSPH DAN SASARAN

PROGRAM / KEGLATAMN /

KETERAMGAM
RPJMD YANG RELEVAM TUILAM SASARAN DUTCOME DUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
o1 R 23y o s o (L)
- MEMINGKATMYA Mewejudkan kusiias manusla Lisla Harapan Hidup [3hun)
KUALITAS DERAMST Provins! Sumwes! Tengah yandg {Tarun)
KESEHATAN MASYARAKAT | sehat dan cerdas
Meningkatnya kusilias deraiat Angka Kemaian Iou jper
Kesehatan Masyarakat 103,000 KH) {per 100L000 KH}
Prevalens Shunting (Pendek
dan Sangat Pendek) Pada
Eailita (%)
MeringsaTya Mial inoeks Milal Indeks Kepuasan 1.02.01 - PROGRAM
HEpUasan Masyarakat masyarakat terhadap PENLUMIANG URUSAN
teradap pelayanan peigyanan UPT Lankes (56} | PEMERINTAHAN DAERAH
PRCAVIMEI
Tersedanya layanan Jurmizh Dokumen Hasll 1.02.01.1.02 - Aaminisrasl

Peryesdaan Adminisiras
Pelaksanaan Tugas ASM
(DokLmen )

Keuangan Perangiat Dasrah

1.02.01.1.02 0002 -

Penyedaan Adminisiras Penyedaan Agministras]
Peiaksanaan TUgas ASHN Pelaksanaan TugEs
(DokLmeE )
SIS
Tersadanya Pakalan Dinas Jumiah Pakat Pakalan Diras | 1.02.01.1.05 - Aaminisiras!
SBepaa ATt Kelengkaoan | Beserts Aribut Keiengkapan | Kepegaaalan Perangiat
iPakat) Daerah

Jumiah Pakst Pakalan Diras
Eeserta Aribut Kengkapan
(Pakst)

1.02.101.1.05.0002 -
Pakalan Dires Besarta Alrbun

Katengkapanmya

Jumiah Laporan
FPenyslenggaraan Rapat
Koorinas! d&n Konsultas)
SHPD (Laporan)

1.02.01.1.05 - AaminisTas]
Umum Perangkat Daerah

1.02.01.1.05 - AaminisTas]
Umum Perangkat Daerah

Jumizh Paks! Peraiatan dan
santor yang
Disediakan (Paket)

1.02.01.1.05 - AaminisTas]
Umum Perangkat Daerah

Jumizh Pakst Peraiatan dan
Perlangkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

1.02.01.1.05.0002 -
Penyedaan PeaEiatan dan
Pefengicanan Kamor

1.02.01.1.05.000S -
Penyedaan Barang CatEkan
| S2n Penogandasn

1.02.01.1.05.0008 -

Penyelenggaraan Rapat
Koominas dan

HKonsulias| SHPD
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NSPHK DAN SASARAN

PROGRAM | KEGLIATAN §

KETERANGAMN
RP_MD YANG RELEVAM TUJUAN ouTPUT INCHKATOR SUBKEGIATAN
o) [une] o (aa) [{a0]
Tersaedamya S3rana dan Jumiah Unit Peralaian dan 1.02M.1.07 -
Prasarana serta Peralatan dan | Mesin Larmmya yang Barang Mik Caerah
Mesin Pendullng Gemury] | Disediakan Uit Penuriang
wantor
Urisan Pemenntan Dasrsh
Jumiah Unit Sarana dan 1.02M.1.07 -
Prasarana Gedung Eantor atn] Barang Milk Dasrah
Eargunan Lainnya yang Penuriang

Diseciakan {Unit)

Urusan Pemeanintah Dassah

Jumiah Unit Peralatan dan

Mi=sin Lanmya yang
Disediakan (LUnit)

1.02.01.1.07.0006 -
Peraiatan dan Mesin Lainnya

Jurmiah 'Unit Sarana dan
Prasarana Gegung Kantor atany

Eangunan Lainnya yang
Cisediakan [Lnit)

1.02.01.1.07.0010 -
Sarana dan Prasaara &=d

Kantor atau Bangunan Lal

Tersedanya ldyanan [asa

Jumiah Laporan F'mye-:laar
Jasa Komuniiczs],

Caya Ar dan usm: yang
Cezzclakan | }

1.02.01.1.08 - Pesyediaan
Ja=a3 Penunjang Unsan

Pemarmtahan Dasrah

Jurmiah Laporan Peryedaan
Jasa Pelayaran Umum Kanior

yang Disadiakan (Laporan)

1.02.01.1.08 - Penyadiaan
<33 Penunjang Unisan

Pemeiintahan Dasrsh

Jumiah Laporan Pvam'e-:laar'
Jasa Komuniikas],

Caya Ar dan usm: yang
Cisedakan Lﬂ:l:l'ﬂ'l

1.02.01.1.03.0002 -
Penyedaan Jasa Komunikasl,
Sumibs=r Daya Alr dan Listrik

Jumiah Laporan Pvam'e-:laar'
Kanor

Jasa Pelayaran Umam
yang Disadiaian (Laporan

Meningkaimya Pemelinaraan
Barang Mk Dasrah

1.02.01.1.03.0004 -
Penyedaan Jasa Pelayanan
Ui Kanior

Jumiah Ksndaraan Dinas
al 3tau Lapangan

1.02.01.1.09 - Pemeliharaan

Jumiah Peralatan dan Mesn
Lainmya yang Dipeinara [Unit)

Jumiah Sarana dan PrasaEna
Gedunyg Kamaor Jtau Bangunar

nnya yang
Cipafinaras/Dirshabilias) {Lnit)

1.0201.1.08 - Pemaliharaan
Barang MIK Dasrah
Fenuriang Lirsan
Pemeiniahan Daersh

1.0201.1.09.0002 -
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NSPH DAN SASARAN

PROGRAM i KEGIATAMN §

SASARAN OUTCOME KETERAMNGAN
RP_IMD YAMG RELEVAN TUJUAN OUTPLIT INDHKATOR SUBKEGIATAN
o1 o a3} o o= () [{]
Jumiah Paralatan dan Mesn 1.02.01.1 090005 -
Lainnya yang Dip=iinara [Unit)] Pemeinaraan Pesalatan dan
Mesin Lalnmya
Jumiah Sarana dan Prasasrana| 1.02.01.1.09.0040 -
Cedung Kanor aiau Bangunar] Pemsihamanfahabilias)
Dip=ilharaDirehabilias (Unit) | Kanbor atau Bangunan Lainrmysy
MeringsaTya Prooors! Sampa] Persentase Sampel yang 1.02 02 - PROGRAM
yang dpesik=a sesual standar dperiisa sestal sEndar () | PEMEMUHAN LIFAYA,
KESEHATAN PERCORANGANM
OS] LIPS, KESEHATAM
MRS AFARAET
Tersedanya alat Jurniah Alat Kesshaianisiat 1.02.02.1.01 - Pestyadiaan
¥esehalan/Mat Peranjang | Peramjang Medik Fasiitzs | Fasiitas Peiayanan, Saara,
medlk dalam Pelgyanan Layanan Kesehatan yang Prasarara dan Aat Kesshatzn

Laboratorium Kesehatan

Cesedizkan (Lt

umiuk P Rujukan, UKM dan
LM Rujukan Tingkat Dasran
Proeins!

Jumiah Alat KesshaiandAlat

1.02 02 1.01.0010 - Pengadaan
Alat Kesenatanisla Penunjang
Wedk Fasliias Layanan
Kesehatan

Tersedanya operasional
pelayanan Lanoratonum

Kesshatan untul LIKH
Fufukar, LKM dan Lk
Fjukan Tingkat Daeran
Proins!

1.02.022.1.02 - Penyadiaan
Layaran

402000000, 00:0.01.0005 - UPT Badan Pelatihan Keseshatan

1.02.102.1.02 10031 -
Operasiona Pelayanan
Faslitas Kesshaian Lalnmya

- MENINGEATHYA
ELALITAS DERAJAT
KESEHATAN MASYARARAT

szweudkan kusinEs manela
Provins] Sulawes] Tengah yandg
sanat dan cerdas

Usla Harapan Hidup (ahur)
[Tahun)

Meningkainys kuaitas derajat
Kesenatan Masyarakat

3 Kematlan 1bu A=l
100.000 KH) {per 100,000 KH}

Prevalens Stunting (Pendek

Meningatya M3l indeks
KEepUSEan Masyaraka
tematan pelayanan

1.02.101 - PROGRAS
PENUNLIANG URLISAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PRCAIMNSI]

Pamyedazn saminisTas!
PalsiEanaan Tugas A5H

1.02.01.1.02 - Aaminisas]
Keiangan Perangiat Daerah

1.02.01.1.02.0002 -
Penyedaan Agministras!
Peldksanaan Tugas

ASM
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MNSPK DAM SASARAN PROGRAM | KEGIATAM §
KETERAMNGAM
RPIMD YANG RELEVAN TUIUAMN DUTCOME DUTPUT INDHKATOR SUBKEGLATAN
T} oy ) s ) fo7]

Pamyadaan Peralatan dan Jumiah Pakst Peraiatan dan 1.02.01.1.05 - Asaminisiras]

Perengiapan Kanor Hantor yang Umum Perangkat Dasrah
Disedakan (Paket)
Jumiah Pakst Peraiatan dan 1.02.01.1.05.0002 -
Periengkapan Kantor yang Penyedaan Peraiatan dan
Disedakan (Paket) Peflengiianan Kammor

Penyedasn JaEa Komunikas | Jumizh Laporan Peryediaan | 1.02.01.1.08 - Panyediaan

SuUmberdaya, Ar dan Lisink

Jasa Komunlicas!, Sumber
Caya Ar dan Listik yang
Cisedakan :Lﬂ:l:l'ﬂ'l:

Jasa Penunjang Linsan
Pemenntahan Dasrah

Jumizh Laporan Feryediaan
Jasa Komuniicas], Sumier
Ciaya Ar dan Listik yang
Cisedakan (Laporar)

1.02.01.1.08 0002 -
Penyedaan Jasa Komunikasl,
Sumbssr DFya Ar dan Listrk

:'E-I'TEHGH'IJEE
Damelinaraan, Elaya
Pamelinaraan, Paiak dan
Panzrnan Kenderaan Dinss

Operssional 33U Lapangsn

JUmiah Fengarasn Dinas
Operasional atau Lapangan

1.02.01.1.09 - Pemalharaan
Barang Mk Dasrah
Penurjang Unsan
Pemerniahan Dasrahi

1.02.01.1.09.0002 -

Perizinan Kendaraan Cinas
Cperasional atau Lanangan

Pamelinaraan’ Rehablitzs]
Sarana dan PrasaraEna
Pendukurg Sadurg Kantor
ataw Bangunan Lainnya

Jumizh Sarana osn Prasam@Ena
Pendukung Gedung Kanor
atau Bangunan Lanmya yang
Dip=iharaTirshabilias {Unit)
Jumizh Sarana oan Prasamana
Pendulkung Gedung Kanor
atau Bangunan Lainmya yang
DipsfiharaDirzhabilias) {Unit)

1.02.01.1.09 - Pemelharaan
Earang Mk Dasrah
Penunjang Lnsan
Pemesiniahan Dassah

10201 1.09.00M1 -
Pems=lihs@EanFahabilnas!
Sarana dan Prasaara
Penculung Geturg HKantor
atau Sangunan Lainmya

Pamelinaraan’ Rehablitas]
Sarana dan Prasarana
Pendukirg Sedurg Kantor
dan Bangunan Lainmya

Jumiah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipeiinara [Unit)

1.02.01.1.09 - Pemelharaan
Barang Mk Dasrah
Penurjang Linsan
Pemeriniahan Dassah

Jurmiah Peralatan en Mesn
Lainnya yang Dipeiihara [Unit)

1.02.01.1.09.0006 -
Pemaliharaan Peralatan dan
Miesin Lalnmya

Meringiatya Persemase
SDM Kesshatan yang memill
sertifikat pelatihan dan SEP

Persantzss SO kesshatan
yang Memilkl Sermkat
Peiatihan dan SHP (%)

1.02.03 - PROGRAM
PEMIMGHATAMN KAPASITAS
SUMBIER DA, MSHILISLA,
KESEHATAN

1.02.03.1.01 - Perencanaan
Ketubunan Sumper Daya
Warusla Kesshatan umuk UK
dan UKP Prowins!

1.02.03.1.01 - Perercanaan
Kebutuhan Sumber Daya
Marusla Kesshatan umuk KK
tan UKP Provins]
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

PROGRAM [ KEGIATAN /

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN

[l w2 93 (o w3 (oa) {o7) (og)

Peningkatsn Kompetensl dan | Jumiah Sumber Daya Manustal 1.02.03.1.02 - Pengembangsn
¥uaifikas Sumber Daya Kesehatan Kompelensd dan | Mutu dan Peningiiatan
Manuela Kesehatan Kusifias! Mesingkat (Orang) | Kompssens! Tekris Sumber
Daya Manusta Kesehatan
Tingat Daerah Provins!
Jumiah Sumber Daya Manusial 1,02 03.1.02.0001 -
Kesehiatan Kompetens! dan | Peningkatan Kompetens] dan
Kusiifiias! Mesingkat (Orang) | Kusiifkas! Sumber Daya
Manusia Kesehatan
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Tabel 4 . 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026-2030

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAKGE URUSAM ! PROGRAM | OUTCOME BASELINE ERANG

QUTCONE ! KEGIATAN ) mm-lci“_;'rpi_r[ L TaAHUN 2025 2027 2028 M 030 = D.AE?AKI-fT HETERANGAN

SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET FaGL TARGET PaGL TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET PAGU
o) o) 03 g {05 o) {07) 108 o) {1 (1) 3 {13 (14 15
1.0 - URLEAN PEMERINTARANN
et 580 285 661 700,00 SO0 115508 £54, 58 B4 135 127, 965,01 03 158 85704 55 T4B T80 20 33 30
0201 - PROGRAM FEMUNING
URLIZAN PENMERNTAHAN DAERAH P £ 1TE 1960 063,00 450,260 70 164,50 476651 457 520 12 512 565 (06 504,70
PROVINS
1.1 0.00 000,000

Mssincimtrrys: Wimiie i Fci Irsten iemmansi ESolen 76 80 166150001 557,00 a2 185 851,440 557,00 24 109, 440 £ 060,00 8 214,566 179.563,00 52 1 7oa g zasny | U0 Dinas Hesahatan

Femeintatan pata Perangial Dee s

Peranghat Dasnah (roeis]

10207.1.04 - Pafencanaan,

Penganggaran, G Evalsi Kinsja 1000 CERC N0 00 1002 TE8 481,00 1077333 727 00 1.1580 477 548 00 125181704580
Perangkal Caeah
i Diala ETatst Sexdora
THEIGRATTTYE b las pereandan Drirbrah yang Telah Dhumpuban e . —mr . . . s
pnguisnan, seshussl & padapansn ki) das Dipariias L inglap Pamagist i 1000 (D0 O i O3 728 441,00 1077353 T O 1,158 447 548 0 il 61 817 5 B0
Ciassrah |Chaba)
it Dakunan Penefanaan i i B . i
Peranghat Caerah (Dobume)
it Lapenan Sealuas Kinefa 1 1 . . 1
Perarghai Daerah (Laporan)
Jarnda Duzborran Haml
Penpeergoaraan Wabdala 1 4 B ‘ 1
Pafediiing Satiil Saotal
Craserah |Chobrmend
1.02.01.1.01. 0001 - Permyusin
ki Paferohaan Parangiat 250 00 D00, 00 60 047 123,00 e 0 43700 220 254 412,00 2 004353 00
Craerah
k- r ) =1 r g .
Tamusurunym Ciclemrian Peransmmnn  (-Smeriah Gl Fammme 1 50 (00U 00 1 260,047 123,00 D5 B0EL 4 3200 230 864.412.00 1 32 004 255,90
eranghal Caerah Peranghal Dasrah (Dol
1,001 1. 01, D007 - Eval sl Fineria - N N I
e i Daarsh 250 D0 D00 00 280 T 123.00 255308 43200 220.264.412.00 FT2OM.253.90
i 250 Dl D0 O 1 IR0 4T 12300 D B0 45200 2840 25441200 1 32 004353 50
1.02.01.1.01. D008 - Pelaksanasn
Panguimsdlan Dals Slalsii Eabonal S0 Dm0 D0 01 3. 368 547,00 T 1TL1800 47205 254 00 ITL48C 10888
Caagrah
izl Dils ot Sekioral
Tl wbha v Pangirmsan Duis it iy Tk DL ilan s T ; - S B 5 B —
Sraiiaiii Bakional Dasrah dam Diperiisa Lingius Pemngia " e = == =
Drserah Dot
1.02.07.1.01. 0000 - Peryslenggaran
Whiabckiala Paredubunyg Sttt Sekdonal 200 D0 D01 O 280, TET S08.00 i T8 00 31283, 530,00 I50EE A0 12
Caagrah
izl Desbosvenn Hasd
Temsengrannya Yakdala Pendobung | Peydengdanaan Wakdals m— - gan Tan P ——— . i
Srtatiik Sekional Dassrah Pl ing Stathi ) Sedor al ! S ! e FEAR T VLA FAn Al ! FIRMAE
Db [Drkumny
1,020 11 - Aduleisiomat Knusngen 150 750,001 557,00 18434774, 106,00 1064 700 907 S5 00 DU5.564 74170000 206 20,777 516,45

Peranghai Dasrah

Proring Sulanees
Tergah
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDAMNG URLUSAM | PROGRAM | BASELINE
INDIKATOR OUTCOME § PERANGKAT
DUTCONE | KEGIATAN ! OUTPUT TaHUN 2025 2027 28 ME 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBHKEGIATAN OUTPLUT 2024
TARGET PaGU TARGET PaGU TARGET PagGy TERGET PaGL TARGET PaGU
{01} a2 o3 o4 03] o ) {35 ey a (11) (13 (13 14 3
eI AT e a A el s
e aTgan Cefanghal dasran dalarm Jrnbah Ovang ang Wened ma S R - . S . - — . R e A
ey e 1 50 750 001 557,00 1 157 434.771.109,00 164 716 507 BEE00 206,564 T&1.700.00 1 P8 T TTT S06.45
i boaaan | TLHF
Dol Dvosmesn Bahan
Targgapan Pemersaan dan 1 1 1 . . 1
Tirechai Lanujurl Pedreeribe e
| Dok ameen)
Moy Deedosrvuse Prenata satman
dan Penguianverfkasi Keuangan i 1 | 1 i i
EXFD {Debuman)
Jdormiah Laponan Feuangan Akhin
Tabwwrs SHPD diss Lagwsran Hassd
Koz P enyLrsura n g an i 1 | 1 i i
Keuangan Akhir Tahun SHPD
|Laoran)
S R A B T T 80,000,001 557,00 120 581 530 230,00 103000 072 366,00 208 565 175.473,00 T35 301,064 TEA TS
unjangan &S
Termediarya Gaf dan Tenjangan ASsy | Aomiah Dnang jyang Menadma Gag 1 150,000,001 557,00 1 150 661 030 230,00 1653 B2 072 3665000 D02 656 178.473,00 1 05 301,064 TEA TS
dan Turjangan ASH {Onang Bulan)
1.00.07.1.02 D03 - Pelaksanaan
Fismmbumatumsr e 50 OO0V, 00 260,047 123,00 G 0 43200 220.864.412.00 32 004 253,00
P g farivie i Keuangan SHPD
R o Jormiah Dobman Penatausahaan
e L T dar Ferguiantverifkasi Keuangan 1 1 50 D00V, 00 1 260,847 123,00 G 0 4 3200 220.864.412.00 1 312 604.253,00
Pemguiariveifus Feuangan EPD [ A
1002001 1. 02 005 - Haoorehnas] G
Penyusunan Laporan Keangan Ak 50 000U, 00 60,047 123,00 P 0B 2 0 250 854.412.00 33 004 753,00
Tahun EXPD
~ =
Termasianys Laporan Hasangan Akni [ Jree L SES0R MEUABAN AL
Tahisn EHPD & ks
J:‘_:‘u'f_;?;: :"“‘:'-4‘_'_"_' Hiispcfinasd P esyLrsinaa n Liscoran 1 1 250 000000, 00 1 250047 123,00 D S 4 O 2E0.864.412.00 1 T3 004 253,80
: Keuangan Akhir Tahun SHPD
K SHPC
s Adkhir Tahun SKPD: .
702007, 1 2 D00 - Pengeksiaan dan
Perwiapar Baran Tafrgasan 250 000000, 00 250,047 123,00 D 08 432 D 250.854.412.00 32 004 353,00
P e e B
Tewediarma Dokumen Baha ;:"“i_l::'r';'::';f_;l;il dan
Targgapan Pemeriaasn dan Tndak | o ran Pery . 1 1 50 000000, 00 1 60047 123,00 D B0 432 0 250 554.412.00 1 32 004.753,00
st i edak Lant Pemeriaais
[T ]
1 0C.01.1.03 - Aminisias Barang Mk
Wmpreh e 00 D00V, 00 301, 136 547,00 AT 15,00 347 505,266, 00 375 485 10868
Ferangkal Caerah
o N Jrniah Lapenan Rekoralias dan
__ﬁ‘dﬂ';:“':' ratabeleld b Penyumunan Laporan Sarang Wil 1 300 D00 000,00 q 3 EEsaT0 | 1 32170 115,00 1 347 525 265 00 i I7E 455 104,85
pansng Diasrah pasda SEFPD {Laperan)
Jormial Laponan Pefiats sahaan
Earang Wilk Datrah paca SHPD | 16620000 1 1 1 + 1
|
Jsimiah Foenioita Habyutiuhan
Earang Willk Daenah SKPD T 54480 1 1 1 + 1
| Crbousmeen)
102004, 1. 0F5 D00 - Peafrpusunan
Penencanaan Hecut-han Barang M. 100 DE0UD00, 00 100, 37E.540,00 07T AT 115.541.765,00 125 451 704,58

Caagrah SEPD
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

BASELINE

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

INDIEATOR OUTOOME § PERAMNGKAT
QUTCOME | KEGIATEN ) OUTPUT TAHUM 2025 22T riir ] HE 2030 DAERAH HETERANGAM
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaG TARGET PacL TARGET PaGL TARGET PAGL
(a1} oy o3 04 {05) o) {07 {085) f50) {10 (11) 73 13 {14 3
Termedianya Rencana Kebuluhan Barang . - . .
. e Ty TE, S48 1 1100 000,000, 00 1 100, 37E.540,00 115.541.765,00 1 125 151 704,58
120011, 05 D005 - Rekonalas dan
Peryusuran Laporan Barang bk 1001 DA% DO, O 100, 37E 240, 00 SO7 T AT 00 115,541, 768 0d 135 51. 701,68
Cwerah penia SHED
el akSa s Rekormdusi da hoTkan Lapetan Rk ond s can
Peryusunan Lapoan Barang Mk Penyusunan Laporan Barang Wik 1 1100 000,000, 00 1 100, 37E.540,00 115.541.765,00 1 125 151 704,58
Cwerah pacia SKFD Diaveralh pacia SKFD fLaponan)
L0110 D006 - Penalacsahaan
Ebmmaryg MK oty pacie 11001 500.000,00 1000, 378 348,00 H7 T 3700 115 541, 785,00 135 461 704,58
SHFD
et Ny P L ™ B e - [ P R
15, Dot i ST £3, 20000 1 1100 000,000, 00 1 100, 37E.540,00 07725 373,00 115.541.765,00 1 125 151 704,58
D0 1. 05 - i i T Pt oo i _ - — P -
gt D 350 000,000, 00 361,306 572,00 770 BOE 0 406 TOE. 177,00 435 (6 065,48
himkan CHang yang Mengieu
FrhEr i g o b e S Esirrizargan T e, | e e Lisk . o . S . R —
v, Ltk Parmian Peratam L | 28035500 1 350 000,000, 00 1 351,335 572,00 7T B0, 06, TOE. 177,00 1 435 D65 065,45
[Cvang]
hombaly Dusbosrreen Perecialsan dan
Peroahan Adrinsrasi 9 1 1 1 9
I 1 [ Db
rrian Desbosmmeen Menloning
Evabuasi dan Penilaian Kinera i | i i i
Pegarwai {Ceboomesn|
1 I0-01.1.05 D003 - Pendataan dan
- ——
Sgialer Adednist 1100 060,000, 00 100, 37E.540,00 07 T2 373,00 115,541, 765,00 125 451 704,58
= e e
o R i Deklfresn Pendaaan da
wlalaaranys Pantalaandan | pgnosgnan A i 1 100 (0000, 00 1 100, 378 248,00 07 TR 3700 116,541, 766,00 1 125 961.701,58
Pergolahan Adminatras Kecagawaian
Koepegaraaian | Dokumen)
10007, 1.05 0005 - Menloring, Evakssi,
Ehe Pk i 100 (00U, 00 100, 378 248,00 07 TR 37300 115,541, 766,00 125 961.701,58
SHegurwa
S —_ | Somiah Dotarman Menioring
arlalaaranys Monitang, Evalisal, dan | e, oy an Parilsian Kirer 1 100 (0000, 00 1 100, 378 248,00 116,541, 766,00 1 125 961.701,58
Serddar Hirefa P e e Peg iDiskasran)
A1, 05 001 - Eabingan TeRTi
yplarsaniu Fme: s 150 (00U, 00 150, 658 374,00 51 535 55,00 173.§12.647,00 187, 742 562 34
Pl e P reiasrgg an
Tutaksararys Bimbingan Tenis e Orong rang Mangiod
Tk fTeeiTla Penalir an ety 250, 35500 1 1150 DXO0UD0H, 00 1 150 586 274,00 61 535 D55, D0 173512647 ,00 1 187 742 552, 34
N Peratwan Fenordang-L reng an
P o Fog-Ll e i -
[Cwang])
1 2001.1.06 - Administraai Limum - B
e e 500 00.000,00 401 515.306,00 430653 401,000 453 TET. 060,00 500 645 806 24
hrmikan Deborresn Drukongan
A by BTy 3P IFadolonarsammr, i s 1 £00.000,000,00 1 401.515.205,00 1 430,553 451,00 1 £53.767.060,00 1 500,648 508,24

e gt A ran

Berbasis Beldronik pada SKPD
[Crsbuimsan

bty Desdosrreen Prebo s bhaan
Ay Dinaimes: pada EKPD

[l o ]
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URLUISAN ! PROGRAM Y BASELINE
IHDIKATOR OUTCOME § PERANGKAT
DIUTCOME | KEGATEN ! OUTPUT TaEHUN 2025 22T 2028 HE 2030 DAERAH KETERAMGAN
SUBHEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaGU TARGET PaGy TARGET PaGL TARGET PaGU
{a1) 52) %3 o4 {05) o) 7] {5 (5% {1 {11) 73 3 {12 3
ThEn Lapetadn Fenip engoal aan
P Koohings dan Konsulas 1 1 1 1 1
EHPD {Laporan
10C2 0. 1 (0L WNHD - Prvp by rn
Fmpt K
b 200 DO0UH00,00 200, 77 508,00 215,448 745,00 231 283 530,00 26037340313
Konsuilasi BHPD
. hThEn Lapean Fenipe engoal aan
FL-TH L Par gar x
e Frazait Koorinas dan Kondutas 1 200 8001 O 1 200, 75T £08,00 TS 48 T 00 3 S 30 00 1 250 373 403,52
iceordinasd dan Honsullss SHPD s
EXFD {Laporan)
10E2 0. 1 006 MDD - ol sea biars e mar I [ e rd T
p I s e 1100 D000 0 1100, 378 548,00 o7 TR 115,541 765,00 125 551 704,58
R A | domian Deckmen Penatmusahaan
Feralaaranys Panatuaahaan Amip |4 renamis pada BHPD 1 100 D00V 00 1 100, 378 248,00 116541 766,00 1 125 961.701,58
D P SFKPD -
| CrblLimeen)
101 D D01 - Dhulasngan
Ple s Sater P i et a 1100 D000 0 1100, 378 548,00 07 TR ITI00 115,541 765,00 125 551 704,58
Blerbarsin B akironi pads SEPD
- v, Dk Dkangan
et absarry i Dubongan Pelaksar humngan
Sistarm Pameinlahan Sertasis Elsknoni El‘."‘"""",g"" e 1 100 DO0UD00 00 1 100, 378 248,00 07 T2 ATE00 116541 766,00 1 125 961.701,58
S e seraais Eleicronk pata SKFD
[ CrbiLirmeen)
T g T p i O e i "
T BN PN Nl o . - - .
o i g s a7 R
— o o a o o
10201 1.07 - Pangadasn Barang MEK
Ll o 200, D00, 00 00,757 £98,00 15 446 745,00 23 25353000 250.323.405,12
LUnisar Parmerinia D ah
| N _ vl L Earana dan P s
T it B a8l | Giackeng Kantor atau Eangunan 36 93023 2 200 A0 O 3 200, 757 £08,00 2 TS 48 T D00 2 3 B3 530 00 2 250 373 403,52
o g Lasrinya yang Diseckasan [Lna)
7001 1,07, 0070 - Pengadaan Sarna
dan Prasarana Gedung Hanisr atau 200 A0 O 200, 757 £08,00 3 B3 530 00 250 373 403,52
Elangunan Lainma
Termetiaived S dan Prakarang ~Sevital L Clnrmen £ Pum———"
- e g, | Eeckng Hantor atay Bangur 36 93023 2 200 8001 O - 200, 75T £08,00 2 TS 48 T 00 2 3 S 30 00 2 250 373 403,52
Sbisng Hamor ata Bangunan Laintyd || v yang Disadalan (L
40620 1 6 - Parpeiaam Sasa
e 1500 D000, 00 506,687 735,00 16165 860 G530 1730 126.472.00 77,426 523,38
Pamerintahan Coestah
. . sl Lapodan Peryadiaan s
_:;MJ';::"“"' Peaanan PULES | o vanan Limasm Hanier yarg 1, 97510 - 1500 DOCUD00,00 - 505 BED 736,00 2 1615850 555,00 2 1.730.126.472,00 - 577,426 523,38
oAt Drisetian b [Laspporan
1 CREL 1R MNH — Farymeinam - 1500, DO0UH00,00 S05, 8232 736,00 1615850 553,00 9. 126.472.00 77.435.525,38
ehirpanan Lmum o
e aaa P Lmum usrlay Lapodan Permyodiaan s
g ® P Dma Hamer yang 1,4TE10 -] 15000 0000, 00 Z 15005 622 736,00 2 1615 860 GE5, 00 ] 1730 126.472,00 -] 1577425 523 38
e [ g
102011, 07 - Pesrelifaraan Bararng Wik
Craenah Penunjang Linsan Pementahan 5650 D000 00 £52.457 518,00 OO0 T G2 0 753 EH AT200 13 551.060,14
Craerah
Ther i (e T 11 D ey (i | borrdan Pevatatan dan Wesic - e - - R .
P e s 2 5650 D000 00 3 £52.457 518,00 2 OO0 T 1 2 753 EH AT200 2 13 551.080,14
rmikan CeemBung Kl dan
Esangsnan Lainrya garng 2 =z 2 2 2

Drigetd i aDineha bl sk [Linic)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAME URUSAM ! PROGRAM ! BASELINE
INDMKATOR OUTOOME 1 PERANGHAT
QUTCONE | KEGIATAN OUTPUT TAEHUM 202% 2027 2028 HE 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaG TARGET Pacy TARGET PaGL TARGET PaGL
o) 52 EE N 05 0] o 08) 100 7] ) e IiE] ) e
Joimia P san PErTangan
DCrirnaes atins Foerar san Dimnas 2 - 2 2 2
Jatsatan yarg Dipebfara dan £
Drisary ki Paadcrrpa [Linet)
1000 1. 00 D00 - Pesrvpeatiaan Assa
Peme haaar, Baya Feame i aan da R o —
e s ) 35 H00.000,00 306,731 260,00 50,100 861,00 3TE.S90.736,00 406,775 530,07
Herndaraary Dines b
Towetianma Jass Femeline san Barea N @ Fendarsan Peroranga
Feme haaar dan Pajah K erdanas Dviruies ki ¥ rockan anr i - . R N . e e T - .
P g D nas atau Hendarasn Dinas | Jabatan varg Digebhara dan “ AREA LN “ S L2000 2 S50 TN e 00 2 P A, T “ LTI N
Jadsatan Drisary b Pajadcrrpa [Linet)
1001 1, 09,0008 - Pemelfanan - PR o E
e 1100 00,00 00 10, 378.548,00 07 739, 372,00 115.541. 765,00 125 961 701,58
Tt akmanary a Peres e an Pedaa - _ o - . - o= .
s NASsi Lainnys 2 pleali s el il Z 100378 240,00 2 2 115,541 765 00 2 126 581 701,58
T 61 1 78, 00 -
Pemelhaman/Rehstillas Geduarg 205 B00.000,00 295,852 430,00 D43 377 BE5,00 260 865.071,00 281612626 54
Hardor dan Bangunan Lainnmya
Tetaksarara Cepntiingg Harlor diar
PemelhamanRehstillas Geduarg ) Lisinrya yang 2 205 B00.000,00 2 295 BE2 430,00 2 243 377 BEE,00 2 260 865.071.00 2 281612 628 54
sarier dar Banguran Lainiya it ifvar aTirshua bl ek { L)
1000 0000100
Mgsiinghumbrry Wil Aurivien Fopessm | WSialRuriadey Fipussmny et B B3 306000000000 | 54 206155450500 | &5 apesmecpevo0 | Be isegoaEmand | &7 ]
iy v bl D s poehavia et terhadap palayanan UPT P2HT (5] . ot : L 5 wﬁn
Terpdu
10201 1 (2 - Achvd rast ki Fauangan - . = —
i e P 150, B00.000,00 150,568 274,00 1586 055,00 173,542 847 00 187 T4 552 34
eninghatTiea Ko lias et resdrasi -
B B e Fa et et Desbourvann Hasd Penyedaan _ ) ) i R .
Adiminisirasi Pelabaansan Tugss 1 1 150, B00.000,00 1 150,568, 274,00 1586 055,00 173542 847 00 1 187 T2 552 34
oy b an Tirvckasdan it Hasd p el
Pemeritsaan | TLHF) L s
1001 1 02 D002 - Perpediaan
= = =
hfiriobroms) Faenarsamsry g 150, B00.000,00 150,568 274,00 61,586 055,00 173,512 847,00 187 T2 552 34
AN
— —— - Dotaavan Flasl Penysdaan
Temeianed Acinsias PAARNAn | ninisires Peiaksanaan Tugs 1 1 150, B00.000,00 1 150,568 274,00 161 586 055,00 173,542 847 00 1 187 T4 5E2 34
- RSN (Dubumen)
1 SEEL 100 = it | A 1150, B00.000,00 150,568 274,00 61,586 055,00 173,542 847,00 187 T2 552 34
Peranghal Casrah
. Jurmbahy Faket Perakitan dan
Meninghatnya K sFeE
pr g e Perenghsgan Kantor yang 1 1 150, B00.000,00 1 150,568, 274,00 1 61,586 055,00 1 173542 847 00 1 187 T2 552 34
Credian b |Pakat]
1001 1 06 D002 - Perpediaan - - I -
LEEDL Lo 00 - 150, 600.000,00 150,568 774,00 51 585 055,00 173512 847 00 187 &2 562 34
Tewetianya Peraitan dan s Palioal Parutater fow
Emae iy a Perengiugan Kantor yang 1 1 150, B00.000,00 1 150,568 274,00 161 586 055,00 173,542 847 00 1 187 T4 5E2 34
waln g ey Db [Pk}
1001 1. 06 - Py e Jama
Pmemjang L= 150 000L000,00 160,568 374,00 51 535, 055,00 173,612,647 00 187,743 552,34
Permerintahan Coasrah
N Joimian Laporan Pefpetiaan Jas
= =
peringhatiiya Mualias Pelayanan PUSK || omuniasl, Sumer Daya Ar dan 1 1 150, B00.000,00 1 150,568, 274,00 1 61,586 055,00 1 173542 847 00 1 187 T2 552 34
Listvii pang Disediaban (Laporan]
1 SCREL1LIEMN - FarymeSinm - 150, B00.000,00 150,568, 274,00 61,586 055,00 173,542 847 00 187 T2 552 34

Homunikasi, Sumiber Daya Air dan Listrk
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAMN PAGL INDIKATIF TAHUN
BIDAMG URLSAM ! PROGRAM BASELINE
INDIKATOR OUTCOME § PERAMNGHAT
OUTCONE | KEGIATAN / CUTEUT Ta&HUN 2025 2027 2028 el 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPLUT 2024
TARGET PG TARGET PAGU TARGET PAGL TARGET PaGL TARGET PaGL
{01} a2 o3 o4 03] o ) {35 (o) (1 {11) (73 13 {14 3
[ o e Lapeian Penpediaan disa
Formaciiarnya Jasd Komonboal, SUMDST |\ sl Exsiter Daya Al dan 1 1 1150 000000, 00 1 160,568 74,00 51 585 (155,00 173572 647,00 1 187 72 553 34
Crrya &ir dan Lisirik - -
Lyl g Dissastiabiain (L apaia)
102001 1. 08 - Peasrvesliharaan Barang Wik
Craerah Panuniang Lnsan Pemeintahan 00 000000, 00 30, 38 548,00 323 170 118,00 347 B354 00 375 455 104,88
Cuarah
Juomilah Earana dan Prasanana
B L ! e e B 1 2 00 000000, 00 3 30, 138 548,00 4 323 170 118,00 E 347 B8 264 00 5 375 485 104,88
Mk Daesrah Lasrsya yang
Dot i’ /Tt ol ek {LWiE |
Jurndaly Fandar aan Penomngan
Dhiraies aiisnss Foierodia dsnn Driruies 1 3 4 = 8 =
dabsalan yarg Dipslhars dan - L
Diesary bl P ey [Lirat)
102004, 1. 075, 500 - Penyediaan Jasa
Ferdhaaar, Sayva Peame it aen dan . . e e g p——
e 150 AL 01 0 150.568.374,00 1 535 055,00 1TASTE4T.00 187742 5532, 34
Herndaras Difu ki bl
Termeliany i ditsn Fereieaan Buapd | Joian Pl san Peioiarga
Serdhaaa dan B g K erdanas Dvirsirs il Foeror dsa ny Dhiruies . o . - g o BT - .
e tm e Tit e Ftar e Cirnas | dabotan yane Digmt 1 3 150 A0 01 00 4 150.568.374,00 5 51,5365 055,00 g T3S E4T.00 187 742 5532, 34
Jadwatan Driaarp avrbiar P aeirrpa: |
011,00 0080 -
P ereiharaas R ehazilas Sarana dan - . e s
St 150 0000, 00 150,568 374,00 1 535 (153,00 173572 647,00 187 74 553234
Blargonan Lainipea
Tt akSaru rpa kst S rara car Frasatats
PemeliharaarsR ehacilas Sar Ceckong Kantor atayu Bangunan . . . - . 3 IS . S
e ——— Camrs v 1 2 1150 00000, 00 3 150,568 74,00 4 51 536 055,00 5 17352 647,00 : 187 74 553, 34
Bangunan Lainrwa D i a/Dinehabd s JLnk)
1002 0.00 000,00 00
. Mikai | rodeb M efoua N sy af
Mg g D ek M ersasan - - - 04 - LFT
e |EumpmuwanuF‘TLuu & a3 3 60 000000, 00 &4 081 5490300 | &85 amsmEresTon | B 3 536 30 B4 00 &7 aET4xi T s [ o lE
[ Fossehaian
1.02.01.1.02 - Advinkstrasi Keuangan - i
e e 100 D00, 00 100, 378 240,00 116,541 765,00 125 551 701,58
Termeatiart @ lananan dd i i
WeLangan yang enk dan mendukng | dumia Dokurmen Hisd Penpediaan
kelanca an peksanaan kgas ASH dan | Adminisines Pelakaanaan Togs 1 1 100 D000, 00 1 100, 37E.E40,00 1 07725 373,00 . 115,541, 765,00 1 125 461,701,558
Auregsi Petarpanan Laboraboum ASH (Chrbumen
Heseehatan
105011, 02 0002 - Penyediaan
isiirisdrwa Foutamar s B 100 0N D341 08 1100, 378 345,00 07725 373,00 116,541 785,00 135 51 TIH 58
ASH
- - N | oty Debosrren Hasid Penpedaan
f‘_"::_;;"““"" iaitricsl Pelabaanaan |0 s Pelaksanan g 1 1 1100 DA E00H 040 1 100 I7RLE40, 00 07 F23 373,00 115,541, 7685, 000 1 125 951 7O, 58
= ASH (Dokumen)
RSSO TG Arieiutomt npa i 50 000000, 00 50 120.435,00 53 B 68,00 5757085200 B2 B8 B50,TE
Peranghal Casrah
- . " Juindaly Fakel Pakaian D
ermestiany a Pakaian Dinds Besern
it eSS Besann aibt Hafengiasan 1 1 50 00000000 1 GoE042500 | 1 53 BE1 885,00 1 575708200 1 £ EB0BE TH
o b T e (Pt}
1007 1. 05 D2 - Pangadasn Palaan
K ot Ainie S0 COCU0E, 0 50 120.435,00 53 B 68,00 57.570BED.00 B2 B80S0, TE
< e (1
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUISAN | PROGRAM BASELINE
IHDIKATOR OUTCOME ERANGHKA
CUTCOME | KEGIATAM OUTPUT : TAHUM 2028 227 2028 20E 2030 PMHT HETERANGAM
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PaGU TARGET PG TARGET PaGy TERGET PaGl TARGET PaGU
() %2) 23 (o5 (23] 5 {07) (55 %) (i) (1) (i3 13 (1<) (73

—_ r P Pk Pakaian D
msefbergm e [ Camarts Beseris Akl Kaierghaean 1 1 50000.000,00 1 50 550.425,00 53 BEA 685000 1 B2 BEOESTE
it skt rogha Pt
1,001 1.05 - Adinistrsi Limum e e e e - .
po T 300 (00000, 00 M. 138 547,00 323170 119,00 347 225 296,00 375 455 104 68
Tt S g L yanan e slam
LT yang 1emih dalam mencukong Jurkan Faket Peralatan dan
I o fomak i g dan Perenghana: Kartal yang 1 1 300 (00000, 00 1 3. 138 547,00 1 323 170 119,00 1 347 225 296,00 1 375 485 104 68
larapad Palaryanan Laboraborum Drisesdiaicasn: [Pabiet]
. et it 1y

Jurrkan Laperan Penys angaaaan

P Koohings dan Konsulas 1 1 1 1 1 1

EHFD [Laporan)

ik Faket Barang Celakan can

Penggandaan yang Dissachikan 1 1 1 1 1 1

(Pt}
1.0201.1. 08 D2 - Permpediaan — e = odd TER — e
ol . 100 0000, 00 100,378 240,00 O7 723 373,00 115.541. 765,00 125 951 701,58
e [ il Pakel Perakatan dan
enpriasbibe A Perergaca Hantl yarg 1 1 1100 000000, 00 1 00 37EE40,00 07 T2 AT, 00 1155441, 765,00 1 125 951.701,58
malen ey |t st ki [Pkt
1,001 1 D5 D005 - Perryediaan Barang s R e e o
Rl e o 100 (M0N0, 30 0L 378 245, 00 o7 T2 37300 115.541. 765,00 125 551 701,58
Towediama Barang Celakan dan - Prkoat Ex g Castakan dan
Pangomreims: = Pengardaar yang Diadasa 1 1 100 0000, 00 1 100,378 240,00 07 723 373,00 115.541. 765,00 1 125 951 701,58

1
1.02.01. 1. 08, D009 - Perpelengganian
Fapst Kicsaciirnd den 100.000U000,00 00L37R 548,00 07723 373,00 115,541, 765,00 125 151.701,58
Konsulesi EKPD
- o . o [Jemiah Laperan Penydengoaraan
Festalaararya Paryeiengganan Rapdl | b o ootnasi dan ootz 1 1 100, 000UH00,00 1 100, 378 540,00 o7 7259 57300 145 541 765,00 1 125 551 704,58
(ooidinas dan Kol SHRD Plwr—
1.08001.1.07 - Pengadaan Bamng Mk
L—anilia—as 1500 000,000, 00 150,568 274,00 51 555056,00 173 ST 647,00 187 T2 562,34
Linisar Pafrerinia D ah
Teiatiaired Sarar daii Priiians saia -

earlaly Undt Perakiian dan Mesin - - -
Peralatan dan Wesin Pendobung Gecung . - 1 1 1150 000, 00 1 150,568 274,00 1 61 536 055,00 1 17361 647 00 1 187 742 562 34
[ —— Ly g Disecaban [Lind )

Jumiah Unk Earana dan Prasarana

Cadung Kantor atau Bangunan 1 1 1 1 1 1

Lty iy Dieexiasan [Lina}
10201 1.07. 0006 - Pengadaan I R [— P
Prasmiminey clan Kinalit Laitrrn 100 0000, 00 100,378 240,00 O7 723 373,00 115.541. 765,00 125 951 701,58
Temedianma Perakilan dan Mesn I i Unk Perakiian dan Mesin N R P R
i Ltirym yang Disackaionn Link} 1 1 100 0000, 00 1 0. 37E 240,00 O7 723 373,00 115.541. 765,00 1 125 951 701,58
10E01 1070070 - Pengadaan Barena
dan Prasarana Gedung Hanter atau 50110001 000, 00 50158 425,00 5388 685,00 62 GE0 &5 TE
Blargunan Lainrga
L —— b P Lt Barang can Prasiana
- a Cedung Hantor atau Bangu 1 1 50 000UD00, 00 1 50530 425,00 5388 685,00 1 £2 G&0 &5 TE
ek Harer st Bangunan Lainnya | yang Diseciakan (LI
106201 1.08 - Parvjpeahasn Sk
b B 2501 000,000, 00 361,35 672,00 AT BO,00 206 T0E. 177,00 438 065 055,48

Pasrsarinta hui Dasrnah
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAM PAGL INDIKATIF TAHUN
BIDAMG URUSAN ! PROGRAM BASELINE
INDIKATOR OUTCOME I PERAMNGKAT
DUTCIONE ! KEGIATAN / OUTPUT TaEHUN 2025 2027 2028 M= 2030 DAERAH HETERANGAMN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaGU TAaRGET PaGy TERGET Pacy TARGET PaGU
{01} (22) (23 [ {03) (o) {07) (5] (0 (1a) (11} (123 {13 14 (15
Termealiarryd |avana e perjang
TLrSa Peeireei nhana n o asia h uriuk il Lapoenan Penpedisan bisa
kg opsrasnal dan keancaren | Hemunkesi, Sumes Daya Al dan 1 1 50 000U, 00 1 364, 335 672,00 1 7T, B04,00 1 206,706 177,00 1 438 D65 965,48
(oot et P T i i T Lt warre Disesciakan (Laporan)
Liabwetaabentionn Hoesent i
iy Lapenan Pefyetizan A
Poelasanan Linem Famor yang 1 1 1 i i i
Drateeaiianbian [Laporan
102001 1. (68 DONET - Pervpediaan Jasa — . S — S—
P e el 150 000U, 00 160, 558 374,00 1 5B (5 1T G647 00 187 742 562 32
- o . Siriah Laperan Pefyetiaan A
Fematiany Jass Komonboa, SUMDEC ||y el Bumier Duya Al dan 1 1 150 000U, 00 1 160, 658 374,00 51 535 055,00 173G 647 00 1
Crarpa Adr Ltk " -
Lt waarey Disesciakan (Laporan)
10204 1. B8 OO0 - Perrpediaan lasa —— - R . .
R B 200 DOCLI, 00 300 TET £68,00 5 248 785,00 T3 SE3 530,00 260373403, 12
— R — iriah Laperan Pefyetiaan A
e S p—— Pelayanan L T yang 1 1 00 D00 D04, 0 1 0. TET 598,00 215846 T45,00 1 BEE B3 00 1 250 37T 413,12
e DCritesdiaibian [Laporan|
10201, 1. 00 - Pemesinaraan Sarang Wilk]
Craerah Penunjang Linsan Peed niatan 250 D000, 00 451,704 222 00 454 TS 177,00 B3 TA7.941,00 563227 567,02
Cuaerah
oy S i S P
Meringhamya Permel haraar Sararg Chadung Kantor atay Bangunan . e - e - -
e — e 1 1 250 00000, 00 1 451,704 222,00 454 TS 177,00 B TA7.941.00 1 563237 567,02
Drigedinan aTrineha b Las L]
Jumial Feralatan dar ket 1 1 1 . . 1
Lairnya yang Dicsliran [Una)
rriahy Fosnoke aan Ciins
Crperasional atau Lapangan yang i i 1 i L !
Drigedinara dan Dibayaran Pajas
dan Perzinana (L
10201 1. 0L DR - Perrpeiaan Jasa
Serelharaar, Siaya Fomdina aan — . e g S
e e 150 000U, 00 160, 558 374,00 1 5B (5 1T G647 00 187 742 562 32
N ek | L | g
Temeliair s Jats Fomeia s, B | Jormian Fercersan Dines
Seredihacaar, Faak dan Perzoa Coperaseonal atau Lapargan yang - - . S 3 o BaT e
S e ot e, 1 1 150 000U, 00 1 160, 658 374,00 51 5 15, 00 173G 647 00 1 187 742 562 32
L dian: Perminana {Lni
T 0.1, (L0008 - Pemelharasn - - E— —_—
Sl 150 000U, 00 160, 558 374,00 1 5B (5 1T G647 00 187 742 562 32
et ankma iy i P Erada an Per o alar r Feraatan dan Wes - — ) e oy e g I
o Ko Lot v i Ceara (L] 1 1 150 000UD00, 00 1 150, 568 274,00 51 585 055,00 17352 647 00 1 167 742 562 34
10011, D00 -
SereedhaaarsFehatdlas Sarana dan —— . e g S
el el e 150 000U, 00 160, 558 374,00 1 5B (5 1T G647 00 187 742 562 32
Elargunan Lainra
et akar @ & r Earata dar Prassatara
AevedihaaasRehatilas Sar Cischuneg Hantor atau Bangunan - - - i e
e L 1 1 150 000U, 00 160, 658 374,00 51 5 15, 00 1 187 742 562 32
Banganan Lainirs Drged v e Diirshablilas {Lni)|
; 7 020,00 60001 00
mm;::m‘:;w :""“I""f"’“'” ket 00 00 3 060, DO0L000, 00 206155450300 | 100 IESEEZBETO0 | 100 100 E7.ATLEO7,58 | 05 - UPTBadan
Fekaihan Hesehatan
102011, 02 - Adevinistiasi Fevangan _ -
150 000U, 00 50668 374,00 51 535 056,00 B7 742 56234
Peranghal Duerah ! = ! - it
orriah: Dok Hakid Penpedaan
Pemyeckaan S0 nisinas Pelabsanaan
St Sativirestras Pelaksanaan Togs 12 © 150 000U, 00 160, 558 374,00 12 51 535 056,00 © 12 167 742 562 32
- A (Dokumen)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URLUSAM ! PROGRAM BASELINE
INDIKATOR OUTOOME § PERAMNGKAT
DIUTCOME | KEGIATAN Y CUTPUT TaHUM 202 2027 riir ] i v} 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaGD TARGET Pacl TARGET PaGL TARGET PAGL
o7 = I 5 750 w0 = 756 i) i 5 =] I 5
702011 (12 (002 - Perpediaan
uvadromsd Pt aarmsrs gy 1150, 000,000,00 150,558,274, 00 1 535 055,00 173512 847 00 187 T2 552 34
ASH
I R - T TER T p———
_::.":;"““"" Mnirwd|Falnlonris sirasi Pelakaanaan Tugs 12 2 150 DOCLD00,00 12 160, 658.374,00 12 51 535 055,00 2 173612647 00 12 187 742 562 34
O 1150, H00,000,00 150,550,274, 00 51 585, 055,00 173512 847,00 187 T2 55234
JSurnlaly Paket Perakian dan
=
Peryeciaan Peraiatan dan Perenghara® | periengassan Harior yang 5 15 1spenoeaon | 2o 150EERITAn0 [ 35 wisssnsam | 30 1rasmearon | 3 187, 742 552,34
Drisssctiabar [Pabast]
b bl o el el 1150, 000,000,00 150,558,274, 00 1 535 055,00 173512 847 00 187 T2 552 34
[ JoTiiah, Fakel Peraian dan
P P Perienghagan Hantor yang 5 a5 1soponoonoa | 2o 1505EaTTAn0 | 28 se1ssE05e00 | 30 TasmedTon | as 187 T2 552 34
.l DCrimediaban [Paket]
1.02.01.1.08 - Parrpeciaan Jasa
Fumemjung |t 150 DOCU000,00 160,658 274,00 61535, 055,00 173612647 00 187, 742 562 34
Pemarintahan Cuaerah
T Laperan Penyediaan Jasa
= .
8“‘_“"‘?::" J:fdw "f‘:'" Hismnikasi, Sums Daya A dan 12 7 1soponoonoo | 12 15055027400 [ 12 wissE0se0 | 2 1TasmeTon [ 12 187 T2 562,34
. — L Ll wairey Dimentiaban (Laporan
1.02.01.1 08 0002 - Perpediaan Jasa - - S B
e L 1150, 000,000,00 150,558,274, 00 51 535 055,00 173512 847 00 187 T2 552 34
- . . n Laperan Penyediaan lasa
gl iy Shetias ki, Suniter Caya Ar dan 12 2 150 DOCLD00,00 12 160, 658.374,00 12 51 535 055,00 2 173612647 00 12 187 742 562 34
i — Lt wairey Disentiaban (Laporan
10207 1. 00 - Pavesiharaan Banang N
Daerah Penunjang Linsan Pemedntahan 50 000,000,00 451,704 222,00 4B4.TEE 177,00 73704400 563,297 567,02
Daerah
Pemelharaans Rehabillasi Sarna dan | Ao Bt 2 Prasiand
Prasanana Pandukung Gedung Hanter Ba"""‘"n'“_:"""'nm‘“ﬁ,n u 00 100 1soponoonoa | s 15055827400 | o0 wissE0se00 | 280 1TasmedTon | 2m 187 T2 56234
e e i Dipelihara/Direhabsdizs {Link)
TR0 1 08 00 -
Peedharaars P shacilas Sarana dan — . ——— e
e e o e 1150, 000,000,00 150,558,274, 00 51 535 055,00 173512 847 00 187 T2 552 34
i Bangursn Lainiya
Telamarana i Earana dan Prasartana
PemeharaardFehacdlas Sarana dan | Penduuing Sedung Hartor atau i ; - - - I - 3 S
B o | B e 0 o 150, 000,000,00 =0 15058827400 | 200 sissE0se00 | 20 1TasmedTon | 2m 187 T2 552 34
atms Bargunan Lainnys Digelibara/Direhabsdises {Link|
Pemelharaany Rehald i Sarara gan o .
Prasanana Pandusung Gedong Kanger | ST Periiatan dan Mesih 00 200 isoponoaco | o 15055827400 | 0 wissE0se00 | 3 1TasmedTon | sm 187 T2 56234
s Bargiran Lasfrya i yung Enp Lo
1.02.01.1.09 0008 - Permelhanan - - R B
e e 1150, 000,000,00 150,558,274, 00 51 535 055,00 173512 847 00 187 T2 552 34
Tetakanama Perebhaaen Peddar | bomat Peraatan dan Kesi R _ o e _ [ —
e ) 0 200 1sononoonoa | o 15058827400 | =0 s1ssE0se00 | 3m0 1TasmedTon | am 187 T2 552 34
Py hmar Jata Pl o dan, Bapa | S P san Dinas
Pendhaaa, Fauak dan Perzran Crperameonal atau Lapangan pang - . - . - ———— —
e i A B el et 5 -] 1soponoonon | 1 15055827400 | 14 w51 535 055,00 5 1TasmeTon | e 187 T2 56234
[ dary Partrinannya {Lni)
T2 011 05 0002 - Perpediaan Jata
=t L
S, b Fmnm— 1150, 000,000,00 150,558,274, 00 1 535 055,00 173512 847 00 187 T2 552 34

Pl i Perzinan Kendanaan Dinas

(Cxpees i ol ) Lagsangan
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DN PAGU INDIKATIF TAHUN

BID&AMG URUSAN ! PROGRAM | BASELINE
IHOIKATOR OUTCOME § PERANGEKAT
QUTCOME ! KEGIATAN CUTPUT TAHUMN 202 2027 2028 HE 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaAGU TARGET Pazy TARGET PaGL TARGET PAGL
o) 2 3 | 8 o5 15 o) 108 755 70) ) B [iE] I =]
Tersetiann & lita Femeiaraan, Bapa | Jomiah Fender san Dines
Pamaiharaen, Pajuc cdan Partciner Opammaicnal ats Lapangan yang 5 = 1o noeoneg | 1 isomEesTen0 | 14 w1 ms0sam [ 15 1aszeaTon | 1 187 T2 R334
M erclarad D Cperasecna alo i = = = - o = e =
v P
102 0,00 0.00.01 00
Weninghatnya Tata Kekola Manapemer | M Akredtas Furah Sakit o . . . - - S . 01 - RELD Lndats
e el i a3 a5 2320028514300 | 04 23735500 503,00 | B45 MTEMIH TS| 05 pe1cdnod 002 | 055 mTsTTeeaz e | O1-RELT
Targan
102001101 - Pafarasaraaan,
Pergangganan, dan Evaksmi Hineria 3000000, 000 30.000.000,00 3000 D00 30.000.000,00 0000 00, 0
Perarghal Casah
T L Ty OGRS D ST,
g, el s hnea
oo g i S e Wkl i Laporan Sealuasl Hineta - -
e el S 2 2 o ooomoaon [ 2 a0oooco0o0 | 2 30,0300 000,500 2 30,000.000,00 2 30000 000,00
by peelabanaan program dan
gt wecara e dar aeria bl
e —— ~ B
Parargha Dwanah (Dokumen) - 0 - e o s
10201 1. 0. 000 - Paivsinan
Dokumen Panncanaan Pamanghat 1000000, 00 $0.000.000,00 10,0300 000,560 10.000.000,00 000 000,00
Caerah
e Y TT——— ) - - -
e s 10 ] noonmaon [ 10 aooooonoo | qo 10,000 000,000 o iooooooca | 1o 0000 000,00
e o i J 20 0000000 30.000.000,00 240 D300 000,500 300.000.000,00 20.000,000,00
=takmar Do Laporan Eealuas Fanea - ~ _ -
e, =St 2 2 opeoao |z 2000000000 | 2 22000 D0 2 F0.000.000,00 2 00O 006 O
1 SEREL 10 - Aefminintnd K 1450 655, 143,00 1 450,885 143,00 2 (5000, 000,50 2600 000,000,00 3 100.000,000,00
Perarghal Casah
TEmetiarty @ lavan s @ i s i o
g el wliiEn, G MRy Jrmia Disbisvesn Harsd Pefged san)
ol anesaran, [asiakaanaan tugas dan Adminisiresi Pelakaanaan Tugss 12 2 145088514300 | 12 14snEEsian00 | 12 20S00O0000N | 2 ze000o000000 | 12 3 100.000,000,00
A e gt e Secara BEH (Dhokimen
T T
Joniah, Drang pang Menerima G
dars Turfangan AEH {Orang! Bulan)
LA LR — P S cls 1400 655, 143,00 1 400,885 143,00 2 DR 0L 0,0 2 550 000,000,00 3 140.000,000,00
g &SN
Temedian & CGaj dan Tenjangan ASH Cirmng ymg Msmsatrn Ginf 1400 B85 143,00 1. 4030.685 143,00 2 DB D0 D0, D 550 000UD00,00 3,940 000.000,00
Lnjangan AEN {Orang! Bulan}
T 611 5 0002 - Penyediaas
firiedroms] Fostasenarmur: Regpen 50 00000, 00 50.000.000,00 540 D300 000,500 £0.000.000,00 50000/ 000,00
AKEN
—— — — [ Jrmiah Dekumen Pl Penyedan
T AdEnstras PUSANEN | ooministras Peiaksanaan Tuge 12 2 soooomoaon | 12 sop0000000 | 12 50 D300 000,000 ] soconooogn | 1z 50000/ 000,00
e ASN (Dokumen)
T 1,05 - Advaresiraal Sarang Wik
Crasrah pada - - - - -
Perarghal Casah
TS g ataya @l
pegedodaan B aneg mi bk daera secara
D, bt beed, Aan et i peeTaloran
e kAT g, et o ] a o o

rreeilansasi, penalavsahaan, pelaporan
i pemelharaan asel o linghungan
o Al e
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUISAN | PROGRAM Y BASELINE
INDIKATOR OUTCOME § PERANGHAT
DIUTCONE | KEGIATEN ! OUTPUT TaHUM 2025 22T 028 HE 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGL TARGET PAGU TARGET PAGL TARGET PAGU TARGET PAGL
(a1} o) o3 04 {05) o) {07 {085) oo {10 (11) 13 {13 {14 3
TIE 1,05 - AGririsas] Fapegawaan
e e 50L000.000, 00 50 000.000,00 50, CX061 N, 50,000 000,00 500000 D00, 00
T e ata A i T
I egarwaian dan ek ey = _
e mraly -t J”M"‘LEEFZ:.‘:EL = 1 1 50.000,000,00 i 50.000.000,00 1 50,000 D000 1 50.000.000,00 1 50000000, 00
Rashentuian, guna mendshung operisnal | oo '
a1t kikola perangial desrah pang || !
FUT S
10, 1. 05 DO - Pengacaan Fakaan
K st s 501 000,000, 00 501 000.000,00 0L K0 000 501,000, 000,00 5000000, 00
[RE SR
- - - ey Paket Pakaian Dines
ermetianga Pakiian Dines Besema | e Akt Kelegiagan 1 1 saoocoaon [ 4 501 000.000,00 50,000, 00,0 soconosoon | 4 501 000.000,00
Aaribud Kaingkapan T
1 0E01.1.06 - Administrasi Limam
B eaerd £40 B00.000,00 440, 000.000.00 £20,000 DD £401.000. 000,00 440 DO0D00. 00
_;a;‘“ﬁf;?ﬁ“" ﬁ;ﬁ”ﬂ urdan Pakel Perakiian dan
sl Legtlam Perienghacan Kanol yang 12 L) 40 (00.000,00 12 440, (00.000,00 12 40000 DD L) 401,000, 000,00 12 440 DOCUD00. 00
reered b b s T et Diisachimion (Pakat
L g P Ceranghal dadiah I n
hirkan Fakel Perakian Fuman P P
Targga vaney Disediaban | Pabt) i o 10 10 o 10
hsimbahy Paket Formporen raiakes
L Farerangan Sangunan 2 i 1 i i 1
Farer yang Deedakan | Fake)
hirkan Fakel Barang Cetakan can
Penggandaan yang Diseckaar 2 - 2 2 2 2
1Pt
Jumndahy Pakel Bahan Logsik . .
Karier yarng Dsecdaan | Paked) = - = s - =
iThEn Laperan Fen s engoalaan
Fasi Kooihingd San Konsufas hl 1 hl i 1 hl
EHPD [Lapsran]
Jrrian Dedosrnen Drukungan
Pelabsanaan Smbern Fermein sha 4 1 4 . . 4
Eseroais Elesaronk pada SEPD
JCarbrTeen)
1 £C-01.1.06. D00 - Penyediaan
T
R S0 000,000, 00 50 000.000,00 50, CX061 [N, 50,000 000,00 5010000000, 00
L i by Pt raganns Banguman Kamor
Tortatiana Homponesn |nvsla Sk Puos amponen sisis
v —— LiscrildFarerargan Banguran 2 1 50 000,000, 00 1 50 000.000,00 50, 0X06) N, 50,000, 000,00 1 5000000 000,00
—E i LR P Kariter yang Diedaban (Fake)
1 £C-01.1.06. DOGZ - Penyediaan - -
e R S S0 000,000, 00 50 000.000,00 50,0001 [N, 50,000 000,00 500000 D00, 00
Tamadh Parlaian dar st Fakel Perakian dan
b et Perfenguacan Hantol yang 12 i2 50 (00,004, 04 12 50 (00000, 00 12 500000 (0N, D0 i2 50,000, 004,00 12 501 0000000, 00
weapan Dosectia i [Pabst]
1 £C-01.1.06. D003 - Pernyediaan
AR S0 000,000, 00 50 000.000,00 50, CX061 [N, 50,000 000,00 5010000000, 00
Temefanya Peralisn Rumah Tanggn | 2omiah Paket Persinian Rumah 10 0 S0 000000, 00 10 50, 000.000,00 10 500000 N, 0 50,000 000,00 10 50000 000,00
Targga pang Dssdiaban | Paket]
705007, 1. 05, D00 - Perrpediaan Bahan
e e S0 000,000, 00 50 000.000,00 50, CX061 [N, 50,000 000,00 5010000000, 00
Temetiansa Bahan Logstk Marer Jurriaks Faloel Einrmn: Loglell: 10 0 501 000,000, 00 10 50 000.000,00 10 0L 0L 000 0 501,000, 000,00 10 50 00000, 00

Harer yang Disediakan (Fake)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUISAN | PROGRAM BASELINE
IHDIKATOR OUTOOME I PERAMGKAT
DIUTCONE | KEGIATEN | OUTPUT TAEHUM 2025 22T 28 HE= 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TERGET PaGU TARGET PaGU TARGET PagzLl TERGET PaGL TARGET PaGU
{0} o) 53 o4 {05) o5 {o7) [108] o0 ] (1) "3 13 14 s
70201 1 05, 0005 - Penyediaan Barang ~ -
el 10.000.000,00 1000 000,00 1120000, 000,00 10.000.000,00 £1.000.000,00
ermetianyn Bararg Cotskan dan i Faksl Barang Cetakan gan
M Penggandaan yang Dsdin 2 2 10.000,000,00 2 #0000 000,00 2 1120000, 000,00 2 10.000.000,00 2 £0.000.000,00
1P gzt
1000, 1. 05 D00 - Peimpelengoaraan
S
ot iciioum clam 24301 140100081, 00 20, 001 000,00 250 DN 0 D 24301 (010, 06000, 00 Z0.1000.000,00
Hionaullusi SHPD
Telaksanar Par ar Cy— - P Ll Py e oaraa
T T o | Ryt Hisyreinasd dan Hoorsswitas 1] 3 230 (0000, 00 1] 0. (300000, 00 3 T30 N0 CHD 3 2311, 000, 000,00 1] 0 (00000, 00
Gocedinasi dan Konsuflas SHPD g
£%PD {Lagsran
103001, 1. 08 00ri 1 - Dhubasnegan
Preasaraan Sater Pereric laar 10.000.000,00 0.000.000,00 1120000, 000,00 10.000.000,00 $0.000.000,00
Blerbarsis Sabdroni pada SKEPD
_ Joriah Detoaen Dubingan
tabsarnarys Dungan Pelak hiangan
Sl Parvrinishan Barbasts Elekion] | SlSaNaan Sitam Paminah 1 1 10.000.000,00 1 $0.000.000,00 110000 D000 10,000, 000,00 1 #0000, 000,00
i Eeertuis Eieicronik pata SHPO
= [Tere—
TOE01 107 - Pargadasn Barang MEK
L—atilia—as 2457, 500,000,00 2 457, 500.000,00 3457 500 000,00 3,867, 500,000,00 3457 500.000,00
Inurary Peafreriniaty Diadr ah
Termetialry @ ararg Mukk daer o e
o whaan dan perbengkapan kamtor guna | demian Unk Gedung Fanio! sl
Frenabukng penpeengaraan sman | Bangunan Lainmya pang isetiakan 1 2 467 500.000,00 1 2 457, 500.000,00 1 A5 500 00000 1 3,457, 500.000,00 1 3457500 000,00
o intahan daerah semara efeal dan | jUnm
e
vl U Earana dan P asarans
Chmchareg Kantor atay Bangurnan 5 5 5 5 5
Lasrinya yaryg Diseckaban (L)
vy Lk Perakitan dan Mesin
Lainnya yang Disedakan [Lind} bz 20 il n 20 il
O T ————
ek il Foimrctias i Chindel
Jatsatan yang Disedakan (i)
sl Lk Kendaraan Dinas
Cpenasional bl Lapangan yang
Doisectiaiican: [Lini)
ke Faks Mebsl pang
Db Frabat]
1.02001.1.07. 0001 - Pengadaan
Merdaraa Farorangan Dirs ati 200, 000.000,00 200,000.000,00 0000000 080 083 200.000.000,00 200.000.000,00
Herndaraa Dines labaian
By A ran arcraer 2000 (00,000, 00 200,000.000,00 200000 D000 200,000, 000,00 200.000.000,00
= u Hendarhan Dinas Jealan | abatan yarg Disedakan (Uni)
T E 01 107, D002 - Pengadaan
Fercaraan Dinas Cperasional ali 200, 000.000,00 200,000.000,00 0000000 080 083 200.000.000,00 200.000.000,00
L ™
I i , sl Lk Foena s
ey s e Crerasional sty Lasangan yang 2001 (00000, 00 20, 000.000,00 1000 OO 2001000, 000,00 20 000.000,00
e ek O | e Lt
Doty [Liri)
10201 1.07. 0005 - Pengaasn kst 30.000.000,00 30,000.000,00 210000 083,003 30.000.000,00 30.000.000,00
Ternadiamys Mebe Sriiak Pkt Kalus g 30 000.000,00 30.000.000,00 240000 D000 30).000.000,00 30, 300.000,00
[ T T - '
0 SHL LN M0 - Fangdisms 1,000, HO0L000,00 11000, 000.000,00 2 (000 000 D0, D0 2000 000,000,00 2000 000.000,00

Perakalan dan Mesin Lainnya
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMNG URLUSAM | PROGRAM Y BASELINE
IHDIKATOR OUTCOME § PERANGKAT
DUTCIONE | KEGIATAN | OUTEUT TAHUN 2028 2027 2028 N 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPLUT 2024
TARGET PAGL TARGET PAGU TARGET PAaGL TARGET PaGL TARGET PAGL
{0) fioz) o3 04 {05) o) {07) {085) (500 {10 {11) 73 {13 {14 3
ey Pt chan Masty mritel | in Facniuir: s Kssin 15 20 100000000000 | 20 1000000000,00 | 20 200000000000 | 20 2o00000ma00 | 20 2 000 DO0.000,00
Ly Lainrya yang Diseatan [Lin)
1001 107, 0000 - Pengadaan Gedurg - -
i e 1000, DOCUD00, 00 000, 000000, 00 1. DHOCUD00 (00, 1 0000 OO0 000,00 000 000.000,00
- I e Unkt Casdung Fantor alas
a:‘:'"";"‘a"'l’:';"""“‘”' sau N Lainnya yang Cisediakar 1 1000 DOCLD00, 00 1 040, DODLON0, 00 1. DU D00 (00O 1,000, 00000000 1 1500, D00, 000,00
T 011,07, 0000 - Pergadasn Carena
i Prasarara Sedung Hanier atau 37 SO0UO0K, 00 375041040, 00 57 500 (0,00 37 SO0 (001,00 37 G000, 00
Bargenan Lainmma
e S oo P 5 weonoonon | s arsoanoom | s DI | 5 TE0O0O00 | 5 37.500.000,00
e PRI RS SRR ATV | Lsinnspa yung Disedaicn [Lina)
106201 1. 08 - Pampecdkaan Sasa
Pamemjang L 2 760000000, 00 2,000, 0001000, 30 2 B S0 (00,00 3,50 375.000,00 4 304 375.000,00
Pemerintahan Casrah
TerneTianny @ layanan s perurEeg
TLrsan perieerinianan dasrah uriuk Jumian Laponan Penpediaan lass
kg cpssonal dan kel | Kemunikas, Somie Caya AF dan 12 © 2 760000000, 00 12 2,000, 0001000, 30 12 2 B S0 (00,00 © 3,80, 375, 000,00 12 4 304 37500000
o i N gk i o peeranghat | Ltk pang Dsafiakan (Laporan)
Casrah
haiilEn Lapotan Penpadiaan Jdes
Petayanan Limum Famer yang 4 ] 4 4 4 4
Driseeect i b [Lagecorann |
10201, 1 08 0002 - Parmyediaan Jsa - - - 2 T
Bicamurdosal, Fumbas P Alr can Liniti 2000 000,000, 00 2500, 000,000, 00 2 B S0 00,00 3,304 375.000,00 3.5304 375.000,00
F—— e Fomundos, Sum Jurmiah Lapenan Peipadiaan Jass
PN S < e U | koemnias, Sumiber Caya A dan 12 2 2 000 00000, 00 12 2 500, 000,000, 00 12 2 B N M 2 3 0 37500000 12 3504 375.000,00
Crarpa Adr cdan Lisirik - -
Listrik yarg Disafiakan (Lapoman)
102011050004 - Peryetiaan Jasa - -
e 750, D00UD00,00 500, 000.000,00 0001 D00 03,00 500000, 000,00 500 DO0UI00,00
N s P Limam sl Laperan Pefryadiaan s
o T p—— Pelayanan Limm Hamer yang " & IS0 00000, 00 4 00, 041 000, 30 'l SO0 D00 (00,00 'l 500,000, 000,00 " SO0 D00 00,00
- Dvisenatiaa by [Lagecsran}
1020011, 08 - Permesi haraan Sanang Nikk|
Craerah Penunjaig Linsan Pemeintahan 1 180, D0CLD00,00 110, 000100, 30 1. 0000 (00 1,180, 00000000 180, 000.000,00
Ciaerah
Teritatanya batarng mik ceetah himkan Satana Can Prassarana
Calam ko baik dan siap pak guna | Gedung Kantor atay Bangunan . - . . - .
et b e e 0 1 180 DOCUD00,00 7 1680, 00000, 00 e 1. 0000 (00, 1,180, 0000000 & 180 000.000,00
o gt dasa D i ' Trineta bl lasts LWz
haiilan Felukaan dan Wi P P
et i L 1,000 1 00 o) e 1.000 1,000
hsrrbaly Fora s Ciinas
Cperaserral atay Lapangan yang - - b Z
D i Difay T Pagah i 2 " 12 2 7
dan Ferinaniea {LUnit)|
hiiian Chedung Fanior can
Esangunan Lainiwa yarg 220 0 L 18 LT 1z
Drigesiran aTsineta bliLans Lboir|
IJ-\.:':I Wbl yang Dipelhara a0 . a0 an w0
Jnndaly Faeraisr san Perormngan
Drirint il o e Diirani &1 &3 &3 &3 &3 &2

Jatsatan yang Dipefhara dan

Dvlesaryarboan: [Pajabrra [Lin)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DiaN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URLISAN | PROGRAM / INDIKATOR OUTCOME 1 BASELINE PERANGKAT
DUTCOME ! KEGIATAN OUTPUT TaHUM 2025 2027 riir ] HE 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBHKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PG TARGET Pacl TARGET PaGL TARGET PAGU
1) 62 IR 5 1067 o 108 100) 7] ) B 3 4 e

10207 1. (6. 0001 - Paivyediaan Jsa

Pemelharaa, Saya P aan dar

s e ) 5000000000 50.000.000,00 5000 000,00 50.000.000,00 50,000/ 000,00

Hesmdaradr Difues bl

Temetiary e lisa Fenelreraan, Bapa | dumka Feier san Perofanga

Fendhaaa dan P g £ edanaa Dhiriek b Fasros ey Disink o - i - . o - N -

A Dot 2t Hatarn Tina| tatatan pane, Dot o &1 83 SooDoooes | 83 sopoaconn | ea soponpooon | e3 e 50000 00,00

Jabsatan Diesarp b P |1

10207109 0002 - Peryediaan Jana

Pemdhaaa, Saya P i aan

Eopime it 5000000000 50.000.000,00 5000 000,00 50.000.000,00 50,000/ 000,00

Oha o] e L g

TemEliarty @ i FETeeraan, Bapa | Jomia Fosiedr san Cinas

Pendhaaar, Faak dan Perzra Crperaseoral atay Lanargan pang - - - . - -

e ety e et sy 10 2 sooooooaon | 12 sopooooano | 4z 50,000 000,00 2 sooooooaca | 1z 50.D00/000,00

L o das Parminaniya (Unit)

1.02.01.1.08 D005 - Pemelharasn Misks 10,000,000, 00 +0L000.000,00 110,000 DO0,00 10.000.000,00 0,000/ 000,00

Teduksararys Pamsharman Mt Slarrinn Wubal yang Dipaihana 80 e soooooo0no | 4o 1npoopooos | 35 1oooooacs | w0 $0.000.000,00

1,001, 0. 0008 - Femelnaraan

e e 5000000000 50.000.000,00 5000 000,00 50.000.000,00 50,000/ 000,00

Telamaraiya Pereiwaen Pe ddan | onias Feaatan dan Besi _ _ - _ _ -

e e [ 1,000 1,000 5000000000 | 1m0 5000000000 | w000 spoooooooo | 1om 000000000 | 1000 50,000,000, 00

70 0.1 96, 0 -

Pemehaaanifehatilas Dol 1,000, DO0UI00,00 1.000,000.000,00 1,000/ 000 000,00 1,000 000.000,00 1,000 DO0.000,00

Famior damn BEanguna Lainnya

Telamarana Jomiah CeedLng Moy dar

PemeihaaaniRehatilas Dol ainnya yarg 20 20 100000000000 | 12 1000000000,00 | 18 1,000/ 000 000,00 18 1o00oooooann | 12 1.000. D0 000,00

Hamior dan Bangunar Lainnya oo bl s { L)

T OE 011 08 0070 -

PemeaharaaryRehabillis Sarana dan

et i 20 00000 00 0L000.000,00 200000 DOG,00 300,000 000,00 200000, 00

Bangunan Lania

et aksanara e Bt dan Prasatana

PeneharaaPehacdlas Sarana dan | Cacdung Kantor st Bangufan . -

e Do e o anoonooaon | s 20.000.000,00 8 200000 000,00 30).000.000,00 5 20.D00/00,00

Bargonan Lai Dot ifvar aa/Cienta bl e LW

e 110,564 03.000,00 120051 018 450,00 124664321 17,50 133,480 F15.400.12 44 208 BOT £52. 14

l__"":;:f:""" etk pa g | e ELLD yarg Manysciaban

e kPt U | b anan dan Persnjang 1 1 110,564 03.000,00 i 120051 018 450,00 1 124664 321 217,50 1 133,480 F15.400.12 1 44 208 BOT £52 14

BLUD melahs panguatn sistem, sarana, | - 2e¥2n SR

T i T e — s k L

1.02.01.1. 90, 0001 - Pelayanan dan . e - . r — r

e 10,564 303.000,00 120051 018 450,00 124664 331 217,50 33,460 T15.400.12 44 208 BOT £52, 14

- - . . sy BLLIC yaing W irnysch sk

amadianya BLUID yang ManveSBan | oo oo dan Penunjang 1 1 10,864 303, 000,00 i 120051 018 450,00 124664 321 17,50 133,453 19,400,132 1 744 208 BOT £52 14

P earpanas dan Penurang Felasaran -

Pelayanan Lt Karja)
T 0 00 GO O

Meninghairya Tata Keloia Mansjemen | Niai Alreditasl RELD (Kilai . . . e g | (O LD Mo

R rbiee B 88 2 mozEsi4a00 | &7 337 oEsvason0n | =8 TEMIm TS| e Deied00ede0012 | 90 mr s TTIeaz e | - RELT

Tergan

3,63 £ LK - Arienbmintomt Mg 2088 200,000,00 3,000,000.000,00 £ 000000 000,00 5,000 000,000,00 £.000 DO0.000,00

Pemangkal Daerah

Pkl Abrefisesi REUD Wadan
(P prsrma]

i Deskisren Hasd Panpedaan
AdtrvinisiTasl Pelabsanaan Tigs
AN (Daburmen)

2068 2000000 O

3000 00 000, B0

< (a2 DB 000, Do

S0 000 D000, 00

60000 OO D00, WY
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BID&AMG URUISAN | PROGRAM BASELINE
INDIEATOR OUTOOME § PERAMNGKAT
DUTCOME | KEGATAN CUTPLT TAHUN 202& 2027 2028 HZE 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET PaGL TARGET PAGL
{0} o) 03 04 {05) ] {07) {08) o) 1) (1) 3 (13 4 73
72011 (2, RS - Prarrpediaar
TH 1 B T
Wik el st omarssmms Do 2008 200.000,00 2000, 000,000, 00 £ (OO0 00 5000, 00C.000,00 £.000. 000, 000,00
AEN
_ R - P Cobarasn Hassll Prarvpechian
_:__1'::__',;'4"""' Nivirwel Fsisimromn 1 1 2086 B00.000,00 1 2000, (300,000, 00 £ 0000 X3 DO 50001 000.000,00 1 £.004 (300,000, 00
s 1,062 552 754,00 1820, 000.000,00 350000 000,00 4275 000,000,00 5300 000.000,00
_ umnkan Fake Perakitan dan
el Parienghapan Kantor yang 4 4 1oEzoszTe00 [ 4 1eaomoco00n | 4 350000, 000,00 5 4svEconoone | 8 5200, 000.000,00
(Pasiama) Driseextia b [Piake)
Juimiah Laperan Penydanggataan
Rapai Koorhnasd San Korsilae 1 1 1 1 1 1
EHPD [Laporarn)
Jomian Fakel Barang Celakan can
Perrggardasn yang D 1 1 1 1 1 1
(Pt
7001 106 D02 - Peryediaan N -
e ~J 556 44 £34, 00 SO0 000 000,00 1. 0000 00, D0 2200 000.000,00 2 500000 000,00
E—— Peralatan dar Juimiah Faks Perakian dan
b et Peertengiasan Kartor pang ‘ ‘ 56 044 530,00 4 500, 000.000,00 4 1 500,000 000,00 5 2200 000.000,00 5 2 00000 000,00
d Doismetianhan [Faket]
3 EEREH LN — Paryne S B B.E23.674,00 30.000.000,00 50000 D000 75.000.000,00 1100 H00.000,00
Cataban dan Penggandaa
Famaciaiya Barang Caisan dan e Fakel Barang Cetakan can
=-=....-a-:.... b Penggandisan yarg Disschas 1 1 BLED3.074,00 1 301000 000,00 500001 £, 20 5 004.000,00 1 1100 000 000,00
1P aet]
10201 1. 08 D009 - Perrpelenggaraan
SR
oo Fierctinumd e £47.384.000,00 1000, (300,000, 00 1. 50000 0. D0, 00 2000, 000.000,00 2506 000,000, 00
Hirauilaai BHPD
Tedalaanarys Paveenggaman R |2 R Lapenan Penysiengganaan
¥ Py eiencg M | Paart Mo dain Hons i 1 1 £47 354 000,00 1 000, 000 004, 00 100000 00, D0 2000 000.000,00 1 2500000 000,00
Hoordinas dan Konsullas SHPD .
e e——
TE01 107 - Pargadasn Barng MEK
e 536 607 706,00 L1000, 000,000, 00 1. 5001004 D000 2500, 000.000,00 2500, 000.000,00
nuarn Peafreriniaty Do ah
Pl Abreditani REUD Madan Jumiah Lnkk Perakitan dan Mesin - - . P N - -
el e 2 3 536,007 706,00 3 000, 000 000,00 4 1 GO0000 000,00 4 2500 000.000,00 5 500,000 000,00
lia:imr:m;::r 536, 007708, 00 1000, 600 004, 00 1. B0 000 00,00 25001 000.000,00 3500000 000,00
Temeriiurym Forststar dm Maosl rrilals Uil Forulision; chu Mesie 2 3 536 007 FO6, 00 2 1,000, (00,000, 00 4 1500000 D000 4 2500 000.000,00 5 3506 (300,000, 00

Larwyd

siniya yang Disedakan [

102001 1.08 - Paythasn Sy
Parunjang Lirsan

Permerintahan Coeetah

13023 535.5040,00

2 500, 000000, 00

3 TS0 e, D

450, D00UD00, 00

Ml Adrediasi RSLUD Madan
(P )

ks Lapodan Pefyatiaan ki
Hasimasnikias], Suivies Daya Al dan
Listvlic g Db iU psrani

i Laporan Peiyatiaan
Peraldan dan Peilangapa Kanor
sy Crisesck by {Laporan)

1303 535,500,000

2 500, 000000, 00

3T SO0 e, D

450 D00.D00, 00

10201, 1.08. D02 - Peryediaan Jasa
Momuniasi, Sumber Daya A dan Lisiik

1008 3000040, 00

20000, (00 000, 00

b

00 DA CHEMC

SuD00 000,000, 00

3500 000,000, 00
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDANG URLUSAN | PROGRAM BASELINE
INDIKATOR OUTDOME 7 PERAMGHAT
DIUTCONE | KEGIATAN OUTPLT TaHUM 2025 22T 2028 i v} 2030 DAERAH KETERAMNGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaG TARGET PaGL TARGET PacL TARGET PAGL
o7 EEE 5 56) [ = 756 7i0] i 5] =] ) =

Tammacinrrym S emmenful, Exmtiar 1 1 1,004 300,000,00 1 2000, 000.000,00 2 500 000 000,00 3,000 000,000,00 1 500 000.000,00
Dy A chan Listric . -

Lt yaary Disectiabon (L pran
1,001 1.06 D003 - Penyediaan Jsa e B
il e 310656/ 500,00 500, 000.000,00 1,350 000 D000 A B0 000, 000,00 560 DO0000,00
R - — Jorriah Lapotan Penydisan Jasa
ey o Physmisbn clary Perakatan dan Perengsapar Kantol 1 1 319 65%5.500,00 1 B0, 000.000,00 123501 D00 00 1850 000000,00 1 2360 000.000,00
P ey b Hoaiet '

g Dtk i | Lapsonan|
10201, 1. 06 - Poavasiharaan Banang Ml
Craerah Penunjang Ursan Pemed itatan ] 0 0 o 0
Dwensh
Jilfﬁiﬁmﬁﬁﬁ:af;“mmﬁ iy Ftston -t L o o o o o

fang Lairinya yang Dipalara [Lin)

Dwersh
100 1 090008 - Permelhaman
Pevalalar dan Mesin Lsincya 2 0 - . g
Tetakanary s Perebhaaen Pedaan | Joimien Feratatan dan Mesh o o N - o
o Msain: Lainays Lainnya yang Dipsthars (U
e e 00 000 000000, 00 11000 000,000 000,00 11001 (00000 000,00 $00. D04 000,000,00 000 000 D00.000,00
_ _ Jommian BLLD pang M enyed aran
arpauchinya Peninghatan Peliyanal | by o san Perunjang 1 -l 00, D00 D000, 00 21 1040 D000, 000, 00 ) 11041, (00,000 00,00 01 00 D00 O00U00,00 1 2000 00K $00.000,00
S Parasrjang P ety aman BL LD =

Pelayanan Lt Karja)
TU0E01. 1 PO 000 - Pelayanan dan B B "~
e 00000 000000, 00 11000 000,000,000, 00 11001 (00,000 000,00 00, DO 000, 000,00 001 D00 H00.000,00
Tamactiarryn BLLID yang Maryadision . 2 £ $00.00000000000 | 21 1oonooeoo 000 | 2 0000000000000 | sooooanoneo0sg | 21 00 000,00 000,00

Aan Penunjang Pelryanan . N

Polasanan Lk Kafja)
TG0 - PROGRAM FEMENEAN
UPAYA KEEEHATAN PERORANGAN
M 63,933 372.000,00 1710007 £54 362,56 180,800 526,047, 51 205,117 5065.550,73 T34 075 196.563.28
MASTYARARAT

702000 0.00.01.00
MeringhaTiea ahses dan Keemedaan | Perseriase P b s gang - . . - - . 00 - D o hitinn
i bt ey 70 547 200000000000 | 58,35 2007 57ESE000 | sms 2 15448745100 | Taus 2ieEsa00 | 2w 2603254001,18 | Do- Tna Heseh
Tergan

VOEIE 1 01 - Parpediaan Fasias
Pelayanar, Sarana, Frasarata can Sla
Hisshatan uriuk UHP Fujulan, LI 1,338 0790000,00 1343 148.209,00 1,481,223 B5,00 1551 302 408,00 1674 TED £4460
S IR Fujuian Tingkat Diasrah
Precrvin

i Fisi il Pelayanan
Perngeiarg i Ferdealar Falpanan | Hetehala [Py arbes) yang
e gmetvatan di DTPH, (P sy anan Ml ayani Horscbes Jana: L
Misehatan Bergensk, Gugus Puis, Aniar Fasyanikes Melshs Peaiayanan 3 snpooooa oo | 43 srEiE30E00 [ 13 PN maverosng0 | 13 500,648 806,24
Prlapana” Fehearan Sert Tbesogni o wrlui Merdapatkan
Tebemeticing | Al Bichim PrldganaT Leberatan pang

Eeerbialtas [Ling)

T L ———]

TR (Fekyanan Fegshata

Eeeigerak, g Fulay Pelayaran - . = — .

Hoeterhuaianr St Tk iiasdcing - -

A} g CHSkLMaN Pange e

| Ly s
VOE0E 1 01,0008 - Pergenbangan
Perchekalan Pedar war Fsalatan Of
DTPH {Pelayanan Kesshaian Berpena, 200 DO0UH00,00 200, 757 £G8,00 15 £46 745,00 34§83 630 00 60 37413 12

Casges Pulau, Pelayanan Hesshatan
Betasis Teamesdne, Ji)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAM PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDANG URLISAN ! PROGRAM [ BASELINE
IHNDIKATOR OUTCOME § PERANGKAT
OUTCOME | KEGIATAN Y OUTPUT TEHUM 2026 22T 2028 v ] 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaGU TARGET PaGL TARGET PaGU TARGET PaGU
a1y %2 o3 (i) o5 o8 {7 98 o i) {11 2 13 14 13
[ T— ey an J.llli'._l-tl.'lg.i il g huala D
- ya Pangembang - DYTPH. Py Ny Hogeh
eciekalan Pelay e Fasahaian of Bergerak O Fulay Pelyanan
CTRR | Pelayanan Fasshalan Bargera, Fl‘uu 5¢-".'-n.1 Ttt"ﬁ;-:'r o b ] 200 000,000, 00 13 00 TET B0E 00 13 5 &4 72500 13 31 S8R 530,00 1 250 333 403 12
Cugus Pulai, Pelayanan Fesshatun . -
—— TakamaScing, o) i} warng Cilabbn Pemgeimb g
| iry
10202 1.01. D20 - Perryadiaan
Tebemedicing di Pl Polayanan 200 000,000, 00 200, TET B9800 5848 72500 31 583 530,00 250 333403 12
iseshatan
Teialiar s Lapanat Fonsoies] larak J'"':;:“.E:,?r:f::m
J.-i;;:.l Fos ?: Ft:i,:::ﬁ Medayani Koot Jarak
S 'T“_’fm“f'tﬂ - Bolar Fasyankes Welaa Felay aran 3 00 000,000, 00 12 20 TET £06 00 13 D £48 TE5,00 3 T3 B8 53 00 1 360 37340312
et ook A P a_ﬂ': Tesmedicing urtub Mendapatian
" = A Pebiryanan Kesenalan yang
Ceswehiatan vang Senoal e Beriasaltas (L
10202 1 02 - Parvyeciaan Layanan
Fisshiatan uniuk UHP foguian, Uk - e N — ~ = -
i LIFM Pujubn Tinghat Diasrafs TE 358 Gfegul00, 00 TH 553 808 1.4 00 B2 #5530 658,00 =2 00 OBE. TN 00 55 458 571 £43 18
PR
ket Deobosren Hasd werid kasi
. dan Fenilaian Kelayaian . . . - s
I E e ek ara e LP Pusiesmas Lnouk Regsirasi 1 200 BOCUD00, 00 | 200, TET E98,00 S48 TES D0 231 S83. 530,00 1 50 333 403, 12
Pshsairag (Cobuman)
10000 1. 2 DD - erifbas dan
Pk, Py o bl Yo L 200 000,000, 00 200, TET B9800 5848 72500 31 583 530,00 250 333403 12
i ik Pk brk il
Terver fbasl can Terasanarya ;;"':;j:::::;_::l:'"‘hi
Flendsian Helpuian Puskesmas w02 SRR R i 200 000,080, 200 1 200, TET £06,00 L D446 TEE, 00 1 23 B85 53,00 i 50T T2
Pl | Furs b s S ri————_
T b Nl 1yl oD 1y oo deyianan emmian Diobusmen Hisid Pamiinaan
eeshalan kinya Dermasa s ksehatan Pelabsanaan LUpiva Felayanan 1 1 1200 500,000, 00 i 13104 548 188,00 1 1.202 880 471,00 1 1.3 301 178,00 1 1501 080 £78 70
izl dawy priiud Hemehaiam | Dobumen
1 0 102 (NS - Pemisinaan
Polabsanaan LUps Pelayanan 1200 500,000, 00 13104 548 188,00 1-202 580 471,00 1.3 301 178,00 1501 080 £78 70
[ emeshiatan
P , Ml Dokumen Hisil Poaimi i
= :"n";‘,'?:."‘_n;“”""“ Felaksanaan Lpmya Felasaran 1 1 1 00 (00,000, 00 1 1,304, 548 188,00 1 13902 880 471,00 1 1,360 30M 178,00 1 501 G801 98,70
— i Hedehainn | Dobiamen]
ik Diobuven Hasid
et b T il o i oty Prengsiolaan Feakryanan Kesshilan
seshalan radimional, soeunhs, esunan | Tredimionel, Skepoenier, Aschan 1 200 000,000, 00 i 20, TET BOE 0D 1 E.a48 TEE00 1 31 S8E 530,00 1 250 373413 12
il e Tt onal lainya Manvciri dars Tracksksnal Laina
[T
1020 1 02 D00 - Pengaiokan
Pelapanar Feseraran Tradmora —— - — - .
P ——— 200 000,000, 00 200, TET B9800 5848 72500 31 583 530,00 250 333403 12
Tradisional Lainnya
ik Diobuven Hisl
Terokanyia ol i FEsaaian Poerygpaiodaa Fekyaran kst
Tradisesnal, Auspurie, Sschan Mardii | Treedisienel, Skopenier, Asshan 1 200 300,00, 00 1 200, TET S08 00 1 215448 72500 1 31 S83.530,00 1 250323803 12
i Tradisional Lainmya Mandiri dan Tracksional Lainra
Dok TRy
M eninghatTyE @heem din Ml Perseriases Rurmah Sakil wng
oy Benarkan o ukan v ang mendapatican pencampingan Sk 00 il S5 500 (000000, 00 0 B8 8657 313 458,00 100 T1.7483. 780 154,00 00 T 21T H5558,00 ] 83357600295 12

el U St

rangha s e (%)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUSAN ! PROGRAM ! BASELINE
INDIKATOR OUTCOME § PERAMNGKAT
DUTCIONE | KEGIATEN ! CUTPUT TEHUN 2025 2027 2028 M= 2030 DAERAH HETERAMGAMN
SUBKEGIATAN QOUTPUT 2024
TERGET PaGU TARGET PaGl TARGET PaGl TARGET PaGL TARGET PaGU
{01} (= 3 [ {05 o {07) (25 (o5 (1 (11) (13 13 (14 (13

U0E0E 1. (52 - Pafrpedaan Layanan
::"J;f';‘:::ﬁfﬂﬁf” 7 264 096,000,00 552008 14,00 B2 955 720, 03,00 BE,£30 965.770,00 55 454 670 £42 18
Prrervin

oty Db e Hissd
Fergebclaan aminan Kesehala Peiegebokaan Fosjuban dan foujuk - . - ; . . - . -
iz R 1 52500 D00 D00, 00 1 56 651 555 780,00 74 B30 FH0 40600 76085 351 830,00 1 53107 360 595,00

; i | Deckormen |

oty Db e Hissd

Poeirgsiolaa” affiran Kesehatas i | i i i

Pasyarabat (Cokumen)

ity Debores Hisil Permii i

Poelabs anaan Lpayva Felagaran i | i i i

Hostemhaian | Drokrmen |
0E0E 1. (2 (S - Prangekskaan - - N — - -
B 5000, D00UD00,00 56 T50.040 364 00 7. 067 25 015,00 TE.BF1 554, 778,00 B2 606 728 008,78
Tt akSare iipa Pergeiokaan amins . - - - - e g . I .
et i 1 B D00, D00UD00,00 1 B6 T50.040 364 00 7107 25 015,00 TE.EF1 554, 77800 1 &2 606 TIE 008 TE
70 1. 02 0070 - Pemwinaan
P araan L paa Felasaran 200 D00V, 00 300, 75T £66,00 DHE 248 785,00 3 283 530 00 260 373 05,12
M ewehatan
P P Toirian Dokren Hasl Pemi aa
e Pelaksanaan LUpaya Pelayanan 1 200 D00V, 00 1 200, 75T £06,00 215 245 75,00 231 863, 530,00 1 260 323 405,12

[ @ Foasbehalan

10808 1IN0 - Fangiaiem T (000 0001 54 300, 75T £06,00 TS 46 785,00 >34 583 630 00 60 XTI 45,12
FUjuG dan Fujuk Salik
Tt absana e Pengeilan Ruuban dan ;-: : 1h;=-_-=_-|'l\-|..u.‘-lu ik
Frujukc Sali i Fasiitas Pelayanar Eath ol Ea bt Paa - 1 200 D00V, 00 1 200, 75T £06,00 215 245 75,00 231 863, 530,00 1 260 323 405,12
R r—— alib: i FakBas Pelayanan

Fosehatan {Dokummen
T 02 102 - Pareibian i Fomah
St ik B Farsilios P ety ania 200 DO0UNN 00 300, 75T £66,00 DHE 248 75,00 3 283 530 00 260 373 205,12
Hoemeehiaman Tinghaat Caerah Proyin

i P las Kesetalan pang
Demedirea MUfrah skl yang fremenuhi | | Ddakikan Pengobunan |nkaio —— . - . e mEe a - .
e e 1 200 D00V 00 1 300, 75T £66,00 DHE 248 75,00 3 283 530 00 1 260 373 05,12

Foesehatan {Lin)
lifnl.“iﬂi;ﬁnmf" - 200 00000, 00 300,757 £08,00 DHE 248 785,00 3 283 530 00 260 373 05,12
Tt akSare pa Perenghaan WU Tl P blas Kesetalan pang
Petarpana Fasiitas Keterala paryg Pereg-kLran | iz - R I -
Dilsbouian Prengubisnan Irefctnr Nasienal| Masiona Mty TN Pelayanan 1 i 1 FIE LS LA, R 1 OO
it i M) i)
Meringeaipa cakupan Ceteks Din
pergerdakan pepasd rerule dan fﬁ;‘;;‘““ el s TTEE 80 4250 DO0D00,00 &3 4 466 858 TE2.00 & £ 753 800 081,00 s 5150 408.533,00 &= 5 560,606 710,38
e yabil fhdak ek s

i g, Dot Chini ey ankl Ttk - - - .

N ga8 o T2 74 - &

Presies it Exagi Usia 017 Bulan

Fiverecka paabia i |Fve sk beghap BOS a5 ) ] 05 o

%)

P ibiten Fabd¥.ota vang

iV b T i AT Ty ] BE ek 100 100 00

sonveians (%)

100G 1. 03 - Pearp e Layanan
Hesehatan uniuk UKP Rujusan, Lk
iy KM Rujuisan Tingkat Diasrah
Proving

TE 254 e D00, 00

TH 553908, 214 00

B3 155320 053,00

B2 £20 985 779,00

95 454 570.£40 18
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

BASELINE

TARGET DiAN PAGL INDIKATIF TAHUN

QUTCONE | KEGIATAN ! CUTEUT U TAHUH 2025 2027 028 HE 2030 [ DAERAH a KETERAKNGAM
SUBHKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGL TARGET PaGl TARGET PaGU TARGET PaGU
a1 12 %3 [ sl 1o (o) (o8] 1o (1 (1) 2 3 14 (15
- m —— urnih Dobosren Hiil Fooordnasi
St g it dar Eirbron sasi Penerapar SPW e . . . .
el ans ketehalan Salaim mefspa Esclang Kaaauaten Lintes 1 1360 000UDog0, 00 1 35E. 114 48200 1.454 365 53000 1,565 FEL B06 00 1 E80 65D 071,05
sinyal swapacdaan [ALERT) Wt Moot (Dolarmand
o ]
Mendapaian Lapanan Fasehatan
et Lol e tian Luar Biasa 1 4 . . 1
Provini yang Mendaatan
Peelayaran ¥ ebehatan Setia
Eraratar jOnang)
i Fakel Speshimen Penyaki
Prolerial FLE kit Lk
Rl aenal pang
CrinSisatr] bsdicar [Pk}
1020 102 0002 - Prengehokan
Pelarpanan Fabehaban Dagi Perduduk 00 D0 a0, 20 T 545,00 T 0EC B0 D0 81150 354,00 ETETE1EN0
it Pkl Fosjadian Liar Bk [HLE)
arriah P Ouk yang
TertabSanary i Pargik s oy
Hessehatan bagi Pendudul pada Hondisi | pada Fondsi Kejadan Lua - - _— - - IR I
pepantian Luar Biasa | KL E) Proving Provdri yang Mancdaeatean 1 TOD D000, O 1 VI 851 G435 00 54053 B D0 511 S0 354,00 1 ETE 131000, 01
S Elaredar Pelayaman ¥ esehatan Sesia
Exaredar j0rang )
1020 1,02 00EE - Hsordinas] dan
Sinkronkasi Pensrapan SP W Bdang ‘00 DOaCUD04, O 3. 136 547,00 AT AT IS00 T B2 25400 375455 102,68
Hissshatan Linss Habupal entosa
~ - pzor
Tertizidinas dan Teminkronsasinga ;'" o Ll\_hd- - ':'d! - 3;‘.:
Flerer asan EPW Bdarg Kesshalan E‘M';I et e 1 300 (00000, 00 1 M. £38 547,00 221701800 7 B 2,00 1 ITE.4BS 104 88
ik By e nviom HabrabenHiot (Dokusmen)
10202 1,02 0025 - Pengamislan dan
Pangiriman Epesinmsn Peimyakil Fokeimal S50 OO0, O 351. 35 572,00 ITT0EA B0 D0 805 TOE 17T 00 438 D& GG 48
FLE ki Lak RujubanMassona
i Pakel Speshimen Penyaki
et in e Soierer Farvakit Potensial KL ke Lad - S, i e —
Poburaial KLE ke Lab RujskanMasional | Rujulaniasionsd yang S50 D00 D00, 20 351, WEST2.00 FTT0E. 804,00 05 TOE 17T 00 436 055065 45
Dhisatr] B, [Pk
iy Doskigreen Hassl
M ingNaTyE DEMELIEn ks penyakl | Pengeioln Felayanan Hesshalan - - - . P . - e e i
g e ey Tl S ey Cvang dengan Masalah Kesshatan 1 2750 DD, 00 1 21 780.418.3358,00 2 DT 2 TAT D 3188 308534 00 1 3441 9488 T2 67
S [COME] (Dobom e
i Feirpalaigna NAFTA yang
M ban Rt s Wers 1 1 1 1 1
[Cvang)
ki Dedosrrman Haal
Pengeioaan Felayanan Kesshalan i 5 = 1 1
Perpail arniar dan Tk
Wy (bR
rra Dokisreen Hasl
Pengsiolaa Surwelar Feseratan 1 1 1 1 1
Db i
I 12 O 1 - Pangaiolan
Pelapana Fovelaran Penganid Manlar 1. TS DeaZuDad, 00 1 ThE B3 256 OO 1.B8E 160021 00 FobicH G B2 00 2 100335, 777 38
oy Tickak, Mesrislar
- - Jisrriay Desbasrruen Hasld
et by i ek s Pl ay dnar = - "
esehatan Perysit Menular dan Tula | - orsiciaan Palayanan Hessht 1 1750 000,000,00 1 1 756,630 555,00 1 B85 150.021,00 2008 GE0LEE4.00 1 21090320 777.28
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Pefryakll Maroiar dan Tk
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BID&NG URLUSAMN ! PROGRAM BASELINE
INDIKATOR OUTCOME T PERANGHKAT
DIUTCONE ! KEGIATAN ! OUTPUT TAEHUN 2025 2027 2028 HE 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGL TARGET PaGU TARGET PaGL TARGET PaGL TARGET PG
{01} 52 53 o5 05) o) {07) [108] (o) ] {11) "3 13 14 s
10202 1.02 0013 - Pengeinkan
Preirpanan Fieratan Crang dengan 5800 000,000, 00 301,136 547,00 AT R0 4T 20 254,00 375 455 104 65
Miskalah Kesehatan Juwa {COMK]
Tetaksanary s Pengeinhan Pt {P;Ill:i\.!};h;:-:::t!lkm'liu
n Orang dergan Massioh e e Mo e 1 5800 000,000, 00 1 301,136 547,00 A ATIA1E,00 BT S0 D 00 1 375 455 104 B8
i e [DOMK] (Dukumen)
1 1. 02 B0iE - Pengeickaan
Prearpanan Fieratan Crang dengan 5800 000,000, 00 301,136 547,00 AT R0 4T 20 254,00 375 455 104 65
Feoand.an HAFTA
E— - - Toriah Feralahgona FAFZA yang
,:h“:a“:l'}':f;:ff::'":';;; Merrdapakan Reratiitis Weti 1 00 H0CLD00,00 1 3,136 547,00 T ATOA1E,00 347 S0 254 00 1 375 485 10488
h . [Owang]
e 400 000,000,00 401.515.:305,00 430,890 450,00 £53 767 050,00 500 545.506.23
R - orian Dobovan Hasl
Tetaisananya Pengeioiain BNl | pongsiciasn Surelans Hesehatan 1 S0 (00000, 060 i 41, 515.306,00 PLEPSCRE 63 767 050,00 1 500 546.506.23
b ' [Crsbsmsen)
Jimia Dobosvasn Hasid e esbgas
PP DO wWarit e sutwr | Lanjuten Keedian kaan Pasca
(WA yang mendanatian munsas TTZ | Inunises den Femberian Otat 1 56501 000,000, 00 1 361,336 672,00 1 7T 804,00 1 206, 706, 17700 1 438 055 065,46
g Mamal cheh K atusanen s ol
JCasburTeen)
A O 1 02 B - Investgas) Lanjuian
i 4 -
_.;:j'_'::;'j:‘:‘“ i 3650 000,000, 00 364,235,572, 00 AT B4, 205 70617700 435 065 065,45
o e Al
L ———— sy Desbosuen Hasil ireosSgas
- - e Fjackar Iulan Pasos
Minjrfin Ranfurs P rresnbrs e Irverisrsi dan Femberian Otat 1 50 DOCLD00,00 1 361, 336.572,00 T 804,00 206, 706, 177 00 1 438 D65 965,45
Massial cheh Hatupanientioma
[Cskasmen)
. Fereerilase ait Soaniay
:“"”m:';‘:‘:;"'l’l:““"““ petumiuhan dan perkembangan 71 a7 000000000 | 4 EGE307000 =3 BE17AE08100 | 55 927 534, 119,00 57 1001208 512,47
(]
Perseniass by LSia kirang dari &
biar menanabir A5 saksi 831 70 75 0 85 %
)
1 102 - Pafrpediaan Layanan
f»“ulhﬁlzm:—lfwan:;“” 2804 5063, 806, 0 TE S50 54,00 B2 $55 200 058,00 B2 420 05E.T70,00 56 454 570,447 18
Provvined
T L p o e T ROl Jmian Deobosran Hamid
whrrulsi, delessi dan il din Prerigmioiaa Feiapann Kesehala 1 56501 000,000, 00 1 361,336 672,00 1 7T 804,00 1 206 706, 17T, 1 438 055 065,46
b ke balia Ik dan Ak [Ceoumen)
;fkfnlm “m3'ﬁt°:::“h 3650 000,000, 00 364,235,572, 00 AT B4, 205 706 17T, 435 065 065,45
E— - - Jormian Dotoaan Hasl
;:h"::,'."af"ﬁ:f‘" S | pengeiniasn Felayanan Hesehala 1 5050 000,000, 00 1 361,305 572,00 7T B04,00 05 796, 177 00 1 435 065 565,45
- Ve an T o MAuruah: [Dhskurman}
- Jormian Dotoaran Hasl
::_:”;i:“;:‘““‘““” Pengmioiar Felapanan Kesehalas 1 450, 000,000,00 1 451,704 221,00 1 484,755 177,00 1 5 73794200 1 563 237 867,01
— iz Mot | Dby
;fﬁnlmm":‘gz‘;“l e 50 000.000,00 451.704.824,00 454,755 177,00 B4 737 042,00 563297 86701
E— - - Jormian Dotoaan Hasl
arlalaaranys Pangaidiaan Pasyanan | oo Palayaran Hesshats 1 501 DOCUD00,00 1 451,704 221,00 484 755 177,00 531 737.942.00 1 583 227 567,01

4 e o AR o e bt

i Wil i [ Db
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TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BID&AMG URUSAMN | PROGRAM / BASELINE
INDAKATOR OUTOOME § PERANGKAT
QUTCONE | KEGIATAN ! OUTRUT TAHUHN 202& 2027 28 prai v 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBHEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PaGU TARGET PaGL TARGET PAGL TARGET PG
{07} (52) (03 04 {23 o8 {7 (05] (o) (10 (11) 13 {13 (14 "3
Weningamya jumlah KabHola yang
T e AT b dan rersasai - - . . . P
s e Ferueries Kadvots Sahat (%) 7.7 5 a50. 000000000 | 482 sEEmO0es00 | 538 1Tomasraomon | ELS 1104 7E600 | 682 B0 036 164 81
b i
10 1.2 - Parrpediaan Layanan
Feemshitan uniuk UKP Rujulan, LW P . - - .
G e TE 264 096000, 00 76 536078 T, 00 B2 155 200 (155,00 58,470 6665 770,00 96 454 570 &42 18
Proveinms
. v, Dosbvesn Hasd
jemaah i yang memetichi NS (P Pulvanan Hesshalun i poopoomao | 4 ZO0TETEOEDD | 1 piEesmTEmm | 1 eI | 18 260323 &5 12
bty s i e =
Haji | Dubiurmsen)
100 102 D02 - Pengaikaan — - e mad i .
R R 200, 000U000,00 F00.7TET £08,00 5445 785,00 23 253 530,00 260 393 &05 12
_— _— — = Jimbaly Dosbosveen Hasid
Ferlalmanarnya Pergeiolan Pelayanan | oo s Pulayanan Hisshale 1 200, D00.000,00 1 300,757 508,00 215,446 745,00 231 583 530,00 18 250 323 403,12
Ceswehatan Haj Hagi | N
il | O
Ve g AT d kaDusarer ol dengan | dorial Dioboiesn Haskl
tarsyankes yang memenchi syarad Pengsholaan Pelayanan Kesshaian il GO0 (D000, 00 i B0 . e 245 0D i B35 595 BE3, D b 570 TS R 00 i B35 B0 507 T
et B b g Linghunsgan (Cokiemen
100k 1 02 DO0E - Pengeiiaan - - - - -
S e L 500 000U000,00 501,864 45,00 5368 696 B3, 00 570,708, 624,00 25 B0E 507,70
_— _— — = Jimbaly Dosbosveen Hasid
slalsaranya Pengaiclian Paayandn | ooy Palyarnan Hedshals 1 500 0000, 00 1 EOH. B 45, 00 53895 BE3, 00 7 70 B34 00 i B35 BOE BT,
Hesehuaban Linghomgan -
Lingiirgan (Dokiaman)
B — - rraah Debovesn Hasl
?ﬂﬂ‘::“&ﬂ:‘ﬁ;?‘ P Pelkyaan Heshatar 1 250 000.000,00 1 50,047 123,00 1 26 30643200 1 50 564.412.00 1 312 004 253,90
Kefia dan Olatraga [Dokiimen)
1020 1 02 0007 - Pengeioian
b ek Kabahatan Marph din 250 000U000 00 360,047 123,00 6 308 432,00 220,564 412,00 32 004 263,00
O raga
- L . = Jurrdady Dorbourveen Haml
erininanaryy Perguician Pelayanan | oo pnn Puivanan Hsshal 1 250 000U000,00 1 260,047 123,00 P 308 452,00 250 554,412.00 1 312 004 265,80
< esbehiatan Kefja dan Okahraga K . N
i dan Dlatraga [Dokwsmen |
Weninghanea kelersetiaan kogs
arTei Gl sl keSehalan pang P iilases Fish bosi s Jefgan
rasecanal dan sesiai shancar dakam Keigrseadiaan Chal Essrmial dan a54 ik E38 (70D0d, 00 TA.05 G B3] 513 00 TES 1.0H0 530 338 00 TE 10637 B 548 O0d 700 1474 115 535 38
v e AT Ty drd b e Whaksin IRL %)
Pl preeantl
10202 1,01 - Pervpeciaan Fasitas
Pelarpanat, Satana, Frsd@na dan Alal
Eeesehatan untus UKP Ruguan, LKW 1335 075000, 00 1343 48 296,00 1441 &5 o 00 1 551 3002 408,00 1 BT TED £44 60
iy LK Fiujuiean Tingat Diasran
Proveinms
el bSana g ifealisi L Kesthalan, Ohat Baha Habes
btrater ot wang MEnETREn Fakai Batn Weds Satis Faxe 1 936 075000,00 1 541632 505,00 1 1.010U530 335,00 1 1 T B2 348,00 1 1174 115 535,36

Eatakebola ool seniin dlandad

Whakdin, Makana ki Fasdlls
I huaian | Chobosrreen

Jormial Obal, Baba Habs Pakai,
B W Habes Pabil, Vkain,
Wakanan dan Miruman o Fasiites
Hedthalan yang disedisan
(Pt}
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TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URLUSAN | PROGRAM | INDIKATOR GUTCOME § BASELINE PERANGKAT
DUTCOME ! KEGIATAN OUTPUT TaHUN 2025 2027 2028 HE 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBHEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PaGD TARGET Pazy TARGET PacL TARGET PAGL

a1y o) 03 [ {as) o5 {ow) (a8} L) (10) (T1) (13 13 (el {15

Joimian Fomah aabdl pang

diirgbathan faran, o

alat keseshalan dan SO0 agar

St Slarvlar pEres pelavanan

rumah sabll berdasaian ks

riah sabit wang remenuhi s 1 1 1 1 1 1

terrrpal Boir letadap jumah

ek rrsiniraal 11000 danbale:

T Farge perEgatan

b Dy T TR BT

Unlt}

70 1 1, 05 - it Mk

Hasshatan, Obat, Baban Habss Pakal,

Bahar M Habis Pakai, Vaksin, 00, 000,000,00 401.515.306,00 430,896 400,00 463 767 050,00 500848 506,23

Al A Minuman b Folilas

Heseehatan

Telamananya e Akl JoTrian kLT Omribos] At

M emehatan, Ol Baban Habes Pabai Kesshatan, Obal Bahan Habes

Blahars Wischs Habis Pakal, Valain, Puakai, Bahan Medis Habis Pako 1 010 00.000,00 1 aisiEzeE00 [ ¢ 4308901 450,00 1 453 767 050,00 1 500 645, 506.23

Mabanar dan Minoman ke ok e akin, Makanan ke Fosdlie

. emehatan Koemeshatan | Dobinen|

0363 LFLOCN — Pargemmbmmgen 30 000.000,00 21.000.000,00 22 00000000 23.000.000,00 24 H00/000,00

Fumah ki

hsrmbaly Fumah sald yang

Tersediana Fomah el yang o ity by Sl o, [l Pl

Oinghain Sarana, Do, ke kel meseshalan dan S0 agar

mmmestval s chan S0 QAU SeaiUd FlaNcal] St Slandarn .FI'II M.TJI'I"I

e el MU b ekl beedarsah e | romah sabdl Derdasa ran kel

helaa: nsmah sakit yang memenu sk | namah sakit yang memenuhi sk 1 1 30 000.000,00 1 2100000000 |t 22 D00, 000,00 1 23.000.000,00 1 24 D00/000,00

et tdur Derhadap jurkeh perdudus | tempat Sdur lerhadap fumkah

vl 11000 dantates dakam rangka | pendutu rnimal 1:1000 da kb

i b o o L o vl LT | it g g atan

skt bl i Py . TLITRA Baki

[Lnk}

O 0 1 01, O0G7 - Pergadasn Dbl

Femy ﬁﬁ:‘ﬁ;ﬂ’:ﬁ:ﬁ:ﬂ"ﬂ:‘:‘ 518 075.000,00 515, 11750700 557 536 645,00 500,855 280,00 £40 482 532 13

Pl s, F irgahanian

Tersefiarmya Obat, Batan Haie Fail, | J-7ie" Cbal. Bavan Habs Pakal,

Sarar Weds Habs Pakai, Val Elsham Masie Hably Paloal, Valuls, - — i .

e M A P, . Makanan dan Mircman o Fasiitas 1 518 079.000,00 1 ST SOT0 |t 557 536 B45,00 1 £ 558 260,00 1 40 482 532 13

" Kesehatan yanyg Chvediman

gsezhiatan —

| Pabast]
T 02000 000061 00

"_:_‘:.h' Lot e ol :‘{:nn"'““n;hml Wiyl & 1 B4 T0.204,.000,00 &z sOsM eI | 25 104,379,209 221 51 a2 17 224062 23673 4 31 G643 TPREE1,53 g:h“m&ﬂa

Targal

TOETE 1 01 - Parpedasn Fauis

Pelayanar, Sarana, Frasaraa can Al

Hasshiatan uniuk UHP Fujubkan, LK #5788, 117.600,00 56 417257 215,80 63.730 190.457,81 52,508 547 108,00 74,042 050 044 82

s LIFM Rujuban Tinghat Diasran

Porersined

T EmEliarty @ Sarafa dan P asarana

Pelaryanan Fesbetatan A ke Tingat

Porereir ang Weavanchi Stardar et Alal Feseratand Akt

et s | Eacesie Madi DL sy 1 50 TR TN [ S0 SA4TIETIISED | 50 6323 13048781 | 50 saesmss oA | 74,042 050 044, B2

Hesehatan, sena Faslibs Pemunjang
s Sistem Informas Kesehalan yang
Mendulung Pelbkssnaan UEF dan UKW

Sesara Dptimal

Kesehatan yang Terpeihara Sesui
Exantar {Link)
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUSAN ! PROGRAM | INDIKATOR OUTCOME § BASELINE PERANGKAT
DUTCOME | KEGIATAN OUTPUT TAEHUM 202 2027 2028 i v} 203 DAERAH HETERANGAN
SUBHKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PG TARGET Pazy TARGET PaGL TARGET PAGU

o) 52 N o5 1057 o 08) 55 70) ) iE 3 I B

ket Sarana, Prasarans dan Mot

st huabanrs wanrag) Dl b a 1 1 1 4 1 1

Ferabiitasi o Fermelhaaan okeh

Rumah Sakk [Ling)

i Cbal, Bahan Habis Pakel,

Eiahar Wids Hatvs Pakai, vassio,

Mabanan dan Merdman & Fasilites 1 1 1 1 1 1

Fetetalar sarg O ban

i P B Kesehalar Lainngd

yang Dlakuskan Rehabdies dan ; ; ; . . ;

Porreed haraar Sarana, Prasanang

diar dlat Eessshatan (Unk)

bty Aal Fesehatan bt

Penunjang Wisdk Pl Layanan 100 100 0 100 100 100

Hesteshatan yang Dadiakan (Unl)

ot P Wi Festhalar Lainnsd] - R R -

ey Dibsangn (Unl) 1

10002 1.04. D002 - Pemitangunn = ] . . - N N = -

s i L OTEI11 TEN00 564172672158 8323711 048,77 £.566.884.210,30 404 208 04 48

urtangLrryn Fnsfibs Kasshatan daria, Fasiliim Fesshatan Lainnys 1 4meotiTean [ 4 5541.726 721,58 & 323211 04877 esasszing | 4 7404 208004 45

Lainnya yang Dibangun (LUnk)

70 01 1, 0008 - Fiehabaias] dar

Pemelharan Faslils Hasehatan 5057 BZ3E0.00 11,282,453 443, %6 12848, 20 097 55 14 208 417 508,08

Lairesa

Telarmanarya Fehe e da Joimia i s Fesehalan Lainngd

yang Dlakskan Rehabiles da P e eea s - _— ans aim

At Mesehatan pada Fasillis Hesehatan| Pered haraan Sarara, Prasarana 1 L T SR 1 TLIRATL AL A AT (5 L HAA00ATE0000

Ly diar Slat Essshatan (Unk)

10202 1,01, 0000 - Rehatdias dar . N - N - N ]

D L OTEI11 TEN00 564172672158 8323711 048,77 £.566.884.210,30 404 208 04 48

e T -
Tetaksananys Pereiharas Saana | L: a;_';:‘::: el
wsanana dan Alt Kesehatan Ruman | SRShatee v Dakiae, 1 1 4O7TEI11 TEN00 i 5641.726.721,58 8323311 04277 858 £64.210.30 1 7 4D 208 04 48
Sadi ehabiitasi can el Pl iy 2
Fiurmah Sk [Lin

70 0 1 01, 0070 - Pengatasn Alal

HesehatardAlat Parrjang b 1T 601 180,00 10,746,043 525,53 22 131 Z38 ETOTO 24,041 084.736,05 35 514 T 1B560

Fasi s Layaran Fesshalan

Termestiarty @ Sdat Fomehatand dlat it Alal Fesehatan At

Penunjang Medk Fasline Layanan | Penunjang Misdk Pl Layans 200 <0 1Tpa e 16000 | w0 07404352582 [ 100 2293 maETOT0 [ 100 JM041004TIENS [ B0 6560

. eehatan Hestehatar: yang Dadiakan (Unl)

10202 1.0, 0007 - Permedfarasy At

HesehatardAlat Parurjang b 5057 BZ3E0.00 11,282,453 443, %6 12548, 22 097 55 14 208 417 508,08

Fai s Layarnan Fesshalan

- . bty Adal Fesehatan bt

e haranya Alal Fesveratansl o o

Pranunjang Medk Faslizs Layanan Paenjng Mn P Lo m— 1 50 SOSTEIREM00 | 50 11,282,453 443 %6 =0 nesormTes| 50 50 14 508 417 508 06

Hisbehatan Sebi Sancar

Hesshatan yang Terpelhara Sesua
Exandiar jLink)

102002 1. 01. D027 - Pangadasn Chal
Bahan Habss Pabai, Bahan Mads Habs

220045 360,75 51 805 524,57 2.3 5 02 3 5
oy el s 2 20 A5 B30, 00 2200 BES 360,78 35651 505 524,57 £34, 447 106,15 2702 504, 2522
Pl s, Fersadarian
Temesfianys Obat, Sahan Hubis Pasal | 22T Ghal Babas Habs Pakal
Eouhiams kbutBs Hnte Pt Vatuls, Miakanan dan Miresman o Fas s 1 1 240 455 650,00 1 200 53 360,70 596 805 524,37 3,834 447 106,15 1 2702 904 45225
Mabanan dan Minuman & Fasi s haian yang disedislkar
REr—— ashen e !

| Pzt
B s Aot 14T 276,400,000 6068 555 345,20 7025 TO0.054, 15 7532 063,567 00 B39 BO8. TR TS

nkirras Kesehatan Secara Terimegrasi
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGETDAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUSAN ! PRIOGRAM BASELINE
INDIKATOR OUTCOME § PERANGKAT
QUTCOME | KECGATAN ! OUTPUT TEHUN 2026 2027 2028 20 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PaGL TARGET PaGU TARGET PAGU
[ = S S 756 [ o) 7557 i il 5] [ ) =
TermetiarTy & Dam e T Fome
g Terintegnasd dan Befurgs Seoana
kit datarm Merdubung Pangumpulan, | Jumisn Dobuman Hasd
Pergticlaan, dan Pemanfatn Data | Pengsioian Sistem nisnmasi 12.£47.275.800,00 . 265 555 395,20 7,025, 700,054,159 7532 003.567.00 £.20% B0B. TE2TE
esehatan uniuk Perenoana i dan Fosseshatar | Drobsmeen)
Pergamibian Fagtman of Tinghal
Caenah
R 12847 379.800,00 265 525 395,20 7 025 700 054,15 75D 063.567.00 £.226 808 TH2TS
E— - - “Tormia Dokasran Haad
ot Perguiiasn Sistem Penrgticiaan Simem miormis 12847 279.400,00 £ 68 535 248 20 7,025, 700,054,139 T2 06356700 B 225 608 TR2 TS
T m— Hiessshatan | Ciokusmen)
TEZ 000000
. Mk | bl e i 1 My st
et e e ] Terhacap Felayanan RELD o #n B47IIM00000 | BOS S05M4383885 | & DAITIIHZE | 1S nTmeccsTa | s 131 843 T7EEE1,58 | - FESUD Madani
[ndeta] Tangan
10C02 1,01 - Parpecian Fasila
Pelapanan, Sarana, Frasarara can Al
Fiesehatian unfus LIHF Rujuican, LM 22 163 BO7 000,00 27,473,463 807 56 3721 308 E7R51 0857 125.555,73 48,074 15002395
Sy LIFM Fujuben Tinghat Drssra
Proreifr
Dormba Al Ferseatan' At
S e watary | Penunyang Mk Faaitaa Lrpanan = 2 22 w3 eeT000 | 3 m4TiesaEnse | @ 3T MEETRET | 3 o EETI | 4 46,074 950.003.95
! Kisseshalan yarg Disetiakan (Unk)
e F s s Hesehalan Lainnyd -
g Dilsangan (Link) - B 2 3 3 N
bormian Pk fas Fesehalan Laicnsd
yang Diabkan Reded b dan . . ; 4 .
Femeiharaan Earana, Prasarans - “
dan Alal Fasshatan (LUnl)
Aurmian Obal, Etaan Haba Pakal
Biahar Wedks Hates Pabai, Waksin,
Madanan Gan Mirman o Fasiites - 1 1 1 1 1
Fetshalar sy Csediaban
[Praety
Dot Al Ferseatan' At
Penurpang ke Pt L o ; . — - - —

Kesshalan yang Termeiha Sesua
Erandar {Link)

100 1. 01, DORE - Pembangunan
Fasilias Hesehatan Lainfya

130803 B0 000,00

17 D000 D00, 00

2300 a0 Da0R0. NN

244 500 OO0 a1 000

290 000 000 D00, B0

priid ik umiah FasilRm Hesshatan Lains - 2 1BEEEITO000D | 2 17.000.000.000, 00 3 20,000, 000.000,00 3 24.500 000,000,00 g 240,000, 100.000,00
L rwoa yang Dibamguen (Unk)

05 0 107, 008 - Rehaia ksl dan

el haadr Fiblis Hesehatan 1,000, 000.000,00 1.500.000.000,00 2 000,000 000,00 2300,000.000,00 3.000.000.000,00
[

Tertabmarna iy a Fehasdig da kel o Ras Kesehalan Lainny)

Pemelhaaan Sarana Pamarand dan | vang Diakoban Renatd ] da - 2 1o | 2 150000000000 [ 3 200000000000 [ 3 0000000 | 4 3.000.000.000,00

Bt et

L oy

Dt Fonil lass Fessshatan

Pemeiharaes Sarsna, Pragarand

dia Skl Fiabshatar i)

1RO 1.04. 0000 - Pengadaan Alal
HemehatanSlat Fenunjang el
Fasilitas Layanan Kesshatan

S0 D0 (000 (a0, 00

6008453 502, 55

7.731.508.679,51

11474 180 023 05

Tersealiany a Alal Heseshaland Alal

Panurjang Medik Faslloe Layanan Paniurgang ki 7o Bl Ly an - 2 000 (a0 (a0, 00 b 6002453 502, 55 3 7.731.5308.679,51 3 SuET 12656673 £ 11474 180 023 05
M s atan Hesashalan pang Dsaliakan L

1020 1.0 00T - Peimeihanamn Alal

Hesbshatarnd Alat Fenonjang Medi G000 (000 (0], 041 S5 000000, 00 1. D000 D0 D0, Do 1. 1150 00000, 00 LS00 (00 D00, 00

Fasilitas Layanan Hesshatan
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DN PAGL INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URUISAN | PROGRAM BASELINE
IHDIKATOR OUTCOME § PERAMGKAT
DIUTCONE | KEGIATAN | OUTPUT TaEHUN 2025 22T 2028 HE 2030 DAERAH HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PaGU TARGET PaGU TARGET PaGl TERGET Pacy TARGET PaGU
(1) =) 3 g {05 o (7] (o8 (o5 1 (11} (13 13 {14 13

Tepaitaranyd Alal Kebehatan' o ;;""- Mf";::;ﬁ'l'..':i:
P jang Medik Fasillis Layanan et e - 0 500 (00000, 00 10 11 1. 000 DKL D0, D0 11 1.1150 000U000,00 12 1500 000, D00, 00

Hesehalar pang Terpehnara Ses
ey 1 Sl S anedan .

Exaredar {Linii
1000 1.04. 0007 - Pengadass Dbl
Bara Habs Pakai Bahen Meds Haze - - -
Fmieml Vikain, Mmknran tars Mincman o 2000 000.000,00 2 300,000,000, 00 3 (00 000 D000 Do 342501 000U000,00 4,000 000.000,00
Pl i Foriaaalan
. R - [dumian Obal, Bahan Habs Pakai,
;_1"“":,':; E_I'.-..rb,_.:.; :al H::“'.=""" Bsahar: Meds Hatis Pakai, Vs
e o M e Mabanan dan Msman o Fasiies - 1 200 (000K, 00 1 2 34001 000000, B0 3 (00 DO D00, D0 3,150 0000000 1 4,000 000,000,060
e . Kesehalan yaryg Cisediasan
gt 1y - N

[
100 102 - Parrpetias Layanan
Eesshatan uniuk UKFP Rujuian, LM 0 o o o o
i LIFW Rujuban Tinghust Dassrah
Prirsifris
Terperhirga Laanas Fasehatan nmk
LUK Rujuian, UK dan KM Rujian o o a o o
Tirghlar Daeral Frosing
1.0 05 1.03 - Parpelenggaraan Siabem -
e SlmpRelsE = 3800 (00 0040, 040 345, 000 000,00 400000 000,00 500,000, 000,00 SO0 D00 00,00
— . 5 B sy Dedosrsn Hamd
L TR Pengeiciaan Shelem infrmasi - 1 00 00000, 00 1 345 D00.000,00 1 400 D00 00,00 1 500,000 000,00 1 00 DI0000,00
; Farm e Kissehatan {Dokuren}
10202 1 03 DOGZ - Pengeiciaan Saiem N
S B 3800 (00 0040, 04 345, 000 000,00 400000 D00, 00 500,000, 000,00 SO0 D00 00,00
Tetabsanarys Pengeioaan SEiem sk Cxsiomw |-l
S — = Pefrgrmolaa Siaenn nibonm - 1 3800 (00 004, 040 1 345, 000 000,00 400000 000,00 500,000, 000,00 1 SO0 D00 000,00

Fosteehualann | Crobiurmes

.02 000 00007 00
e inghla g a M uaitas Pelavanan Prersenlass ouk s Srtenada o . - - . - - Dhnad Hoasahalan
Kamakatnn (ahmem e | i (%] 715 =) 1,315 000.000, 00 &5 315, 01 565,00 r] 1.416 582 349,00 ] 1534 £34.208,00 &0 a5 a7 aTsS0 | oo-o s
Terraga
Perseritass B Hamil pang B850 0 = & as o

mendapat Suplemen gz (%)

10202 1. 02 - Peryedaan Layaran
Hesehatan uniuk UKP Rguian, LK
i LKW Rujubsain Tinghat Dasran
Prersind

TE. 54 005,000,100

B3 155320 053 D

Es3 £00 G 770,00

95 454 570 £42 T8

eningaTya cakupan Kuaites AN dan
witalus gizi ey

dummiah Delosran Hasd
Pengsiclasn Pelayanan Kesshalan
iz Masyarabat [Dokumen)

dummiah Delosran Hasd
Pengsiciasn Pelayanan Kesshalan
L Laryjunt (Do

dummiah Delosran Hasd
Pengsiciasn Pelayanan Kesshalan
Lhida Prozchukii [Casiuimeng

il Delosrran Hasmid
Pengsiclasn Pelayanan Kesshalan
I chan Arsak [Dokumen |

1515 000.000, 00

14165682 B D

1.524 £34.5208,00

1RO 1. 02 0003 - Pangeiokan
P elarpanan Hesehatan Ibu dan Anak

S50 (00,000, 00

FFT0EA . B0, D

436 05 D65 48

Tedalsaranya Pengeiian Felayana
Hemehatan b dan Anak

siniahy Do Hassd
Pengsiclasn Pelayanan Kesshals
Tk clan Aurak [Diokwamien |

S50 (00,000, 00

IFT0EA . B0, D

436 05 D65 45

1020 1. 02 D00 - Pengeioiaan
Pelarpanan Kasehatan Usia Produbtf

255 (00,000, 00

DB 450 03700

B
m

:
£
@




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

BASELINE

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR OUTCOME. PERAMGKA
QIUTCONE | KEGATAEN ! OUTPUT U TaHUN 2025 2027 2028 ME 2030 DAERAH & KETERAMNGAN
SUBHEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PaGU TARGET PaGl TARGET PaGy TARGET PaGL TARGET PaGU
a1} e 53 o4 {03 (5 ] {5 (%) ) {11} 3 13 14 s
F— - “Soriah Drokran Hasl
iy ','I"F"‘"" e Howstwin Pengeioiaan Felayanan Kesshats 1 65 00000, 00 1 266, 008.550,00 ZES 06 3T 000 307 4567700 1 331 678 509,13
- o Lisia ProciubTif [Dossmen)
10200 1. 02 0005 - Pengakskaan —— - N .
Palayanan Kssahaton Usis Lanjl 200 080001 00 300 TET £G8,00 IS 48] T 260 %7 E5 2
E— - - Soriah Dokran Hasl
erialaararys Pengaisian Palmanan | @ s Palsyanan omshais 1 200 000UK00,00 1 300,757 £08,00 D15 445 745,00 1 360323403, 12
Meserhiatan Lisia Lanpt H il
Ui Lanjul (Doburmen)
10202 1002 D006 - Pengaiian - N - .
e Pl 500, 000U000,00 501,864 245,00 538515 BEE 00 570,708, £24,00 E£25 B0 507,79
- o . B Jsrrdah, Desbosrmen Hasmd
Felalaararys Pangelolaan Pasyenan | ooy o Palyinan Hotshabs 1 500 00000, 00 1 501, 664, 245,00 53548 B3, 00 570,70 34 00 i 525 B0E 507,70
g trata n CHE T Wl v a bt & -
i Masyarabt | Db
— e o |Per [p—_ : 1,02 0.00 0U00,0 00
- ek fhuser, iy bagi Pendudek Terdampak Kises 03 . LPT Pusai
f‘“'p"“:“““ Sariad Fiethuatar Abitiat Bercana 45 331 55000000000 | 21,7 eszaezsiong | s TOOI GaE00 | 122 7EaEr4Tioo | &3 E13551060,14 | Felryanan
bemstans = s = dansatay Befpol i Safwana [
PNORS DNNCR e Provdni (3%} Tarpadu
10200 1 02 - Parvpeaia Layanuan
Foeserhatan uniuk UHP Fougpan, UEK - - . . .
el L e S5 00000, 4 5 457 590,00 ORI G 753 EH 474,00 E13551060,14
Prevvines
o Fublic Salely Cenler (PEG
115) Terwecia, Teraicla dan
Merirgamya Jomiah Perowiuk vang | Tednmegnas Sengan Fomah Sasdi - - - - . . .
e e A 1 -] S50.000.000,00 2 52 452 519,00 2 R T 2 7536 471,00 3 E13551.060,14
Carwat Darurat Terpady (SPE0OT)
it}
Jormiah Pencuiul pang
Menrdapathan Lapanan ©aberata
g Terdampak Kise Kesshatan - - -
vt I e 42733 Yyt 45,347 45 358 28363 47 188
Berpoer Barmana Provind
St Standar [Crang)
Jrmiah: Deckoresn Hasmil Lpaya
Fengurangan R Kiss 1 1 1 1 1 1
Kieseehualar | Droboimeen)
10E0E 1. 02 0001 - Pengakskaan
Pelapana Faberaan g Perrdad b - . o e g s
Gl b Jis 150.000U000,00 150,568 274,00 451 5235 01523, 000 173,512 647,00 187 742 562,34
Bandang dandaial Bempaoler Benoang
- o . - Sammiah Penduduk yang
e i v | o e
i Fissstun i Akitsat Benvcana e e ettt | 437y 4,458 15000000000 | 45347 150558 27400 | 4538 161586 055,00 | 4533 1TagmedTon | 4788 187 T 562,34
daniata Berpotend] Bareana Provieal |l s ‘IF' -
ai Slandar FEcharei Balfrana Provird
Sew Eesal Slandar [Cvang)
100 1 02 G025 - Permpediaan dan
Fergeblaan Sslen Perargacar Sawal 300 000U000,00 301, 136 547,00 AT ATOA1E,00 4T B 254,00 375 455 104 88
Darnsat Tamady [EPGE0T)
Tersediarna dan Terkeolarma Pubic J "ﬁ-'r. =. u::-sr:'.fl_ir;r.':m
Elmlaly ke PG 110 yumg Tr'-m:rn dergar R mah Sadi
s P e e B i 2 300 D000 04 2 301, £36 547,00 2 AT 1500 ] 7 B 0 ] 375 455 104,88
" | Gt Darurat Terpadu (SPE0OT)
(Lnit}
ACRAE LI MES - Lipmys, Famgungen 200 000D 001 300, 5T £08.00 D15 446 705,000 251 £85 630,00 P

Rl Friss Fasshalan
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Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DiaN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDAMG URLISAN ! PROGRAM ! INCKATOR OUTCOME BASELINE ERANGHA
DIUTCONE ! KEGIATEN OUTPUT J TaHUN 2025 2027 28 ME 2030 B DAERAH H HETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET PAGL
{a1) (%2 o3 o4 {05} o) (=) {35 oz (7 {11) (13 13 {12 s

- — ot Doren Hasl Upaya

Exstanrmnys Lpeys. Peagemaegs Pengrangan Fisio Kisis 1 1 200 000000,00 1 00 TET £68,00 15446 Ti5 00 231 283 530 00 1 250 323413 12

P o P e bl P

e i Wil DT e, [esd ladan
e 102000000000 0

dan pEngEutanaan o eeatan

dalam mengambl keptuman tekak || TR “"“n"l’_::“"'“"“ 1538 3078 0000000000 | 38,48 Z00.TETEGE00 | 415 HMELETEW | 5384 pEEaEa00 | EnsE Zs0azaann 1z | D0-Thnas Mesarnan

oty i iR LA e ey e Taerazai

ooyl dan prerieos Wessehatan

1060 1. (2 - Pafrpesiasn Layanan

Hasehatan uniuk UKD Rujulan, LM : P . — . .

B e T GG D00, 00 76 553008 314,00 B2 155 20 05 00 B2.£TD GBS 770,00 95454 670 £42.98

Proveire

e irghaipa Fabrale ol pareg ormiah: Dckosren Hai

Frvesren apshan gerakan masparaal hidus | Pengssiasn Peapanan Prommss 1 00 DOCUN, 00 1 300 75T £G8,00 1 25 46 75,00 1 T3 283 530 00 1 260 T3, 12

wehat [CERMAS) Hoeteehualar | Diobiriesn

T2 1. (2 D00 - Pengeih —— - I e

s R 00 DOCUNN 00 300, 757 £68,00 25 446 75,00 3 283 530 00 260 TF05, 12

- o . - il Devbusran Hasi

h—— Pengaiciaan Pelayanan | o sisiaan Puliyanan Promos 1 00 DOCUDN 00 1 £08.00 25 446 75,00 530,00 1 260 TF05 12

W M Hieseehalan {Dickumen}

e ingh e o abaek, Madus S ful Pl iviates @k LT 1 - 12 Llahun

g firg bt bhejackan peerry sl minum shal percegahan - — T - B .

e e e e 802 13 540 005, 000,00 o 552 022 668,00 55 SUELTTATZO0 [ 00 &3 67854700 o0 B8 352 106, 08

I'lw.h.l'ﬂ eersealan weetahun Hui|w

10 1 02 - Pafrpeiaan Layanan

Heseshatan uniuk UKP Rugukan, LKW . - _ . — . .

e TE 264 G965, 000,00 76 553008 214,00 B2 155200 032,00 B3.£27 965 770,00 95,454 570 442,18

Provinms

- i Dhksren Hasd

Meninghatyd anak yang mandaplkan | oo Pelrvanan Kesshatan . o . - -

bl peroeganan perryakd minirmal 2 kal Prryakl ke radar dan Tak 1 S e, Il 01 i BB 022 558 00 BE 477 4TE00 E37 ETE. 547 00 i EHE 352 108 58

selahun besud Slanda Mmll_iuubnur-n'u

100 1. 02 B0 1 - Pengakkaan

Pletirpana® Fiseraban Penpand Marlar 549 0056,000,00 EEZ D22 568,00 GO 477 AT200 &37 £72.547,00 B8 352 106 08

i Ticlak Merlar

Terlabsanarpea Pengeickan Py anar ;;Illli'ua;hd':':: l::!lk\m'llld

 eteeh i Posrrp aied| M ular cdan Tl Pﬂ:':‘ PP 1 a0 PR Lo 040 1 552 D82 566,00 S 4TT 47200 78547 00 1 ERE 35S 106 05

sl Menuiar Drokumen)

102 0,00, 0000 D0

Wer inghatpa Propos Sanmoe gang Peraeimase Sangpel pang dipeia . . . . 04 - LET

e e St &1 &2 50 D00V, 00 &4 ez a4t 36800 [ 25 BoTEesIes00 | Be S50 563 79 00 &7 SeATiZTELEE | oo L

Fossehatan

TG 1.0 - Pravpexdiaan F s Has

Pelapanar, Sarana, Frasarara car bla

Kesehatan uniuk KR Rujuan, LK 22501 DO0UD00 00 360,047 123,00 2656 308 433,00 220 864.412.00 312 604 263,90

i LEM Rujusan Tinghat Diasran

Proveire

Temeliafry d aal Hesetalar ikl Jormiah Alal Fesehatan bt

Peruniang Medk dalam Pelaanan Peiurpang Wi 7ot Layara 1 1 2501 D00V, 00 1 360,047 123,00 1 o R 432,00 1 220.864.412.00 1 32 004 253,00

Labratadiom Hesshatan Heseehualar yang Deatiakan (LUnl)

702 107, 0000 - Pengadaan Al

Fesehatanibi Fenarjarg e 250 (00UD00,00 260.047.123,00 2505 308.432,00 230.854.412.00 312 004.253,90

Fasias Layvanan Kesshalan

TereiarTy i Akl FoEses halary Alal Rt

Peruinjang Med k Fi s Lagaran Ly 1 1 501 DOCUDNN 00 1 360,047 123,00 o R A 52,00 220 864.412.00 1 312 604.253,00

H. e b i

Hatietrhuailiit e Diaathabian (Unl)

209




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

BID&NG URUISAN | PROGRAM [ BASELINE
IHDIKATOR OUTCOME § PERANGHAT
DIUTCONE | KEGIATAN ! CUTPUT TAEHUN 2025 02T 28 HE 2030 DAERAH HETERAMGAMN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGL TERGET PG TARGET RAGU
(1) (= o3 g {05 o {07) (25 (o) (1 (11) 13 13 (14 3
1020 1. 02 - Parrpediaa Layanan
Hesehatan uniuk UKP Foguian, LMW - - -
B 500 (000, 00 S0, 854.345,00 E32EE 853,00 579,708, 634,00
Prireitris
- | Jniah: Dekisren Cperasonal
ﬂ:f“ﬁ:jﬂ“"““ﬁ' RO Pelayanan Fas s Hesshatan 1 1 500 (000, 00 1 501,854, 345,00 1 £3E9E 853,00 1 579,708, 634,00 1 E25 B0 507,78
- Lty | Db rrmen|
102 1. 02 0081 - Operasionad - o - B -
e 5001 (000, 00 50H. 854, 345,00 E3EE 853,00 579,708, 634,00 25 B0 507
F—— o ail Pelayanar hrnial Dshsvesn Cssraseoral
SHRSCITIES LR OnS Fynnan Peelayanan Fasiitas Hesahatan 1 1 500 (00000, 00 1 501, B4 245,00 53818 B3, 00 570, TS, BZ4,00 1 E25 B KT, 70
Fasilas Fesenatan Lainmya .
Lairwya {Dekumsn]
10003 - FROGRAM FENINGHATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANLIEIA, 2900 000.000,00 2607 348 564,00 2067 588 010,00 2018 538 542 00 2078 000 540,34
KEESHATAN
Mgy e T T Pua) T ey Poetieeirtases fusrms feshua et fuan ;_:ngaﬂ:'x':'.:ax'
Kompetens SOM Hesshatan Rumah | Kompstens SOM Kesetatan 70 72 2 300, 000.000,00 72 230000000000 [ 74 2 300000000,00 | 75 2300, 000.000,00 78 230000000000 | 07~ FEL Rt
Sl Femiah Sakit varg dermeiif i | %) .
Taregar
10203 102 - Pengembangan Moy dan
[P aan Kyt i Takn s Somice! - - - -
e e e 2 300, 000.000,00 2 300, 000.000,00 2 3001000 $00,00 2300, 000.000,00 2 300 000.000,00
Casrah Proedre
e grata A Fgialar
Fergemarga Fampmien dan
j:h""r‘::;“_' _;EM“IM‘TMEi i Surnber Dara Manusia
et e Foshalar Kompetens dan 0 40 2000000000 | &5 230000000000 [ 50 2 3001000 $00,00 55 230000000000 | &0 2 300 000.000,00
Meraiobung MUty Layanan dan HunBSias Meningkat {0mng)
P s o onzd e Bt aitan
Fasrsennal
T 051 (2 OO0 - Peringhaatan
ompetensi din K fs Sumber Dava 2 300, 000.000,00 2 300, 000,000,060 2 300000 $00,00 2300, 000.000,00 2 300 000.000,00
Marisia Hesehatan
Telakmana FerrgRaan Fompaei dan | Joman Eurmber Daya Man.sa
<t karsi Szt Caya Marisia Foshalan Hompetens 4 0 40 2 300, 000.000,00 25 2 300, 004.000,00 50 2 300000 300,00 55 2300, 000.000,00 50 2 300 00000000
. eslee il 1y o b Meninghal |Orang)
Ve inghan pa Pensenase SOW Perttiians SON kssenaan yang .02 0,00 2uDEul 00
Keehatan yarg M sen Rt Wemiisi St Pelatian dan 0 5 150 (00U, 00 -3 150.5ERTTA00 | 35 w15 05e00 | 25 17agtzedT o0 | 0 167, 742 562 34 | 05 - UPT Bwdan
e aifaan dan SER SR %) Faaifan Kesshaan
10203 1.0 - Perencanaan Heboiuhan
Sumber Daya Manisia Feseratan cnosk o o o [ o
KM dan KPP Prosdns
Chstpst o 0 o o 0
1.0 0% 1. 02 - Pengembangan Muu dan
[P aan Ky (e Takn s Somice! - . 3 5e B4 —
e 150 (00U, 00 160,658 274,00 51 535 055,00 173.612.647,00 187742 562 38
Casrah Preedre
N _ | i Evirndeer Crarga Marosia
Paninguatan Hompatural dan HKUsSlkasl || Kompebsrai dan 1.300 2500 15000000000 | 3100 15055827400 | 3700 158605800 | 4300 1TasmeTon | 4e00 187 742 562 34
Sumber Daya Manisia Feseratan
o b Meninghal | Orang)
10051 02 D001 - Pavingheatan
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Tabel 4 . 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
1 2 3 4 5
1 | Peningkatan layanan kesehatan ibu dan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan keluarga Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
anak terpadu berbasis keluarga UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
2 | Pembudayaan perilaku hidup sehat Meningkatnya pemahaman, penilaian dan penggunaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | informasi kesehatan dalam mengambil keputusan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(Germas) terkait pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan -
promosi kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3 | Penguatan deteksi dini penyakit tidak Meningkatnya cakupan pencegahan dan pengendalian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
menular dan integrasi layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
digital (telemedis). - -
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
4 | Eliminasi penyakit endemik Meningkatnya cakupan pencegahan dan pengendalian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
Schistosomiasis di Kabupaten Sigi dan penyakit menular dan tidak menular UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kabupaten Poso - -
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
5 | Peningkatan pelayanan kesehatan dan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan keluarga Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
lansia
- Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Kesehatan Usia Produktif
- Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
- Pengelolaan Kesehatan Usia lansia
6 | Pemenuhan sarana, prasarana dan alat Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan

kesehatan sesuai standar serta
peningkatan kualitas pelayanan di
puskesmas dan rumah sakit daerah

penggunaan obat serta alat kesehatan yang rasional dan
sesuai standar

Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)Cabang dan
Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
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No

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KET.

2

3

4

- Pengendalian dan Pengawasan serta tindaklanjut pengakuan PBF Cabang
dan Cabang PAK

Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan dasar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi
Puskesmas

- Peningkatan mutu pelayanan faslitas kesehatan

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
rujukan yang terintegrasi sesuai standar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat

- Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

Peningkatan jumlah tenaga kesehatan di
fasilitas layanan kesehatan primer

Tercapainya tenaga kesehatan yang kompeten,
produktf, termotivasi dan tersebar merata

Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM
dan UKP Provinsi

- Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis dan sumber
daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pembangunan dan penguatan pusat
kesehatan di daerah terpencil

Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan dasar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi
Puskesmas

- Peningkatan mutu pelayanan faslitas kesehatan
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Adapun inovasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah SEHATI  (Sistem
Elektronik Jaminan Kesehatan Terintegrasi Sulawesi Tengah) adalah program aplikasi/ sistem
yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengintegrasikan
jaminan kesehatan daerah melalui layanan digital.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian program unggulan provinsi yang mendukung
misi Gubernur Sulawesi Tengah, khususnya program BERANI Sehat (“BERANI” di sini
singkatan dari Jaminan Kesehatan Gratis dengan hanya KTP Sulteng). Tujuannya adalah
menjamin bahwa tidak ada warga Sulawesi Tengah yang tertinggal ketika sakit —
khususnya mereka yang belum terdaftar dalam skema jaminan kesehatan (seperti
BPJS Kesehatan) atau menunggak iuran.

Konsep dan inovasi baru yang mendukung program BERANI SEHAT menitikberatkan
pada integrasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.Dengan
penerapan inovasi ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan memiliki sistem

kesehatan yang lebih tangguh, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
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Tabel 4 . 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

NO INDIKATOR SATUAN Baseline TARGET TAHUN KET
2024
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11
USIA HARAPAN HIDUP Tahun 70.84 71.64 71.96 72.27 72.59 72.96 73.22
ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 Angka 264 176 161 146 131 116 101
KELAHIRAN HIDUP)
PREVELENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT Persen 26.1 249 225 212 19.8 185 17.9
PENDEK PADA BALITA)
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Tabel 4 . 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NO INDIKATOR SATUAN | BASE LINE TARGET TAHUN KET.
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) % 26.1 24.9 225 21.2 19.8 18.50 17.9
2 | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka) % 7.8 75 7.2 7 6.8 6.5 6.2
3 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka) % 4.76 4.15 3.85 3.65 3.45 3 2.55
4 | Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka) % 264 176 161 146 131 116 101
5 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio) % 11.34 1140 | 1150 | 1160 | 11.70 | 11.80 | 11.90
6 | Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio) % 0.07 0.34 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60
7 | Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio) % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
8 | Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio) % 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
9 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio) % 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35
10 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio) % 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36
11 | Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis : Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus % 68 95 95 95 95 95 95
Tuberkolosis (treatment coverage)

218




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

NO INDIKATOR SATUAN | BASE LINE TARGET TAHUN KET.
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10

12 | Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis : Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis % 71 90 90 90 90 90 90

(treatment success rate)

13 | Prevelensi Schistosomiosis % 0.47 <1 <1 <1 <1 <1 <1

14 | Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 101 98.6 98.7 98.8 98.9 99 99.1

15 | Angka Kematian Balita % 7.80 7.50 7.40 7.50 6.80 6.50 6.00

16 | Presentase lanjut usia yang mandiri % 58.00 60.00 | 77.00 | 80.00 | 82.00 | 85.00 | 86.00

17 | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun % 1.40 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00

18 | Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun % 10.20 10.10 | 10.00 9.90 9.80 9.75 9.70

19 | Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna % 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00

20 | Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar % 40.50 4444 | 50.65 | 5250 | 55.50 | 60.35 | 65.20

21 | Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis % 29.00 30.00 31,5 32,5 33.00 345 35.00

22 | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun % 23.40 18.29 | 17.40 | 1550 | 1450 | 13,50 | 12.50

23 | Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 67 70 75 80 85 90 100

24 | Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat % n/a 69.23 | 76.92 | 84.61 92.3 100 100

25 | Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar % n/a 6153 | 69.23 | 76.92 | 84.61 92.3 100
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NO INDIKATOR SATUAN | BASE LINE TARGET TAHUN KET.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10

26 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % 80 84 85 90 95 95 95

27 | Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan % n/a 61.53 | 69.23 | 76.92 | 84.61 92.3 100

28 | Persentase kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % n/a 53.8 61.53 | 69.23 | 76.92 | 84.61 92.3

29 | Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar % n/a 53.8 61.53 | 69.23 | 76.92 | 84.61 92.3

30 | Cakupan imuniasi bayi lengkap % 78 80 85 85 90 95 100

31 | Pemberian Makanan Tambahan untuk 1bu Hamil KEK % 81.1 82 83 84 86 90 95

32 | Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Suplementation (MMS) sebanyak 180 butir % 83 85 87 89 92 95 98

selama masa kehamilan

33 | Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan % 55 57 60 65 70 75 80

34 | Praktek Inisiasi Menyusu Dini (IMD) % 75 92 93 94 95 96 97

35 | Usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (mp-asi) beragam % 83 87 89 91 93 95 97

36 | Anak usia 0-59 bulan Gizi Buruk mendapat tata laksana gizi buruk % 82 83 84 85 87 88 90

37 | Anak 6-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi % 78 82 85 87 90 93 95

38 | Anak usia 0 - 23 bulan mendapatkan imunisasi lengkap % 52.3 57 60 65 70 75 80

39 | Anak usia 0-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar % 85 85 90 90 95 95 95
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NO INDIKATOR SATUAN BASE LINE TARGET TAHUN KET.
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
40 | Anak usia 24 - 59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar % 85 85 90 90 95 95 95
41 | Anak usia 0 - 23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM) % 75 80 85 85 90 90 90
42 | Anak usia 24 - 59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM) % 75 80 85 85 90 90 90
43 | Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24 - 59 bulan % 54.86 60 62 64 66 68 70
44 | Persentase hipertensi dalam pengobatan % 715 72 75 78 80 85 87
45 | Proporsi penduduk dengan aktivitas Fisik cukup % 52,30 57 60 65 70 75 80
46 | Skrining anemia terhadap remaja putri % 66.2 86 70 73 75 77 80
47 | Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap air Minum Aman % 16.23 30 35 40 45 50 55
48 | Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap Sanitasi Aman % 5.09 30 40 50 60 70 80
49 | Kab/Kota dengan Eliminasi Kusta % 6 2 2 2 3 3 3
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BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun
sebagai pedoman strategis dalam mengelola dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen ini selaras dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 serta kebijakan kesehatan nasional, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program prioritas, serta indikator
kinerja yang terukur, yang diarahkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika
perkembangan sektor kesehatan, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan, pencegahan
penyakit, serta penguatan sistem kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung pada sinergi yang kuat antara
Dinas Kesehatan Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, masyarakat, serta
berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penguatan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi secara
berkala akan menjadi kunci utama dalam memastikan pencapaian target-target pembangunan
kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan semangat kerja sama dan profesionalisme, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, guna mewujudkan

masyarakat Sulawesi Tengah yang sehat, produktif, dan sejahtera pada periode 2025 hingga 2029.
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LAMPIRAN
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3. PREVELENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK PADABALITA) |

Meningkatuya Kualitas
Kesehatan Keluarga
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 005/ 707 /Sek2-Diskes
TENTANG

TIM PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2025-2029)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu adanya
Rencana Stategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4700); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaann
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
193);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor __ Tahun
2025 tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025—
2029.

Peraturan Daerah (Perda) Daerah (RPJMD) Provinsi Sulteng tahun
2025-2029
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MEMUTUSKAN

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :  Mei 2025

Pit-¥.epala Dinas Kesehatan
. Proviﬁhsi{}Sulawesi Tengah,

NIP. 19700417 199312 2 001
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 005/ 707 /Sek2-Diskes
Tanggal : Mei 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

No. ‘]ABAT'_A‘I_II\IMDALAM NAMA JABATAN INDUK

1 Penanggung Jawab Wayan, Apriani, SKM,M.Epid Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah

2 Ketua Wayan, Apriani, SKM,M.Epid SekretarisDinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah
3 Sekretaris Amsal, S.Ag., SKM Sub Koordinator Perencanaan dan Program
4 Tim Program 1. Wayan, Apriani, SKM,M.Epid 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Dr. Jumriani 2. Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit
3. Hestiwati, SKM,M.Kes 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

4. Meyke M.Wongkar, S.Farm, Apt | 4. Kabid Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan Manusia

Kesehatan

5. Budiman AR, SKM 5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan

6. Fahri, SKM 6. Kepala Seksi Promosi Kesehatan

7. Santi Gosal, SKM,M.A.P 7. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga

8. Isti Mey Faizia, S.Gz 8. Sub Koordinator Gizi

9. Dr. Moh. Ikbal 9. Kepala Seksi Pencegahan dan
pengendalian penyakit

10.Evi Hinelo, SKM, M.A.P 10. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular

11.Ahsan, S.Kep, Ns 11. Sub Koordinator Surveilans dan
Imunisasi

12.Misnawati, SST,M.Kes 12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer

13.Fatma A.Deu, SKM,M.Si 13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Rujukan
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14.Elisabeth Supit, S.Kom,M.AP 14. Sub Koordinator Kesehatan Tradisional

15.Valen Ruterlin T, S.Si, M.Farm, | 15. Kepala Seksi Alat Kesehatan & PKRT

Apt

16.Asmanur AR, S.Farmn,Apt

16. Kepala Seksi Kefarmasian

17.Andi Cerra Fanti, SKM,M.Kes 17. Sub. Koordinator SDMK

Palu, 4 Mei 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Frovinsi Sulawesi Tengah,

. A
Vg ens
= ;ﬂ&é&%priani, SKM,M.Epid

IP. 19700417 199312 2 001
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sass PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KINERJA KUNCI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu adanya
Rencana Stategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat

o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4700); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaann
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
193);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029..

Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN
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PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tentang
Pembentukan Tim Penyusun Definisi Operasional Indikator Utama,
Indikator Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Kinerja Kunci Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

KEDUA . Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan
Indikator Kinerja Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Definisi
Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :  Mei 2025

Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Previnsi Sulawesi Tengah,

% '}f‘}h"- - !‘::"'-‘f“.,
ST Ao rian :
.- Wayan Apriani, SKM,M.Epid

Pembina Tkt. I, IVV/b
NIP. 19700417 199312 2 001
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor
Tanggal : Mei 2025

TIM PENYUSUN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KINERJA KUNCI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

JABATAN
No. DALAM TIM NAMA JABATAN INDUK
1 Penanggung Jawab | Wayan, Apriani, SKM,M.Epid Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah
2 Ketua Wayan, Apriani, SKM,M.Epid SekretarisDinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah
3 Sekretaris Amsal, S.Ag., SKM Sub Koordinator Perencanaan dan
Program
4 Tim Program 1. Wayan, Apriani, SKM,M.Epid 1. Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat
2. Dr. Jumriani 2. Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

3. Hestiwati, SKM,M.Kes 3. Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan

4. Meyke M.Wongkar, S.Farm, Apt | 4. Kabid Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan

5. Budiman AR, SKM 5. Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan

6. Fahri, SKM 6. Kepala Seksi Promosi Kesehatan

7. Santi Gosal, SKM,M.A.P 7. Sub Koordinator Kesehatan
Keluarga

8. lIsti Mey Faizia, S.Gz 8. Sub Koordinator Gizi

9. Dr. Moh. Ikbal 9. Kepala Seksi Pencegahan dan
pengendalian penyakit

10.Evi Hinelo, SKM, M.A.P 10. Kepala Seksi Penyakit Tidak
Menular

11.Ahsan, S.Kep, Ns 11. Sub Koordinator Surveilans dan
Imunisasi
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12.Misnawati, SST,M.Kes

13.Fatma A.Deu, SKM,M.Si

14.Elisabeth Supit, S.Kom,M.AP

15.Valen Ruterlin T, S.Si, M.Farm,
Apt

16.Asmanur AR, S.Farmn,Apt

17.Andi Cerra Fanti, SKM,M.Kes

12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

14. Sub Koordinator Kesehatan

15. Kepala Seksi Alat Kesehatan &

16. Kepala Seksi Kefarmasian

17. Sub. Koordinator SDMK

Primer

Rujukan

Tradisional

PKRT

Palu,

Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah,

) Wayan Apriani, SKM,M.Epid

Pembina Tkt. I, IVV/b
NIP. 19700417 199312 2 001
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mea» PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR:

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM
DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Menimbang:

Mengingat:

1.

bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah
dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan
pembangunan Tahun 2025, maka perlu disusun Definisi Operasional
Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Bappeda Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Tentang Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program
Dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 6777);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4817);

. Peraturan Presiden Nomr 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
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. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonersi Tahun 2017
Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

10.Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;

11.Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.2.1/125.1/Bappeda-

G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KINERJA KUNCI DINAS
KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.
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KETIGA

KEEMPAT
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Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Indikator
Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Indikator
Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, meliputi
Tabel Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025;

Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025 menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagaimana terlampir;

Keputusan ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Palu
Pada Tanggal : 01 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Sy .'_'ngovinsi Sulawesi Tengah,
$r <X

N5 e/
“=——=—=Wayan Apriani, SKM,M.Epid
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19700417 199312 2 001
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DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

1. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KINERJA KUNCI DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

No.

Sasaran Perangkat Strategis Perangkat Daerah :

DINAS KESEHATAN

Nama Indikator :

USIA HARAPAN HIDUP (UHH) (TAHUN)

Dasar Hukum :

PMK No. 12 Tahun 2025 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029

Definis Operasional :

Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Rumus Perhitungan :

Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari
catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan
registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program
for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.

Interpretasi :

Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sumber Data :

Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan.
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Frekuensi : SP: 10 tahunan
SUPAS: 10 tahunan
Nama Indikator : ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)
Dasar Hukum : PMK No. 12 Tahun 2025 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029
Definisi Operasional : Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan

gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan,
melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per100.000 kelahiran
hidup.

Rumus Perhitungan : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun
tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.
AKI = (JKI/JLH) x 100.000

Keterangan:

AKI : Angka kematian ibu

JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan,

persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu

JLH : Jumlah kelahiran hidup

Interpretasi : Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai

akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran

tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di

suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

a. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik,
termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.

b. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa
berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.

¢. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang
kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

d. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat
penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.

e. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya
perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
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Sumber Data :

Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Frekuensi :

Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

Nama Indikator :

PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (%)

Dasar Hukum :

PMK No. 12 Tahun 2025 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029

Definis Operasional :

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur
(TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status
gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak
balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri
Kesehatan Rl Nomor : 1995/MENKES/SK/XI11/2010.

a. Sangat pendek: Zscore < -3,0

b. Pendek: Zscore > -3,0 s/d Zscore < -2,0

Rumus Perhitungan :

Cara perhitungan (1)
a. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan
dalam satuan persen (%).

PAB|S|P stunting = SoC LU0 008
1

Keterangan PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)
JAB(5 )P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

b. Cara perhitungan (2)
Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan
dinyatakan dalam satuan persen (%).

[&Bim 5P stwniing X 100%

FAB[S|EP stunfing= I

Keterangan PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)
JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama
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c. Cara perhitungan (3)
Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP

Interpretasi :

Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:

a. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa
banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.

b. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan
kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

c. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan
makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.

d. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang
berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

e. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat
berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

Sumber Data :

SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk
penyediaan data tahunan.

Frekuensi :

SSGI: tahunan
Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan
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DEFINISI OPERASIONAL PROGRAM TAHUN 2025-2029

2. Tabel Definisi Operasional Program

1. | Sasaran Program: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA.

Nama Indikator : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga.
a. Persentase cakupan Antenatal Care sesuai standar (12 T)
b. Persentase Ibu Hamil yang mendapat Suplemen gizi

Dasar Hukum : 1. Persentase cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12 T)

a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan.

b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan
Masa Hamil, Masa Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan
Kesehatan Seksual. Peraturan ini menetapkan standar pelayanan ANC minimal 6 kali kunjungan (1 kali pada trimester
1, 2 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester

c. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) terkait petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan KIA, seperti KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer,
yang memperkuat pelaksanaan standar pelayanan kesehatan ibu hamil.

2. Persentase Ibu Hamil yang mendapat Suplemen gizi

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan.

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang
Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yang menetapkan standar kebutuhan gizi, termasuk bagi ibu hamil.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1092/2024 tentang Standar Suplemen
Zat Gizi Mikro untuk Ibu Hamil. Keputusan ini secara khusus mengatur formulasi dan standar suplemen multivitamin
(MMS) yang direkomendasikan untuk ibu hamil.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Masa
Persalinan, Pasca Persalinan, dan Masa Nifas, serta Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual, yang di
dalamnya mencakup pelayanan dan asuhan gizi selama kehamilan.

Definisi Operasional : 1. Persentase cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12 T) adalah proporsi ibu hamil di suatu wilayah kerja dan
dalam periode waktu tertentu yang menerima pelayanan kesehatan ibu hamil lengkap sesuai dengan 12 indikator standar
pelayanan antenatal terpadu, minimal sebanyak 6 kali kunjungan selama masa kehamilan.
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Komponen Definisi Operasional
e Sasaran: Seluruh ibu hamil di suatu wilayah dan periode waktu tertentu.
e Target: Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC yang komprehensif dan berkualitas.
e Standar Pelayanan (12 T): Pelayanan yang diberikan mencakup 12 item pemeriksaan dan intervensi, yaitu:
1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
2) Ukur tekanan darah (Tensi).
3) Ukur lingkar lengan atas (LiLA) untuk menilai status gizi.
4) Ukur tinggi fundus uteri.
5) Tentukan presentasi janin dan hitung denyut jantung janin (DJJ).
6) Skrining status imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan berikan imunisasi Td jika diperlukan.
7) Berikan tablet tambah darah (minimal 90 tablet selama kehamilan).
8) Periksa laboratorium (misalnya, golongan darah, hemoglobin, glukosa darah, dll.).
9) Tatalaksana kasus (penanganan dini komplikasi).
10) Temu wicara (konseling) dan edukasi kesehatan, termasuk perawatan payudara, gizi, dan persiapan
persalinan/nifas.
11) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
12) Pelayanan Skrining Antenatal Terpadu (pemeriksaan penunjang lain seperti HbsAg, HIV, Sifilis, USG oleh
dokter, dll.).
e Frekuensi Kunjungan: Minimal 6 kali kunjungan selama kehamilan (2 kali di trimester I, 1 kali di trimester 11, dan 3
kali di trimester I11), dengan minimal 2 kali kunjungan dilakukan oleh dokter.

Persentase lIbu Hamil yang mendapat Suplemen gizi (sering disebut juga cakupan pemberian Tablet Tambah

Darah/TTD atau Suplemen Zat Gizi Mikro/MMS) secara operasional didefinisikan sebagai jumlah ibu hamil yang

menerima suplemen zat gizi tertentu selama periode kehamilannya di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu, dibagi dengan total sasaran ibu hamil di wilayah dan waktu yang sama, dikalikan 100%.

Poin-poin kunci dalam definisi operasional ini meliputi:

e Sasaran: Semua ibu hamil di wilayah dan periode waktu tertentu.

e Intervensi: Pemberian suplemen zat gizi, yang umumnya berupa Tablet Tambah Darah (TTD) atau Multiple
Micronutrient Supplements (MMS).

e Kuantitas: Untuk TTD, indikator ini sering kali merujuk pada ibu hamil yang menerima minimal 90 tablet selama masa
kehamilan sebagai upaya pencegahan anemia.

e Tujuan: Untuk memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam mencegah masalah gizi pada ibu hamil, seperti
Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan mengurangi risiko Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) serta stunting.
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Rumus Perhitungan : 1. Persentase cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12 T)

jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC lengkap sesuai standar (12 T) dalam 1 tahun 100%
x 0)

P t k ANC Standar =
FisnEE andar Total sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam 1 tahun

Keterangan:

e Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan ANC 12 T adalah jumlah ibu hamil yang telah menerima semua
komponen pelayanan antenatal sesuai standar 12 T, minimal 6 kali kunjungan selama masa kehamilannya (2 kali di
trimester 1, 1 kali di trimester 11, dan 3 kali di trimester 111), dengan minimal 2 kali kunjungan oleh dokter.

e Sasaran Ibu Hamil adalah estimasi jumlah ibu hamil yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Angka ini biasanya dihitung menggunakan rumus estimasi sasaran ibu hamil yang dikeluarkan olen Kementerian
Kesehatan/BPS setempat, sasaran ibu hamil dihitung menggunakan rumus estimasi:
Sasaran Ibu Hamil = 1,1 x Crude Birth Rate (CBR)xJumlah Penduduk
di mana 1,1 adalah konstanta estimasi jumlah ibu hamil dari jumlah kelahiran hidup.

2. Persentase Ibu Hamil yang mendapat Suplemen gizi

jumlah ibu hamil yang mendapatkan suplemen gizi sesua standar

Persentase ibu hamil yang mendapat suplemen gizi = x 100%

Total sasaran ibu hamil di wilayah kerja

Keterangan:

e Jumlah ibu hamil yang menerima suplemen gizi sesuai standar: Jumlah ibu hamil yang telah menerima minimal
90 tablet TTD atau MMS selama masa kehamilan di suatu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu.

e Total sasaran ibu hamil di wilayah kerja: Estimasi jumlah seluruh ibu hamil di wilayah Kkerja tersebut pada kurun
waktu yang sama. Estimasi ini dapat dihitung menggunakan rumus:
Total sasaran ibu hamil=1,1xJumlah lahir hidup (di tahun yang sama)
atau
Total sasaran ibu hamil=1,1xCrude Birth RatexJumlah Penduduk (pada tahun yang sama)
di mana 1,1 adalah konstanta estimasi jumlah ibu hamil.

1. Persentase cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12 T)
Persentase cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar 12 T adalah evaluasi sejauh mana pelayanan kehamilan
di suatu wilayah atau fasilitas kesehatan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, yang mencakup 12 item
pemeriksaan esensial.
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Interpretasi : » Persentase Cakupan ANC 12 T

Persentase cakupan ini mengukur proporsi ibu hamil yang menerima paket lengkap 12 T dari total ibu hamil yang ada

(diperkirakan) dalam periode tertentu. Interpretasinya secara umum adalah sebagai berikut:

1) Persentase Tinggi (misalnya, di atas 90%): Menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di wilayah tersebut
mendapatkan pelayanan ANC yang komprehensif dan berkualitas sesuai standar. Hal ini mengindikasikan upaya
pencegahan dini risiko kehamilan berjalan optimal, yang berkorelasi dengan angka kesakitan dan kematian ibu serta
bayi yang rendah.

2) Persentase Sedang (misalnya, 70% - 89%): Menunjukkan bahwa ada upaya yang baik dalam pelayanan ANC,
namun masih ada celah atau hambatan (seperti kurangnya akses, pengetahuan, atau sumber daya) yang
menyebabkan sebagian ibu hamil belum mendapatkan standar pelayanan penuh 12 T. Area ini membutuhkan
peningkatan dan evaluasi lebih lanjut.

3) Persentase Rendah (misalnya, di bawah 70%): Menunjukkan bahwa pelayanan ANC sesuai standar 12 T masih
belum merata atau kurang optimal. Ini mengindikasikan perlunya intervensi serius, seperti peningkatan akses
fasilitas kesehatan, penyuluhan kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas tenaga medis, untuk mendeteksi dini
risiko kehamilan dan mencegah komplikasi.

» Standar Pelayanan ANC 12 T
"12 T" adalah singkatan dari 12 langkah/indikator pemeriksaan yang wajib dilakukan selama kunjungan ANC, minimal
6 kali selama kehamilan (Kemenkes Indonesia, sebelumnya 4 kali):
1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
2) Ukur tekanan darah.
3) Ukur lingkar lengan atas (LiLA) untuk menilai status gizi (risiko Kurang Energi Kronis/KEK).
4) Ukur tinggi fundus uteri (TFU) untuk memantau pertumbuhan janin.
5) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
6) Tes laboratorium sederhana (misalnya, kadar hemoglobin, golongan darah, gula darah).
7) Tetanus Toxoid (TT) imunisasi (atau skrining status imunisasi TT).
8) Tablet tambah darah (pemberian pil zat besi/Fe minimal 90 tablet selama kehamilan).
9) Temu wicara (konseling) dan edukasi (KIE) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K).
10) Tata laksana kasus (penanganan dini kasus atau rujukan).
11) Terapi obat pencegahan (seperti obat cacing jika diperlukan).
12) Tindakan medis lainnya sesuai indikasi (misalnya, pemberian kelambu berinsektisida untuk pencegahan malaria
di daerah endemis).

Secara ringkas, persentase cakupan ANC 12 T yang tinggi berarti ibu hamil mendapatkan perlindungan maksimal
dari risiko kehamilan, sementara persentase rendah menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap komplikasi
kehamilan dan persalinan.

2. Persentase Ibu Hamil yang mendapat Suplemen gizi
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Persentase ibu hamil yang mendapat suplemen gizi adalah indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan
kesehatan prenatal dan status gizi masyarakat secara keseluruhan. Angka ini mencerminkan sejauh mana ibu hamil
mendapatkan nutrisi tambahan yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan janin.

Berikut adalah interpretasi dari persentase tersebut:
1) Persentase Tinggi (Mendekati atau Melebihi Target Nasional)
Persentase yang tinggi (misalnya, di atas 90%, seperti target untuk tablet tambah darah/Fe3 di beberapa daerah)
mengindikasikan hal-hal positif:
e Akses Layanan Kesehatan yang Baik: Mayoritas ibu hamil melakukan kunjungan antenatal (ANC) secara teratur
dan mendapatkan suplemen yang diresepkan oleh petugas kesehatan.
o Kesadaran dan Kepatuhan Tinggi: Tingginya pengetahuan ibu hamil dan dukungan sosial (keluarga, suami)
mendorong kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen secara rutin.
¢ Potensi Hasil Kehamilan yang Lebih Baik: Asupan gizi yang adekuat, termasuk suplemen, mengurangi risiko
anemia pada ibu, berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi, dan komplikasi kehamilan lainnya.
e Program Pemerintah Berjalan Efektif: Distribusi suplemen (misalnya, tablet Fe dan asam folat) berjalan lancar
di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.
2) Persentase Rendah
Persentase yang rendah menunjukkan adanya tantangan atau masalah dalam sistem kesehatan atau perilaku masyarakat:
o Akses Terbatas: Hambatan geografis, ekonomi, atau sosial dapat menyebabkan ibu hamil sulit mengakses fasilitas
kesehatan atau suplemen.
e Pengetahuan dan Kepatuhan yang Kurang: Ibu hamil mungkin tidak menyadari pentingnya suplemen gizi atau
merasa tidak perlu mengonsumsinya secara teratur.
e Risiko Kesehatan Meningkat: Kekurangan gizi  kronis dapat menyebabkan masalah  serius
seperti anemia, preeklamsia, stunting pada anak, dan bahkan kematian ibu dan bayi.
e Perlu Intervensi Lebih Lanjut: Angka yang rendah menjadi sinyal bagi pemerintah dan penyedia layanan
kesehatan untuk meningkatkan edukasi, konseling, dan memastikan ketersediaan suplemen.
Kesimpulan:

Secara umum, persentase yang ideal adalah setinggi mungkin, karena suplemen gizi sangat penting untuk
menutupi peningkatan kebutuhan nutrisi selama kehamilan yang sering kali tidak terpenuhi hanya dari pola makan biasa.
Pemantauan persentase ini membantu dalam mengevaluasi dan memperbaiki program kesehatan ibu dan anak.
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Sumber Data : Kementerian Kesehatan Rl atau Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Frekuensi : Suplemen tambah darah (Tablet Tambah Darah/TTD): Minimal 90 tablet selama kehamilan, dianjurkan untuk diminum
setiap hari.

Suplemen mikronutrien: Sebagian besar ibu hamil mengonsumsi suplemen kombinasi (2-3 jenis zat mikro). Beberapa
penelitian menunjukkan tingkat suplementasi berulang yang tinggi untuk kalsium (27,3%), zat besi (19,8%), dan seng (15,6%),
sesuai dengan anjuran.

Sasaran Program: MENINGKATNYA PEMAHAMAN, PENILAIAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI KESEHATAN DALAM
MENGAMBIL KEPUTUSAN TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN PENYAKIT DAN
PROMOSI KESEHATAN.

Nama Indikator : Persentase penduduk dengan literasi kesehatan

Dasar Hukum : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) : Menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini secara implisit mencakup hak untuk mendapatkan informasi kesehatan
yang memadai.

b. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan, mengatur
tentang pengelolaan data dan informasi kesehatan yang relevan untuk analisis kebijakan, termasuk literasi kesehatan.

Definisi Operasional : Persentase penduduk dengan literasi kesehatan merujuk pada proporsi populasi yang memiliki kemampuan yang memadai
(kategori "sufficient” atau “excellent") untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dalam
kehidupan sehari-hari guna membuat keputusan dan tindakan terkait kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain.
» Pengukuran ini melibatkan beberapa aspek kemampuan, seperti:

e Mengakses informasi kesehatan dari berbagai sumber (media cetak, digital, tenaga kesehatan, dll.).

e Memahami dan memproses informasi kesehatan dasar.

e Menilai kredibilitas dan relevansi informasi tersebut (berpikir kritis).

e Menerapkan atau menggunakan pengetahuan tersebut untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah

penyakit, serta mengikuti anjuran medis yang tepat.

» Secara operasional dalam survei atau studi, persentase ini didapatkan melalui:
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1. Penggunaan instrumen atau kuesioner terstandar (seperti HLS-M, NAAL, atau HELT-LL) yang dirancang untuk
mengukur tingkat literasi kesehatan individu.

2. Pemberian skor berdasarkan jawaban responden terhadap serangkaian pertanyaan atau tugas terkait kesehatan.

3. Pengkategorian skor tersebut ke dalam tingkatan literasi (misalnya: rendah/inadequate, sedang/basic/intermediate,
dan tinggi/sufficient/excellent/proficient).

4. Perhitungan persentase penduduk yang masuk dalam kategori literasi kesehatan yang dianggap memadai atau tinggi
dalam populasi target.

Indikator ini penting karena literasi kesehatan yang baik berkorelasi erat dengan status kesehatan yang lebih baik, perilaku
hidup sehat, dan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan sistem layanan kesehatan.

Rumus Perhitungan : 3. Persentase penduduk dengan literasi kesehatan

Jumlah responden dalam kategori tertentu

o
Jumlah total responden < 100%

Persentase =

Keterangan:

* Jumlah responden dalam kategori tertentu: Jumlah crang yang hasil surveinya
menunjukkan tingkat literasi kesehatan tertentu (misalnya, rendah, sedang, atau
tinggi).

= Jumlah total responden: Jumlah seluruh peserta yang disurvei dalam populasi
target. @

Interpretasi : Persentase penduduk dengan literasi kesehatan yang tinggi menunjukkan kemampuan masyarakat yang baik
dalam memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan
kesehatan yang tepat dan mengikuti petunjuk pengobatan. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan adanya
hambatan signifikan dalam hal ini, yang berdampak langsung pada kesehatan individu dan sistem kesehatan secara
keseluruhan.

Interpretasi Tingkat Persentase
» Persentase Tinggi:

e Individu: Kemungkinan besar individu akan terlibat dalam perilaku hidup sehat (seperti tidak merokok, aktivitas fisik
rutin, diet seimbang), mengelola penyakit kronis secara efektif, dan mencari layanan medis yang tepat waktu. Mereka
lebih mampu memahami penjelasan dari tenaga medis dan memutuskan pilihan perawatan yang baik.

e Masyarakat: Menunjukkan populasi yang lebih sehat secara keseluruhan, dengan beban penyakit yang lebih rendah dan
disparitas kesehatan yang berkurang. Hal ini juga berkorelasi dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang optimal.
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» Persentase Rendah:
¢ Individu: Cenderung mengalami kesulitan dalam mencegah masalah kesehatan, mengelola kondisi kesehatan yang ada,
dan mungkin enggan mencari bantuan medis. Individu dengan literasi kesehatan rendah lebih mungkin terpapar
informasi yang salah (hoaks) dan membuat keputusan kesehatan yang tidak tepat.
o Masyarakat: Berkontribusi pada hasil kesehatan yang buruk secara keseluruhan, peningkatan biaya perawatan
kesehatan, dan ketidaksetaraan kesehatan. Ini sering dikaitkan dengan pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah
dalam populasi tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan

Tingkat literasi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang paling menentukan adalah tingkat pendidikan, pendapatan,
usia, dan status sosial ekonomi. Akses terhadap informasi kesehatan dan kemampuan untuk memahaminya juga memainkan
peran penting.

Kesimpulan
Literasi kesehatan yang memadai adalah prediktor tunggal terbaik untuk status kesehatan seseorang, bahkan lebih kuat daripada
usia, pendapatan, atau status pekerjaan. Oleh karena itu, persentase ini adalah indikator penting bagi pembuat kebijakan
kesehatan masyarakat untuk merancang intervensi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Sumber Data : Kementerian Kesehatan RI : Melakukan Survei Literasi Kesehatan Nasional.

Frekuensi : Tingkat Umum Literasi Rendah: Data dari UNESCO menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia secara
keseluruhan sangat rendah (0,001%), yang mengindikasikan tantangan dalam literasi secara umum yang mungkin berdampak
pada literasi kesehatan.

Literasi Digital Kesehatan: Tingkat literasi digital di Indonesia secara umum pada tahun 2024 adalah 62%. Kemampuan
untuk mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi kesehatan digital merupakan bagian penting dari literasi kesehatan
modern.

Sasaran Program: MENINGKATNYA JUMLAH KABKOTA YANG MENYELENGGARAKAN DAN MENCAPAI TATANAN
KAB/KOTA SEHAT SECARA BERKELANJUTAN.

Nama Indikator : Persentase Kabupaten Kota Sehat

Dasar Hukum : Dasar Hukum Utama

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor:
1138/Menkes/Pb/Viii/2005nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat
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Dasar Hukum Pendukung dan Penunjang

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

4. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Definisi Operasional : Persentase Kabupaten Kota Sehat adalah persentase jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tertentu dalam
penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Kriteria ini diukur berdasarkan pencapaian berbagai indikator
dari sembilan tatanan seperti kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar,
dan lain-lain.

Sembilan Tatanan KKS

1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri: Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri melalui berbagai
program kesehatan.

2. Permukiman dan Fasilitas Umum: Pengaturan dan penataan permukiman serta fasilitas umum agar layak huni dan sehat,

termasuk tempat ibadah.

Pasar: Menjadikan pasar rakyat sebagai tempat yang bersih dan sehat untuk transaksi jual beli.

Satuan Pendidikan: Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat bagi para siswa dan tenaga pendidik.

Pariwisata: Memastikan area pariwisata yang dikunjungi masyarakat dan wisatawan aman dan sehat.

Transportasi dan Tertib Lalu Lintas: Mengatur sistem transportasi dan tertib lalu lintas agar aman dan nyaman.

Perkantoran dan Perindustrian: Menciptakan lingkungan perkantoran dan industri yang sehat bagi para pekerja.

Perlindungan Sosial: Memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang rentan.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: Membangun sistem yang siap siaga untuk mencegah dan menangani bencana.

©CONO O AW

Rumus Perhitungan : 1. Persentase Pemenuhan Indikator Tiap Tatanan

Digunakan saat menghitung capaian pada masing-masing tatanan.

. Jumlah indikator yang terpenuhi or
Persentase Capaian Tatanan — — = 100%
Jumlah seluruh indikator
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2. Persentase Kabupaten/Kota Sehat Secara Keseluruhan
Jika penilaian dilakukan dari total seluruh indikator KKS {gabungan semua tatanan):

Total indikator yang terpenuhi pada seluruh tatanan 100%
* il

Persentase KKS — —
Total indikator seluruh tatanan

Interpretasi : Interpretasi persentase Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah tingkat pencapaian kemajuan suatu kabupaten/kota dalam
mewujudkan kondisi bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk penduduknya. Persentase ini dihitung berdasarkan persentase
indikator kesehatan yang berhasil dipenuhi, yang mencakup berbagai tatanan seperti permukiman, pendidikan, pasar,
transportasi, dan lainnya. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kondisi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan di
kabupaten/kota tersebut.

Interpretasi persentase KKS berdasarkan strata (tingkatan), yakni:
1. >80% —» Wistara/Wiwerda/Padapa — Kategori tertinggi; kabupaten/kota dianggap sehat dan layak mendapat
penghargaan. Penilaian level bisa menyesuaikan pemenuhan indikator wajib.
o Padapa: Memenuhi minimal 80% kriteria, seperti 80% desa/kelurahan ODF (Open Defecation Free), dengan capaian
indikator tatanan sebesar 71-80%.
o Wiwerda: Memenuhi minimal 90% kriteria, seperti 90% desa/kelurahan ODF, dengan capaian indikator tatanan sebesar
81-90%.
e Wistara: Memenuhi minimal 100% kriteria, seperti 100% desa/kelurahan ODF, dengan capaian indikator tatanan
minimal 91%.
2. 60-79% — Cukup/Sedang — Cukup baik, tetapi masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan. Perlu
perbaikan untuk naik kategori.
3. 40-59% — Kurang/Perlu Pembinaan —»Pemenuhan indikator rendah, perlu perhatian serius dan program perbaikan.
4. <40% —p Sangat Kurang/Tidak Sehat — Banyak indikator belum terpenuhi, Kabupaten/Kota belum memenuhi
standar minimal.

Sumber Data : Sumber data spesifik

o Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Melalui laporan kinerja tahunan atau publikasi resminya, Kemenkes dapat
menyediakan data agregat persentase pencapaian target di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

e Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Dinas kesehatan lokal adalah sumber data primer karena mereka yang mengumpulkan
dan merekap data di wilayahnya. Contohnya adalah surat pernyataan yang merangkum hasil waktu tempuh rata-rata ke
fasilitas kesehatan, yang merupakan salah satu indikator penting.

e Forum Kabupaten/Kota Sehat: Forum ini merupakan wadah yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan dan pengumpulan
data di tingkat lokal. Mereka bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengukur dan meningkatkan
status kesehatan di wilayahnya.

Sumber data ini semuanya untuk penyediaan data tahunan.
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Frekuensi : Interpretasi Frekuensi Persentase Kabupaten Kota Sehat:

1. Pelaporan Tahunan: Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan (LAKIP) menunjukkan “jumlah kabupaten/kota sehat”
sebagai indikator kinerja tiap tahun. Ini berarti Frekuensi pelaporan KKS adalah tahunan dalam laporan Kemenkes.

2. Frekuensi Verifikasi / Penilaian KKS: Penilaian KKS (Kabupaten/Kota Sehat) mengikuti pedoman teknis yang
melibatkan verifikasi berkala (setiap tahun atau beberapa tahun) di tataran daerah dan provinsi. Instrumen penilaian KKS
Tahun 2025 juga tersedia sebagai dokumen Excel untuk indikator-indikator penilaian. Artinya, verifikasi indikator KKS
cenderung terjadi setiap penilaian resmi, tidak selalu setiap indikator diperiksa tiap tahun di semua kab/kota, tergantung
sumber daya dan jadwal verifikasi daerah.

3. Frekuensi Laporan Persentase Per Daerah: Data ini bisa memperlihatkan tren persentase KKS di suatu provinsi dari
waktu ke waktu (misalnya per kuartal atau tahunan, tergantung pembaruan data di portal daerah).

Sasaran Program: MENINGKATNYA CAKUPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK
MENULAR.

Nama Indikator : Cakupan Deteksi Dini penyakit menular
Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular
Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap

Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans

PO PE

Dasar Hukum : 1. Cakupan Deteksi Dini penyakit menular

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang mengatur penanganan wabah secara
spesifik.

c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular, termasuk kegiatan
deteksi dini dan surveilans kesehatan.

d. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, yang menjadi landasan teknis untuk
kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait penyakit menular.

e. Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangan, yang merinci jenis penyakit yang memerlukan perhatian khusus.

f. Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan dan Pencegahan Penyakit, yang juga mencakup aspek
promosi kesehatan dan pencegahan sebagai bagian dari upaya deteksi dini.

g. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
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2. Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular
a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular.
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat
Kesehatan Masyarakat.

3. Presentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap
a. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

4. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans
a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan merupakan turunan dari Undang-Undang (UU)
Nomor 17 Tahun 2023
b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.

Definisi Operasional : 1. Cakupan Deteksi Dini penyakit menular

Cakupan Deteksi Dini Penyakit Menular merujuk pada persentase populasi sasaran di suatu wilayah dan periode waktu

tertentu yang telah menjalani skrining atau pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi potensi penyakit menular. Tujuannya

adalah menemukan kasus atau faktor risiko penyakit secepat mungkin untuk mencegah penularan lebih lanjut dan
mengurangi dampak buruknya. penyakit menular yang dapat dideteksi dini adalah:

e Tuberkulosis (TBC): Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Deteksi dini TBC
sangat penting dan dapat dilakukan melalui skrining gejala (batuk berkepanjangan), rontgen dada, dan tes bakteriologis
dari sampel dahak.

e HIV/AIDS: Skrining HIV dapat dilakukan melalui tes darah untuk mendeteksi keberadaan antibodi terhadap virus.
Deteksi dini memungkinkan pengobatan antiretroviral (ARV) dimulai secepatnya, yang dapat mengendalikan virus dan
mencegah penularan lebih lanjut.

e Hepatitis B dan C: Skrining hepatitis B dan C, yang merupakan infeksi virus hati serius, juga sangat penting. Tes darah
tersedia untuk mendeteksi virus atau antibodi yang mengindikasikan infeksi. Deteksi dini pada ibu hamil juga dilakukan
secara masif di Indonesia untuk mencegah penularan ke bayi.

o Infeksi Menular Seksual (IMS) Lainnya: Penyakit seperti sifilis, klamidia, gonore, dan Human Papillomavirus (HPV)
dapat dideteksi melalui skrining rutin, terutama pada kelompok berisiko atau ibu hamil. Skrining HPV sangat penting
untuk pencegahan kanker serviks.
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e Penyakit Menular Potensi Wabah: Penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan flu dapat dideteksi dini melalui
pengenalan gejala awal dan pengujian laboratorium yang cepat untuk mengontrol penyebaran, meskipun skrining
massal untuk populasi umum jarang dilakukan kecuali saat terjadi wabah.

Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular

Cakupan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM) merujuk pada proporsi individu dalam populasi sasaran yang telah

menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi faktor risiko atau PTM secara dini dalam kurun waktu tertentu.

Kmponen Utama Definisi Operasional:

e Sasaran Populasi: Umumnya individu usia dewasa (18-59 tahun) atau kelompok berisiko di suatu wilayah kerja

fasilitas pelayanan kesehatan.

Intervensi/Kegiatan: Pemeriksaan kesehatan atau skrining yang meliputi komponen-komponen utama seperti:

Pengukuran tinggi badan dan berat badan (untuk mengukur Indeks Massa Tubuh/IMT dan deteksi obesitas).

Pengukuran lingkar perut.

Pengukuran tekanan darah (deteksi dini hipertensi).

Pengecekan gula darah sewaktu (deteksi dini diabetes melitus).

Pemeriksaan lain sesuai kebijakan (misalnya deteksi dini gangguan penglihatan/pendengaran, atau

pemeriksaan IVA untuk kanker serviks).

Konseling faktor risiko.

e Pengukuran Cakupan: Metrik ini dinyatakan dalam persentase, dihitung sebagai jumlah orang yang telah menjalani
skrining PTM dibagi dengan total perkiraan populasi sasaran di wilayah tersebut dalam periode waktu yang telah
ditentukan (misalnya per tahun).

Tujuan: Menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin, melakukan pencegahan, dan pengendalian PTM untuk
mengurangi risiko komplikasi dan kematian dini.

Secara ringkas, definisi operasional ini mengukur sejauh mana upaya preventif kesehatan menjangkau masyarakat untuk
mengidentifikasi risiko PTM sebelum penyakit tersebut berkembang parah.

Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap

Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap" adalah persentase bayi yang berusia 0-11 bulan yang
telah menerima semua imunisasi dasar lengkap, yaitu 1 dosis Hepatitis B di usia 0—7 hari, 1 dosis BCG, 1 dosis DPT-HB-
HiB, 4 dosis Polio, dan 1 dosis Campak/MR. Ini dihitung dengan membagi jumlah bayi usia 0-11 bulan yang sudah
lengkap imunisasi dengan jumlah total bayi di rentang usia tersebut, kemudian dikalikan seratus persen.

Komponen Imunisasi Dasar Lengkap:

e Hepatitis B: 1 dosis di usia 0-7 hari.

e BCG: 1 dosis.

e Polio: 4 dosis tetes (bOPV).

e DPT-HB-HiB: 3 dosis (atau DPT-HB/Hib).
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e Campak/MR: 1 dosis.

4. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans

Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi

kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan dan menjalankan sistem surveilans kesehatan yang efektif dan

fungsional di wilayah administratifnya.

Komponen Utama Penyelenggaraan Sistem Surveilans

Penyelenggaraan sistem surveilans yang dimaksud harus mencakup komponen-komponen utama sesuai pedoman yang

berlaku (seperti dari Kementerian Kesehatan atau WHO), yang meliputi:

e Pengumpulan data kejadian kesehatan (penyakit menular, tidak menular, faktor risiko, dll.) secara terus menerus dan
sistematis dari berbagai sumber data seperti Puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium.

e Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk yang terstruktur (tabel, grafik, peta).

e Analisis dan interpretasi data untuk mengidentifikasi tren, masalah kesehatan, atau potensi wabah.

e Diseminasi informasi atau penyebarluasan hasil analisis (misalnya melalui profil kesehatan atau buletin) kepada pihak
terkait (Dinas Kesehatan provinsi, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dsb.) untuk digunakan dalam perencanaan
dan pengambilan keputusan.

e Adanya mekanisme peringatan dini dan deteksi dini wabah/kejadian luar biasa.

Rumus Perhitungan : 1. Cakupan Deteksi Dini penyakit menular

Cak Deteksi Dini (%) = Jumlah kasus baru penyakit menular yang ditemukan dan diobati 100%
axtpan betekst Uit (o) = Jumlah total kasus baru penyakit menular di wilayah tersebut x 0

Keterangan:
Pembilang (Jumlah Jumlah kasus penyakit menular baru yang berhasil diidentifikasi melalui kegiatan deteksi
kasus baru yang dini (skrining, penemuan kasus aktif/pasif) di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas,
ditemukan) rumah sakit) atau di masyarakat dalam kurun waktu tertentu (misalnya, satu tahun).
Penyebut (Estimasi Perkiraan jumlah keseluruhan kasus baru penyakit menular yang diperkirakan ada di

jumlah total kasus baru) populasi target pada wilayah dan kurun waktu yang sama. Angka ini sering didapatkan dari
data surveilans epidemiologi, studi prevalensi, atau estimasi matematis dari kementerian
kesehatan/organisasi terkait.

100% Konstanta untuk menyatakan hasil cakupan dalam bentuk persentase.

Atau
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Jumlah individu yang dilakukan deteksi dini

Cakupan Deteksi Dini Penyakit Menular (%) — = 1009

Jumlah sasaran deteksi dini

Keterangan:

1. Jumlah individu yang dilakukan deteksi dini : Adalah jumlah orang yang benar-benar telah mengikuti kegiatan deteksi dini
penyakit menular dalam periode pengukuran, berupa: skrining gejala, tes laboratorium (misal rapid test, PCR, kultur),
wawancara epidemiologi (screening faktor risiko), pemeriksaan fisik terkait penyakit menular.

Data dapat diperoleh dari:

v' Puskesmas, klinik, rumah sakit,

v Posyandu, sekolah, tempat kerja,

v Kegiatan skrining massal atau surveilans aktif.

2. Jumlah sasaran deteksi dini : Merupakan jumlah individu yang seharusnya mendapatkan deteksi dini sesuai program atau
kebijakan, misalnya:
o seluruh populasi risiko tertentu (misal kontak erat TB, ibu hamil untuk HIV/sifilis),
e penduduk kelompok umur tertentu,
o kelompok khusus di suatu wilayah (misal pekerja, pelajar),
e sasaran tahunan program surveilans. Penetapan sasaran dapat berasal dari: data proyeksi penduduk,hasil pemetaan
risiko, standar program dari Kementerian Kesehatan.
3. Periode pengukuran
Ditentukan sesuai kebutuhan program : bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
4. Interpretasi
Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan deteksi dini untuk mencegah penyebaran penyakit menular.
Jika cakupan rendah, berisiko terjadi kasus yang tidak terdeteksi dan penularan lebih luas.

2. Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular

Jumlah individu sasaran yang menjalani deteksi dini PTM

Cakupan Deteksi Dini PTM (%) = x 100%

Total populasi sasaran deteksi dini PTM

Keterangan:

e Jumlah individu sasaran yang menjalani deteksi dini PTM: Jumlah orang dalam kelompok usia produktif (usia 15-59
tahun) di suatu wilayah kerja (misalnya Puskesmas) yang telah menerima pelayanan deteksi dini faktor risiko PTM
secara lengkap dalam periode waktu tertentu. Pelayanan deteksi dini ini mencakup, antara lain:

e Pengukuran tekanan darah.
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Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut.

Pemeriksaan gula darah sewaktu (dan/atau kolesterol, sesuai kebijakan setempat).

Konseling.

Total populasi sasaran deteksi dini PTM: Total estimasi jumlah orang yang termasuk dalam kelompok usia sasaran
(15-59 tahun) di wilayah kerja geografis tertentu dalam periode waktu yang sama. Angka ini biasanya didapatkan dari
data sensus atau proyeksi jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

e 100%: Faktor pengali untuk menyatakan hasil cakupan dalam bentuk persentase.

Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program kesehatan (seperti di Puskesmas atau Dinas Kesehatan) dalam
menjangkau dan melindungi kelompok usia produktif dari risiko PTM melalui upaya pencegahan dan deteksi dini. Target
cakupan ini dapat bervariasi tergantung kebijakan pemerintah daerah atau pusat, namun seringkali ditetapkan target 100%
untuk pelayanan pada kelompok usia produktif di fasilitas kesehatan.

3. Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap

Jumilah bayi O-11 bulan yvang lengkap
Jumilah total bawyi O-11 bulan

Persentase Imunisasi Lengkap — ( ) > 1 OO

Keterangan

- Jumilah bayi O-11 bulan yang lengkap: Ini adalah jumlah bayi di suatu wilayah
vang telah menyvelesaikan seluruh rangkaian imunisasi dasar lengkap sesuai dengan
jadwal yvang ditentukan, seperti yvang direkomendasikan oleh Kementerian
Kesehatan dan 1Al

- Jumilah total bayi O-11 bulan: Ini adalah total populasi bayi dalam rentang usia O
11 bulan di wilayvah yang sama. baik yvang sudah menerima imunisasi maupun
belum. =

4. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans

5 tase = Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans 100%
ersentase = Jumlah Total seluruh Kabupaten/Kota x °
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Keterangan Rumus

Variabel & Keterangan

Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan analisis
yvang Menyelenggarakan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau

Sistem Surwveilans masalah kesehatan, serta melaporkan data surveilans sesuai dengan

standar dan prosedur yang ditetapkan (misalnya, ketepatan waktu
dan kelengkapan pelaporan data) dalam periode waktu tertentu.
Kriteria "menyelenggarakan” ini didefinisikan secara operasional
dalam pedoman atau peraturan terkait.

Jumlah Total Seluruh Jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang seharusnya
Kabupaten/Kota menyelenggarakan sistem surveilans di wilayah geografis atau
administratif vang menjadi fokus penilaian (misalnya, dalam satu

prowinsi).

100%6 Faktor pengali untuk mengubah hasil rasio menjadi bentuk

persentase.

Interpretasi : 1. Cakupan Deteksi Dini penyakit menular

Interpretasi cakupan deteksi dini penyakit menular mengacu pada proporsi populasi berisiko atau populasi umum yang

telah menjalani skrining atau pemeriksaan untuk mengidentifikasi kasus penyakit menular pada tahap awal, bahkan

sebelum gejala muncul.

Makna dan Interpretasi

e Persentase Cakupan Tinggi: Menunjukkan bahwa sebagian besar populasi yang menjadi target telah diskrining. Ini
merupakan indikator positif bahwa program kesehatan masyarakat berjalan efektif dalam mengidentifikasi potensi
kasus secara dini.

o Implikasi: Memungkinkan intervensi cepat, pengobatan dini, pembatasan penularan, serta mengurangi angka
kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit tersebut.

e Persentase Cakupan Rendah: Menunjukkan bahwa banyak individu berisiko mungkin belum teridentifikasi.

o Implikasi: Meningkatkan risiko penularan yang tidak terdeteksi di masyarakat, potensi wabah, dan komplikasi
kesehatan yang lebih parah karena keterlambatan penanganan.

e Target Ideal: Cakupan yang ideal mendekati 100% dari populasi target untuk penyakit menular tertentu, meskipun
target spesifik bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan pedoman kesehatan lokal atau internasional (misalnya,
target WHO untuk TBC atau HIV//AIDS).

Faktor yang Mempengaruhi Cakupan
Beberapa faktor dapat memengaruhi cakupan deteksi dini penyakit menular, antara lain:
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e Akses Layanan Kesehatan: Keterbatasan fasilitas atau tenaga kesehatan di daerah tertentu dapat menurunkan cakupan.

o Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pencegahan.

e Stigma Sosial: Ketakutan atau malu untuk diskrining (misalnya, untuk penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS
atau TBC) dapat menghambat partisipasi.

o Ketersediaan Metode Skrining: Akses terhadap alat tes yang akurat dan terjangkau.

Kegunaan Interpretasi

Interpretasi data cakupan ini penting bagi otoritas kesehatan untuk:

1. Evaluasi Program: Menilai keberhasilan upaya deteksi dan pencegahan yang sedang berjalan.

2. Pengambilan Kebijakan: Merumuskan strategi yang lebih efektif, seperti peningkatan kapasitas sistem surveilans,
edukasi kesehatan yang lebih intensif, atau penguatan infrastruktur kesehatan di daerah berisiko tinggi.

3. Alokasi Sumber Daya: Memfokuskan sumber daya (dana, tenaga medis, peralatan) ke area yang paling membutuhkan.

Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular

Interpretasi cakupan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) adalah penilaian terhadap persentase populasi
sasaran (usia 18-59 tahun) yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi faktor risiko atau PTM
secara dini dalam periode waktu tertentu. Interpretasi ini membantu mengevaluasi keberhasilan program pencegahan dan
pengendalian PTM di suatu wilayah.

Komponen Deteksi Dini PTM

Cakupan ini mencakup pemeriksaan berbagai faktor risiko, antara lain:

e Pengukuran tekanan darah (deteksi dini hipertensi).

Pengecekan gula darah sewaktu (deteksi dini diabetes melitus).

Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut (deteksi dini obesitas/IMT abnormal).

Wawancara riwayat kesehatan dan faktor risiko perilaku (merokok, pola makan, aktivitas fisik, stres).

Deteksi dini gangguan indera (penglihatan dan pendengaran).

Pada wanita, bisa juga termasuk deteksi dini kanker serviks (IVA test) dan kanker payudara (SADANIS/pemeriksaan
payudara Kklinis).

Interpretasi Angka Cakupan

Angka cakupan deteksi dini PTM diinterpretasikan sebagai berikut:

e Cakupan Tinggi (misalnya, mendekati target nasional 100% untuk pelayanan kesehatan usia produktif, atau
target deteksi dini faktor risiko PTM usia > 15 tahun sebesar 80%0): Menunjukkan bahwa sebagian besar populasi
sasaran telah mengakses layanan skrining. Ini mengindikasikan kesadaran masyarakat yang baik dan aksesibilitas
layanan kesehatan yang efektif. Semakin tinggi cakupan, semakin besar kemungkinan masalah kesehatan dapat
ditemukan dan ditangani lebih awal.

e Cakupan Rendah: Menandakan bahwa masih banyak individu berisiko PTM yang belum teridentifikasi. Hal ini dapat
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, hambatan akses (geografis, biaya), atau kurangnya kesadaran masyarakat akan
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pentingnya skrining PTM. Cakupan yang rendah berpotensi menyebabkan tingginya kasus PTM yang terdiagnosis pada
stadium lanjut.

Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap

Interpretasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap adalah bahwa bayi tersebut telah menerima semua jenis

vaksin wajib sesuai jadwal yang ditetapkan, termasuk vaksin untuk melindungi dari penyakit seperti Hepatitis B, BCG,

DPT-HB-HiB, dan Polio. Ini menandakan bahwa sistem kekebalan bayi telah distimulasi untuk melawan penyakit serius,

dan mencapai cakupan imunisasi lengkap pada usia tersebut merupakan tujuan penting untuk kesehatan masyarakat yang

disebut cakupan UCI (Universal Child Immunization).

Makna dari imunisasi lengkap

¢ Perlindungan terhadap penyakit: Imunisasi lengkap bertujuan untuk membangun kekebalan terhadap berbagai penyakit
menular yang berbahaya, seperti Hepatitis B, Tuberkulosis (TBC), difteri, pertusis, tetanus, Haemophilus influenzae
tipe b (HiB), dan polio.

o Stimulasi sistem kekebalan tubuh: Vaksin diberikan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh bayi agar dapat
memproduksi antibodi. Jika suatu saat terpapar penyakit, tubuh sudah siap untuk melawannya.

o Indikator kesehatan masyarakat: Tingkat imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi menjadi salah satu indikator penting
dalam program kesehatan masyarakat. Tercapainya target UCI, yaitu minimal 80% bayi berusia 0-11 bulan di suatu
wilayah telah mendapatkan IDL, menunjukkan keberhasilan program imunisasi di daerah tersebut.

Komponen utama imunisasi dasar lengkap

Berdasarkan jadwal dari Kementerian Kesehatan dan IDAI, imunisasi dasar lengkap untuk bayi usia 0-11 bulan mencakup
beberapa jenis vaksin utama, antara lain:

e Hepatitis B (HB—0): Diberikan dalam 24 jam pertama setelah lahir.

BCG: Diberikan pada usia 0-1 bulan untuk melindungi dari TBC.

Polio (OPV-0,1,2,3): Diberikan secara tetes oral saat lahir dan usia 2, 3, dan 4 bulan.

DPT-HB-HiB (Pentavalen): Diberikan dalam tiga dosis pada usia 2, 3, dan 4 bulan.

Campak: Diberikan pada usia 9 bulan.

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Surveilans
Interpretasi persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem surveilans adalah ukuran kinerja yang
menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah mengimplementasikan dan menjalankan sistem
pemantauan kesehatan secara efektif dan sistematis. Berikut adalah poin-poin penting dalam menginterpretasikan
persentase tersebut:
1. Arti Angka Persentase

e Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kabupaten/kota di wilayah

tersebut (misalnya provinsi) telah berhasil menyelenggarakan sistem surveilans kesehatan. Ini mengindikasikan
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komitmen dan kapasitas yang baik dalam mendeteksi dini, mencegah, dan mengendalikan masalah kesehatan atau
potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di tingkat lokal.

e Persentase Rendah: Menandakan bahwa masih banyak kabupaten/kota yang belum atau tidak optimal dalam
menjalankan fungsi surveilans. Hal ini mengisyaratkan adanya kesenjangan dalam pemantauan kesehatan, yang
dapat menyebabkan keterlambatan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat, perencanaan program
kesehatan yang kurang tepat sasaran, dan potensi risiko penyebaran penyakit.

2. Fokus Penyelenggaraan Sistem Surveilans

Penyelenggaraan sistem surveilans tidak hanya berarti "ada" kegiatannya, tetapi juga mencakup atribut kualitas data

dan prosesnya:

¢ Kelengkapan Laporan: Seberapa lengkap data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari fasilitas pelayanan kesehatan
(Puskesmas, rumah sakit, laboratorium) di tingkat kabupaten/kota.

o Ketepatan Waktu Pelaporan: Ketepatan waktu dalam mengirimkan data secara berkala (misalnya mingguan atau
bulanan) ke tingkat yang lebih tinggi (provinsi/pusat), yang krusial untuk respons cepat.

o Kualitas Data: Keakuratan dan validitas data yang dikumpulkan (misalnya, konfirmasi diagnosis kasus berdasarkan
standar yang ditetapkan).

o Analisis dan Interpretasi: Data yang terkumpul harus diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memberikan
makna dan rekomendasi tindakan (misalnya, analisis kecenderungan penyakit, penentuan IR, CFR).

e Desiminasi Informasi: Hasil analisis harus disebarluaskan kepada pihak terkait (pengambil keputusan, fasilitas
kesehatan lain, masyarakat) untuk memandu intervensi yang tepat.

3. Kegunaan Interpretasi

Interpretasi persentase ini penting untuk:

e Pengambilan Keputusan: Memberikan basis data ilmiah dan faktual bagi pimpinan daerah untuk mengambil
keputusan dan tindakan kesehatan masyarakat yang tepat.

e Perencanaan Program: Membantu dalam perencanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit yang
efektif dan terukur.

¢ Evaluasi Kinerja: Menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan dalam menilai efektivitas
pelayanan kesehatan di wilayahnya.

e Akuntabilitas dan Transparansi: Mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kesehatan.

Sumber Data : 1. Cakupan Deteksi Dini penyakit menular
e Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI): Ini adalah sumber utama data kesehatan nasional.
Data cakupan deteksi dini penyakit menular, seperti Tuberkulosis (TBC), HIV, dan penyakit menular seksual lainnya,
tersedia dalam publikasi resmi mereka.
Publikasi utama:
v" Profil Kesehatan Indonesia: Buku laporan tahunan ini menyajikan data dan informasi kesehatan yang komprehensif
dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk data pengendalian penyakit menular.
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v" Survei Kesehatan Indonesia (SKI) (dahulu Riskesdas/Riset Kesehatan Dasar): Survei berkala ini menghasilkan data
berbasis populasi yang mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk prevalensi penyakit menular dan akses
terhadap layanan deteksi dini.

v" Buletin dan Laporan Khusus Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P): Unit teknis di
bawah Kemenkes ini sering menerbitkan laporan spesifik mengenai program pengendalian penyakit menular.

¢ Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota: Data operasional dan cakupan di tingkat lokal dikumpulkan oleh Dinas
Kesehatan setempat. Mereka juga menerbitkan "Profil Kesehatan" di tingkat masing-masing yang memuat data deteksi
dini di wilayahnya.

e Puskesmas: Sebagai fasilitas kesehatan lini terdepan, puskesmas mengumpulkan data melalui Sistem Pencatatan dan
Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dan sistem informasi kesehatan digital seperti ASIK (Aplikasi Sehat
IndonesiaKu), yang mencakup data kunjungan pasien dan kegiatan deteksi dini di lapangan.

e Badan Pusat Statistik (BPS): BPS sering berkolaborasi dengan Kemenkes dalam pelaksanaan survei kesehatan besar
dan menyediakan data demografi serta statistik terkait yang digunakan dalam analisis cakupan kesehatan.

e Organisasi Internasional dan Mitra Pembangunan: Organisasi seperti WHO (World Health Organization) dan
UNAIDS juga menerbitkan laporan global yang mencakup data dari Indonesia, sering kali berfokus pada penyakit
menular tertentu seperti TBC dan HIV.

. Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular
Sumber data utama dan resmi mengenai cakupan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia berasal
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Data ini dikumpulkan melalui beberapa mekanisme
utama:
a. Survei Kesehatan Nasional
Data cakupan PTM tingkat nasional umumnya diperoleh dari survei berkala yang dilaksanakan oleh Kemenkes Rl,
antara lain:
= Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas): Ini adalah sumber data utama yang digunakan untuk mengetahui prevalensi
berbagai penyakit, termasuk hipertensi, diabetes melitus, dan faktor risiko PTM lainnya secara nasional.
Data Riskesdas biasanya diterbitkan setiap beberapa tahun (misalnya, Riskesdas 2018).
= Survei Kesehatan Indonesia (SKI): SKI merupakan survei terbaru yang juga menghasilkan estimasi level
nasional mengenai berbagai indikator kesehatan, termasuk PTM.
b. Sistem Pelaporan Rutin Fasilitas Kesehatan
Data operasional harian mengenai kegiatan deteksi dini PTM dikumpulkan dari fasilitas kesehatan primer,
yaitu Puskesmas dan jaringannya, melalui sistem pelaporan rutin:
= Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM): Kegiatan deteksi dini di tingkat masyarakat (Posbindu) melaporkan data
faktor risiko PTM, seperti pengukuran tekanan darah, gula darah sewaktu, tinggi badan, berat badan, dan lingkar
perut, ke Puskesmas pembina.
= Sistem Informasi Puskesmas (SIP) / P-Care: Data dari Puskesmas, termasuk hasil skrining PTM, diintegrasikan ke
dalam sistem informasi kesehatan yang lebih besar di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
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= Platform SATUSEHAT: Kemenkes sedang mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas ke
dalam Platform SATUSEHAT, yang akan menjadi sumber data terpadu di masa mendatang.

3. Publikasi Resmi Kemenkes RI
Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dipublikasikan dalam laporan resmi, seperti:
= Profil Kesehatan Indonesia: Buku ini diterbitkan setiap tahun oleh Kemenkes dan memuat data serta informasi
kesehatan yang akurat, termasuk indikator terkait PTM.
= Buletin dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P): Direktorat terkait di
Kemenkes juga mengeluarkan laporan spesifik mengenai program PTM.

4. Provinsi/Kabupaten/Kota
¢ Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota: Data operasional dan cakupan di tingkat lokal dikumpulkan oleh Dinas
Kesehatan setempat. Mereka juga menerbitkan "Profil Kesehatan" di tingkat masing-masing yang memuat data deteksi
dini di wilayahnya.
e Puskesmas: Sebagai fasilitas kesehatan lini terdepan, puskesmas mengumpulkan data melalui Sistem Pencatatan dan
Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dan sistem informasi kesehatan digital seperti ASIK (Aplikasi Sehat
IndonesiaKu), yang mencakup data kunjungan pasien dan kegiatan deteksi dini di lapangan.

5. Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap
Sumber data persentase imunisasi lengkap bayi usia 0-11 bulan berasal dari laporan program imunisasi nasional yang
dikelola oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dinas kesehatan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota). Data
ini dapat ditemukan di situs web resmi pemerintah seperti Ayo Sehat Kemkes Selain itu, laporan juga dapat ditemukan di
publikasi statistik seperti Databoks Katadata.
Sumber data utama
o Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Melalui program dan publikasinya, seperti situs Ayo Sehat Kemkes.
¢ Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota: Melalui portal data terbuka resmi di tingkat daerah.
e Lembaga riset dan publikasi statistik: Data seringkali diolah dan dipublikasikan oleh pihak ketiga, seperti Databoks

Katadata.

e Dokumen resmi: Peraturan dan laporan resmi, seperti yang diakses melalui Regulasip.

6. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans
Sumber data utama untuk persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem surveilans berasal dari Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia dan unit-unit di bawahnya, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Sumber Data Utama
o Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes): Kemenkes mengumpulkan dan mengelola data surveilans kesehatan secara
nasional. Data ini sering dipublikasikan dalam dokumen resmi seperti:
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v Profil Kesehatan Indonesia: Laporan tahunan yang memuat data dan informasi kesehatan, termasuk indikator
terkait surveilans di berbagai tingkatan administrasi (nasional, provinsi, kabupaten/kota).

v' Laporan Kinerja (Lakip) Direktorat Jenderal terkait: Seperti Ditjen Kesehatan Masyarakat atau Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yang mencakup indikator Kinerja pelaksanaan surveilans.

v' Sistem Informasi Surveilans Berbasis Digital (misalnya: ASIK dan platform SatuSehat): Merupakan platform
terintegrasi untuk pencatatan dan pelaporan data surveilans secara real-time dari fasilitas pelayanan kesehatan.

e Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kabupaten/Kota: Instansi ini bertanggung jawab langsung dalam
penyelenggaraan surveilans di wilayah masing-masing dan melakukan pelaporan berjenjang ke tingkat yang lebih
tinggi. Data spesifik tingkat kabupaten/kota dapat ditemukan dalam:

v" Profil Kesehatan Kabupaten/Kota: Laporan berkala yang menyajikan data dan analisis situasi kesehatan lokal,
termasuk pelaksanaan program surveilans.
v' Buletin atau laporan surveilans berkala yang diterbitkan oleh Dinkes setempat.

Tempat Menemukan Data Tersebut

Untuk mendapatkan data persentase spesifik tersebut, Anda dapat mengunjungi:

1. Situs Web Resmi Kementerian Kesehatan RI: (kemkes.go.id) di bagian publikasi atau data dan informasi.

2. Situs Web Resmi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota: Cari bagian "Publikasi" atau "Data dan Informasi
Kesehatan".

3. Badan Pusat Statistik (BPS): Meskipun Kemenkes adalah sumber utama data kesehatan, BPS juga terkadang
mempublikasikan data terkait kesehatan dari hasil survei atau sensus yang dapat diakses melalui situs web resmi
mereka (bps.go.id).

Frekuensi :

1. Cakupan Deteksi Dini penyakit menular
a. Deteksi rutin pada populasi umum
o 1 kali per tahun untuk skrining penyakit yang umum dan surveilans aktif (misalnya TB di daerah endemik melalui
skrining gejala).
o Skrining berbasis fasilitas : dilakukan setiap kali ada kunjungan pelayanan kesehatan (opportunistic screening).
b. Kelompok berisiko tinggi
Frekuensi lebih sering, seperti:
TB : skrining gejala setiap 612 bulan untuk kontak erat atau kelompok risiko (ODHA, pekerja ruang tertutup).
HIV : 1-2 Kkali per tahun untuk populasi kunci atau individu berisiko tinggi.
Hepatitis B/C : minimal sekali seumur hidup, atau lebih sering untuk kelompok risiko.
IMS lainnya(sifilis, gonore, klamidia) : setiap 3—12 bulan untuk kelompok risiko.
c. Saat ada Kejadian Luar Biasa (KLB)
Deteksi dilakukan setiap hari/mingguan melalui surveilans intensif hingga KLB terkendali.

2. Cakupan Deteksi Dini penyakit tidak menular
Frekuensi pemeriksaan ditentukan oleh jenis PTM dan kelompok usia/risiko.
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b.

b.
C.
d.

Presentasi bayi usia 0-11 bulan mendapatkan Imunisasi lengkap
a.

Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem surveilans
a.

Populasi Umum (usia >15 tahun) — Program Skrining PTM : 1 kali per tahun (terutama melalui Poshindu PTM atau
fasilitas kesehatan)

Pemeriksaan meliputi : Tekanan darah (hipertensi), Gula darah (diabetes), Indeks massa tubuh & lingkar perut
(obesitas), Kolesterol, Risiko penyakit jantung, Pemeriksaan 1V A/inspeksi serviks (pada perempuan).

Usia lanjutan (=40 tahun)

o Skrining faktor risiko PTM dilaksanakan 1-2 kali per tahun

e Pemeriksaan lebih lengkap (misal EKG, profil lipid) sesuai indikasi

Kelompok risiko tinggi

Frekuensi lebih sering:

o Hipertensi : setiap 1-3 bulan atau sesuai pedoman klinis

e Diabetes : gula darah 3-6 bulan

o Perokok berat / obesitas : evaluasi risiko minimal setiap 6 bulan

o Keluarga dengan riwayat PTM : skrining tahunan atau lebih sering sesuai risiko

Kanker tertentu

o Kanker serviks (IVA/Pap smear) : setiap 3-5 tahun (atau tahunan di layanan tertentu)

e Kanker payudara (SADANIS) : 1 tahun sekali

Pencatatan rutin

Setiap hari di fasilitas kesehatan (Puskesmas/Posyandu) ketika bayi datang imunisasi.
Penghitungan indikator

Bulanan — untuk laporan rutin Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Triwulan — rekap tingkat kabupaten/kota ke provinsi.

Tahunan — perhitungan cakupan imunisasi lengkap tingkat nasional

Bulanan : Digunakan untuk laporan rutin Puskesmas — Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota — Provinsi. Namun
indikator tingkat kabupaten/kota distabilkan pada level triwulan atau semester, bukan harian.

Triwulan : Banyak digunakan sebagai frekuensi standar pemantauan kinerja surveilans kabupaten/kota.

Semester : Digunakan untuk evaluasi tengah tahun.

Tahunan : Dipakai untuk laporan kinerja nasional, penilaian SPM dan Renstra.

Sasaran Program:

MENINGKATNYA AKSES DAN KETERSEDIAAN LAYANAN DASAR.

Nama Indikator :

Persentase Puskesmas yang terakreditasi
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Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Definisi Operasional : Pengertian Indikator: Persentase Puskesmas yang terakreditasi adalah angka yang menunjukkan proporsi jumlah Puskesmas
di suatu wilayah (kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) yang telah memperoleh status akreditasi dari lembaga penyelenggara
akreditasi independen yang diakui oleh Kementerian Kesehatan, dibandingkan dengan jumlah total seluruh Puskesmas di
wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu.

Tujuan Akreditasi: Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat
secara berkesinambungan. Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala, minimal tiga tahun sekali, dan sertifikat akreditasi
berlaku selama 4 (empat) tahun.

Strata Akreditasi: Terdapat beberapa tingkatan (strata) akreditasi yang dapat dicapai, yaitu: Dasar, Madya, Utama, dan
Paripurna.

Rumus Perhitungan :

.. Jumlah Puskesmas yang telah Terakreditasi
Persentase Puskesmas terakreditasi = x 100%
Jumlah total seluruh Puskesmas

Keterangan:

e Jumlah Puskesmas Terakreditasi: Jumlah seluruh puskesmas yang telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari
lembaga independen, baik itu dasar, madya, utama, maupun paripurna.

e Total Jumlah Puskesmas: Jumlah seluruh puskesmas yang ada di wilayah yang sedang dievaluasi, baik yang sudah
terakreditasi maupun belum.

Interpretasi : 1. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah proses penilaian eksternal oleh lembaga independen yang diakakreditasi oleh Kementerian Kesehatan
untuk menentukan apakah suatu Puskesmas memenuhi standar yang berlaku. Standar ini mencakup: Peningkatan mutu
dan keselamatan pasien, Manajemen fasilitas dan keselamatan kerja (K3), Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat
(UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP), Kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan.

2. Interpretasi Persentase

Persentase ini dapat diinterpretasikan dalam beberapa tingkatan:

e Persentase Tinggi (misalnya, >90%): Menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas di wilayah tersebut telah
memenuhi standar operasional dan mutu yang ketat. Ini mengindikasikan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan
manajemen fasilitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memenuhi
persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
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o Persentase Sedang (misalnya, 50% - 90%): Menunjukkan adanya upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan
mutu. Masih ada tantangan dalam mencapai kepatuhan penuh di semua fasilitas, dan mungkin diperlukan dukungan
serta intervensi tambahan untuk Puskesmas yang belum terakreditasi atau yang mendapat peringkat rendah.

e Persentase Rendah (misalnya, <50%): Menandakan bahwa sebagian besar Puskesmas di wilayah tersebut belum
memenuhi standar akreditasi. Ini merupakan sinyal kritis bagi otoritas kesehatan untuk segera melakukan intervensi,
mengidentifikasi hambatan (seperti kurangnya SDM atau fasilitas), dan mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan
mutu pelayanan secara signifikan.

3. Pentingnya Tingkat Peringkat
Interpretasi juga harus mempertimbangkan tingkat akreditasi yang dicapai (Pratama, Madya, Utama, atau Paripurna),
bukan hanya status "terakreditasi" atau "tidak terakreditasi".

Sumber Data : Sistem Informasi Kesehatan (SIK): Pelaporan rutin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Lembaga Akreditasi: Data hasil survei dan penetapan status akreditasi oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan.

Profil Kesehatan Indonesia: Data agregat dipublikasikan secara berkala oleh Kementerian Kesehatan melalui dokumen
seperti Profil Kesehatan Indonesia.

Frekuensi : Data Tahunan : Karena akreditasi Puskesmas memiliki masa berlaku 3-5 tahun, maka pengukuran cakupan akreditasi
dilaporkan setahun sekali dalam laporan kinerja Dinas Kesehatan, Provinsi, atau Nasional.

Sasaran Program: MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERINTEGRASI
SESUAI STANDAR.

Nama Indikator : Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
Definisi Operasional : Definisi operasional "Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi” adalah persentase dari jumlah total rumah sakit terdaftar

yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari lembaga penyelenggara yang disetujui pemerintah, setelah melalui
proses survei dan penilaian sesuai standar yang berlaku. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah rumah sakit yang
telah terakreditasi dengan jumlah total rumah sakit yang ada, lalu dikalikan dengan 100%.
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Rumus Perhitungan : . . .
Persentase Akreditasi = Jumlah rumah sakit rerakrei:ﬁrasr x< 100%
Jumlah total rumah sakit

Keterangan rumus

+ Jumlah rumah sakit terakreditasi: Ini adalah angka dari rumah sakit vang telah
berhasil mendapatkan status akreditasi sesuai standar yang berlaku.

= Jumlah total rumah sakit: Ini adalah jumlah keseluruhan rumah sakit yvang ada
dalam wilayah cakupan atau data yvang sedang dianalisis {misalnya, dalam satu
kabupaten, provinsi, atau negara).

= x100%: Pengali ini digunakan untuk mengubah hasil desimal menjadi nilai
persentase.

Interpretasi : A. Bila Persentase Tinggi (= 80%—100%)

Artinya:
* Sebagian besar Rumah Sakit telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien.
- Sisterm manajemen RS berjalan baik (administrasi, tata kelola, klinis).
e Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lebih aman dan berkualitas.
= Pemerintah daerah berhasil melakukan pembinaan reguler terhadap fasilitas kesehatan.
e Risiko kejadian tidak diinginkan (KTD) lebih dapat dikendalikan.

Ini menunjukkan mutu layanan dan tata kelola RS secara umum baik di wilayah tersebut.

B. Bila Persentase Sedang (40%—79%)

Artinya:
* Sebagian RS sudah memenuhi standar, tetapi masih banyak yang belum siap akreditasi.
» Ada kemungkinan kendala: sarana prasarana, SDM, administrasi, maupun pembinaan daerah.
* PMutu layanan RS belum merata, kualitas antar fasilitas mungkin berbeda signifikan.

= Perlu penguatan manajemen mutu dan percepatan akreditasi.

271



Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

C. Bila Persentase Rendah (< 40%)
Artinya:
s Mayoritas RS belum terakreditasi — mutu dan keselamatan pasien berisiko rendah/kurang terjamin.
* Ada kemungkinan:
® Regulasi dan pembinaan mutu di daerah belum optimal.
® SDM atau fasilitas RS tidak memenuhi standar akreditasi.
e Kurangnya persiapan dokumen manajemen mutu atau pembiayaan akreditasi.
» Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan potensi tidak terpenuhinya standar layanan

minimal.

Interpretasinya — mutu layanan dan tata kelola Rumah Sakit perlu ditingkatkan dengan segera.

Sumber Data : 1. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes)

Kemenkes adalah sumber data nasional yang paling otoritatif. Data terkait akreditasi biasanya dipublikasikan dalam

laporan tahunan atau melalui portal data resmi:

o Profil Kesehatan Indonesia: Publikasi tahunan

e Portal Satu Data Kesehatan

e SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) Online

2. Lembaga Akreditasi Resmi

Proses akreditasi dilakukan oleh lembaga independen yang diakui oleh pemerintah. Data detail per rumah sakit dapat

ditemukan di sistem mereka:

e Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

e Lembaga Akreditasi Fasyankes Lainnya: Terdapat juga lembaga lain seperti Lembaga Akreditasi Mutu dan
Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS) atau LARSDHP yang juga memiliki data serupa di portal masing-
masing.

3. Portal Satu Data Indonesia

Frekuensi : Tahunan (FREKUENSI UTAMA)
¢ Digunakan untuk laporan kinerja Dinas Kesehatan, Provinsi, dan Nasional.

Sasaran Program: MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LOGISTIK FARMASI DAN ALAT KESEHATAN YANG RASIOANAL DAN
SESUAI STANDAR DALAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SECARA PROMOTIF PREVENTIVE.

Nama Indikator : Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL
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Dasar Hukum : Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Definisi Operasional : Puskesmas yang memiliki persentase ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat esensial indikator yang ditentukan (sesuai
formularium nasional) dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar, berdasarkan laporan data yang dikumpulkan secara rutin,
seperti pada bulan November atau bulan terakhir tahun pelaporan. Ini mencakup ketersediaan minimal obat-obatan esensial
yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Rumus Pel’hltungan . Rumus yang digunakan adalah rumus persentase sederhana: &

Jumlah Item Indikator yang Tersedia

of
Jumlah Total Item Indikator yang Dipantau > 100%

Persentase Ketersediaan =

Perhitungan ini dilakukan secara terpisah untuk obat esensial dan vaksin.

Keterangan:

Jumlah Puskesmas yang memenuhi kriteria ketersediaan: Jumlah Puskesmas di wilayah tertentu (kabupaten/kota/provinsi)
yang melaporkan ketersediaan obat esensial dan vaksin esensial (termasuk vaksin dalam program Imunisasi Rutin
Lengkap/IRL) sebesar 80% atau lebih dari total item yang diamanatkan.

Jumlah Puskesmas yang melapor: Total jumlah Puskesmas di wilayah tersebut yang mengirimkan laporan data ketersediaan
obat dan vaksin pada periode waktu yang ditentukan (umumnya tahunan).

Interpretasi : Interpretasi dari persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin Imunisasi Rutin Lengkap
(IRL) adalah indikator kinerja utama yang mengukur tingkat kesiapan dan kemampuan fasilitas kesehatan primer dalam
menyediakan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Komponen Indikator

Obat Esensial: Obat-obatan terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup diagnosis, profilaksis
(pencegahan), terapi, dan rehabilitasi, yang harus tersedia sesuai fungsi puskesmas. Kemenkes Rl menggunakan sekitar 40-
135 item obat indikator untuk pengukuran ini, tergantung periodenya.

Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap): Ketersediaan set lengkap vaksin dasar yang diperlukan untuk program imunisasi
rutin, yang bertujuan untuk mencegah penyakit menular tertentu.

Persentase: Proporsi puskesmas dari total yang dinilai, yang memenuhi standar ketersediaan minimal (umumnya > 80%) dari
daftar obat dan vaksin esensial yang ditetapkan.

Interpretasi Hasil

273



Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas di wilayah tersebut mampu
memberikan pelayanan kesehatan dasar secara optimal. Ketersediaan obat dan vaksin yang baik mencerminkan manajemen
logistik yang efektif dan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan prioritas masyarakat.
Persentase Rendah: Mengindikasikan adanya hambatan serius dalam rantai pasokan atau manajemen farmasi di tingkat
puskesmas. Hal ini dapat menyebabkan:

v’ Pasien tidak mendapatkan pengobatan yang diperlukan, berpotensi memperburuk kondisi kesehatan.

v" Rendahnya cakupan imunisasi, yang meningkatkan risiko wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

v Ketidakpercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.

Sumber Data : Portal Satu Data Indonesia: Portal Satu Data Indonesia menerbitkan dataset Profilkes yang berisi data persentase Puskesmas
dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial.

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Data dari Dinas Kesehatan setempat merupakan sumber langsung karena
pengadaan obat di Puskesmas berasal dari dinas ini.

Laporan Bulanan Puskesmas: Puskesmas secara berkala melaporkan ketersediaan obatnya, biasanya pada bulan November
atau akhir tahun, yang menjadi dasar perhitungan persentase.

Frekuensi : Puskesmas: Tahunan
Sasaran Program: MENINGKATNYA CAKUPAN PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BALITA.
Nama Indikator : Meningkatnya cakupan pemantauan tumbuh kembang balita.

1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

Dasar Hukum : 1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan

a. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

® 00T

2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan
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Definisi Operasional : 1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan adalah persentase balita berusia 0-59 bulan yang ditimbang
minimal 8 kali dalam setahun, diukur panjang/tinggi badannya minimal 2 kali dalam setahun, dan dipantau
perkembangannya (motorik kasar, halus, bahasa, sosial) minimal 2 kali dalam setahun. Pemantauan perkembangan ini
dilakukan menggunakan instrumen seperti Buku KIA atau KPSP. Hasilnya adalah persentase yang mengukur cakupan
pemantauan tumbuh kembang di suatu wilayah.
e Pertumbuhan:

v Penimbangan berat badan: Minimal 8 kali dalam setahun.

v Pengukuran panjang/tinggi badan: Minimal 2 kali dalam setahun.
e Perkembangan:

v Pemantauan: Minimal 2 kali dalam setahun.

v" Alat ukur: Menggunakan instrumen standar seperti Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) atau KPSP (Kartu Pra

Skrining Perkembangan).
v Aspek yang dipantau: Motorik kasar, motorik halus, bicara, dan sosial-kemandirian.

2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif adalah persentase bayi usia 0 sampai 5 bulan 29
hari yang hanya mendapatkan ASI saja, tanpa makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral tetes) dalam
24 jam terakhir.
e Populasi: Bayi usia 0 sampai 5 bulan 29 hari.
e Variabel: Status pemberian ASI eksklusif.
e Pengukuran: Berdasarkan recall 24 jam terakhir, apakah bayi hanya diberikan ASI atau tidak.
e Pengecualian: Makanan atau minuman lain seperti air putih tidak boleh diberikan, namun obat-obatan dan vitamin
atau mineral tetes tidak termasuk yang membatalkan ASI eksklusif.

Rumus Perhitungan : 1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan

Rumus persentase balita dipantau adalah: (Jumlah balita yang dipantau / Jumlah seluruh balita di wilayah tersebut) x
100%. Rumus ini mengukur proporsi balita yang secara rutin diukur pertumbuhan dan perkembangannya (misalnya, berat
badan dan tinggi badan) di suatu daerah.

Keterangan:

e Jumlah balita yang dipantau: Ini adalah total jumlah balita yang diukur di Posyandu atau fasilitas kesehatan, yang
mencakup pengukuran fisik dan penilaian perkembangan.

e Jumlah seluruh balita di wilayah tersebut: Ini adalah total populasi balita di wilayah geografis yang sedang dievaluasi
(misalnya, desa, kecamatan, atau kota).

2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
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Rumus

-« Jumlah bayi usia 0-5 bulan L_van_g hanya menerima ASI ) = 100% &
Jumlah total bayi usia 0-5 bulan

Keterangan

= Jumlah bayiusia 0-5 bulan yang hanya menerima ASI: Ini adalah jumlah bayi
yvang dalam periode pengukuran (biasanya recall 24 jam) hanya diberikan ASI dan
tidak ada makanan atau cairan lain, kecuali cbat-obatan, vitamin, atau mineral.

= Jumlah total bayi usia 0-5 bulan: Ini adalah jumlah total bayi yvang berusia antara
O bulan 1 hari hingga 5 bulan 29 hari yang berada dalam populasi yang dihitung.

= ASI eksklusif: Diberikan pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan
makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). <

Interpretasi : 1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan

Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya adalah indikator yang mengukur seberapa banyak
balita (usia 0-59 bulan) yang secara rutin diukur berat badannya, tinggi badannya, dan dipantau kemampuannya (motorik
kasar, halus, bahasa, sosial, kemandirian) dalam periode waktu tertentu. Interpretasinya adalah sebagai berikut: semakin
tinggi persentase ini, semakin baik cakupan pelayanan kesehatan di suatu wilayah karena menunjukkan semakin banyak
balita yang terdeteksi dini penyimpangan pertumbuhan atau perkembangannya, seperti gizi buruk atau keterlambatan
bicara.

Komponen pemantauan

e Pertumbuhan: Melibatkan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Idealnya,
balita ditimbang setiap bulan dan diukur tinggi badannya minimal dua kali setahun.

e Perkembangan: Melibatkan pemantauan kemampuan anak, seperti motorik kasar dan halus, kemampuan bicara, dan
sosialisasi. Ini biasanya dilakukan menggunakan alat skrining seperti KPSP (Kartu Pra Skrining Perkembangan) atau
ceklis di Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).

Analisis data

e Cakupan pelayanan: Persentase ini adalah cerminan dari partisipasi masyarakat dan kinerja fasilitas kesehatan
(misalnya, posyandu) dalam menjangkau balita untuk pemantauan rutin.

o Deteksi dini: Angka yang tinggi memudahkan deteksi dini masalah seperti gizi buruk (BB/U, TB/U), stunting (TB/U),
atau masalah perkembangan lainnya, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal.

e Perbandingan antar wilayah: Angka ini dapat digunakan untuk membandingkan kinerja program pemantauan antara
puskesmas atau kabupaten yang berbeda.
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2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Interpretasi persentase ASI eksklusif pada bayi di bawah 6 bulan mengacu pada proporsi bayi yang hanya menerima ASI
saja tanpa makanan atau cairan lain selama 6 bulan pertama kehidupannya. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik
kesehatan ibu dan bayi, karena ASI memberikan gizi yang optimal dan melindungi bayi dari infeksi.
Tingkatan interpretasi
e Sangat rendah: < 30%
v" Menunjukkan bahwa bayi tidak mendapatkan gizi yang optimal dan lebih rentan terhadap penyakit.
v’ Bisa jadi ada masalah di tingkat pengetahuan ibu, dukungan keluarga, atau akses terhadap layanan kesehatan.
e Rendah: 30% - 60%
v Masih perlu perbaikan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif.
v" Mungkin diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan pengetahuan dan dukungan ibu, seperti konseling dan
pendidikan.

e Sedang: 60% - 80%
v" Hasil yang cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.
v' Perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian 100%, seperti dukungan keluarga atau
pengetahuan ibu yang kurang baik.
e Tinggi: > 80%
v" Menunjukkan keberhasilan program yang baik dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif.
v Menunjukkan bahwa bayi memiliki kesehatan yang optimal dan terlindungi dari berbagai penyakit.

Sumber Data : 1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Data Pemerintah Daerah:
a. Dinas Kesehatan: Sumber data utama, yang biasanya mengumpulkan data dari Puskesmas dan posyandu di wilayah
kerjanya.
b. Profil Kesehatan Provinsi: Data rekapitulasi dari tingkat provinsi seringkali tersedia dalam laporan profil kesehatan
daerah
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI):
Kemenkes juga mengumpulkan dan mempublikasikan data ini secara nasional atau provinsi.
2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Sumber data utama persentase ASI eksklusif adalah survei dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Dinas Kesehatan, serta data dari organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO). Data
ini dapat ditemukan di situs resmi pemerintah seperti BPS atau portal data open data provinsi dan kabupaten.

Frekuensi : 1. Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Data Tahunan
2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Data Tahunan
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Sasaran Program: MENINGKATNYA PRAKTEK HIDUP SEHAT, MENGURANGI TINGKAT KEJADIAN PENYAKIT DAN
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG KESEHATAN.

Nama Indikator : Persentase anak umur 1 - 12 tahun minum obat pencegahan kecacingan di Kab/Kota minimal setahun sekali
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan.
Definisi Operasional : 1. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui tanah.

2. Penderita Cacingan yang selanjutnya disebut Penderita adalah seseorang yang dalam pemeriksaan tinjanya mengandung
telur cacing dan/atau cacing.

3. Penanggulangan Cacingan adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi serendah
mungkin dan menurunkan risiko penularan Cacingan di suatu wilayah.

4. Surveilans Cacingan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang
kejadian Cacingan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Cacingan untuk memperoleh
dan memberikan informasi

5. guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

6. Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan yang selanjutnya disebut POPM Cacingan adalah pemberian obat
yang dilakukan untuk mematikan cacing secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko Cacingan
sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan Cacingan.
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Rumus Perhitungan :

2 Calcnparn POPM Cacingar
Calcupan ind dibuaat setiap tabun, dengan perhitoamngsan
sebagai berilowt:

Aangleca Pencapaian Pengobhatarn

Jumlah sasaran vang minum obat di Kab " Kota
Jumlah selurubh penduduk sasaran di Kab ) Kota.

== 1O

Calkupan irad dapat menjelasikan jurmlah prernclucdnalc
yang bersilkko untulk diobati dan aspelks epidemubaiologinya.
Karena ada dua kelompol sasaran maka penguloaran anglos

calkupan POPM Cacingan rmerijacli:

=) Arnalr Seloolak

JdJumilabh analc usia selkolabh vang minum obat di kab M kota s 10095
JTumilah selurubh anak asia selkolah di kalb ) kota

) Anak Pra Sekolak

Jumilabh anal pra sekolabh swangs mmimuanm obat di kab Jkota = 10095
Jumlah selurah anaklk pra selkolah di kabflkota

) Arnalk Balita
JTumlaby anals balita vangs minuam obat di kabflkota = 100950

Jumlah seluruabh anals balita dil kabf loota

Interpretasi :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan POPM Cacingan.

2. Pemantauan dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan POPM Cacingan.

3. Evaluasi dilakukan setelah 5 (lima) tahun berturut-turut pelaksanaan POPM Cacingan.

Pelaksanaan POPM Cacingan wajib dilakukan secara terus menerus sampai terjadi penurunan prevalensi di bawah 10%

(sepuluh persen).

Sumber Data :

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Frekuensi :

POPM Cacingan dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu
kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.

10.

Sasaran Program:

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN, MUTU DAN PENGGUNAAN OBAT SERTA ALAT
KESEHATAN YANG RASIONAL DAN SESUAI STANDAR.
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=

Nama Indikator : Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

2. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan

Dasar Hukum : 1. Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

o Puskesmas: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor
74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

o Apotek: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Apotek.

e Rumah Sakit: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

o Klinik: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Klinik

2. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan

a. Peraturan Pemerintah R Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan

b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan
Kesehatan

d. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Definisi Operasional : 1. Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar™ adalah indikator kinerja yang mengukur

tingkat kepatuhan fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas, klinik, atau rumah sakit) terhadap Standar Pelayanan

Kefarmasian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi kriteria standar dengan jumlah

total fasilitas kesehatan yang dinilai dalam periode waktu tertentu.

Pengukuran indikator ini melibatkan beberapa aspek kunci:

¢ Fasilitas Kesehatan: Merujuk pada unit-unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian,
seperti apotek, Puskesmas, atau rumah sakit.

¢ Pelayanan Kefarmasian: Mencakup dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi (perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pengendalian) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian
resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, konseling, dan lain-lain).

e Standar: Tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian, yang diatur dalam berbagai Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes), seperti Permenkes No. 72 Tahun 2016 (Rumah Sakit), Permenkes No. 74 Tahun 2016
(Puskesmas), dan Permenkes No. 73 Tahun 2016 (Apotek).
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o Kesesuaian/Kepatuhan: Penilaian dilakukan berdasarkan daftar tilik atau instrumen audit untuk memeriksa
kelengkapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelaksanaan prosedur operasional standar (SPO) yang relevan.

2. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan
Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan (seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit) yang telah menerapkan pengelolaan
alat kesehatan sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini
mencakup aspek perizinan, pemenuhan standar produksi/distribusi (CPAKB/CDAKB), serta pengujian dan kalibrasi rutin.

Rumus Perhitungan :

1. Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Formula Perhitungan

Secara umum, formula untuk menghitung persentase ini adalah:

p ) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar 100%
ersentase = — — X %o
Jumlah Seluruh Fasilitas Kesehatan yang Dinilai ?

Keterangan :

¢ Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar: Merupakan jumlah fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas,
Rumah Sakit, atau Apotek) yang hasil penilaian auditnya menunjukkan kepatuhan penuh atau telah memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

¢ Jumlah total fasilitas kesehatan yang dinilai: Merupakan jumlah total fasilitas kesehatan yang menjadi sampel atau
objek penilaian pada periode waktu tertentu.

e 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil rasio menjadi persentase.

2. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan
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Jumlah Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar Mutu

0,
Jumlah Total Fasilitas Kesehatan > 100%

Persentase =

Keterangan Rumus

= Persentase: Hasil akhir yang menunjukkan proporsi fasilitas kesehatan yang telah
memenuhi standar mutu alat kesehatan.

» Jumlah Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar Mutu: Jumlah fasilitas kesehatan
(misalnya Puskesmas, klinik, rumah sakit) yang telah diverifikasi dan dinyatakan
memenuhi semua kriteria standar mutu alat kesehatan yang ditetapkan oleh
peraturan yang berlaku (seperti dari Kementerian Kesehatan dan/atau melalui
sertifikasi SNI ISO 13485).

= Jumlah Total Fasilitas Kesehatan: Jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan yang
menjadi target pengukuran di wilayah atau area tertentu.

Interpretasi : 1. Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Interpretasi persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah ukuran

kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana fasilitas kesehatan (seperti apotek, puskesmas, atau rumah sakit) mematuhi

pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

e Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh fasilitas kesehatan telah
berhasil menerapkan semua aspek standar pelayanan kefarmasian. Hal ini mengindikasikan kualitas layanan yang baik,
keamanan pasien yang terjamin, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pengelolaan sediaan farmasi yang efektif dan
ketersediaan tenaga kefarmasian yang kompeten.

e Persentase Rendah (jauh di bawah 100%0): Menandakan adanya ketidakpatuhan atau kesenjangan yang signifikan
dalam penerapan standar. Ini dapat mengarah pada risiko kesalahan pengobatan (medication errors), mutu pelayanan
yang rendah, ketidakefisienan dalam pengelolaan obat, dan potensi masalah keselamatan pasien.

Indikator yang Diukur

Pengukuran persentase ini biasanya melibatkan penilaian terhadap berbagai indikator, seperti:

o Ketersediaan dan kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk berbagai kegiatan, seperti
penyiapan resep, konseling, dan pelayanan informasi obat.

e Waktu pelayanan resep: Memastikan kecepatan pelayanan obat non-racikan (< 30 menit) dan racikan (< 60 menit).

o Kelengkapan fasilitas dan peralatan: Ketersediaan ruang penerimaan resep, meja peracikan, lemari pendingin, dan
referensi yang diperlukan.

¢ Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai: Mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan
pendistribusian yang sesuai standar untuk mencegah pemborosan atau kekurangan stok.
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o Kompetensi dan jumlah tenaga kefarmasian: Memastikan adanya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang cukup
dan terlatih.

. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan secara langsung mencerminkan tingkat
keamanan, efektivitas, dan keandalan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi
persentasenya, semakin baik mutu pelayanan yang tersedia.

Tingkat Persentase dan Interpretasinya
e Persentase Tinggi (= 90%)

v/ Keamanan Pasien Terjamin: Mayoritas alat kesehatan telah diuji dan dikalibrasi secara berkala, memastikan alat
berfungsi dengan akurat dan laik pakai, sehingga risiko cedera atau kesalahan diagnosis akibat kegagalan alat sangat
rendah.

v’ Efisiensi Pelayanan Meningkat: Fasilitas kesehatan dapat mengandalkan ketersediaan dan fungsionalitas
peralatan medis, mengurangi penundaan dalam diagnosis dan perawatan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

v' Kepatuhan Regulasi: Menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan
standar internasional (seperti SNI ISO 13485), yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melindungi
masyarakat.

e Persentase Sedang (50% - 90%)

v Risiko Sedang: Masih terdapat potensi risiko terkait alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Pasien di
beberapa fasilitas mungkin menghadapi risiko lebih tinggi dari alat yang tidak berfungsi optimal atau tidak
terkalibrasi.

v' Perlunya Perbaikan Tata Kelola: Mengindikasikan kebutuhan akan penguatan tata kelola sarana, prasarana, dan alat
kesehatan, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dan tenaga kesehatan terhadap pentingnya pemenuhan standar
mutu.

v' Variasi Mutu: Terdapat variasi mutu pelayanan antar fasilitas, di mana beberapa unit mungkin sudah sangat baik,
sementara yang lain masih tertinggal.

e Persentase Rendah (<50%)
v' Risiko Signifikan: Menjadi perhatian serius karena menunjukkan tingginya potensi bahaya bagi kesehatan dan
keselamatan pasien akibat penggunaan alat kesehatan yang tidak standar atau rusak.
v' Pelanggaran Regulasi: Menggambarkan ketidakpatuhan yang meluas terhadap standar pelayanan minimal (SPM)
dan ketentuan wajib pengujian/kalibrasi alat kesehatan oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
v Penurunan Kepercayaan Publik: Dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pelayanan kesehatan di daerah atau fasilitas terkait.
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Sumber Data :

1. Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan

e Portal Satu Data Indonesia (data.go.id): Portal ini menyediakan akses ke berbagai dataset publik dari instansi
pemerintah, termasuk data mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit berdasarkan aplikasi ASPAK
(Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan). Anda dapat mencari dataset spesifik terkait "Presentase Sarana
Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Berdasarkan ASPAK" di data.go.id.

e Publikasi Kemenkes (Laporan Kinerja/Profil Kesehatan): Data ini seringkali muncul dalam laporan kinerja tahunan
atau Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes, serta Profil Kesehatan Indonesia yang diterbitkan berkala. Laporan-
laporan ini biasanya mencakup indikator Kinerja terkait pemenuhan standar sarana dan prasarana, termasuk alat
kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Laporan tersedia di situs web resmi Kemenkes, seperti
di farmalkes.kemkes.go.id atau kemkes.go.id.

e Badan Pusat Statistik (BPS): BPS mengumpulkan data fasilitas kesehatan melalui survei seperti Potensi Desa
(PODES), yang dapat berisi informasi pendukung terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, meskipun mungkin tidak se-
spesifik persentase mutu alat kesehatan.

e Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota: Instansi kesehatan di tingkat daerah juga menerbitkan laporan kinerja
yang memuat data lokal mengenai pemenuhan standar alat kesehatan di wilayah kerja masing-masing.

Frekuensi :

1. Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

2. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar mutu alat kesehatan
Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

11.

Sasaran Program:

TERCAPAINYA TENAGA KESEHATAN YANG KOMPTEN, PRODUKTF, TEEMOTIVASI DAN TERSEBAR
MERATA.

Nama Indikator :

Persentase Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer.

Definisi Operasional :

Persentase Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar adalah persentase fasilitas kesehatan (puskesmas) yang
memiliki jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
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Rumus Perhitungan N Jumlah Puskesmas dengan SDMEK sesuai standar

Persentase Puskesmas = > 100%:
¢ Jumlah seluruh Puskesmas ) v

-
Berikut rinciannya:

- Pembilang: Jumlah puskesmas yvang sudah memenuhi standar jumlah dan jenis
tenaga kesehatan yvang dibutuhkan, misalnya memiliki 9 nakes strategis.

- Penyebut: Jumlah seluruh puskesmas yang menjadi objek pengukuran, bisa
termasuk jenis fasilitas kesehatan lain seperti RSUD jika dikelompokkan bersama.

= Standar SDMK: Merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan, seperti jumlah nakes
strategis (misalnya dokter, perawat, bidan) dan kualifikasi profesional mereka
sesuail dengan pedoman dari kementerian kesehatan atau regulasi yang
berlaku. «

Interpretasi : Persentase Puskesmas yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar adalah ukuran kinerja
penting yang menunjukkan tingkat kepatuhan fasilitas kesehatan primer terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan
tenaga kesehatan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana puskesmas siap secara ketenagaan untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang optimal.

Interpretasi Angka Persentase
¢ Persentase Tinggi (mendekati 100%6): Menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas di wilayah tersebut telah memenubhi
standar minimal ketenagaan yang dipersyaratkan. Ini mengindikasikan:
v' Kesiapan Pelayanan: Fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis yang memadai, baik dari segi jenis maupun jumlah, untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar yang diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2019.
v Pemerataan Akses: Terdapat pemerataan akses terhadap tenaga kesehatan profesional di berbagai wilayah, termasuk
daerah terpencil jika angkanya tinggi secara nasional.
v’ Efisiensi dan Mutu: Ketersediaan SDMK yang cukup adanya tantangan signifikan dalam pemenuhan SDMK, yang
berarti: berkorelasi positif dengan potensi peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi operasional puskesmas.

¢ Persentase Rendah (jauh di bawah 100%b):
Menunjukkan Kesenjangan Ketenagaan: Banyak puskesmas mengalami kekurangan tenaga kesehatan, baik secara kuantitas
maupun jenis spesialisasi yang diwajibkan (misalnya, 9 jenis tenaga minimal seperti dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, dll.).

Hambatan Akses: Masyarakat di wilayah dengan puskesmas yang tidak memenuhi standar mungkin menghadapi keterbatasan
akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif.

Prioritas Intervensi: Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pusat untuk merencanakan pengadaan, penempatan,
dan pengembangan SDMK di lokasi yang mengalami kekurangan.

285


https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/download/1267/442

Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Sumber Data :

1. Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK): Aplikasi yang dibuat oleh Kemenkes untuk mengelola data tenaga
kesehatan secara nasional. Data ini digunakan untuk memantau ketersediaan dan distribusi SDMK, termasuk di tingkat
Puskesmas.

2. Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Setiap dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota biasanya memiliki data dasar
Puskesmas yang mencakup data SDM. Data ini dikumpulkan dari masing-masing Puskesmas dan sering kali dapat diakses
melalui portal data resmi pemerintah daerah

Data SDMK dikumpulkan secara bottom-up (dari fasilitas kesehatan) dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi terpusat.
SISDMK (Sistem Informasi SDM Kesehatan): Merupakan sumber data utama yang mengelola profil tenaga medis, tenaga
kesehatan, dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia. Data di sistem ini diperbarui secara berkelanjutan oleh fasilitas
kesehatan dan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

SATUSEHAT SDMK: Portal yang mengintegrasikan dan mengelola data profil SDMK secara nasional.

Frekuensi :

Data mengenai persentase Puskesmas yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai
standar umumnya dilaporkan dan dievaluasi secara periodik, dengan frekuensi triwulanan (setiap 3 bulan) pada tingkat
daerah dan direkapitulasi menjadi laporan tahunan di tingkat nasional. Data ini dikelola melalui Sistem Informasi SDMK
(SISDMK) dan portal SATUSEHAT SDMK oleh Kementerian Kesehatan.

¢ Tingkat Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Puskesmas wajib menyampaikan laporan kinerja, termasuk
data ketenagaan, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan).

e Tingkat Nasional (Kementerian Kesehatan): Data ini digunakan sebagai indikator Kinerja program pembangunan
kesehatan dan dipublikasikan dalam dokumen seperti Profil Kesehatan Indonesia yang diterbitkan setiap tahun. Pemantauan
dan evaluasi di tingkat pusat juga dilakukan secara berjenjang.

12.

Sasaran Program:

TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG MANDIRI, SADAR KESEHATAN, BERPARTISIPASI AKTIF DAN
MEMILIKI PERILAKU HIDUP SEHAT.

Nama Indikator :

Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Definisi Operasional :

Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat)' adalah jumlah
kabupaten/kota yang telah melaksanakan kampanye kesehatan atau gerakan yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, dibagi
dengan jumlah seluruh kabupaten/kota dalam cakupan wilayah administrasi tertentu (misalnya, provinsi atau nasional),
kemudian dikalikan 100 persen.
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o Kabupaten/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan: Merujuk pada daerah administrasi (kabupaten atau kota) yang
telah mengimplementasikan kegiatan promosi kesehatan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan
menerapkan perilaku hidup sehat di masyarakat.

Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat): Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang bertujuan
untuk mempromosikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Kegiatan ini mencakup berbagai upaya, seperti:

Melakukan aktivitas fisik.

Mengonsumsi buah dan sayur.

Tidak merokok.

Tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Menjaga kebersihan lingkungan.

Menggunakan jamban sehat.

ASANENENE NN NN

Rumus Perhitungan :

Cara Perhitungan:
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kampanye

100%
Jumlah seluruh Kabupaten/Kota x

Persentase =

&

Indikator ini sering digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat provinsi
atau pusat untuk mengukur keberhasilan upaya promotif dan preventif dalam
pembangunan kesehatan. @

Komponen Rumus & Keterangan

Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan

yang melaksanakan kampanye/gerakan perilaku hidup sehat, yang biasanya dilaksanakan
kampanye kesehatan minimal 8 kali per tahun dengan melibatkan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS). Data ini diverifikasi melalui laporan dari dinas
kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Jumlah seluruh Jumlah total kabupaten/kota administratif yang ada di suatu wilayah
Kabupaten/Kota (misalnya, di tingkat provinsi) atau secara nasional, sesuai data
statistik resmi (misalnya, dari Badan Pusat Statistik).

100% Faktor pengali untuk mengubah hasil rasio menjadi bentuk
persentase.
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Interpretasi : Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (pembudayaan hidup sehat) adalah ukuran kinerja yang
menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil melaksanakan upaya promotif dan preventif kesehatan di wilayahnya.
Indikator ini mencerminkan komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat
masyarakat secara luas.

Makna Indikator

e Tujuan Utama: Indikator ini digunakan untuk memantau pencapaian pembangunan kesehatan di tingkat lokal dan nasional,
khususnya dalam aspek pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, yang sering kali menjadi bagian dari Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

e Fokus: Penyelenggaraan kampanye kesehatan bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada
masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, mengadopsi gaya hidup sehat, dan memanfaatkan layanan kesehatan
yang tersedia.

e Pengambilan Keputusan: Data persentase ini berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan dan perencanaan program
kesehatan yang berbasis bukti di masa mendatang.

Interpretasi Hasil

e Persentase Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kabupaten/kota telah
mengimplementasikan program kampanye kesehatan. Ini mengindikasikan komitmen kuat dan koordinasi lintas sektor
yang baik antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

e Persentase Rendah: Menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya sumber daya (dana atau
manusia), kurangnya komitmen pemerintah daerah, atau hambatan birokrasi dalam menyelenggarakan sosialisasi dan
kampanye secara efektif di seluruh wilayah.

Pengukuran

Pengukuran indikator ini umumnya dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pelaksanaan kampanye di lapangan

dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasilnya dapat dilihat dalam laporan kinerja tahunan atau profil kesehatan

yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota.

Sumber Data : Profil Kesehatan Indonesia: Ini adalah publikasi tahunan Kemenkes yang menyajikan gambaran komprehensif pembangunan
kesehatan nasional, termasuk data dan indikator terkait upaya kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Anda dapat
mengakses publikasi ini di situs web resmi Kemenkes pada bagian Profil Kesehatan Indonesia.

Laporan Kinerja (Lakip) Kementerian Kesehatan: Laporan ini merinci pencapaian kinerja Kemenkes dan unit-unit terkait,
termasuk Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
Indikator mengenai persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye kesehatan seringkali disebutkan di sini. Laporan
ini dapat diunduh melalui PPID Kemenkes.
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Sistem Informasi Kesehatan (SIK): Data dikumpulkan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan
rumah sakit) serta survei di masyarakat. Data ini kemudian diolah dan dipublikasikan melalui berbagai saluran resmi
pemerintah.

Frekuensi :

¢ Laporan Kinerja (Lakip) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota: Setiap dinas kesehatan diwajibkan menerbitkan
laporan kinerja tahunan yang memuat capaian indikator kesehatan, termasuk upaya promotif dan preventif seperti kampanye
hidup sehat.

e Profil Kesehatan Indonesia: Publikasi tahunan dari Kementerian Kesehatan yang menyajikan gambaran umum
pembangunan kesehatan nasional, dengan data dari berbagai daerah.

e Target RPJMN dan Renstra Kemenkes: Target nasional dan daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan, yang digunakan untuk mengukur
kinerja.

13.

Sasaran Program:

MENINGKATNYA KEBERHASILAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI.

Nama Indikator :

Nilai RB General

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Definisi Operasional :

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) General adalah hasil pengukuran terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang
berfokus pada penyelesaian permasalahan fundamental yang terjadi di dalam birokrasi, yang bersumber pada delapan area
perubahan utama.

Secara operasional, nilai RB General diukur melalui evaluasi yang mencakup dua komponen utama:

1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General: Diukur berdasarkan kualitas dan implementasi rencana aksi reformasi
birokrasi yang telah disusun oleh instansi pemerintah.

2. Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi: Diukur dengan beberapa indikator yang terkait dengan
delapan area perubahan, seperti manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas kerja, dan kualitas pelayanan publik.

Proses evaluasi ini menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang kemudian dikategorikan ke dalam predikat
tertentu (misalnya, AA, A, BB, B, CC) berdasarkan rentang nilainya. Evaluasi ini dilakukan secara berkala oleh evaluator
internal (APIP) dan eksternal (Kementerian PANRB/evaluator nasional dan meso) untuk mengukur kemajuan capaian dan
memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.
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RUmUS Perhitungan i Rumus (Pendekatan) Perhitungan

Meskipun tidak ada satu rumus tunggal yvang dapat dituliskan secara ringkas, proses
paerhitungannya bekerja berdasarkan penjumilahamn nmilai tertimbang (weighted
score) dari semua indikator:

M™MNilai RB General — E (Skor Indikator > Bobot Indikator)

- Skor Indikator: MNilai yvang diberikanm berdasarkan bukti dan hasil evaluasi untulk
setiap indikator, biasanya dalam kisaran O-100.

- Bobot Indikator: Persentase atau nilai bobot yvang telah ditetapkan oleh
Kementerian PAMNREB untuk menunjukkan kepentingan relatif indikator tersebut
dalam keseluruhan penilaian. =

Hasil akhir nilai RB General ini kemudian dikategorikan ke dalam predikat tertentu,
seperti CC (Cukup), B (Baik). BB (Sangat Baik), A (Memuaskan)., hingga Aaa (Sangat
Memuaskan), yvang didasarkan pada rentang skor yvang telah ditentukan. Lt

Interpretasi : Interpretasi nilai RB General berkaitan dengan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi
pemerintah di Indonesia, dengan fokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal untuk mencapai pemerintahan berbasis
digital yang efektif dan efisien.

Skala Milai dan Predikat

MNilai RB General merupakan komponen dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang lebih
luas. Berdasarkan nilai akhir yvang diperoleh, instansi pemerintah akanmn mendapatkan

predikat tertentu: =

MNilai (Skor) <> Predikat Kategori

= P - 1o EoWEN Sangat Memuaskan
= 80 - 90 = Maemuaskan

= T - 80 BB Sangat Baik

= a0 - 7O B Baik

= S — & L=l Cubkup (Memadai)

= 50 - Kurang

Komponen Penilaian RB General

RB General menilai dua komponen utama:

1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General: Menilai kualitas rencana aksi dan implementasi rencana aksi pembangunan
RB General, termasuk legalitas hukum dan kolaborasi yang dibangun.

2. Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi: Mengukur indikator dari berbagai area perubahan, seperti
manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas
kinerja.
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Sumber Data : ¢ Portal Reformasi Birokrasi Nasional (Portal RB Nasional): Ini adalah platform utama yang digunakan untuk evaluasi
dan publikasi hasil RB. Instansi pemerintah (K/L/D) menginput data melalui sistem ini. Anda dapat mengakses informasi
umum dan berita terkait RB di portalrb.id.

¢ Situs Resmi Kementerian PANRB: Pengumuman hasil evaluasi RB secara berkala diterbitkan di situs web kementerian.
Berita dan rilis pers yang mengumumkan nilai rata-rata atau predikat instansi dapat ditemukan di menpan.go.id.

¢ Portal Satu Data Indonesia (data.go.id): Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), termasuk nilai RB General, sering kali
tersedia dalam bentuk dataset terbuka di portal ini.

¢ Portal Satu Data Kementerian PANRB (1data.menpan.go.id): Portal ini menyediakan data prioritas dan hasil evaluasi
RB dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah secara spesifik.

Frekuensi : Evaluasi dan pelaporan nilai Reformasi Birokrasi (RB) General umumnya dilakukan secara tahunan.

Proses evaluasi ini dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan pelaksananya:

e Evaluasi Internal: Dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim internal yang dibentuk khusus
di masing-masing instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). Pelaporan hasil evaluasi internal ini
biasanya disampaikan kepada evaluator nasional melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional secara berkala, dengan
laporan hasil evaluasi ex-ante (perencanaan) paling lambat akhir triwulan pertama dan on-going (pelaksanaan) paling
lambat minggu pertama triwulan berikutnya.

e Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh evaluator nasional, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), yang menilai kemajuan pelaksanaan RB secara keseluruhan. Hasil evaluasi
akhir tahunan ini biasanya diumumkan sekitar awal tahun berikutnya, berdasarkan data dan laporan yang dikirimkan oleh
instansi selama tahun berjalan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
~Provinsi Sulawesi Tengah,

Ly
ﬁ?f“f?rmojwﬁ Apriani, SKM,M.Epid

T===" Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19700417 199312 2 001
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DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2025-2029

1. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Kunci

No.

Sasaran Perangkat Strategis Perangkat Daerah :

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

1

Nama Indikator :

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)

Dasar Hukum :

Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN),Permenkes No. 21 Tahun 2020 tentang Sistem
Informasi Kesehatan, Permenkes No. 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (P1S-
PK), Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan — mencakup pelayanan maternal dan neonatal.

Definisi Operasional :

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0—11 bulan dalam satu tahun tertentu per 1.000 kelahiran
hidup pada tahun yang sama.

Bayi = anak berusia 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun).

Kematian bayi mencakup:

Kematian neonatal (0—28 hari)

Kematian post-neonatal (29 hari—11 bulan)

Rumus Perhitungan :

Jumlah kematian bayi (0—11 bulan)

1.
Jumlah kelahiran hidup > 1.000

AKB_(

Interpretasi :

a. AKB tinggi
Jika nilai AKB tinggi, artinya:
- Kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi kurang optimal
- Risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa bayi masih tinggi
- Masih ada masalah gizi, penyakit infeksi, dan keterlambatan penanganan
- Akses terhadap fasilitas kesehatan masih terbatas
- Perilaku pencarian pengobatan masih rendah
- AKB tinggi merupakan tanda lemahnya sistem kesehatan dasar.
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b. AKB rendah
Jika AKB menurun atau berada pada level rendah:
- Menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, seperti:
# ANC berkualitas
# Persalinan nakes
# PNC
# Imunisasi bayi lengkap
- Menunjukkan perbaikan gizi ibu dan anak
- Sistem rujukan berfungsi
- Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sanitasi membaik
- Implementasi program kesehatan ibu dan anak berjalan baik

Sumber Data : SIGA KIA / ASIK / SIHA / e-Kohort KIA, Sistem Pencatatan Sipil (Dukcapil),

Frekuensi : Tahunan

Nama Indikator : Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka)

Dasar Hukum : UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan, Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (termasuk standar pelayanan
neonatal), Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Definis Operasional : Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah kematian bayi berusia 0—28 hari pada suatu tahun tertentu per 1.000
B kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Neonatal = bayi usia 0-28 hari terdiri dari:

- Neonatal dini: 0-6 hari

- Neonatal lanjut: 7-28 hari

Rumus Perhitungan :
Jumlah kematian bayi usia 0—28 hari

Jumlah kelahiran hidup

AKN = ( ) x 1.000
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Interpretasi :

a. AKN Tinggi
Menunjukkan adanya masalah serius dalam:
- Kualitas pelayanan persalinan
- Penanganan asfiksia, infeksi, prematuritas
- Kualitas ANC (pemeriksaan kehamilan)
- Kesiapan fasilitas PONED-PONEK
- Perawatan bayi baru lahir (daya tanggap NBR)
- Sistem rujukan maternal—neonatal
- Gizi ibu hamil dan BBLR

b. AKN Rendah
Menggambarkan keberhasilan:
- ANC komprehensif
- Persalinan nakes terlatih
- Penatalaksanaan NBR sesuai standar
- Rujukan perinatal yang responsif
- ASI eksklusif
- Pencegahan infeksi (klorinasi, cuci tangan, perawatan tali pusat)

Sumber Data :

SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia), SUPAS — BPS, Susenas (modul kesehatan tertentu), Sensus Penduduk
(SP)

Frekuensi :

Tahunan

Nama Indikator :

Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio)

Dasar Hukum :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN),Permenkes
No. 21 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Kesehatan, ermenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
SPM Bidang Kesehatan

Definisi Operasional :

Rasio Posyandu per Satuan Balita adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah satuan balita (0-59 bulan)
dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Komponen definisi:

- Posyandu aktif: posyandu yang melaksanakan kegiatan minimal 8 kali dalam setahun (sebulan sekali) serta melakukan
lima meja layanan dasar KIA, gizi, imunisasi, dan PHBS.

- Satuan balita: seluruh anak usia 0-59 bulan di wilayah tersebut.
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Rumus Perhitungan :

Jumlah Posyandu Aktif
Jumlah Balita (0-59 bulan)

Rasio Posyandu per Balita =

Interpretasi :

a. Rasio tinggi
Artinya jumlah posyandu lebih memadai dibanding jumlah balita.
Menunjukkan;
- Akses layanan kesehatan dasar balita cukup baik
- Upaya pemberdayaan masyarakat berjalan efektif
- Beban setiap posyandu lebih ringan
- Pelayanan gizi, KIA, imunisasi lebih mudah dijangkau
Interpretasi positif — pemerataan layanan baik.

b. Rasio rendah
Menunjukkan:
- Jumlah posyandu aktif tidak sebanding dengan jumlah balita
- Posyandu bekerja dengan beban besar
- Kemungkinan antrian panjang, layanan tidak optimal
- Risiko balita tidak terpantau tinggi
- Kader dan tenaga kesehatan kewalahan
Rendahnya rasio dapat berdampak pada stunting, gizi buruk, dan keterlambatan deteksi dini.

Sumber Data :

Sistem Informasi Posyandu / e-Posyandu (jika daerah menggunakan), Sistem KIA / e-Kohort untuk data jumlah balita, Sensus
Penduduk (balita), Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur

Frekuensi :

Tahunan

Nama Indikator :

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)

Dasar Hukum :

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(SKN), ermenkes No. 21 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Kesehatan,ermenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

Definisi Operasional :

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk adalah perbandingan jumlah Puskesmas yang berfungsi/aktif dengan jumlah
penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Indikator ini digunakan untuk menilai kecukupan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas)
berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani.
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Komponen definisi:

- Puskesmas: fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan UKM dan UKP sesuai Permenkes.
- Puskesmas aktif: Puskesmas yang beroperasi dan melaksanakan pelayanan minimal sesuai standar.

- Penduduk: jumlah penduduk seluruh umur di wilayah tersebut (kecamatan/kabupaten/provinsi).

Rumus Perhitungan :
Jumlah Puskesmas Aktif
Jumlah Penduduk

Rasio Puskesmas per Penduduk —

Interpretasi : a. Rasio Tinggi (banyak Puskesmas per penduduk)
Mencerminkan:

- Akses masyarakat terhadap pelayanan primer baik

- Ketersediaan layanan UKM/UKP memadai

- Cakupan wilayah lebih merata

- Beban kerja tenaga kesehatan lebih seimbang
Interpretasi positif — pemerataan layanan kesehatan baik.

b. Rasio Rendah (sedikit Puskesmas per penduduk)
Menggambarkan:
- Akses pelayanan kesehatan primer terbatas
- Penduduk per Puskesmas terlalu banyak
- Risiko mutu layanan menurun
- Ketersediaan tenaga kesehatan tidak sebanding
- Potensi backlog pada layanan promotif—preventif
Interpretasi negatif — perlu penambahan Puskesmas atau peningkatan kapasitas.

Sumber Data : Rekap jumlah Puskesmas per kabupaten/kota, Data fasilitas kesehatan (ASPAK / SIRS Online), BPS — Badan Pusat
Statistik,Data penduduk by name by address (BNBA)

Frekuensi : Tahunan

Nama Indikator : Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio)

Dasar Hukum : Permenkes No. 43 Tahun 2016,Permendagri No. 54 Tahun 2021, Kepmenkes dan Juknis Kader/Posyandu, RPIMN 2020—
2024
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Definisi Operasional : Rasio Posyandu per Satuan Penduduk adalah perbandingan jumlah Posyandu dengan jumlah penduduk pada wilayah
tertentu, yang menggambarkan tingkat ketersediaan Posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat.

Rasio ini digunakan untuk menilai apakah jumlah Posyandu sudah memadai untuk melayani populasi, terutama kelompok
rentan (balita dan ibu hamil).

Satuan umum yang digunakan:

- Posyandu per 1.000 penduduk, atau

- Penduduk per 1 Posyandu (tergantung kebutuhan pelaporan daerah).

Rumus Perhitungan : Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk per 1 Posyandu =
Jumlah Posyandu
Interpretasi : a. Nilai Rasio Tinggi — Ketersediaan Posyandu Memadai

Jika rasio Posyandu per 1.000 penduduk tinggi, atau jumlah penduduk per 1 Posyandu rendah, maka ini menunjukkan:
- Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di Posyandu lebih baik.

- Posyandu lebih mudah dijangkau dan tidak terjadi penumpukan sasaran.

- Beban kader Posyandu lebih ringan.

- Pelayanan seperti penimbangan balita, imunisasi, dan penyuluhan berjalan lebih optimal.

Makna positif: kapasitas pelayanan komunitas memadai.

b. Nilai Rasio Rendah — Ketersediaan Posyandu Tidak Memadai
Jika rasio Posyandu per 1.000 penduduk rendah, atau jumlah penduduk per 1 Posyandu tinggi, maka ini
mengindikasikan:
- Jumlah Posyandu tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
- Potensi penumpukan sasaran, antrian panjang, dan layanan tidak maksimal.
- Kader kewalahan karena cakupan sasaran terlalu besar.
- Risiko menurunnya cakupan layanan dasar (imunisasi, gizi, kesehatan ibu&anak).
- Wilayah perlu penambahan Posyandu atau revitalisasi fungsi Posyandu.
- Makna negatif: kapasitas pelayanan komunitas terbatas.

Sumber Data : Aplikasi ASDK / Satu Data Kesehatan, Data Desa (SID / SDGs Desa), PS — proyeksi dan data kependudukan,Dukcapil —
Data agregat penduduk, Aplikasi SID Desa, bila digunakan di tingkat desa.

Frekuensi : Tahunan

Nama Indikator : Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio)
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Dasar Hukum :

Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Permenkes Rl No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Poskesdes, Permendagri No. 54 Tahun 2021, Standar Pelayanan Minimal — Permenkes No. 6 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Rasio Pustu/Poskesdes per Satuan Penduduk adalah perbandingan jumlah Pustu dan/atau Poskesdes dengan jumlah
penduduk dalam suatu wilayah, yang digunakan untuk menggambarkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang berada di bawah Puskesmas.

Indikator ini menunjukkan pemerataan akses pelayanan kesehatan terutama di desa/kelurahan, wilayah terpencil, dan daerah
sulit jangkauan.

Yang dihitung sebagai sarana:

- Pustu (Puskesmas Pembantu)

- Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

- Kadang termasuk Polindes (bila daerah menggabungkan kategori, namun opsional tergantung kebijakan pelaporan daerah)

Rumus Perhitungan :

Jumlah Pustu/Poskesdes

Rasio = Jumlah Penduduk > 1000
Interpretasi : a. Rasio tinggi
— Jumlah Pustu/Poskesdes memadai dibandingkan penduduk.
Berarti:

- Akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin baik.

- Jangkauan layanan kesehatan semakin luas.

- Beban Puskesmas lebih ringan karena didukung jejaring layanan.
- Pelayanan KIA, gizi, imunisasi, dan UKBM lebih optimal.
Makna positif: pemerataan fasilitas kesehatan baik.

b. Rasio rendah
— Jumlah Pustu/Poskesdes kurang dibandingkan jumlah penduduk.
Implikasinya:
- Akses masyarakat ke layanan dasar terbatas.
- Wilayah sulit jangkauan berisiko tidak mendapatkan layanan rutin.
- Beban Puskesmas terlalu berat.
- Kesenjangan layanan antarwilayah tinggi.
Makna negatif: perlu penambahan atau revitalisasi Pustu/Poskesdes.

Sumber Data :

Aplikasi Fasyankes Online Kemenkes, BPS (Proyeksi penduduk & hasil sensus), Dukcapil (Data Agregat Kependudukan),
Data kependudukan desa (SID) bila digunakan
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Frekuensi :

Tahunan

Nama Indikator :

Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)

Dasar Hukum :

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Permenkes No. 3 Tahun 2020, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
RPIJMN 2020-2024, Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang SPM

Definisi Operasional

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah perbandingan jumlah rumah sakit (RS) dengan jumlah penduduk dalam
suatu wilayah, digunakan untuk menilai kecukupan dan pemerataan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
tingkat kedua dan tingkat ketiga.

Jenis rumah sakit yang dihitung:

- Rumah Sakit Umum (RSU)

- Rumah Sakit Khusus (RSK)

- Pemerintah maupun swasta (selama teregistrasi resmi)

Rumus Perhitungan :

. Jumlah Rumah Sakit
Rasio RS = Jumlah Penduduk = 100.000

Interpretasi :

a. Rasio tinggi — ketersediaan fasilitas memadai
- Akses masyarakat terhadap pelayanan rujukan lebih baik.
- Waktu tunggu dan mobilisasi pasien lebih efisien.
- Distribusi layanan kesehatan dianggap lebih merata.
- Beban satu rumah sakit lebih ringan.
Makna positif: wilayah semakin mampu menyediakan layanan rujukan.

b. Rasio rendah — ketersediaan fasilitas tidak memadai
- Akses layanan rujukan terbatas.
- Beban rumah sakit meningkat (overcrowded).
- Risiko keterlambatan penanganan kegawatdaruratan meningkat.
- Perlu penambahan rumah sakit atau peningkatan kapasitas RS eksisting.
Makna negatif: perlu penguatan infrastruktur kesehatan.

Sumber Data :

SIRS Online (Kemenkes RI), ASDK / Satu Data Kesehatan, PS (Proyeksi & Sensus Penduduk), Dukcapil (Data Agregat
Kependudukan)
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Frekuensi :

Tahunan

10

Nama Indikator :

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)

Dasar Hukum :

Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan SDMK, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
— Memuat ketentuan penguatan SDM kesehatan, Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011, Permenkes No. 6 Tahun 2024
tentang SPM

Definisi Operasional

Rasio Dokter per Satuan Penduduk adalah jumlah dokter (dokter umum + dokter spesialis, sesuai kebutuhan pelaporan) per
jumlah penduduk tertentu dalam suatu wilayah.

Indikator ini menggambarkan ketersediaan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, serta menjadi ukuran
pemerataan distribusi tenaga kesehatan.

- Dokter yang dihitung dapat mencakup:

- Dokter umum

- Dokter spesialis

- Dokter gigi (opsional, tergantung definisi daerah — biasanya dipisah)

Rumus Perhitungan :

. Jumlah Dokter
Rasio Dokter = Jumlah Penduduk % 10.000

Interpretasi :

a. Rasio tinggi — ketersediaan dokter memadai
Maknanya:
-Akses masyarakat ke layanan kesehatan makin baik.
- Waktu tunggu layanan menjadi lebih pendek.
- Beban kerja dokter lebih seimbang.
- Mutu layanan meningkat (continuity of care lebih optimal).
Makna positif: pemerataan dan kapasitas tenaga kesehatan baik.

b. Rasio rendah — kekurangan dokter
Mengindikasikan:
- Akses pelayanan medis tidak memadai.
- Beban kerja tenaga kesehatan sangat tinggi.
- Tingkat cakupan layanan (pemeriksaan, rujukan, pelayanan rutin) berpotensi rendah.
- Wilayah memerlukan penempatan/pemerataan tenaga dokter.
Makna negatif: perlu penguatan distribusi tenaga kesehatan.
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Sumber Data :

Aplikasi ASDK / Satu Data Kesehatan, Aplikasi SI-SDMK (Kemenkes RI) — data tenaga kesehatan, BPS (Sensus & Proyeksi
Penduduk) Dukcapil (Data Agregat Kependudukan)

Frekuensi :

Tahunan

11

Nama Indikator :

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)

Dasar Hukum :

PP No. 72 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Kepmenkes tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, RPJIMN, Renstra Kemenkes, Renstra Dinas Kesehatan Daerah

Definisi Operasional

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan tenaga medis yang bekerja di
fasilitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Tenaga medis yang umumnya dihitung dalam indikator ini meliputi:

- Dokter

- Dokter gigi

- Perawat

- Bidan

- Tenaga kesehatan medis lainnya sesuai kebijakan daerah

Rumus Perhitungan :

Jumlah Tenaga Medis

Rasio Tenaga Medis — Jumlah Penduduk

X biasanya:

e 10.000 penduduk, atau
e 100.000 penduduk

Interpretasi :

Rasio tinggi — ketersediaan tenaga medis relatif baik, beban kerja lebih rendah, akses layanan kesehatan lebih mudah.
Rasio rendah — indikasi kekurangan tenaga medis, risiko menurunnya kualitas pelayanan, potensi antrean tinggi, dan
kesenjangan distribusi.

Sumber Data :

SI-SDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) — data utama, Aplikasi SATUSEHAT/ASIK (pendukung),
BPS (proyeksi penduduk), Profil Kesehatan Daerah, Laporan capaian Renstra/RPJMD

Frekuensi :

Tahunan
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12

Nama Indikator :

Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis : Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis
(treatment coverage)

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis, Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang
Surveilans Kesehatan

Definisi Operasional

Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu

Rumus Perhitungan :

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil
ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah
dalam periode tertentu.

Interpretasi :

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan

dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang
menderita tuberkulosis.

2.

3. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif
kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Sumber Data :

Data Program Kementerian Kesehatan

Frekuensi :

Tahunan

13

Nama Indikator :

Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis : Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success
rate)

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis, Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang
Surveilans Kesehatan, Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2019 tentang Percepatan Eliminasi Tuberkulosis

Definisi Operasional

Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap

Rumus Perhitungan :

Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis
yang diobati dan dilaporkan.
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Interpretasi :

Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan
dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan
tuberkulosis di suatu wilayah.

Sumber Data :

Data Program Kementerian Kesehatan

Frekuensi :

Tahunan

14

Nama Indikator :

Prevelensi Schistosomiosis

Dasar Hukum :

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, P No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular,
Kepmenkes tentang Eliminasi Schistosomiasis, WHO Guidelines for the Control and Elimination of Schistosomiasis

Definisi Operasional

Prevalensi Schistosomiasis adalah proporsi penduduk yang positif Schistosoma japonicum pada satu periode tertentu
(biasanya 1 tahun), berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tinja dengan metode standar seperti:
- Metode Kato-Katz, atau

- Metode pemeriksaan lainnya yang direkomendasikan Kemenkes/WHO.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Penduduk yang Positif Schistosoma

1
Jumlah Penduduk yang Diperiksa > 100%

Prevalensi Schistosomiasis (%) =

Keterangan:
= Penduduk yang diperiksa adalah mereka yang menjalani survei aktif atau pasif di daerah endemis.

e Positif = ditemukan telur Schistosoma japonicum dalam pemeriksaan tinja.

Interpretasi :

a. Prevalensi tinggi
- Menandakan penularan aktif, sanitasi buruk, dan adanya habitat siput perantara (Oncomelania hupensis lindoensis).
- Membutuhkan intervensi segera:
# Pemberian obat massal Praziquantel,
# Pengendalian populasi siput,
# Perbaikan sanitasi (STBM),
# Reduksi kontak dengan air terkontaminasi.

b. Prevalensi menurun
Menunjukkan program pengendalian berjalan baik dan cakupan pengobatan massal efektif.

303




Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Target nasional/WHO
Eliminasi bila prevalensi < 1% secara berturut-turut (umumnya 3 tahun).

Sumber Data :

Surveilans Schistosomiasis Kemenkes RI Dilakukan secara rutin di wilayah endemis., Profil Kesehatan Kabupaten/Provinsi
(terutama Sulawesi Tengah), Pelaporan melalui Sistem Surveilans Terpadu Penyakit (EWARS/SSM).

Frekuensi :

Triwulan dan Tahunan

15

Nama Indikator :

Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam JKN. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program JKN

Definisi Operasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS
Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Rumus Perhitungan :

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta
jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk
Indonesia dikali 100%.

Jumlah peserta JKN

Persentase cakupan kepesertaan JKN = Tamlah penduduk Indonesia

x 100%

Interpretasi :

Calkupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yvang tinggsi di
suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan vang
tinggl menunjukkan bahwa sebagian besar pendudulk di
wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.

2. EKesadaran Masyarakat: Calkupan vang tinggi juga bisa
mencerminkan tingkat kesadaran masyvaralkat tentang
pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan vang berkualitas.

3. Komitmen Pemerintalh Daerah: Cakupan yang tinggi juga
bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam
mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan
kesehatan nasional.

4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan
yvang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian
Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana
semua orang dapat memperoleh layvanan kesehatan yvang
mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
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Sumber Data :

BPJS, DJSN

Frekuensi :

Tahunan

16

Nama Indikator :

Angka Kematian Balita

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah — urusan wajib
pelayanan dasar kesehatan, PP No. 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis, PP No. 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (terkait pemutakhiran data kesehatan), Permenkes No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes
2020-2024, (AKABA adalah indikator kinerja nasional)Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan,
Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan SDGs

Definisi Operasional

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak usia 0-59 bulan (balita) per 1.000 kelahiran hidup pada
periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun).
Indikator ini menggambarkan risiko kematian pada anak sejak lahir hingga usia 59 bulan.

Rumus Perhitungan :

Jumlah kematian anak usia 0-59 bulan
AKABA = 1
Jumlah kelahiran hidup * 1000

Jika data menggunakan estimasi survei (SDKI):

* Rumus dihitung menggunakan metode life table atau child mortality estimation (tidak dihitung manual

oleh dinas).

Interpretasi :

Interpretasi AKABA:

# Semakin rendah AKABA, semakin baik status kesehatan anak dan kualitas layanan kesehatan ibu—anak di suatu wilayah.
# AKABA dipengaruhi oleh:

- status gizi balita,

- imunisasi,

- penyakit infeksi,

- sanitasi & air bersih,

- kualitas layanan maternal-neonatal,

- penanganan gawat darurat anak.

3 AKABA digunakan untuk:

- evaluasi pencapaian SDGs (tujuan 3.2),

- perencanaan program kesehatan ibu dan anak,

- mengidentifikasi wilayah dengan risiko kematian anak tinggi.
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Sumber Data :

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), Rutin laporan fasilitas kesehatan (puskesmas, RS), Pencatatan & Pelaporan
Kematian (ASPAK, e-Mortality, e-Puskesmas), Dinas Dukcapil (registrasi kematian & kelahiran), Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) — sumber paling valid secara nasional, Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar), SUPAS (Survei
Penduduk Antar Sensus BPS)

Frekuensi :

Tahunan

17

Nama Indikator :

Presentase lanjut usia yang mandiri

Dasar Hukum :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Lanjut Usia, Permenkes No. 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, Permenkes
No. 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas, Permenkes No. 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan

Definisi Operasional

Persentase Lanjut Usia yang Mandiri adalah proporsi penduduk lansia (> 60 tahun) yang dapat melakukan aktivitas
kehidupan sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan orang lain, di antara seluruh populasi lansia pada periode tertentu.

Rumus Perhitungan :

mlah lansi diri ADL tanpa bant
Persentase Lansia Mandiri (%) = ( Ju —— yanimalr;hm Emalﬁm : anpa bt ua.n)) x 100
umlah seluruh lansia

Interpretasi :

# Semakin tinggi persentase lansia mandiri — semakin baik status kesehatan dan fungsi fisik lansia di suatu wilayah.

# Indikator ini menggambarkan:

- kualitas pelayanan kesehatan lansia (Posyandu Lansia, layanan prolanis, home care),
- derajat kemandirian fungsi tubuh,

- tingkat kecacatan pada lansia,

- kesiapan daerah dalam menghadapi ageing population.

Sumber Data :

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) / e-PPGBM untuk lansia, Program
Prolanis BPJS Kesehatan (catatan mandiri), Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas
BPS)

Frekuensi :

Triwulan dan Tahunan
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18 | Nama Indikator : Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun

Dasar Hukum : UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan — kesehatan jiwa bagian dari kesehatan holistik.
UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa — kewajiban pemerintah melakukan deteksi dini dan surveilans kesehatan
jiwa. ermenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa, Pedoman teknis Riskesdas
2018 & 2023

Definisi Operasional Prevalensi Depresi pada umur >15 tahun adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang terindikasi mengalami

_ depresi berdasarkan hasil skrining kesehatan jiwa dengan instrumen baku seperti:
SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire), atau
PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9).
Seseorang dikategorikan terindikasi depresi bila:
Skor SRQ-20 > 6 atau
Skor PHQ-9 > 10

Rumus Perhitungan :

p lensi D . Jumlah penduduk >15 tahun terindikasi depresi « 100%
revalensi pepreslt —
P Jumlah penduduk >15 tahun yang diskrining 0

Interpretasi : Nilai tinggi — menunjukkan beban masalah kesehatan jiwa yang besar, risiko penurunan produktivitas dan kualitas hidup,
serta perlunya peningkatan layanan kesehatan jiwa.
Nilai rendah — menunjukkan kondisi relatif lebih baik, namun tetap perlu melihat kualitas skrining (cakupan, ketepatan,
representatif).

Sumber Data : Riset dan Survei Nasional, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) bila sudah diberlakukan sebagai pengganti Riskesdas.ASIK
atau SatuSehat, SIHAJAR/Keswa

Frekuensi : Tahunan

19 | Nama Indikator : Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun

Dasar Hukum :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat
Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan,Permenkes No. 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR
(Kawasan Tanpa Rokok), Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang P2PTM,Permenkes terkait Riskesdas & Survei Kesehatan
Nasional.
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Definisi Operasional

Prevalensi merokok pada penduduk usia 10—-21 tahun adalah persentase penduduk usia 10—21 tahun yang merokok, baik:
Perokok aktif (merokok setiap hari atau kadang-kadang), atau

Pernah merokok dalam 30 hari terakhir, sesuai standar survei nasional.

Seseorang dikategorikan sebagai perokok jika memenuhi salah satu dari berikut:

Melaporkan merokok setiap hari, merokok kadang-kadang, atau merokok dalam 30 hari terakhir.

Termasuk rokok kretek, rokok filter, rokok elektrik/vape* (tergantung pedoman survei), cerutu, dan bentuk penggunaan
tembakau lainnya.

Rumus Perhitungan :

Jumlah penduduk usia 10-21 tahun yang merokok

1
Total penduduk usia 10-21 tahun < 100%

Rumus:

Interpretasi :

Angka prevalensi tinggi — menunjukkan tingginya paparan remaja terhadap rokok dan rendahnya efektivitas pengendalian
tembakau, iklan rokok, maupun edukasi kesehatan remaja.

Angka prevalensi rendah — menggambarkan keberhasilan intervensi seperti pembatasan rokok, edukasi kesehatan, dan
peningkatan kesadaran bahaya rokok.

Sumber Data :

Riset dan Survei Nasional, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) bGlobal Youth Tobacco Survey (GYTS), Survey
sekolah/Poshindu Remaja

Frekuensi :

triwulan dan Tahunan

20

Nama Indikator :

Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Definisi Operasional

Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna adalah rasio yang mengukur proporsi rumah sakit pemerintah yang
telah mencapai status akreditasi tertinggi ("paripurna”) dari total jumlah rumah sakit pemerintah yang ada dalam periode
waktu tertentu.

Rumus Perhitungan :

Jumlah rumah sakit pemerintah dengan status akreditasi paripurna
x 100%

Jumlah total rumah sakit pemerintah yang dinilai

Interpretasi :

Tidak Terakreditasi : Rumah sakit belum memenuhi standar minimal yang disyaratkan dalam penilaian akreditasi.
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Dasar (Bintang 2) :Rumah sakit baru memenuhi standar minimal yang ditetapkan, yang merupakan langkah awal dalam
perjalanan peningkatan mutu.

Madya (Bintang 3) :Rumah sakit telah memenuhi standar-standar dasar dan beberapa standar yang lebih tinggi,
menunjukkan komitmen awal terhadap peningkatan mutu yang terstruktur.

Utama (Bintang 4) : Rumah sakit telah memenuhi sebagian besar standar yang signifikan, dengan nilai minimal 80% pada
bab-bab penting tertentu. Menunjukkan kualitas yang baik dan terstruktur.

Paripurna (Bintang 5) :Tingkat tertinggi. Rumah sakit telah memenuhi semua standar akreditasi dengan nilai minimal 80%
(atau mendekati sempurna), menunjukkan kualitas pelayanan yang unggul dan berfokus penuh pada keselamatan pasien.

Sumber Data :

Data diperoleh dari laporan resmi lembaga akreditasi (seperti KARS/LAFKI), Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
Kementerian Kesehatan, atau Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Frekuensi :

Tahunan

20

Nama Indikator :

Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Definisi Operasional

Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna adalah rasio yang mengukur proporsi rumah sakit pemerintah
yang telah mencapai status akreditasi tertinggi ("paripurna™) dari total jumlah rumah sakit pemerintah yang ada dalam
periode waktu tertentu.

Rumus Perhitungan :

Jumlah rumah sakit pemerintah dengan status akreditasi paripurna
Jumlah total rumah sakit pemerintah yang dinilai

x 100%

Interpretasi :

Tidak Terakreditasi : Rumah sakit belum memenuhi standar minimal yang disyaratkan dalam penilaian akreditasi.

Dasar (Bintang 2) :Rumah sakit baru memenuhi standar minimal yang ditetapkan, yang merupakan langkah awal dalam
perjalanan peningkatan mutu.

Madya (Bintang 3) :Rumabh sakit telah memenuhi standar-standar dasar dan beberapa standar yang lebih tinggi,
menunjukkan komitmen awal terhadap peningkatan mutu yang terstruktur.

Utama (Bintang 4) : Rumah sakit telah memenuhi sebagian besar standar yang signifikan, dengan nilai minimal 80% pada
bab-bab penting tertentu. Menunjukkan kualitas yang baik dan terstruktur.
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Paripurna (Bintang 5) :Tingkat tertinggi. Rumah sakit telah memenuhi semua standar akreditasi dengan nilai minimal 80%
(atau mendekati sempurna), menunjukkan kualitas pelayanan yang unggul dan berfokus penuh pada keselamatan pasien.

Sumber Data :

Data diperoleh dari laporan resmi lembaga akreditasi (seperti KARS/LAFKI), Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
Kementerian Kesehatan, atau Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Frekuensi : Tahunan
21 | Nama Indikator : Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Definisi Operasional Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar adalah rasio yang mengukur proporsi rumah sakit pemerintah

B yang memiliki jumlah dan jenis dokter spesialis yang lengkap sesuai dengan standar klasifikasi dan tipe rumah sakit yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumus Perhitungan :

Jumlah rumah sakit pemerintah yang memenuhi standar dokter spesialis % 100%
Jumlah total rumah sakit pemerintah yang dinilai ’

Interpretasi : Kapasitas Pelayanan: Menunjukkan kemampuan sistem kesehatan pemerintah dalam menyediakan layanan spesialis yang
komprehensif kepada masyarakat.
Pemerataan Akses: Mengevaluasi sejauh mana kesenjangan distribusi dokter spesialis antara wilayah perkotaan dan
pedesaan dapat diatasi.
Kepatuhan Terhadap Regulasi: Mengukur kepatuhan RS pemerintah terhadap standar minimum jumlah dan jenis dokter
spesialis yang diwajibkan untuk klasifikasi rumah sakit tertentu.

Sumber Data : Data dikumpulkan dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), Sistem Informasi Rumah Sakit
(SIRS) Kementerian Kesehatan, dan laporan berkala Dinas Kesehatan setempat.

Frekuensi : Tahunan

23 | Nama Indikator : Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dasar Hukum :

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
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Definisi Operasional

Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah proporsi penduduk sasaran yang menerima layanan pemeriksaan
kesehatan tanpa biaya dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sasaran yang seharusnya
mendapatkan layanan tersebut.

Rumus Perhitungan :

Jumlah orang yang menerima pemeriksaan gratis

Persentase Cakupan = ( ) x 100%

Total populasi target

Interpretasi :

Akses Layanan Merata: Sebagian besar rumah sakit pemerintah mampu menyediakan layanan dokter spesialis dasar dan
penunjang yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Kepatuhan Regulasi: Pemerintah daerah atau pusat berhasil mengelola penempatan dan pemenuhan SDM kesehatan sesuai
dengan standar klasifikasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Mutu Pelayanan Optimal: Ketersediaan dokter spesialis yang cukup mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang
komprehensif dan bermutu.

Efektivitas Kebijakan: Kebijakan pemerintah terkait distribusi tenaga medis dianggap efektif.

Sumber Data :

Sistem informasi kesehatan daerah (SIK/ASIK/SATUSEHAT/PrimaryCare) sesuai daerah

Frekuensi :

Bulanan, triwulan, semester, atau tahunan,

24

Nama Indikator :

Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun

Dasar Hukum :

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Kesehatan (PP No. 46 Tahun 2014, yang mungkin diperbarui oleh PP turunan UU No. 17/2023)

Definisi Operasional

Proporsi individu berusia 18 tahun ke atas dalam suatu populasi tertentu yang diklasifikasikan sebagai obesitas berdasarkan
pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI).

Rumus Perhitungan :

Jumlah individu > 18 tahun yang obesitas

Prevalensi (%) = — - -
Total populasi individu > 18 tahun yang disurvei

) x 100%

Interpretasi :

Berat badan kurang: < 18,5

Berat badan normal: 18,5 - 24,9
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Overweight (Pra-obesitas): 25,0 - 27,0

Obesitas I: 25,0 - 29,9

Obesitas I1: \(\ge \) 30,0

Sumber Data :

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI)

Frekuensi :

Dilakukan setiap beberapa tahun sekali (5 tahun sekali) dan SKI dilaksanakan untuk menggantikan dan memperbarui data
dari Riskesdas,

25

Nama Indikator :

Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, eputusan Menteri
Kesehatan Rl Nomor HK.02.02/MENKES/145/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Stop BABS dan Permenkes RI Nomor 2
Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Definisi Operasional

Persentase Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah persentase kabupaten/kota yang telah
melaksanakan dan mencapai penerapan STBM sesuai dengan 5 pilar STBM, melalui pendekatan perubahan perilaku berbasis
masyarakat.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kab/Kota yang telah mencapai STBM

Persentase Kab/Kota STBM =
ersentase Kab/Kota Total Kab/Kota

x 100%

Interpretasi :

0 — <25% = Cakupan sangat rendah — mayoritas daerah belum mencapai penerapan STBM

25 — <50% = Cakupan rendah — sebagian kecil daerah mencapai penerapan STBM

50 — <75% = Cakupan sedang — lebih dari setengah daerah sudah menerapkan STBM, namun belum merata

75 — <100% = Cakupan tinggi — hampir seluruh daerah menerapkan STBM

100% = Cakupan sangat tinggi — seluruh kabupaten/kota menerapkan STBM

Sumber Data :

Sistem Informasi STBM Nasional (STBM Smart / Dashboard STBM) — Kementerian Kesehatan RI

Frekuensi :

Triwulanan (per 3 bulan)
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26 | Nama Indikator : Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Dasar Hukum : UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, Permenkes tentang fasyankes, akreditasi & ASPAK
Definisi Operasional Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar adalah proporsi kabupaten/kota yang
B memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memenuhi standar nasional berdasarkan ketentuan penyelenggaraan
fasilitas kesehatan
Rumus Perhitungan :
Persentase Kab/Kota dengan Fasyankes sesuai standar  Jumlah Kab/Kota keseluruhanJumlah Kab/Kota yang memiliki Fasyankes sesuai Standar ~ x 100%
Jumlah Seluruh Kab./ Kota
Interpretasi : 0 — <25% = Sangat rendah/ Sebagian besar wilayah belum memiliki fasyankes standar
25 — <50% = Rendah/ Kurang dari separuh daerah memiliki fasyankes sesuai standar
50 — <75% = Sedang/ Mayoritas daerah sudah memiliki fasyankes standar namun belum merata
75 — <100% = Tinggi/ Hampir seluruh kab/kota memiliki fasyankes standar
100% = Sangat tinggi/ Semua kab/kota telah memiliki fasyankes sesuai standar
Sumber Data : Sistem Informasi Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (ASPAK) — Kementerian Kesehatan, Sistem Informasi
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Frekuensi : Triwulanan (setiap 3 bulan), Real-time (setiap terjadi pembaruan)
27 | Nama Indikator : Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan

Dasar Hukum :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat, Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Fasyankes, Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas, Peraturan Dirjen Pelayanan Kesehatan (berbagai regulasi mutu & keselamatan pasien)

Definisi Operasional

Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan adalah persentase pasien yang menyatakan puas terhadap mutu
pelayanan kesehatan yang mereka terima berdasarkan hasil survei kepuasan pasien/masyarakat yang diselenggarakan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan.
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Rumus Perhitungan :

Jumlah responden yang menyatakan puas

x 100%

Tingkat K Pasien (%) =
ingkat Kepuasan Pasien (%) Jumlah seluruh responden survei

Interpretasi :

< 60% = Sangat Rendah/ Pelayanan tidak memenuhi harapan pasien — perlu perbaikan menyeluruh, investigasi keluhan
kritis

60 — < 70% : Rendah/ Pasien banyak mengalami ketidakpuasan — perlu peningkatan prosedur layanan, waktu tunggu &
kenyamanan

70 — < 80% : Sedang / Pasien cukup puas namun masih banyak aspek perlu ditingkatkan — fokus peningkatan di area dengan
skor terendah

80— <90% : Tinggi/ Sebagian besar pasien puas — standar layanan sudah baik, dipertahankan & lakukan perbaikan bertahap

>90% : Sangat Tinggi/ Mutu layanan sangat baik — pertahankan, inovasi pelayanan & sistem reward dapat dikembangkan

Sumber Data :

Data hasil survei seluruh Fasyankes dihimpun oleh Dinkes.

Frekuensi :

Tahunan

28

Nama Indikator :

Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan

Dasar Hukum :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM),Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan
Air,Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bagian kesehatan lingkungan)

Definisi Operasional

Persentase Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan adalah persentase daerah (Kabupaten/Kota)
yang telah memenuhi standar kualitas kesehatan lingkungan sesuai indikator utama, yaitu pemenuhan standar:

1. Kualitas air minum layak

2. Sanitasi layak

3. Pengelolaan sampah dan limbah

4. Pengendalian vektor

5. Higiene lingkungan permukiman, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum

Suatu Kabupaten/Kota dinilai memenuhi syarat apabila minimal 80% indikator kesehatan lingkungan telah terpenuhi
melalui verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kementerian Kesehatan.
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Rumus Perhitungan :

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat

/ i Y
kualitas kesehatan lingkungan Jumlah Kab/Kota yang memenuhi syarat x 100%

Jumlah seluruh Kab/Kota

Interpretasi :

> 80% =Sangat baik — mayoritas Kab/Kota telah memenuhi standar kelayakan kesehatan lingkungan

60-79% =Baik — perlu peningkatan pada sebagian wilayah

40-59% = Cukup — upaya pembinaan dan intervensi perlu diperkuat

<40% = Buruk — sebagian besar Kab/Kota belum memenuhi standar kesehatan lingkungan dan berisiko meningkatkan
penyakit berbasis lingkungan

Sumber Data :

ASKL Aplikasi Sanitasi Kesehatan Lingkungan,STBM Smart, e-Lingkungan Sehat (jika tersedia), Dinas kesehatan
Kab.Kota

Frekuensi :

1 kali setiap tahun (tahunan / annual).

29

Nama Indikator :

Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional

Dasar Hukum :

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Keputusan Menteri
Kesehatan tentang SATUSEHAT Platform, Permenkes No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

Definisi Operasional

Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah persentase seluruh
fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang sudah melakukan integrasi sistem pelaporan/pertukaran data ke platform
Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) Kementerian Kesehatan, melalui mekanisme:

1. Interoperability system / API gateway.

2. Pelaporan data layanan secara elektronik,

3. Integrasi ke platform nasional seperti SATUSEHAT Platform.

Fasilitas kesehatan yang dimaksud mencakup: Puskesmas, Rumah Sakit,Klinik, Laboratorium, Apotek, Fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya yang terdaftar di Kemenkes

Rumus Perhitungan :

Jumlah Fasyankes Terintegrasi

Persentase Integrasi SIKN = ( ) x 100%

Jumlah Total Fasyankes

Interpretasi :

> 90% = Sangat baik — hampir seluruh fasyankes sudah terintegrasi dan aktif mengirimkan data ke SIKN
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75-89% = Baik — sebagian besar fasyankes terintegrasi, masih ada wilayah/jenis fasyankes yang perlu percepatan

50-74% = Cukup — digitalisasi berlangsung sedang, perlu peningkatan secara signifikan

< 50%= Rendah — banyak fasyankes belum terhubung, risiko besar terhadap keterlambatan dan ketidakakuratan data
kesehatan

Sumber Data :

Dashboard Sistem Informasi Kesehatan Nasional / SATU SEHAT Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab.Kota

Frekuensi :

1 kali per tahun (wajib)

30

Nama Indikator :

Persentase kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar

Dasar Hukum :

Permenkes No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas,Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Permenkes No. 30 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Pemerintah

Definisi Operasional

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar adalah
persentase wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik,
dan/atau unit farmasi kesehatan) yang memenuhi standar pemenuhan perbekalan kesehatan, meliputi:
1. Ketersediaan dan kecukupan obat dan vaksin sesuai DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) atau Formularium Nasional
2. Ketersediaan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
3. Sistem manajemen perbekalan kesehatan

- perencanaan,

- pengadaan,

- penyimpanan,

- distribusi,

- pemantauan stok
4. Penerapan standar kefarmasian dan pelaporan
Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi standar apabila indikator perbekalan kesehatan telah diverifikasi oleh Dinas
Kesehatan Provinsi dan/atau Kementerian Kesehatan.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki unit pelayanan ke

Persentase Kab/Kota d?ngan Perbekalan Kesehatan sehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Sesuai Standar (%)

x 100%

Jumlah seluruh Kab/Kota

Interpretasi :

> 90% = Sangat baik — hampir semua Kab/Kota memenuhi standar
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75-89% = Baik — sebagian besar memenuhi standar, perlu peningkatan di beberapa wilayah

50-74% =Cukup — masih terdapat kekurangan signifikan dalam pengelolaan perbekalan

<50%= Buruk — banyak wilayah belum memenuhi standar, risiko gangguan layanan tinggi

Sumber Data :

ASL Logistik / e-logistik, SIRS — indikator perbekalan RS, SIMPUS — indikator perbekalan Puskesmas

Frekuensi :

1 kali per tahun (tahunan / annual).

31 | Nama Indikator : Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Permenkes No. 6 Tahun
2024 tentang SPM Kesehatan
Definisi Operasional Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar adalah
B persentase wilayah Kabupaten/Kota yang telah memiliki fasilitas/pos pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan yang
memenuhi standar pelayanan kesehatan dasar.
Rumus Perhitungan :
. umlah seluruh Kab/KotaJumlah Kab/Kota yang memiliki Unit Pe 100%
Persentase Kab/Kota dengan Unit Pelayanan Kes  |ayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar °
ehatan Tingkat Desa/Kelurahan Sesuai Standar
Jumlah seluruh Kab/Kota
Interpretasi : e >90% Sangat baik — akses layanan kesehatan dasar merata hampir seluruh desa/kelurahan
e 75-89% Baik — sebagian besar wilayah telah memenuhi standar
e 50-74% Cukup — masih banyak desa/kelurahan belum terlayani optimal
e < 50% Buruk — ketimpangan akses layanan kesehatan dasar sangat tinggi
Sumber Data : Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS / ASIK), Aplikasi jejaring pelayanan primer (di daerah tertentu), Dinas Kesehatan
Prov/Kab.Kota
Frekuensi : Tahunan
32 | Nama Indikator : Cakupan imuniasi bayi lengkap

Dasar Hukum :

Permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Petunjuk Teknis Program Imunisasi terbaru

317



Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap adalah persentase bayi usia 0-11 bulan yang telah menerima seluruh jenis imunisasi
dasar sesuai jadwal nasional dalam tahun berjalan.

Rumus Perhitungan :

Jumlah sasaran bayi pada tahun berjalanJumlah bayi (0—11 bulan) x

- ] S 100%
yang menerima imunisasi dasar lengkap

Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)

Jumlah sasaran bayi pada tahun berjalan

Interpretasi :

Semakin tinggi persentase cakupan, semakin baik perlindungan masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I) dan semakin kecil risiko terjadinya KLB penyakit imunisasi.

Target ideal adalah minimal 95% dari total sasaran bayi di wilayah tersebut untuk mencapai herd immunity.

Cakupan yang rendah menunjukkan adanya kerentanan terhadap PD3I akibat:
= akses pelayanan terbatas

= penolakan/keraguan imunisasi

= kualitas pendataan dan penjangkauan sasaran rendah

Sumber Data :

Rekap kab/kota melalui ASIK Kemenkes dan Profil Kesehatan Daerah

Frekuensi :

Triwulanan

33

Nama Indikator :

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil KEK

Dasar Hukum :

Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri,Permenkes No. 59 Tahun 2021 (SPM Kesehatan), Pedoman
Teknis PMT (Kemenkes 2021 & 2023

Definisi Operasional

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil KEK adalah intervensi pemberian makanan tambahan khusus
kepada ibu hamil dengan status Kurang Energi Kronis (KEK) yang ditandai dengan Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5
cm, berupa makanan tambahan lokal atau produk siap saji sesuai standar Kemenkes dan diberikan minimal selama 90 hari
konsumsi.

Rumus Perhitungan :

Jumlah ibu hamil KEK yang menerima PMT sesuai standar x 100%
Persentase PMT untuk Ibu Hamil KEK (%)

Jumlah seluruh ibu Hamil KEK
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Interpretasi :

> 95-100% (sangat baik) Hampir seluruh ibu hamil KEK telah menerima PMT sesuai standar — program berjalan sangat
efektif, risiko komplikasi kehamilan & BBLR lebih rendah

70-94% (cukup / sedang) Program berjalan namun masih terdapat ibu hamil KEK yang belum menerima PMT standar —
masih terjadi kesenjangan cakupan dan pemantauan

< 70% (rendah / bermasalah) Sebagian besar ibu hamil KEK tidak menerima PMT sesuai standar — intervensi belum
memenuhi kebutuhan; risiko kesehatan ibu & janin tinggi

Sumber Data :

e-PPGBM / ASIK / Sistem pelaporan gizi, Register gizi & register ibu hamil Puskesmas

Frekuensi :

Bulanan—Triwulanan (rekap dan evaluasi realisasi program)

34

Nama Indikator :

Persentase ibu hamil yang menerima dan mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) / Multiple Micronutrient
Supplementation (MMS)

Dasar Hukum :

Permenkes No. 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah,Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia
Ibu Hamil (Kemenkes)

Definisi Operasional

Indikator ini mengukur persentase ibu hamil yang menerima dan mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) / Multiple
Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 tablet selama kehamilan. Seorang ibu hamil dinyatakan memenuhi
standar apabila:

1. Menerima 180 tablet TTD/MMS selama masa kehamilan (x 6 bulan), dan

2. Ada pemantauan konsumsi melalui kunjungan ANC / Buku KIA / register gizi / e-PPGBM / ASIK, bukan hanya
distribusi obat.

Rumus Perhitungan :

Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi =180 tablet TTD > 100%
Cakupan TTD/MMS 180 tablet atau MMS selama kehamilan

Jumlah seluruh ibu Hamil pada periode yang sama

Interpretasi :

e Tinggi (> 90-100%) : Program berjalan efektif; hampir semua ibu hamil terlindungi dari risiko anemia, BBLR, prematur,
dan komplikasi persalinan

¢ Sedang (60-89%)= Intervensi berjalan tetapi belum merata; masih terdapat ibu hamil yang belum mengonsumsi 180 tablet
sesuai standar

e Rendah (< 60%) Intervensi tidak memadai; risiko anemia ibu, BBLR, prematur, perdarahan dan kematian ibu/bayi tinggi

Sumber Data :

Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak),e-PPGBM, ASIK / Aplikasi Sehat Indonesiaku, Sistem Puskesmas / SIMPUS

319



Renstra PD Dinas Kesehatan 2025-2029

Frekuensi :

Tahunan

35

Nama Indikator :

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan

Dasar Hukum :

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perpres No. 12 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi, Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan
Reproduksi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan — pelayanan KB bagi ibu pascapersalinan, Pedoman
Pelayanan Pasca Persalinan BKKBN

Definisi Operasional

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan adalah pelayanan pemberian alat/obat kontrasepsi kepada ibu setelah
persalinan, baik pada 042 hari pascapersalinan, melalui fasilitas kesehatan atau pelayanan lapangan (bidan desa,
puskesmas, RS, klinik, dan faskes KB).

Jenis metode KB yang termasuk:

. lUD pascapersalinan

. Implan pascapersalinan

. Suntik pascapersalinan

. Pil pascapersalinan

. Kondom pascapersalinan

. MOW/MOP pascapersalinan (jika sesuai indikasi)

o0l WN

Rumus Perhitungan :

Ibu pascapersalinan yang menerima KB =42 hari setelah = 100%
Cakupan KB Pascapersalinan melahirkan

Total ibu pascapersalinan pada periode pelaporan

Interpretasi :

Semakin tinggi persentase, semakin baik keberhasilan program KB dalam menunda kehamilan setelah melahirkan dan
mencegah kehamilan berisiko terlalu dekat (birth spacing).

Capaian rendah dapat mengindikasikan:

1. Rendahnya edukasi dan konseling KB masa kehamilan dan pascapersalinan

2. Keterbatasan tenaga atau fasilitas pelayanan KB

3. Rendahnya dukungan keluarga atau sosial terhadap KB

4. Stok alat/obat kontrasepsi kurang

Target umum biasanya > 60—70% (dapat mengikuti target nasional dalam Renstra daerah masing-masing).

Sumber Data :

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, ASIK / SatuSehat, Aplikasi Rutin Puskesmas / SIMPUS, e-PPGBM atau sistem pelaporan
daerah
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Frekuensi :

Triwulanan & Tahunan

35 | Nama Indikator : Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan
Dasar Hukum : Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Nifas, dan
KB, Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
= Pelayanan KB bagi ibu pascapersalinan termasuk indikator wajib SPM kesehatan daerah.
Definisi Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan adalah pelayanan pemberian alat/obat kontrasepsi kepada ibu setelah
B persalinan dalam kurun waktu 0-42 hari (masa nifas) melalui fasilitas kesehatan atau pelayanan KB berbasis masyarakat,
baik atas pilihan sendiri maupun rujukan medis.
Rumus Perhitungan : Jumlah ibu pascapersalinan yang menerima pelayanan KB 100%
Cakupan KB Pascapersalinan pada 0—42 hari setelah melahirkan
Jumlah seluruh ibu pascapersalinan pada periode pelaporan
Interpretasi : e > 80% = Sangat baik — pemanfaatan KB pascapersalinan tinggi, edukasi dan akses efektif
e 60-79%= Baik — cakupan cukup baik, namun masih ada ibu yang belum terlindungi risiko kehamilan berulang
e 40-59%= Rendah — banyak ibu pascapersalinan belum menggunakan KB; risiko unmet need tinggi
e < 40% = Sangat rendah / masalah serius — program tidak efektif, perlunya intervensi intensif
Sumber Data : ASIK / SatuSehat (pelaporan layanan ibu & KB), SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas), SIMRS (Sistem
Informasi Rumah Sakit)
Frekuensi : Triwulanan & Tahunan
36 | Nama Indikator : Praktek Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Definisi Operasional

Praktek Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi untuk kontak kulit dengan kulit ibu segera setelah
lahir, kemudian mencari sendiri puting dan mulai menyusu, dalam kurun waktu 1 jam pertama setelah kelahiran dan
berlangsung minimal selama 1 jam.
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Rumus Perhitungan :

Jumlah peserta KB baru pascapersalinan (dalam 42 hari setelah melahirkan) « 100%
0

Jumlah total persalinan hidup di suatu wilayah

Interpretasi :

> 90% = Sangat baik — IMD telah menjadi standar rutin di fasilitas kesehatan

80-89% = Baik — namun masih perlu peningkatan konsistensi

60-79% = Cukup — masih ada kendala signifikan dalam implementasi IMD

< 60% = Rendah — perlu intervensi

Sumber Data :

Portal Satu Data Indonesia (data.go.id), Badan Pusat Statistik (BPS)

Frekuensi :

Triwulan dan Tahunan

37

Nama Indikator :

Usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (mp-asi) beragam

Dasar Hukum :

Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri,Pedoman Gizi Seimbang (Kemenkes),Global Strategy for
Infant and Young Child Feeding (WHO, UNICEF)

Definisi Operasional

Usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI beragam adalah persentase anak usia 6—23 bulan yang memenuhi kriteria Minimum
Dietary Diversity (MDD), yaitu mengonsumsi >5 dari 8 kelompok pangan pada hari sebelumnya (previous day recall).

Rumus Perhitungan :

Usia 6-23 bulan mendapat Makanan Jumlah anak 6-23 bulan yang mendapat MP-

. ) x 100%
Pendamping ASI (mp-asi) beragam AS| 25 kelompok pangan

Seluruh anak usia 6-23 bulan yang tercatat pada periode
pelaporan.

Interpretasi :

>80%: Baik — mayoritas anak telah mendapat MP-ASI beragam

60-79%: Cukup — perlu peningkatan edukasi PMBA dan akses pangan

<60%: Kurang — risiko kualitas diet buruk dan risiko stunting meningkat.

<40%: Buruk — memerlukan intervensi segera (pelatihan kader, edukasi ibu, bantuan pangan).
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Sumber Data :

e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGI)

Frekuensi : Triwulan
38 | Nama Indikator : Anak usia 0-59 bulan Gizi Buruk mendapat tata laksana gizi buruk
Dasar Hukum : Pedoman Tata Laksana Gizi Buruk Kementerian Kesehatan,Keputusan Menteri Kesehatan tentang MTBS / MTBS Plus,
Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Definisi Operasional Anak usia 0-59 bulan gizi buruk yang mendapat tata laksana gizi buruk adalah persentase anak balita dengan status gizi
B buruk (berdasarkan antropometri atau tanda klinis) yang mendapat tata laksana sesuai pedoman nasional dalam periode
pelaporan.
Kriteria Anak Gizi Buruk (berdasarkan Permenkes & Standar Antropometri 2020):
BB/TB atau BB/PB < -3 SD, atau
PB/U atau TB/U < -3 SD disertai tanda klinis, atau
Gizi buruk dengan komplikasi (edema pitting bilateral), atau
Gejala klinis berat menurut tenaga kesehatan.
Rumus Perhitungan : Jumlah k 0—59 bul izi buruk telah d tk
. o, — umian ana — ulan giZl buruk yang telan mendapatkan « %
Cakupan Tata Laksana Gizi Buruk (%) tata laksana (RS/Puskesmas) sesuai pedoman. 100%
Jumlah seluruh anak 0-59 bulan yang terdiagnosis gizi buruk
pada periode pelaporan
Interpretasi : e >90% = Sangat baik — kasus gizi buruk tertangani hampir seluruhnya
e 80-89% = Baik — sebagian besar tertangani
e 0-79% = Cukup — perlu peningkatan rujukan & ketersediaan RUTF
e <60% = Buruk — banyak kasus tidak tertangani, risiko kematian meningkat
Sumber Data : Register MTBS / MTBS Plus di Puskesmas, SIGI / SIGA (Sistem Informasi Gizi Indonesia), egister Tata Laksana Gizi
Buruk di Rumah Sakit
Frekuensi : Triwulan
39 | Nama Indikator : Anak 6-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi

Dasar Hukum :

Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
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Definisi Operasional

Anak usia 6-59 bulan gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi adalah persentase anak balita usia 6-59 bulan
dengan status gizi kurang (berdasarkan antropometri) yang menerima intervensi tambahan asupan gizi sesuai pedoman

Rumus Perhitungan :

Cakupan Anak Gizi Kurang Mendapat umlah anak usia 6—59 bulan dengan status gizi kurang yang

. _ . L x 100%
Tambahan Asupan Gizi (%)= telah menerima tambahan asupan gizi,

Jumlah seluruh anak usia 6-59 bulan yang teridentifikasi gizi kurang

Interpretasi :

e >90% = Sangat baik — penanganan gizi kurang optimal

e 80-89% = Baik — sebagian besar anak tertangani

e 60-79% = Cukup — perlu peningkatan pemantauan dan ketersediaan PMT
e <60% = Buruk — risiko meningkatnya gizi buruk & wasting

Sumber Data :

e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGI/SIGA)

Frekuensi :

Triwulan

40

Nama Indikator :

Anak usia 0-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar

Dasar Hukum :

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Balita
Sakit (MTBS), Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

Definisi Operasional

Anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar adalah Anak berusia 0—23 bulan yang pada
periode pelaporan mengalami diare (>3 kali buang air besar cair dalam 24 jam) dan menerima tata laksana diare sesuai
standar.
a. Pemberian ORS/Oralit
v Oralit diberikan segera saat anak mengalami diare.
v Dosis sesuai pedoman: diberi sedikit-sedikit dan sering, sesuai berat badan dan kondisi dehidrasi.
b. Pemberian Zinc
v Dosis sesuai standar:
10 mg/hari untuk usia < 6 bulan
20 mg/hari untuk usia 6-23 bulan
v Diberikan selama 10-14 hari berturut-turut.
c. Pencatatan
Anak dihitung jika tercatat telah menerima oralit dan zinc (keduanya) pada fasilitas kesehatan/posyandu.
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Rumus Perhitungan :

Anak 0-23 bulan diare yang mendapat oralit & zinc sesuai standar
x 100%

Cak =
akupan (%) Total anak 0-23 bulan yang mengalami diare

Interpretasi :

1. Mengukur mutu penanganan diare pada anak
Semakin tinggi cakupan, semakin baik:
Ketepatan penanganan diare sesuai standar MTBS.
Penggunaan oralit untuk mencegah dehidrasi.
Pemberian zinc 10-14 hari yang terbukti mengurangi durasi dan kekambuhan diare.

2. Indikator kemampuan sistem kesehatan

- Cakupan tinggi menunjukkan:
Fasilitas kesehatan memiliki persediaan oralit dan zinc.
Tenaga kesehatan mempraktikkan standar klinis.
Pencatatan dan pelaporan kasus diare berjalan baik.
- Cakupan rendah menunjukkan:
Masih kurangnya akses pelayanan.
Pemberian tata laksana belum sesuai standar.
Stok obat sering habis.
Banyak kasus yang tidak dibawa ke fasilitas kesehatan atau tidak tercatat.

3. Bentuk perlindungan terhadap komplikasi diare
- Tatalaksana yang tepat menurunkan risiko:
Dehidrasi
Malnutrisi (gizi kurang/gizi buruk)
Rawat inap
Kematian
Dengan demikian, indikator ini dapat dipakai untuk memantau upaya pencegahan stunting.

4. Target ideal

Target program biasanya mendekati 100%, karena seluruh anak diare usia 0—23 bulan wajib mendapatkan oralit dan
zinc.

Sumber Data :

e-PPGBM (jika terintegrasi dengan kejadian diare), SIKDA/ASDK (Aplikasi Sistem Informasi Kemenkes)

Frekuensi :

Triwulan
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41 | Nama Indikator : Anak usia 24 - 59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar

Dasar Hukum :

Definisi Operasional Anak berusia 24-59 bulan yang pada periode pelaporan mengalami diare (>3 kali BAB cair dalam 24 jam) dan
mendapatkan tata laksana diare sesuai standar nasional, yaitu pemberian oralit (ORS) dan zinc sesuai dosis dan aturan
pemberian, serta tercatat dalam pelayanan kesehatan.

RS P Jumlah anak 24-59 bulan di dapat oralit dan zi { stand

um ana. = ulan diare yang mendapat or all Zimce sesual standaar
Cakupan (%) = yane P — x 100%
Jumlah seluruh anak 24-59 bulan yang mengalami diare

Interpretasi : Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa penanganan diare sudah sesuai standar MTBS, yaitu pemberian oralit untuk
mencegah dehidrasi dan zinc selama 10-14 hari untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah kekambuhan. Hal ini
menandakan bahwa akses pelayanan, ketersediaan obat, kompetensi tenaga kesehatan, dan pencatatan kasus berjalan
dengan baik.

Sebaliknya, cakupan yang rendah mengindikasikan bahwa banyak anak diare belum ditangani sesuai standar, adanya
kendala pelayanan, ketersediaan oralit/zinc yang terbatas, atau pencatatan yang belum optimal, sehingga risiko komplikasi
(dehidrasi, gizi kurang, rawat inap) lebih tinggi.

Secara keseluruhan, indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan kesehatan anak, efektivitas
pencegahan komplikasi diare, dan kontribusi terhadap pencegahan stunting di wilayah.

Sumber Data : Register dan Pencatatan Fasilitas Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan

Frekuensi : Triwulan

42 | Nama Indikator : Anak usia 0 - 23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)

Dasar Hukum :

Permenkes Rl No. 4 Tahun 2019,Petunjuk Teknis POPM Kecacingan Kemenkes RI,RPJIMN 2020-2024 dan Rencana Aksi
Pencegahan Stunting

Definisi Operasional

Anak berusia 0-23 bulan yang pada periode pelaporan mendapatkan pemberian obat cacing (Pemberian Obat Pencegahan
Massal/POPM) sesuai rekomendasi program nasional, tercatat dalam register pelayanan, posyandu, atau fasilitas kesehatan

Rumus Perhitungan :

Cakupan POPM anak usia 12—23 bulan (%)= Jumlah anak usia 12—23 bulan yang mendapatkan obat cacing = 100%

Jumlah seluruh anak 12 - 23 Bulan
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Interpretasi :

e >95% : Sangat baik — cakupan optimal
o 80-94% : Baik, perlu peningkatan pemerataan
e < 80% : Rendah — risiko kecacingan tetap tinggi

Sumber Data :

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas),e-PPGBM (jika POPM dicatat saat kegiatan timbang
balita).Rekap pelaksanaan POPM semesteran dari koordinator program P2PTM/P2P

Frekuensi :

Triwulan

43

Nama Indikator :

Anak usia 24 - 59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)

Dasar Hukum :

Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019,Petunjuk Teknis POPM Kecacingan

Definisi Operasional

Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM) adalah
jumlah anak berusia 24 sampai 59 bulan (2—4 tahun 11 bulan) yang menerima obat cacing sesuai dengan jadwal dan dosis
pemberian obat cacing yang ditetapkan pemerintah.
Ketentuan teknis
- Obat yang digunakan: Albendazole atau Mebendazole.
- Dosis standar: Albendazole 400 mg — 1 tablet kunyahatau Mebendazole 500 mg — 1 tablet
- Frekuensi pemberian: 2 kali setahun (setiap 6 bulan) dalam kegiatan POPM nasional/daerah.
- Anak dihitung memenuhi indikator bila:
Berusia 24-59 bulan, dan
Menerima obat cacing pada periode pelaporan (biasanya semester berjalan).

Rumus Perhitungan :

Cakupan POPM Anak 24-59 bulan (%)= Jumlah anak usia 24-59 bulan yang menerima obat cacing x 100%

Jumlah seluruh anak usia 24-59 bulan

Interpretasi :

e >95% = Sangat baik. Program terlaksana optimal, risiko kecacingan turun signifikan.
e 80-94% = Baik tetapi masih ada gap cakupan. Perlu penguatan mobilisasi posyandu & pemberian POPM.
e < 80% = Rendah. Risiko penularan kecacingan tetap tinggi, intervensi belum memadai.

Sumber Data :

SP2TP (laporan gizi dan P2P), ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan), e-PPGBM (jika pencatatan dilakukan saat timbang
balita)
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Frekuensi :

Triwulan

44

Nama Indikator :

Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24 - 59 bulan

Dasar Hukum :

Definisi Operasional

Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan adalah jumlah anak berusia 24-59 bulan yang didiagnosis
pneumonia oleh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam periode pelaporan tertentu (bulanan, triwulan,
atau tahunan).

- Diagnosis pneumonia ditetapkan berdasarkan:

Tanda dan gejala klinis sesuai pedoman nasional (batuk atau kesulitan bernapas disertai napas cepat atau tarikan dinding
dada);

Pemeriksaan fisik oleh tenaga kesehatan terlatih;

Pencatatan dalam register pelayanan, eP1S/Web, atau sistem pelaporan surveilans (ASPAK, SIHA, atau sistem
kabupaten/kota lainnya).

- Kasus yang dihitung mencakup:

Pneumonia baru (new cases)

Pneumonia berulang (recurrent)

Temuan dari fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta

- Tidak termasuk:

ISPA non-pneumonia

Anak usia <24 bulan atau >59 bulan

Rumus Perhitungan :

Jumlah kasus pneumonia pada anak 24-59 bulan yang ditemukan

100%
Perkiraan populasi anak 24-59 bulan R

Cakupan Penemuan Pneumonta 24-59 bulan (%) =

Interpretasi :

1. Jika Jumlah Temuan Kasus MENINGKAT

Peningkatan jumlah kasus dapat bermakna positif atau negatif tergantung konteks:

Makna Positif (Program kuat):

- Kemampuan fasilitas kesehatan lebih baik dalam mendeteksi pneumonia.

- Pelacakan aktif dan skrining balita meningkat.

- Pencatatan dan pelaporan membaik, sehingga kasus yang sebelumnya tidak terlapor Kini tercatat.

- Masyarakat lebih aktif mencari layanan, sehingga lebih banyak kasus terdeteksi dini. — Interpretasi: kualitas deteksi dini
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meningkat.

Makna Negatif (Masalah kesehatan meningkat):

- Terjadi peningkatan kejadian pneumonia di masyarakat.

- Ada penularan atau faktor risiko lingkungan yang memburuk (asap, polusi, gizi buruk, imunisasi tidak lengkap).
- Potensi adanya kejadian luar biasa (KLB) ISPA/pneumonia jika meningkat sangat signifikan.

— Interpretasi: beban penyakit meningkat.

2. Jika Jumlah Temuan Kasus MENURUN

Penurunan jumlah temuan kasus juga memiliki dua kemungkinan interpretasi:
Makna Positif (Kesehatan masyarakat membaik):

- Terjadi penurunan insidensi pneumonia pada balita.

- Program pencegahan berjalan baik (imunisasi, gizi, ASI, pengendalian lingkungan).
- Perilaku mencari layanan kesehatan meningkat sehingga pneumonia lebih cepat teratasi sebelum berat.
— Interpretasi: beban penyakit menurun.

Makna Negatif (Program lemah):

- Deteksi dini rendah, puskesmas tidak aktif menemukan kasus.

- Underreporting atau data tidak masuk.

- Masyarakat tidak datang ke fasilitas kesehatan.

- Ada masalah dalam pencatatan dan pelaporan.

— Interpretasi: kualitas surveilans/penemuan kasus menurun.

Sumber Data :

Sistem Informasi Kesehatan, ASPAK / SIRS (Rumah sakit), SIHA/ASIK (jika digunakan daerah), Aplikasi Pencatatan dan
Pelaporan Pneumonia/ISPA

Frekuensi :

Triwulan

45

Nama Indikator :

Skrining anemia terhadap remaja putri

Dasar Hukum :

Permenkes No. 41 Tahun 2016,Permendikbud tentang UKS/M

Definisi Operasional

Skrining anemia pada remaja putri adalah pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) yang dilakukan pada remaja putri usia 10—
19 tahun, baik di sekolah, puskesmas, posyandu remaja, maupun fasilitas kesehatan lainnya, untuk mengetahui status
anemia.

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan:

- Hb-meter (portable hemoglobinometer)

- Pemeriksaan laboratorium (hematology analyzer)

Remaja putri dinyatakan anemia bila kadar Hb:

- <12 g/dL (WHO & Kemenkes)
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- Yang dihitung dalam indikator “jumlah skrining anemia” adalah:
- Remaja putri yang diperiksa kadar Hb-nya, baik hasilnya anemia atau tidak

Rumus Perhitungan :

Jumlah remaja putri yang diperiksa Hb

Cakupan Skrining Anemia (%) = »x 100%

Total populasi remaja putri 10-19 tahun

Interpretasi :

a. Jika jumlah/cakupan skrining MENINGKAT

- Interpretasi positif:

Layanan puskesmas semakin aktif menjangkau remaja.

Kerja sama sekolah—puskesmas meningkat.

Pemeriksaan Hb lebih mudah dilakukan.

- Interpretasi negatif:

Jika proporsi anemia juga meningkat, berarti beban anemia di masyarakat memburuk.

b. Jika jumlah skrining MENURUN

- Interpretasi positif:

Tidak relevan kecuali jumlah populasi turun (jarang).
- Interpretasi negatif:

Penjaringan remaja putri lemah.

Puskesmas tidak rutin turun ke sekolah.

Kerja sama lintas sektor (Diknas/ sekolah) menurun.
Alat Hb-meter terbatas atau tidak tersedia.

Data tidak dilaporkan (underreporting).

Sumber Data :

ASIK / e-PPGBM (jika digunakan oleh daerah), Laporan Bulanan Puskesmas (LB1/LB3), Laporan Program Gizi dan KIA,
Data remaja putri (denominator): Dukcapil / BPS / Dinkes

Frekuensi :

1 kali dalam setahun

46

Nama Indikator :

Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap air Minum Aman

Dasar Hukum :

Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air, SPM Kesehatan — PP 2/2018 dan Permenkes No. 6 Tahun 2024
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Definisi Operasional

Rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum
yang memenuhi persyaratan kualitas air aman sesuai standar kesehatan, baik dari segi fisik, kimia, maupun mikrobiologi,
serta tersedia secara cukup, kontinu, dan dapat dijangkau.

Sumber air minum aman meliputi:

Air perpipaan (PDAM/SPAM) yang dilengkapi proses pengolahan dan memenuhi standar kualitas
Sumur gali/bor terlindungi, dengan konstruksi yang memenuhi standar dan bebas pencemaran

Air hujan yang ditampung dan disimpan sesuai standar higiene

Air kemasan yang berizin edar

Sumber air permukaan yang telah diolah sesuai standar

- Rumah tangga dianggap memiliki akses air minum aman jika:

Sumber air minum dari improved source (terlindungi), dan

Kualitas air memenuhi standar Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang kualitas air minum (E. coli 0/100 ml, parameter fisik
dan kimia sesuai baku mutu).

Rumus Perhitungan :

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman

Cakupan Akses Air Minum Aman (%) = x 100%

Total rumah tangga

Interpretasi :

o Jika cakupan meningkat
Interpretasi positif:
Akses masyarakat terhadap sumber air aman membaik
Infrastruktur air minum (PDAM/SPAM/air tanah terlindungi) meningkat
Program STBM pilar 5 berjalan baik
Kesadaran masyarakat meningkat
Dampak kesehatan: penurunan diare, stunting, penyakit berbasis air.

e Jika cakupan menurun
Interpretasi negatif:
Ketersediaan air aman menurun (kemarau, kerusakan jaringan, air tanah tercemar)
Infrastruktur pelayanan air tidak berfungsi
Banyak hasil uji laboratorium tidak memenuhi standar
Ada masalah pencemaran lingkungan (limbah domestik/industri)
Data tidak lengkap (underreporting)
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o Jika nilai sangat rendah
Mengindikasikan:
Tingginya risiko penyakit berbasis air
Permukiman berisiko sanitasi buruk
Intervensi air bersih harus menjadi prioritas daerah

Sumber Data :

STBM Smart / aplikasi monitoring STBM,Susenas BPS (modul air minum dan sanitasi),Register surveilans kualitas air

Frekuensi :

Triwulan dan Tahunan
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Nama Indikator :

Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap Sanitasi Aman

Dasar Hukum :

Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Definisi Operasional

Rumah Tangga Mendapatkan Akses terhadap Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi

(jamban) yang memenuhi persyaratan sehat dan membuang tinja secara aman, baik di tingkat rumah tangga, komunal,
maupun sistem terpusat.

Rumus Perhitungan :

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman

Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman (%) = x 100%

Jumlah seluruh rumah tangga

Interpretasi :

a. Jika cakupan sanitasi aman MENINGKAT
- Interpretasi positif:
Kualitas sanitasi rumah tangga membaik
STBM pilar 1 (Stop BABS) dan pilar 2-3 berjalan efektif
Pengolahan lumpur tinja (IPLT) aktif dan berfungsi
Risiko penyakit berbasis air (diare, cacingan, stunting) menurun
Infrastruktur sanitasi ditingkatkan
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b. Jika cakupan MENURUN
- Interpretasi negatif:
Rumah tangga kembali BABS atau menggunakan jamban tak layak
Infrastruktur sanitasi rusak/ tidak berfungsi
Banyak tangki septik tidak memenuhi standar teknis
Ada keterbatasan layanan penyedotan lumpur tinja
Pelaporan tidak lengkap (underreporting)

c. Jika cakupan sangat rendah (<50%)
Mengindikasikan kondisi sanitasi berisiko tinggi
Wilayah rawan diare, stunting, kecacingan
Perlu intervensi prioritas lintas sektor (PUPR—Kesehatan—Desa)

Sumber Data :

Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Frekuensi :

Triwulan dan Tahunan
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